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WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR    22   TAHUN2025

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang      :    a.       bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf

b  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b.       bahwa  Peraturan  Wall  Kota  Nomor  23  Tahun  2011

C.

tentang  Sistem  dan  FTosedur  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini
sehingga perlu diganti;
bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Sistem dari
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat         :     1.        Pasal    18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2.       Undang-Undang   Nomor   27   Tahun    1959    tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Pexpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11
di Kalimantan  (Ijembaran  Negara Tahun  1953  No.  9),
Sebagai   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Tahun
1959    Nomor  72,      Tambahan     Lembaran     Negara
Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut,
Daerah   Tingkat   11   Tapin,   dan   Daerah   Tin8kat   11
Tabalong  dengan  Mengubah  Undang-Undang  No.  27
Taliun    1959,    tentang   Penetapan   Undang-Undang
Darurat  No.  3  Tahun   1953,  tentang  Pembentukan
Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara
Tahun  1965  Nomor 51,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756) ;

3.       Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan

4.

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah   beberapa   ka]i   diubah   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenrfug
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I.embaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 6322);

5.       Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

6.       Peraturan   Daerah   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kota  Balikpapan  Tahun  2023  Nomor  6,  Tambahan
Lembaran Daerah Kota Balikyapan Nomor 68) ;

MEunTusKAN:

Menetapkan PERATURAN     WALI      KOTA     TENTANG     SISTEM     DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.       Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.       Wali Kota adalah wali Kota Balikyapan.
3.       Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Balikyapan.
4.       Dewan  Perwahilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disin8kat  DPRD

adalah lembaga perwaldlan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengelolaan   Keuangan   Daerah   adalah   keseluruhan   kegiatan   yang
meliputi   perencanaan,   penganggaran,   pelaksanaan,   penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerfutahan  daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diarfui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
Utang  Daerah  adalah  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar  Pemerintah
Daerah  dan/atau  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  dapat  dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,  pen.anjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disin8kat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kelja perangkat daerah atau unit
satuan  keH'a  perangkat  daerah  pada  satuan  kelja  peran8kat  daerah
dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecua]ian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
Akuntansi    adalah    proses    identififeasi,    pencatatan,    pengurfuran,

pengklasifiikasian,   pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
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Pasal 2
Peraturan Wall Kota ini dimaksudkan:
a.    sebagai upaya penyempumaan dan pemutakhiran sistem dan prosedur

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  berdasarkan  keadaan,  kebutuhan  dan
kemampuan Pemelintah Daerah; dan

b.    menjadi  pedoman  kelja  bagi  para  pejabat  dan  pegawai  yang  diberi
kewenangan tertentu dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a.    mendukung   kebijahan   Pemerintah   Daerah   atas   perubahan   sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.    terlaksananya pengelolaan APBD secara tertib, efektif, efisien, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 11

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANG£IN DAERE

Pasal 4
(1)    Sistem  dan  prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  disusun  dengan

sistematika sebagai berikut:
a.     BAB I          :     PENGELOLA KEUANGAN DAERAH;

b.     BAB II        :     ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH;

c.     BAB Ill       :     PENYUSUNAN  RANCANGAN ANGGARAN  PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH;

d.     BAB IV       :     PENETAPAN ANGCIARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA

DAERE;
e.     BABV         :     PELAKSANAANDANPENATAUSAHAAN;.

f.      BAB VI       :     LAPORAN         REALISASI         SEMESTER         PERTAMA

ANGGARAN   PENDAPATAN   DAN   BELANJA   DAERAH

DAN    PERUBAHAN    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN

BELANJA DAERE;

9.     BAB VII      :     AKUNTANSI          DAN          PELAPORAN          KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAII;

h.     BAB VIII    :     PENYUSUNAN  RANCANGAN  PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN       ANGGARAN       PENDAPATAN       DAN

BELANJA DAIRAH;
i.      BABIX      _:     KEKAYAANDAERAHDANUTANGDAERAH;

j.      BABX        :     BADANLAYANANUMUMDAERAH;
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k.     BABXI

I.       BABXII

in.    BABXIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH;

INFORMASI KEUANGAN DAERAH; dan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

(2)    Penjabaran  sistem  dan  prosedur  Pengelolaan  Keuangan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lanpiran  yang  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wahi Kota ini.

BAB Ill

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada  saat  Peraturan  Wali  Kota  ini  mulai  berlaku,   Peraturan  Wall  Kota
Balikyapan Nomor 23 Tahun 2011  tentang Sistem dan FTosedur Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Daerah  Kota  Balikpapan  Tahun  2011  Nomor  23),
dicabut dan dinyatakaLn tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatarmya dalam Berifa Daerah Kota Balikyapan.

Ditetapkan di Bali]apapan

pada tanggal  8  Desenber  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

FunMAD MAsuD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal  8  Desember  2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAIIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR  22

Salinan sesual dengan aslinya
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LAMPIEN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR    22   TAHUN2025
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLRAN
KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAV KEUANGAN DAERAH

BABI
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan Daerafi yang
melakukan  keseluruhan   kegiatan  yang  mdiputi  perencanaan,   penganggaran,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan
Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokulnen yang
dilakukan secara elektronik.  Dokumen dalan Peraturan Waft Kota ini,  disajikan
dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan
informasi  yang  bersifat  dinamis  dalam  setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan
Daerah.
Pengelola  Keuangan  Daerah  terbagi  berdasarkan  peran  dan  fungsinya  masing-
masing sebagal berikut:

A.      PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.   Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan

mewakili pemerintah  Daerah  dalam kepemilikan kekayaan  Daerah yang
dipisahkan.

2.   Pemegang    kekuasaan    pengelolaan    keuangan    Daerah    mempunyal
kewenangan:
a.  menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b.  mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung].awaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c.   menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d.  menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.   mengambil   tindakan   tertentu   dalam   keadaan   mendesak   terkait

Pengelolaan  Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh  Daerah
dan/ atau masyarakat;

f.    menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
9.   menetapkan KPA;
h.  mer}etapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.   menetapkan  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pemungutan  pajak

Daerah dan retribusi Daerah;
j.   menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

Ffutang Daerah;
k.  menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengng.ian atas tagihan

dan memerintahhan pembayaran;
1.   menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  rangka  Pengelolaarl  Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
in. melaksanakan  kewenangan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
3.   Selaln kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit

menetapkan  bendahara  penerimaan  pembantu,  bendahara  pengeluaran
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pembantu,  bendahara  bantuan  operasional  sekolah,  bendahara  BLUD,
bendabara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

4.   Dalam melaksanakan kekuasaan Wali Kota me]inpahkan sebagian atau
seluruh    kekuasaannya    yang    berupa    perencanaan,    penganggaran,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggung].awaban,  serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Peran8kat Daerah dengan
in?mperhatikan   sistem   pengendalian   intemal  yang   didasarkan   pada
prmsip  pemisahan  kewenangan  antara  yang  memerintahkan,  menguji,
dan    menerima   atau    mengeluarkan   uang.    Pelimpahan    kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Wa]i Kota.

5.   Pejabat perangkat Daerah terdiri atas:
a.   sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaari keuangan Daerah;
b.  kepala SKPKD selafu PPKD; dan
c.   kepala SKPD selaJm PA.

8.     KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERE
1.   Sekretaris   Daerah   selalnl   koordinator  pengelolaan  keuangan   Daerah

mempunyal tugas:
a.  koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah;
b.  Iroordinasi   di   bidang   penyusunan   rancangan   APBD,   rancangan

perubahan  APBD,  dan  rancangan  pertanggungjawaban  pelaksanaan
APBD;

c.   koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.  memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
e.   koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.    memimpin TAPD.

2.   Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
a.  koordinasi   dalam   penyusunan   sistem   dan   prosedur   Pengelolaan

Keuangan Daerah;
b.  koordinasi   dalam   penyusunan   kehijakan   Akuntansi   Pemerintah

Daerah; dan
c.   koordinasi dalaln penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

3.   Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Wall Kota.

4.   Koordinator  dalan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  merupakan  terkait
dengan peran dan fungsi sekretaris Daerah membantu Wa]j Kota dalam
menyusun  kebijakan  dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C.     PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAII
1.   Kepala  SKPKD  se]afu  PPKD  adalah  Kepala  SKPD  yang  melaksanakan

unsur  penunjang  urusan  pemerintahan  pada  pemeintah  Daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD
mempunyai tugas:
a.  menyusun   dan   melaksanakan   kehijakan   pengelolaan   keuangan

Daerah;
b.  menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD,  dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c.   melaksanakan  pemungutan  pendapatan  Daerah  yang  telah  diatur
dalan Perda;

d.  melaksanakan fungsi BUD;
e.   menetapkan      Bendahara      Pengganti      Sementara      berdasarkan

kewenangan yang dilimpahkan oleh Wa]i Kota; dan
f.   melaksanakan  tugas  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
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2.   PPKD dalam melaksanakan fungsinya selarfu BUD berwenang:
a.  menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.   mengesahkan DPA-SKPD;
c.   melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.  memberikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem  penerinaan  dan

pengeluaran kas Daerah;
e.   melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
f.   menetapkan anggaran kas dan SPD;
9.   menyiapkan pelaksanaan pinjalnan dan pemberian jaminan atas nana

Pemerintah Daerah;
h.  melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangari Daerah;
i.   menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
j.   melakukan  pencatatan  dan  pengesahan  dalam  hal  penerimaan  dan

pengeluaran  Daerah  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3.   Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a.   mengelola investasi;
b.  menetapkan anggaran kas;
c.   melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d.  membuka rekening Kas umum Daerah;
e.   membuka rekening penerimaan;
f.   membuka rekening pengeluaran; dan
9.   menyusun  laporan  keuangan  yang  mempakan  pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
4.   Dalam   hal   kewenangan   pemungutan   pajak   daerah   dipisafikan   dari

kewenangan SKPKD, SKPD yang membidangi pendapatan Daerah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanalrm
pemungutan pajak daerah.

5.   Pengelolaan investasi memperhatihan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

6.   Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD,  SKPD  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dapat
melaksanakan pengelolaan investasi.

D.     KUASABUD
1.   PPKD  selaku  BUD  mengusulkan  pejabat  di  lingkungan  SKPKD  kepada

Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2.   Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Wa]j Kota.
3.   Kuasa BUD mempunyai tugas:

a.  menyiapkan anggaran kas;
b.  menyiapkan SPD;
c.   menerbitkan sp2D;
d.  memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.   mengusahakan    dan    mengatur    dana    yang    diperlukan    dalam

pelaksanaan APBD;
f.   menyimpan uang Daerah;
9.   melaksanakan      penempatan     uang     Daerah      dan      mengelola/

menatau sahakan investasi ;
h.  melakukan  pembayaran  berdasarkan  perintah  PA/KPA  alas  Beban

APBD;
i.   melaksanakan  pemberian  pinjaman  Daerah  atas  nana  Pemerintah

Daerah;
j.   melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
k.  melakukan penagihan piutang Daerah.
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4.   Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyal tugas:
a.  menyiapkan   anggaran   kas   dilakukan   dengan   men8himpun   dan

menguji anggaran kas yang disusun  Kepala SKPD untuk ditetapkan
ol.eh BUD;

b.  melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalan mengelola piutang
menatausahakan  penyisihan  dana  bergulir yang  tidak  tertagih  atas
investasi; dan

c.   menyiapkan  dokumen  pengesahan  dan  pencatatan  penerimaan  dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5.   Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selarfu BUD.
6.   Walf Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih darn 1 (satu) Kuasa BUD

di lingkungan  SKPKD  dengan pertimbangan  besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kelja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

7.   Pertimbangan  atas  besaran  jumlali  uang  yang  dikelola,  beban  ken.a,
lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Wali Kota.

E.      PENGGUNA ANGGARAN
1.   Kepala SKPD selaku RA mempunyai tugas:

a.   menyusun RKA-SKPD;
b.   menyusun DPA-SKPD;
c.   melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.  melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.   melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.   melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
9.   mengadakan ikatan/peljanjian  ken.a sama dengan  pihak lain  dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan ;
h.  menandatangani SPM;
i.   mengelola utang dan  piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;
j.   menyusun    dan    menyampaikan    laporan    keuangan    SKPD   yang

dipimpinnya;
k.  mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1.    menetapkan pp'IK dan PPK-SKPD;
in. menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  SKPD  yang  dipimpinnya  dalam

rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
n.  melaksanakan  tugas  lainnya  sesual  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
2.   Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a.  menyusun anggaran kas SKPD;
b.  melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
c.   menyusun dokumen Naskah Peljanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.  menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e.   menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja

atas  penerimaan  dan  pengeluaran  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum    Daerah,    BUD    melakukan    pencatatan    dan    pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f.   menyusun    dan    menyampaikan    laporan    keuangan    SKPD   yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3.   Kepala  SKPD  selaku  Pengguna  Anggaran  (PA)   mempunyai  wewenang,
meliputi:
a.  menandatangani  dokumen  permintaan  pengesahan  pendapatan  dan

belanja  atas  penerimaan  dan  pengeluaran  Daerah  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

b.  menandatangani dokumen Naskah Pen.anjian Hibah Daerah (NPHD);
c.   menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
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d.  menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  SKPD  yang  dipimpinnya  dalam
rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan

e.   menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahaa
Pengeluaran dan Pembantu Bendariara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.   Dalam  hal  dibentuk  SKPD  tersendiri  yang  melaksanakan  wewenang
melaksanakan pemungutan pajak Daerah I'A melaksanakan pemungutan
pajak Daerafi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan
DPA-SKPD.

6.   Mengelola  utang  yang  menjadi  kewajiban  kepada  pihak  lain  sebagai
akibat:
a.  pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b.  basil   pekeH.aan   akibat   pemberian   kesempatan   kepada   penyedia

barang/jasa   menyelesaikan   pekeljaan   sehingga  melampaui   tahun
anggaran sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.   akibat putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum
tetap; dan

d.  kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan
pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.   Mengelola piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagal ahibat:
a.  pen.anjian atau perikatan;
b.  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.   akibat putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum

tetap; dan
d.  piutang  lainnya  yang  menjadi  hak  SKPD  sesuai  dengan  ketentuan

p eraturan perundang-undangan.
8.   Dalam  hal  mengadakan  ikatan  untuk  pengadaan  barang  dan jasa,  PA

bertindak sebagai pejabat pembuat kornitmen  sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9.   RA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu o]eh
pegawai yang memilm  kompetensi  sesual dengan bidang tugas pe].abat
pembuat  komitmen  atau  agen  pengadaan  sesual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangliya kepada
Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

11. Berdasarkan   pertimbangan   beban   kelja,    Sekretaris   Daerah   dapat
melimpahkan   kepada   kepala   bagian   selaku   KPA   untuk   melakukan
pengelolaan keuangan.

F.      KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.   PA  dapat  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada  kepala  Unit

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2.   Pelimpahan  kewenangan  berdasarkan  pertimbangan  besaran  anggaran

kegiatan/sub kegiatan, 1okasi, dan/atau rentang kendafi.
3.   Pertimbangan  besaran  anggaran  Kegiatan/sub  kegiatan  dilakukan  oleh

SKPD  yang  mengelola  besaran  anggaran  Kegiatan/sub  kegiatan  yang
lndterianya ditetapkan oleh Wali Kota.

4.   Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilafukan terhadap SKPD
yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau
Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Pelimpahan  sebagian  kewenangan  ditetapkan  oleh  Wall  Kofa  atas  usul
kepala SKPD.

6.   Pelinpahan sebagian kewenangan meliputi:
a.  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban

anggaran belanja;
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b.  melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c.   melakukan pengng.ian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.  mengadakan  ikatan/peljanjian  ken.a sama dengan pihak lain  dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.   melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
f.   mengawasi pelaksanaan  anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

dan
9.  melaksanakan tugas KPA lainnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
7.   Dalam melaksanakan tugas KRA bertanggungjawab kepada PA.
8.   Dalam   hal   kewenangan   pemungutan   pajak   Daerah   dipisahkan   dari

kewenangan SKPKD,  PA dapat melimpahizan kewenangannya memungut
pajak Daerah kepada KPA.

9.   Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD
selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,  KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

11. KPA yang meran8kap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh  pegawai  yang  memilihi  kompetensi  sesuai  dengan  bidang  tugas
pejabat  pembuat  komitmen   atau   agen   pengadaan   sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

12. Dalan  hal  terdapat  unit  organisasi  bersifat  khusus,  KPA  mempunyai
tugas:
a.  menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b.  menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c.   melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.  melaksanakan  anggaran  pada  unit  organisasi  bersifat  khusus yang

dipimpinnya;
e.   melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.   melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
9.   mengadakan  ikatan/peljanjian  keria  sama dengan pihak lain  dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.  menandatangani SPM;
i.   mengelola utang dan  piutang  Daerah yang menjadi  tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;
j.   menyusun   dan  menyampaikan   laporan  keuangan  unit  organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;
k.  mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;
1.    menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
in. menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  unit  organisasi  bersifat  khusus

yang dipimpinnya dalaln rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
n.  melaksanakan  tugas  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
13.Dalarn     hal     KPA     berhalangan     tetap     atau     sementara     sesuai

ketentuan   peraturan     perundang-undangan,     PA     bertugas     untuk
mengambil      alih    melimpahkan     sebagian     tugasnya     yang     telah
diserahkan  kepada kepala unit SKPD selarfu KPA

14. Dalam hal ELnpinan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus dengan pola
pengelolaan   keuangan   BLUD   dijabat   oleh   PPPK/Non   ASN,   Pejabat
Keuangan ditunjuk sebagal KPA.

G.     PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1.   PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD/Unit SKPD selaku PFTK.
2.   PPTK bertugas membaritu tugas dan wewenang RA/KPA.
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3.   Tugas PFTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
a.  mengendalikan  dan  melaporkan  perkembangan  pelaksanaan  teknis

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b.  menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; dan
c.   menyiapkan  dokumen  pengadaan  barang/jasa  pada  Kegiatan/Sub

kegiatan  SKPD/Unit  SKPD  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

4.   Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:
a.  menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b.  memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c.   melaporkan    perkembangan    pelaksanaan    Kegiatan/Sub    kegiatan

kepada PA/KPA.
5.   Tugas  menyiapkan  dokumen  dalam  ran8ka pelaksanaan  anggaran  atas

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:
a.  menyiapkan laporan kinelja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b.  menyiapkan    dokumen    administrasi    pembayaran    sesual    dengan

persyaratan yang ditetapkan  dalam ketentuan  perundang-undangan;
dan

c.   menyimpan  dan  menjaga  keutuhan  seluruh  dokumen  pelaksanaan
kegiatan.

6.   Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA.
7.   Dalam membantu tugas, PPIK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada

KPA.
8.   PA/KPA  dapat  menetapkan   lebih   dari   1   (satu)   PP'IK  di   lingkungan

SKPD/Unit SKPD.
9.   Penetapan PPIK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran

anggaran  Kegiatan/sub  kegiatan,  beban  kelja,  lokasi,  rentang  kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Wa]i
Kota.

10. Pertimbangan  penetapan  PPTK didasarkan  atas  pelaksanaan  tugas  dan
fungsi.

1 1 . PPTK merupakan Pegawal ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

12. Da]am hal PA melimpahkan kepada KPA,  PPTK mermpakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memfli]d  kemampuan  manajerial  dan  berintegritas  dengan  ketentuan
pejabat struktural eselon IV dan tidak merangkap sebagai PPK Unit SKPD.

13. Dalam   hal   tidak   terdapat   Pegawai   ASN   yang   menduduki  jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PP'IK.

14. Kriteria pejabat fungsional selaku PP'IK sebagimana dimaksud pada angka
12 yaitu fungsional PNS dengan pangkat minimal Penata Muda Tk. I (Ill.b)
dan/atau nasa kelja 5 tahun.

15. Pegawai    ASN    yang    menduduki   jabatan    struktural    sebagai    PPTK
merupakan  pejabat  satu   tingkat  di  bawah  kepala  SKPD   selaku   PA
dan/atau  memiliki  kemampuan  manajerial  dan  berintegritas,  dengan
ketentuan:
a.  pejabat struktural eselon Ill yang tidak menjabat sebagai KPA dan tidak

merangkap sebagai PPK SKPD atau PPK Unit SKPD; atau
b. Pejabat struktural eselon IV dengan pan8kat mininal Penata Muda Tk.

I (Ill.b) dan/atau nasa ken.a 5 tahun.
16. Kriteria pejabat fungsional sebagaimana dimaksud angka 16 yaitu pejabat

fungsional  PNS  dengan  pangkat  minimal  Penata  Muda  (Ill.a)  dan/atau
masa ken.a 3 tahun.

17. Dalam melaksanakan tugasnya PFTK dibantu oleh Pengelola Administrasi
Sub Kegiatan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan tugas:
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a.  membantu menyiapkan dokumen dalam ran9ka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiafan; dan

b.  membantu   menyiapkan   dokumen   pengadaan   barang/jasa   pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan      yang      mengatur      mengenai      pengadaan
barang/jasa.

H.     PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
1.   Kepala SKPD selaku PA menetapkan Sekretaris SKPD sebagal PPK SKPD

untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2.   Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,  PPK SKPD dijabat oleh

Kepala Bagian Keuangan.
3.   Pada  SKPKD,  PPK  SKPD  melaksanakan  fungsi  tata  usaba  keuangan

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
4.   PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara
Penerimaan / B endahara         Penerimaan         Pembantu ,         B endahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembalitu/Bendahara   Khusus,
dan/atau PFTK.

5.   PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan  verifiikasi  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan  SPP-LS  beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan     verifikasi     laporan     pertanggungjawaban     Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

6.   Veriflkasi  oleh  PPK  SKPD  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

7.   Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
an9ka 5, PPK SKPD melaksanahan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
a.  melakukan verifikasi  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan SPP-LS  beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara ]ainnya;
b.  melakukan     verifikasi     surat     permintaan     pembayalan     atas

pengembalian    kelebihan    pendapatan    Daerah    dari    bendahara.
penerimaan; dan

c.  menerbitkan surat pemyataan verifikasi keleng*apan dan keabsahan
SPP-UP,  SPP-GU, SPP-TU dan SPP-rs beserta bukti kelen8kapannya
sebagal dasar penyiapan SPM.

8.   Kepala SKPD dapat menetapkan Kepala Subbag atau pejabat fungsional
atau  Pelaksana  yang  membidangi  fungsi  keuangan  untuk  bertugas
membantu  PPK-SKPD  dalam  menin9katkan  efektivitas  penatausahaan
keuangan SRED.

I.       PEJABAT PENATAUSAIIAAN KEUANGAN UNIT SKPD
1.   Dalam  hal  PA  melimpahkan  sebagian  tugasnya  kepada  KPA,  PA  dapat

menetapkan  PPK  Unit  SKPD  untuk  melaksanakan  fungsi  tata  usaha
keuangan pada Unit SKPD.

2.   Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan afas pertimbangan:
a.  besaran   anggaran   yang   berlaku   untuk   bagian   di   lingkungan

Sekretariat Daerah;
b.  rentang kendali dan/atan lokasi; atau
c.   dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberihan layanan

secara  profesional   melalui   pemberian   otonomi   dalam  pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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3.   PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a.  melakukan     verifkasi     SPP-TU      dan      SPP-LS      beserta     bukfi

kelengkapannya    yang    diajukan    oleh    Bendahara    Pengeluaran
pembantu;

b.  menyiapkan  SPM-TU  dan  SPM-LS,  berdasarkan  SPP-TU  dan  SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c.   melakukan     verifikasi     laporan     pertanggungjawaban     Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4.   Verifkasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU
dan SPP-rs yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5.   Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelen9kapan dan keabsahan laporan
pertanggung].awaban  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  dan  Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6.   Selain  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada angka 3,  PPK
Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
a.  melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran alas pengemba]ian

kelebihan     pendapatan     Daerch     dari     bendahara     penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b.  menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU  dan   SPP-LS   beserta  bukti  kelengkapannya  sebagal  dasar
penyiapan SPM.

7.   PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyaj tugas
meliputi:
a.   melakukan  verifikasi  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan  SPP-rs  beserta

bukti  kelengkapannya  yang  diajukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b.  menerbitkan surat pemyataan veriffiasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan  SPP-LS  beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

c.   menyiapkan SPM;
d.  melakukan     verifikasi     laporan     pertanggungjawaban     Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lairmya;
e.   melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD ]chusus; dan
f.   menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8.   PPK  Unit  SKPD  mempakan  ASN  yang  menduduki  jabatan  strukfural
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

9.   Dalam hal tidak terdapat jabatan strukfural sebagaimana dimaksud pada
angka 8, PPK Unit SKPD diangkat dari pejabat fungsional.

10. Kepala   Unit   SKPD   dapat   menetapkan   pegawai   ASN   yang   bertugas
membantu PPK Unit SKPD.

1 1. PPK Unit SKPD dapat dijabat oleh:
a.  Pejabat   fungsional   pada   masing-masing   Bagian   di   ha8kungan

Sekretariat Daerah;
b.  Kepala   Sub   Bagian/Pejabat   Fungsional  yang   membidangi   fungsi

keuangan pada UFylD; atau
c.   Sekretaris Kelurahan pada K.elurahan.

12. Pada  pola pengelolaan  keuangan  BLUD,  PPK Unit  SKPD  melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesual ruang lingkup tugas dan wewenang
BLUD.

13. Unit  organisasi  bersifat  khusus,  PPK  Unit  SKPD  dijabat  oleh  Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian/pejabat fungsional/pegawai yang membidangi
fungsi keuangan.

J.      BENDAHARA
1.   Bendahara penerimaan

a.  Wali  Kota menetapkan  Bendahara Penerimaan  untuk melaksanakan
tugas     kebendaharaan     dalam     ran8ka     pelaksanaan     anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
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b.  Bendahara  Penerinaan  memiliki  tugas  dan  wewenang  menerima,
menyimpan,     menyetorkan    ke    rekening    kas     umum    Daerah,
menatausahakan  dan mempertanggungjawabkan pendapalin  Daerah
yang diterimanya.

c.   Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki
tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaltu:
1)   meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung

melalui RKUD;
2)   melakukan    verifiikasi    dan    rekonsiliasi    dengan    Bank    yang

ditetapkan oleh Wali Kota;
3)   meneliti  kesesuaian  antara jumlah  uang  yang  diterima  dengan

jumlah yang telah ditetapkan;
4)   menatausahakan    dan    mempertanggungjawabkan    pendapatan

Daerah yaLng diterimanya; dan
5)   menyiapkan  dokumen  pembayaran  atas  pengembalian  kelebihan

pendapatan Daerah.
d.  Dalam  hal  PA  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada  KPA,

Wall Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada
Unit SKPD yang bersangkutan.

e.   Bendahara  Penerimaan  Pembantu  pada  unit  SKPD  diusulkan  oleh
kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD.

f.   Bendahara   Penerimaan   Pembantu   memiliki   tugas   dan   wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetaphan Wall Kota.

9.   Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit
meliputi:
1)   menerima,  menyimpan  dan  menyetorkan  sejumlah  uang  dalam

rangka  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  Daerah  pada  SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2)   meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

3)   melakukan    verifikasi    dan    rekonsiliasi    dengan    Bank    yang
ditetapkan oleh Wali Kota;

4)   meneliti  kesesuaian  antara jumlah  uang  yang  diterima  dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

5)   menatausahakan    dan    mempertanggung).awabkan    pendapatan
Daerah yang diterimanya; dan

6)   menyiaphan  dokumen  pembayaran  atas  pengembalian  kelebihan
pendapatan Daerah.

h.  Bendahara    Penerimaan    dan    Bendahara    Penerimaan    Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i.   Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat   laporan   pertanggungjawaban   secara   administratif   atas
penerimaan pada SKPD dan disampalkan kepada PA.

j.   Bendahara    Penerimaan    Pemba]rfu    bertanggung    jawab    secara
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara
administratif  atas  penerimaan  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan
kepada KPA.

k.  Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat    laporan    pertanggungjawaban    secara    fungsional    atas
penerimaan pada SKPD dan disampalkan kepada PPKD selaku BUD.

1.   Bendahara    Penerimaan    Pembantu    bertanggung    jawab    secara
fungsional   dengan   membuat   laporan   pertanggungjawaban   secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

in. Kepala  SKPD  atas  usul  Bendahara  Penerimaan  dapat  menetapkan
pegawai  yang  bertugas  membantu   Bendahara  Penerimaan   untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan Daerah.
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n.  Pegawal     yang     bertugas     membantu     Bendahara     Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lin8kup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD.

o.   Pegawai  yang   bertugas   membantu   Bendafiara  Penerimaan   dalam
melaksanakan   tugasnya   bertanggung   jawab   kepada   Bendariara
Penerimaan.

p.  Pegawai  yang  bertugas  membantu  Bendahara  Penerinaan  disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

2.   Bendahara pengeluaran
a.   PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Wali

Kota.
b.  Waft Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

tugas  kebendaharaan  dalaln  rangka  pelaksanaan  anggaran  belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c.   Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1)   mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,  SPP

GU, SPP TU, dan SPP LS;
2)   menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3)   melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4)   menolak   perintah   bayar   darn   PA   yang   tidak   sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5)   meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6)   membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada

PA  dan  laporan  pertanggungjawaban  secara  fungsional  kepada
BUD secara periodik; dan

7)   memungut   dan   menyetorkan   pajak   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d.  Selain  tugas  dan  wewenang,  Bendahara  Pengeluaran  melaksanakan
tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1)   melakukan rekonshiasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Wall

Kota;
2)   memeriksa kas secara periodik;
3)   menerima   dokumen   bukei   transaksi   secara   elektronik   atau

dokumen fisik dari bank;
4)   menerima   dan   menyetorkan   atas   pengembalian   belanja   atas

koreksi atau basil pemeriksaan internal dan ekstemal;
5)   menyiapkan  dokumen  surat  tanda  setoran  atas  pengembalian

belanja   ardbat   koreksi   atau   hasil   pemeriksaan   internal   dan
ekstemal; dan

6)   pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

e.   Dalam hal  PA melimpahkan  kewenangannya kepada KPA,  Wall  Kota
atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f.   Penetapan    Bendahara    pengeluaran    pembantu    didasarkan    atas
pertimbangan:
1) besaran anggaran; dari
2) rentang kendali dan/atau lokasi.

9.   Bendahara  Pengeluaran   Pembantu   memiliki  tugas  dan  wewenang
meliputi:
1)   mengajukan  permintaan pembayaran menggunakan  SPP TU  dan

SPP LS;
2)   menerima   dan   menyimpan   pelimpahan   UP   dari   Bendahara

Pengeluaran;
3)   menerima dan menyimpan Tu dari BUD;
4)   melaksanakan  pembayaran  atas  pelimpahan  UP  dan  TU  yang

dikelolanya;
5)   menolak  perintah   bayar   darn   KPA  yang  tidak   sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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6)   meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7)   memungut   dan   menyetorkan   pajak   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
8)   membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada

KPA  dan  laporan  pertanggung].awaban  secal.a  fungsional  kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h.  Selain   tugas   dan   wewenang   Bendahara   Pengeluaran   pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1)   melakukan  rekonsiliasi  dengan pihak bank yang ditetapkan  oleh

Wali Kota;
2)   memeriksa kas secara periodik;
3)   menerima   dokumen   bukti   transaksi   secara   elektronik   atau

dokumen fisik dari bank;
4)   menerima   dan   menyetorhan   atas   pengembalian   belanja   atas

koreksi atau hasil pemeriksaali internal dan ekstemal pada tahun
beljalan; dan

5)   menyiapkan  dokumen  surat  tanda  setoran  atas  pengembalian
belanja   akibat   koreksi   atau   hasil   pemeriksaan   internal   dan
ekstemal pada tahun ben.alan.

i.   Dalam  hal  terdapat  pembentukan  unit  organisasi  bersifat  khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan,  Wa]i Kota
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j.   Bendahara   unit   organisasi   bersifat   khusus   memiliki   tugas   dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k.  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  secara  administratif bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1.   Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

in. Bendahara   Pengeluaran   bertanggung   jawab   secara   administratif
dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif
atas pengeluaran pada SKPD dan disampalkan kepada PA.

n.  Bendahara    Pengeluaran    pembantu    bertanggung    jawab    secara
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara
administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan
kepada KPA.

o.   Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat    laporan    pertanggungjawaban    secara    fungsional    atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p.  Bendahara    Pengeluaran    pembantu    bertanggung    jawab    secara
fungsional   dengan   membuat   laporan   pertanggungjawaban   secara
fungsional alas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada.
Bendahara Pengeluaran.

q.  Kepala  SKPD  atas  usul  Bendahara  Pengeluaran  dapat  menetapkan
pegawai  yang  bertugas  membantu  Bendahara  Pengeluaran  untuk
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau  pengeluaran
pembiayaan.

r.   Pegawai     yang     bertugas     membantu     Bendahara     Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingfup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD.

s.   Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung j.awab
kepada Bendahara Pengeluaran.

t.   Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  dalam  rangka
pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada  SKPD  maka
untuk   menjaga   agar   tidak   teljadi   benturan   kepentingan   dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang kebendaharaan, dilarang:
1)   melakukan  aktivitas  perdagangan,  pekeljaan  pemborongan,  dan

penjualanjasa;
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2)   bertindak  sebagal  penjamin  atas  kegiatan  pekeH.aan  dan/atau
penjualanjasa;

3)   menyimpan uang pada suatu bank atan lembaga keuangan lainnya
atas mama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
dan

4)   1arangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u.  Larangan    bagi    Bendahara    Penerinaan,    Bendahara    Penerimaan
Pembantu,   Bendahara   Pengeluaran   dan   Bendahara   Pengeluaran
Pembantu   dilakukan   terhadap   kegiatan,   sub   kegiatan,   tindakan,
dan/atau    aktivitas    lainnya    yang    berkaitan    langsung    dengan
pelaksanaan APBD.

v.   Persyaratan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran:
1.  Bendahara  Penerimaan  di  setiap   SKPD   statusnya  adalah   PNS

dengan  pan8kat  minimal  Pengatur  Muda  Tingrfeat  I   (II/b)   atau
memiliki   pengalaman   keq.a  di  bidang  keuangan   Daerah  pada
Instansi   Pemerintah   dan   memilild   sertifikasi   bendahara   atau
mendapatkan rekomendasi darn Inspektorat;

2.  Bendahara  Pengeluarari  di  setiap  SKPD  statusnya  adalah  PNS
dengan  pangkat  minimal  Pengatur  Muda  TingEsat  I  (II/b)   atau
memiliki  pengalalnan   kelja  di  bidang  keuangan   Daerah  pada
Instansi   Pemerintah   dan   memiliki   sertifikasi   bendahara   atau
mendapatkan rekomendasi dari lnspektorat;

3.  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  statusnya  adalah  PNS/CPNS
dengan   pan8kat  minimal   Pengatur   Muda   (II/a)   atau   meniilik±
pengalaman   kelja  di   bidang  keuangan   Daerah   pada  Instansi
Pemerintah dan memiliki sertifikasi bendahara atau mendapatkan
rekomendasi darn lnspektorat;

4.  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  statusnya  adalah  PNS/CPNS
dengan   pangkat  minimal   Pengatur  Muda   (II/a)   atau   memiliki
pengalaman   keria   di   bidang   keuangan   Daerah   pada   Instansi
Pemerintah dan memiliki sertifikasi bendahara atau mendapatkan
rekomendasi darn Inspektorat;

5.  Pembantu  Bendahara  Penerimaan  statusnya  adalah  PNS/CPNS
yang melaksanakan fungsi sebagai Kasir atau Pembuat Dokumen
Penerimaan  sesuai  kebutuhan  berdasarkan  pertimbangan  beban
kelja  dan  atau  anggaran  serta jumlah  sumber pendapatan yang
dikelola SKPD;

6.  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  statusnya  adalah  PNS/CPNS
yang   melaksanahan   fungsi   sebagai   Kasir,   Pembuat   Dokumen
Pengeluaran Uang, atau Petugas Pengurus Gaji sesuai kebutuhan
berdasarkan pertimbangan besaran I.umlah uang yang dikelola dan
beban kelja.

7.  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  statusnya  adalah
PNS/CPNS  yang  melaksanakan  fungsi  sebagai  Kasir,   Pembuat
Dokumen  Pengeluaran  Uang,  atau  Petugas  Pengurus  Gaji  sesuai
kebutuhan berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang
dikelola dan beban keg.a (perbaik± uraian tugasnya).

8.  Dalam hal tidak terdapat PNS pada SKPD, Bendahara Pengeluaran
dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dapat  dijabat  oleh  PPPK,
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

K.     TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1.   Dalam  proses  penyusunan  APBD,  Wali  Kota  dibantu  oleh  TAPD  yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2.   TAPD  beranggotakan  terdiri atas pejabat perencana Daerah,  PPKD,  dan

pejabat pada SKPD lain sesual dengan kebutuhan.
3.   TAPD mempunyai tugas:
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a.  membahas kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
b.  menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan

KUA;
c.   menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan

PPAS;
d.   melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e.   membahas   rancangan   APBD,   rancangan   perubahan   APBD,   dan

rancangan pertanggungjawaban APBD;
f.   membahas     hasfl      evaluasi     APBD,      perubahan     APBD,      dan

pertanggung7.awaban APBD;
9.   melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan

DPA-SKPD;
h.  menyiapkan  surat  edaran  Wafi  Kota  tentang  pedoman  penyusunan

RKA; dan
i.   melaksanakan    tugas    lain    sesuai   dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.
4.   Dalam  melaksanakan  tugas  TAPD   dapat  melibatkan  instansi  sesual

dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Wan Kota.
5.   Dalam melaksanakan tugas veriELasi/penelaahan, TAPD dibantu oleh Tim

Verifkator/Penelaah yang bertugas sebagaimana dimaksud angka 3 huruf
d dan g yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

L.      PENGGANTIAN PEJABAT DALAM TAHUN BERJALAN
1.   Penggantian  pejabat  dalam  tahun  beljalan  dilaksanakan  sama  halnya

dengan  proses  penetapan  pejabat  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran
atau  awal  tahun  anggal.an,  yang  disertai  sekurang-kurangnya  dengan
berita acara serah terima.

2.   Dalam  hal  Kepala  SKPD  dijabat  oleh  Pejabat  Pelaksana  Thgas/Pejabat
Pelaksana  Harian,  maka  Pejabat  Pelaksana  Tugas/Pejabat  Pelaksana
Harian bertindak dan melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran.

3.   Dalam  hal  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran
berhalangan,  maka  Pejabat  Pelaksana  Thgas/Pejabat  Pelaksana  Harian
bertindak dan melaksanakan tugas sebagai Kuasa. Pengguna Anggaran.

4.   Dalam   hal   pejabat   yang   ditunjuk   sebagai   Pejabat   Penatausahaan
Keuangan  SKPD  berhalangan,  maka  Pejabat  Pelaksana  Tugas/Pejabat
Pelaksana Harian, atau Kasubbag Keuangan atau pejabat fungsional yang
ditunjuk     bertindak     dan     melaksanakan     tugas     sebagai     Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD.

5.   Dalam  hal  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pelaksana  Teknis
Kegiatan berhalangan, maka:
a.  PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK atau
b.  PA/KPA menetapfan PPIK yang menduduki jabatan struktural sesuai

dengan tugas dan fungsinya dan/atau
c.  PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK

6.   Dalam hal Bendahara berhalangan, maka:
a.  Jika bendahara berhalangan sementara, Pengguna jinggaran (PA) dapat

mengajukan    usulan    bendahara    pengganti    sementara    kepada
Bendahara  Umum  Daerch  (BUD)  untuk  ditetapkan  sesuaj  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.  Jika  sesudah  60  (enan  puluh)  hari  kelja  bendahara  definiur tidak
dapat  melaksanakan  tugasnya  maka  dianggap  yang  bersangkutan
mengundurkan  diri  atau   berhenti  sebagai  bendahara  SKPD   dan
selanjutnya ditetapkan bendahara pengganti melalui keputusan Wadi
Kota.

c.  Bagi bendahara yang berhalangan karena cuti melahirkan, maka batas
hari   kelja   sebagalmana   dimaksud   pada   huruf   b   disesuaikan
berdasarkan batas waktu cuti melahil`kan.
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M.    JENIS KEPUTUSAN
1.   Keputusan wall Kota

a.   Keputusan   Wali   Kota   yang   diterbitkan   terkait   pejabat  .pengelola
keuangan daerah, meliputi:
1)    penetapan SKPKD;
2)    penetapan TAPD;
3)   penetapan pA dan KPA;
4)   penetapan Tim Verifikasi/Penelaah  Rencana Keg.a dan Anggaran,

Dokumen     Pelaksanaan     Anggaran,     Dokumen     Pelaksanaan
Pergeseran   Anggaran   dan   Dokumen   Pelaksanaan   Perubahan
Anggaran Perangkat Daerah;

5)   penetapan pejabat BUD;
6)   penetapan pejabat Kuasa BUD;
7)   penetapan pejabat penandatanganan sp2D;
8)   penetapan    bendahara    penerimaan,    bendahara    pengeluaran,

bendahara  penerimaan  pembantu  dan  bendahara  pengeluaran
pembantu pada peran8kat Daerah;

9)   penetapan  penempatan  dana  deposito  pada  bank  umum/bank
RKUD;

10) penghentian pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri
sipil  yang  telah  mencapai  batas  usia  pensiun  di  lingkungan
Pemerintah Kota Balikyapan;

11) penetapan standar operasional prosedur perubahan komponen gaji
dan surat keterangan pen8hentian pembayaran gaji dan tunjangan
pegawai negeri sipil;

12) penetapan    nomor  rekening:  bendahara  penerimaan,  bendahara
pengeluaran,  bendahara  pengeluaran  pembantu  dan  kas  Badan
Layanan Umum Daerah pada perangkat daerah;

13) penetapan rekening satuan pendidikan negeri dan swasta penerima
dana    Bantuan    operasional    sekolah,     bantuan    operasional
penyelenggaraan    pendidikan    anak    usia    dini    dan    bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;

14) penetapan panitia pemusnahan barang m±]ik Daerah;
15) penetapan panitia penjualan barang niilik Daerah;
16) penetapan panitia tukar menukar barang milik Daerah;
17) penetapan panitia hibah barang milik Daerah;
18) penetapan   Pejabat   Penatausahaan   Barang,   Pengguna   Barang,

Pejabat   Penatausahaan   Pengguna   Barang,   Pengurus   Barang
Pengelola,   Pengurus   Barang   Pengguna   dan   Pengurus   Barang
Pembantu;

19) penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah;
20) peneta.pan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kelja Peran8kat

Daerah;
21) penetapan Pemberian Gaji/Upah Ketiga Belas kepada Pegawai Non

Pegawai Negeri Sipil;
22) penetapan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;
23) penetapan   Rekening   Satuan   Pendidikan   Negeri   dan   Swasta

Penerima  Dana  Bantuan   Operasional  Sekolah,   Dana  Bantuan
Operasional  Penyelenggaraan   Pendidikan  Usia  Dini  dan  Dana
Bantuan   Operasional   Penyelenggaraan   Pendidikan   Kesetaraan
pada Pemerintah Kota Balilapapan;

24) penetapan pemberian hibah dan bantuan sosial; dan
25) penetapan administrasi terkait Belanja Tidak Terduga.

2.   Keputusan  Kepala  SKPD   selaku   PA  yang  diterbitkan  terkait  pejabat
pengelola keuangan daerah, meliputi:

1)    penetapan PFTK;
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2)   penetapan  PPK  SKPD,  PPK  Unit,  Pembantu  PPK,  dan  Pembantu
PPK Unit;

3)   penetapan pelaksana administrasi sub kegiatan;
4)   penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa;
5)   penetapan pejabat kuasa penandatanganan surat ketetapan surat

ketetapan retribusi daerah;
6)   penetapan pembantu Bendahara penerimaan;
7)   penetapan pembantu Bendahara pengeluaran; dan
8)   penetapan pejabat terkait lainnya;

3.   Keputusan BUD terkait penetapan Bendahara Pengganti Sementara atas
usulan Kepala SKPD.
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BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERE

A.      UMUM
Keuangan Daerch merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan
uang  serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan  niilik  Daerah
berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  Daerah  tersebut.  Ruang  lingkup
Keuangan daerah meliputi:
1.   hak Daerah  untuk memungut pajak daerah dan retribusi Daerah  serta

melakukan pinjaman;
2.   kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerafi

dan membayar tagihan pihak lain;
3.   penerimaan Daerah;
4.   pengeluaran Daerah;
5.   kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau

6.   kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan   tugas   pemerintafian   Daerah   qan/atau   kepentingan
umum.

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerali yang selanjutnya disingkat
APBD  adalafi  rencana  keuangan  tahunan  Daerah  yang  ditetapkan  dengan
Perda.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  sampai  dengan  Pasal  24  Peraturan
Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019,  ketentuan terkait APBD adalah sebagai
berikut:
1.   APBD   disusun   sesuai   dengan   kebutuhan   penyelenggaraan   Urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah;

2.   APBD  disusun  dengan  mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada
RKPD.

3.   APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

4.   APBD,  perubahan  APBD,  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.   Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarhan dalam APBD.

6.   Penerimaan Daerah terdiri atas:
a.  pendapatan Daerah; dan
b.  penerimaan pembiayaan Daerah.

7.   Pengeluaran Daerah terdiri alas:
a.  belanja Daerah; dan
b.  pengeluaran pembiayaan Daerah.

8.   Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan  Daerah  yang  temkur  secara  rasional  yang  dapat  dicapai
untuk   setiap   sumber   Penerimaan   Daerah   dan   berdasarkan   pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.   Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran  Daerah  sesuai  dengan  kepastian  tersedianya  dana  atas
Penerimaan Daerah dalam julnlah yang cukup.

10. Setiap    Pengeluaran    Daerafi    harus    memilild    dasar    hukum    yang
melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara
b7ufo dalan APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
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1.   Selain  didasarkan  pada  RKPD,  APBD  juga  didasarkan  pada  pedoman
penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

2.   APBD mempunyai fungsi:
a.  otorisasi  yang  memiliki  arti  anggaran  Daerah  menjadi  dasar  untuk

melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
b.  Perencanaan yang memiliki  arii  anggaran  Daerah  menjadi  pedoman

bagi  manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan/sub  kegiatan  pada
tahun berkenaan;

c.   pengawasan  yang  memilffi  arti  bahwa  anggaran  Daerah  menjadi
pedoman   untuk   menilaj   kegiatan/sub   kegiatan   penyelenggaraan
pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d.  alokasi yang memifiki arti bahwa anggaran Daerah harus dlarahkan
untuk  menciptakan  lapangan  kelja/mengurangi  pengangguran  dan
pemborosan sumber daya serta menin8katkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian;

e.   distribusi   yang   memili]d   arti   kehijakan   anggaran   Daerah   harus
mempel.hatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan

f.   stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah Daerah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian Daerah.

3.   APBD dalam satu tahun anggaran menputi:
a.  hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilal kekayaan

bersih;
b.  kewajiban  pemerintah  Daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai

kekayaan bersih; dan
c.   penerimaan yang perlu  dibayar kembali dan/atau  pengeluaran yang

akan diterima kembali, pada tahun anggarari yang bersangkutan atau
pada tahun anggaran berikutnya.

a.     STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  dan  Pasal  28  Peraturan  Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam
struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai
berikut:
1.   APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a.  Pendapatan Daerah;
b.  Belanja Daerah; dan
c.   Pembiayaan daerah.

2.   APBD   diklasifikasikan   menurut   urusan   Pemerintahan   Daerah   dan
organisasi    yang    ditetapkan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

3.   RIasifikasi APBD  menurut urusan  Pemerintahan Daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4.   Pendapatan  Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas  Umum  Daerah yang tidak perlu  dibayar kembali  oleh  Daerah  dan
penerimaan lainnya yang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.   Belanja  Daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
diakui  sebagai  pengurang  ekuitas  yang  merupakan  kewajiban  Daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6.   Pembiayaan   Daerah  meliputi  semua  penerimaan  yang  perlu   dibayar
kembali  dan/atau  pengeluaran yang  ahan  diterima kembali,  balk  pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wall Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1.   RIasifikasi APBD  dalaln rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut

urusan   pemerintahan   Daerah,   bidang   urusan,   organisasi,   program,
kegiatan,  sub kegiatan, akun,  kelompok,  dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

2.   Klasifikasi  APBD  dalam  rancangan  Perkada  tentang  penjabaran  APBD
dirinci menurut urusan pemerinfahan Daerah, bidang umsan, organisasi,
program,  kegiatan,  sub  kegiatan,  akun,  kelompok, jenis,  objek,  rincian
objek, sub rincian oLjek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3.   Dalam hal penganggaran pendapatan Daerah yang menriliki karakteristik
khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah  (BOS),  Dana Kapitasi,
bantuan pemerintari dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya,
yang   penerimaan   pendapatannya   tidak   melalui   RKUD,   penerimaan
pendapatannya   dflakukan   berdasarkan   notifikasi   atau   pengesahan
pendapatan   atau   mekanisme   lainnya   sesuai   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

4.   Pengelolaan pendapatan Daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa
mekanisme  intersep,   pemotongan  langsung  atau  mekanisme  lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Klasifikasi APBD menumt akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

6.   Klasifikasi   APBD    mengacu   pada   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan     mengenal     RIasifikasi,     Kodefkasi,      dan     Nomenklatur

::=e:§§Eiairanannya?emban8unan       dan       Keuangan       Daerah       serta

C.     PENDAPATAN DAERAH
1.   Ketentuan umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran
berkenaan.  Pendapatan  Daerah  dirinci  menurut  urusan  pemerintahan
Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:
a.   Pendapatan Asli Daerah;
b.  Pendapatan Transfer; dan
c.   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.   Ketentuan Terkait pendapatan Asli Daerah
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   30   sampai   dengan   Pasal   33

Peraturan   Pemerintah   Nomor    12    Tahun    2019,    ketentuan   terkait
Pendapatan Asli Daerah diatur sebagal berikut:
a.   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1)    pajak Daerah;
2)   retribusi Daerah;
3)   hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4)   lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

b.  Klasifkasi APBD menumt akun, kelompok, jenis, otjek, rincian objek,
sub   rincian   objek  pendapatan   asli   Daerah   dikelola   berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD  meliputi.

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki

tugas dan wewenang pengelo]aan
pajak

Retribusi Daerah SKPD
Hasil  Pengelolaan  Kekayaan SKPKD
Daerah yang Dipisahhan
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Lain-lain Pendapatan    Asli
Daerah yang Sah

SKPKD kecuali

1.  Hal-hal terkait pajak dan retribusi
tetap    dikelola    oleh    Bendahara
Penerimaan di SKPD terkalt.

2.  Pendapatan   BLUD   dikelola   oleh
BLUD terkait.

3.  Pendapatan    Hibah    Dana    BOS,
Dana   kapitasi,   dan   pendapatan
lainnya      yang      dikelola      oleh
B endahara Penerimaan Khusus

c.   Pajak  daerah  dirinci  menurut  objek,  rincian  objek  dan  sub  rincian
objek. Ketentuan mengenal pajak daerah bexpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d.  Retribusi Daerari dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek.    Ketentuan   mengenal   retribusi   Daerah   beapedoman   pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.   Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasfl Pengelolaan Kekayaan
Daerah  Yang  Dipisahkan  merupakan  penerimaan  Daerah  atas  hasil
Penyertaan Modal Daerah.

f.   Iain-lain  pendapatan  asH  Daerah yang  sari  merupakan  penerimaan
daerah  selain pajak Daerah,  retribusi Daerah,  dan hasfl pengelolaan
kekayaan  Daerch  yang  dipisabkan  yang  dirinci  berdasarkan  objek,
rincian   objek   dan   sub   rincian   objek   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  I,ain-lain  pendapatan  asli  Daerah
yang   sah   dapat   dikelola   di   SKPKD   maupun   SKPD.    Lain-lain
Pendapatan ASH Daerah yang sah terdiri atas:
1)     hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2)     hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkap
3)     basil ken.a salna Daerah;
4)     jasagiro;
5)     hasil pengelolaan dana bergulir;
6)     pendapatan bunga;
7)     penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8)     penerimaan  komisi,  potongan,  atau  bentuk  lain  sebagai  akibat

penjualan, tukar-menukar, hibab, asuransi, dan/atau pengadaan
barang  dan  jasa  termasuk  penerimaan  atau  penerimaan  lain
sebagai  ahibat penyimpanan  uang pada bank,  penerimaan  dari
basil  pemanfaatan  barang  Daerah  atau  dari  kegiatan  lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

9)     penerimaan keuntungan dari selisih nilal tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

10)   pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeljaan;
11)   pendapatan denda pajak Daerah;
12)   pendapatan denda retribusi Daerah;
13)   pendapatan basil eksekusi afasjainan;
14)   pendapatan dari pengembalian;
15)   pendapatan dari BLUD; dan
16)   pendapatan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.
9.   Pemerintah Daerah dilarang:

1)   melakukan   pungutan  atau  yang  disebut  nana  lainnya  yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-
undang; dan

2)   melakukan  pungutan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, |alu lintas barang dan jasa antar
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daerah,  dan  kegiatan  ekspor/impor  yang  merupakan  program
strategis nasional.

h.  Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g
dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

i.   Hasil  pungutan  atau  yang  disebut  mama  lainnya  wajib  disetorkan
seluruhnya ke kas negara.

3.   Ketentuan Terkait pendapatan Transfer
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   34   sampai   dengan   Pasal   45

Peraturan   Pemerintah   Nomor    12    Tahun    2019,    ketentuan   terkait
Pendapatan Transfer meliputi:
a.  Pendapatan transfer terdiri atas:

1)   transfer pemerintah pusat; dan
2)   transfer antar-daerah.

b.  Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub    rincian    objek    pendapatan    transfer    dikelola    berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1 : Transfer Pemerintah Pusat
a.   Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan dan dana

insentif daerah. Pengalokasian transfer pemerintah pusat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.  Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil,  dana alokasi umum
dan  dana  alokasi  khusus.  DBH  dan  DAU  merupakan  fategori  dari
dana transfer umum,  sedangkan DAK merupakan kategori dari dana
transfer khusus
1)   DBH terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi basil sumber daya alam;
2)   DAU  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan

dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar Daerah
untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan
Desentralisasi;

3)   DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk
mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang ditefapkan oleh Pemerintah
Pusat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
DAK  terdiri  atas  dana  alokasi  khusus  fisik  dan  dana  alokasi
khusus non fisik

c.   Dana Insentif Daerah  (DID)  bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu berdasal.kan kriteria tertentu  dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan afas perbaikan dan/atau pencapalan
Kinelja tertentu.

Bagian 2 : Transfer Antar-Daerah
a.  Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan.
b.  Pendapatan   Bagi   Hasil   merupakan   dana   yang   bersumber   dari

Pendapatan    Daerah    yang    dialokasikan    kepada    Daerah    lain
berdasarkan   angka  persentase  tertentu   sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c.   Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima darn daerah lainnya
balk  dalam  rangka  k9Ija  sama  Daerah,   pemerataan  peningkatan
kemalnpuan  keuangan,  dan/atau  tujuan  tertentu  lainnya.  Bantuan
Keuangan terdiri atas:
1)   bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
2)   bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/
kota, terdiri atas:
1)   Bantuan  keuangan  umum yang  merupakan  dana yang  diterima

dari   daerah   lainnya  dalam   ran8ka  kerf a   sama  Daerah   atau
pemerataan penin8katan kemampuan keuangan.
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2)   Bantuan keuangan khusus yang merupakan  dana yang diterima
darn daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

4.   Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Mengacu   pada   Pasal   46   sampai   dengan   Pasal   48   Peraturan

Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019,    ketentuan    terkait    Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
a.   Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1)    Hibah;
2)   Dana Darurat; dan/atau
3)   Lain-Idin    Pendapatan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.
b.  Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,

sub   rincian   objek   pendapatan   asli   daerali   dikelola   berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

c.   Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah lain,  masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d.  Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

e.   Hibah  dari  badan  usaha  luar  negeri  merupakan  penerusan  hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.   Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak   yang   diakibatkan   oleh   bencana   yang   tidak   mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.   Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan
Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D.     BELANJA DAERAII
1.   Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja Daerah terdiri atas:
a.  Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah;
b.  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan. Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.   Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak terkait Pelayanan Dasar;

d.  Urusan  Pemerintahan  Phihan  sesual  dengan  potensi  yang  dimiliki
Daerah;

e.   Belanja   Daerah   dialokasikan   dengan   memprioritaskan  pendanaan
Urusan  Pemerintahan  Wajib  terkait  Pelayanan  Dasar  dalaln  rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

f.   Belanja Daerah untuk pendanaan  Urusan  Pemerintahan Wajib yang
tidak  terkait  dengan  Pelayanan  Dasar  dialokasikan  sesuai  dengan
kebutuhan Daerah;

9.  Belanja   Daerah   untuk   pendanaan   Urusan   Pemerintahan   Pilihan
dialokasikan sesual dengan prioritas daerah dan potensi yang dimili]d
Daerah;
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h.  Daerah   wajib   mengalokasikan   belanja   untuk   mendanai   Urusan
Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi
belanja    untuk    fungsi    pendidikan,    anggaran    kesehatan,    dan
insfrastruktur;

i.   Dalam  hal  Daerah  tidak  memenuhi  alokasi  belanja,  menteri  yang
menyelenggal.akan    urusan    pemerintahan    di    bidang    keuangan
melakukan   penundaan   dan/atau   pemotongan   penyaluran   Dana
Transfer  Umum,  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri  dan  menteri
teknis terkait;

j.   Belanja  Daerah  berpedoman  pada  standar  harga  satuan  regional,
standar  harga  satuan  Daerah,  analisis  standar  belanja,  dan/atau
standar   teknis   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan;

k.  Standar harga satuan ditetapkari dengan Peraturan Wa]i Kota;
1.   Standar  satuan  harga,  standar belanja  umum,  harga  satuan  pckck

kegiatan,  dan analisis standar belanja,  ditetapkan dengan Peraturan
Wall Kota dan/atau Keputusan Wall Kota;

in. Standar  harga  satuan  regional  digunalrm  sebagal  pedoman  dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah;

n.  Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan
memperhatikan tin8kat kemafialan yang berlaku di suatu Daerah;

o.   Analisis  standar  belanja,  standar  harga  satuan,  dan/atau  standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana keja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Perda tentang APBD;

p.  Belanja   Daerafi   dirinci   menumt   Urusan   Pemerintahan   Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek belanja Daerah;

q.  Urusan  Pemerintahan  Daerah  diselaraskan  dan  dipadukan  dengan
belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi;

r.   Belanja  Daerah  menurut  organisasi  disesualkan  dengan  susunan
organisasi    yang    ditetapkan    berdasarkan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan; dan

s.   Belanja   Daerah   menurut   program,   kegiatan,   dan   sub   kegiatan
disesualkan  dengan  Urusan  Pemerintahan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12
Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a.   Belanja operasi

Belanja  operasi  merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jan9ka pendek;

b.  Belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  1   (satu)
periode akuntansi;

c.   Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan  pengeluaran  anggaran  alas  beban
APBD  untuk keperluan  darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan

d.  Belanja transfer
Belanja transfer mempafan pengeluarali uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya.

RIasifikasi  APBD  menurut  akun,  kelompok,  jenis,  objek,  rincian
objek, sub rincian objek Belanja Daerah dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:
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Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASIBelan.aPeawai

SKPKD, SKPD dan BLUDSKPKD,SKPDdanBI,UDSKPKDdanBLUDSKPKDdan/atauSKPDSKPKDdan/atauSKPDSKPKDdan/atauSKPDSKPKD,SKPDdanBLUD
Belan.a Baran  dan Jasa
Belan.a Bun  a
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
BELANJA MODALBELANJATIDAKTERDUGABELANJATRANSFER

SKPKD
SKPKD

2.   Ketentuan Terkalt Belanja operasi
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12

Tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:
a.  Belanja pegawai;
b.  Belanja Barang dan Jasa;
c.   Belanja Bunga;
d.  Belanja subsidi;
e.   Belanja Hibah; dan
f.   Belanja Bantuan sosial

Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   57   sampai   dengan   Pasal   63
Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun 2019,  ketentuan terkait Belanja
Operasi diatur sebagal berikut:
a.   Belanja pegawai

1)    Belanja  pegawai  digunakan  untuk  menganggarkan  kompensasi
yang ditetapkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2)    Kompensasi    diberikan    kepada   Wali    Kota/waldl   Wa]i   Kota,
pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
a)    Belanja Pegawai bagi Wali Kota/wakil Wall Kota dianggarkan

pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.
b)    Belanja Pegawai bagi Hmpinan dan Anggota DPRD dianggarkan

pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
c)    Belanja    Pegawai    ASN    dianggarkan    pada    belanja    SKPD

bersangkutan.
3)    Belanja pegawal paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan

tunjangan,     tambahan    penghasilan    Pegawai    ASN,     belanja
penerimaan  lainnya  pimpinan  dan   anggota  DPRD   serta  Wali
Kota/waldl  Wali  Kota,  honorarium,  insentif  pemungutan  pajak
Daerah    dan    retribusi    Daerah/Jasa    layanan    lainnya    dan
honorarium  yang  selanjutnya  terkait  belanja  pegawal  diuraikan
dalam peraturan perundang-undangan.

4)    Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  tambahan  penghasilan
kepada    Pegawal    ASN    dengan    memperhatikan    kemampuan
Keuangan  Daerah  dan  memperoleh  persetujuan  DPRD   sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)    Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawal
pemerintah  dengan  peljanjian  keg.a  yang  bekelja  pada  intansi
pemerintah.

6)    Persetujuan  DPRD   dilakukan  bersamaan  dengan  pembahasan
KUA.

7)    Tambahan   penghasilan   diberikan   berdasarkan   pertimbangan
beban ken.a,  tempat bertugas,  kondisi kelja,  kelangkaan profesi,
prestasi kelja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan
sebagal berikut:
a)   Tambahan  penchasilan  berdasarkan  beban  kelja  diberikan

kepada    pegawai    ASN    yang    dibebani    pekeH.aan    untuk
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menyelesaikan   tugas   yang   dinilai   melampau   beban   kelja
normal;

b)   Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan
kepada  pegawai  ASN  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya
berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah
terpencil;

c)    Tambahan  penchasilan  berdasarkan  kondisi  kelja  diberikan
kepada  pegawai  ASN  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya
berada pada lingkungan kelja yang memiliki risiko tinggi;

d)   Tambahan    penghasilan    berdasarkan    kelangkaan    profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langka;

e)    Tambahan  penghasilan  berdasarkan  prestasi  kelja  diberikan
kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kelja yang tinggi
dan/atau inovasi; dan

I)    Tambahan   pen8hasilan   berdasarkan   pertilnbangan   objekur
lalnnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang dialnanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.

8)    Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai  ASN  Daerah
ditetapkan  dengan  Perwali  dengan  berpedoman  pada  Peraturan
Pemerintah.

9)    Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Wall Kota dapat
memberikan  tambahan  penghasilan  bagi  Pegawal  ASN  setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

10)  Persetujuan Menteri Dalam Negeri ditetapkan setelah memperoleh
pertimbangan Menteri Keuangan.

11)  Dalam    hal    Wa]i    Kota    menetapkan    pemberian    tambahan
penghasilan  bagi  Pegawai  ASN  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,
disanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.  Belanja Barang dan Jasa
1)    Belanja   barang   dan   jasa   digunakan   untuk   menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas)  bulan,  termasuk barang/jasa yang akan  diserahkan  atau
dijual kepada masyarakat/ pihak lain.

2)    Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

3)    Belanja barang dan jasa diuralkan  dalaln  objek belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja peljalanan dinas, dan
Belanja  Uang  dan/atau  Jasa  untuk  diberikan  kepada  Pihak
Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.

4)    Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis belanja barang dan
jasa diuraikan sebagai berikut:
a)    Belanja Barang digunakan  untuk menganggarkan pengadaan

barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan
barang bekas. dipakai.

b)    Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa
jasa  kantor,   asuransi,   sewa  rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkaparl dan
peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan /az;tzz.ZZzpi.Z{ty
pclgmeut/,    beasiswa   pendidikan    PNS,    kursus,    pelatihan,
sosialisasi,     dan    bimbingan    teknis    PNS/PPPK,     insentif
pemungutan pajak Daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif
pemungutan retribusi Daerah bagi pegawai non ASN.

c)    Belanja    pemeliharaan    digunakan    untuk    menganggarkan
belanja pemeliharaan tanah, belanja pemdiharaan peralataan
dan   mesin,   belanja  pemeliharaan   gedung  dan   bangunan,
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belanja  pemeliharaan  jalan,  jaringan,   dan   irigasi,   belanja
pemeliharaan   aset   tetap   lainnya,   dan   belanja   perawatan
kendaraan bermotor.

d)    Belanja  Peljalanan  Dinas  digunakan  untuk  menganggarkan
belanja pen.alanan dinas dalam negeri dan belanja pen.alanan
dinas luar negeri.

e)    Belanja Uang  dan/atau  Jasa untuk  Diberikan  kepada  Pihak
Ketiga/ Pihak         Lain / Masyarakat         digunakan         untu k
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
FThak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarahat.

5)    Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

6)    Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada  masyarakat/Pihak  hair  dianggarkan  untuk  pemberian
uang  kepada  ASIN   dan   Non  ASN,   masyarakat  dalam  rangka
mendukung  pencapalan   target  kinelja  Kegiatan   dan   Sasaran
frogram  yang tercantum  dalam  RPJMD  dengan  memperhatikan
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

7)    Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada masyarakat/Hhak Lain diberikan dalam bentuk:
a)    pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
b)   penghargaan atas suatu prestasi;
c)    pemberian beasiswa kepada masyarakat;
d)   penanganan      dampak      sosial      kemasyarahatan      akibat

penggunaan     tanah     milik     pemerintah     Daerah     untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e)    Transfer  Ke  Daerch  yang  penggunaannya  sudah  ditentukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i)    Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
g)    Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lairmya yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
c.   Belanja Bunga

1)    Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja
bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memililri kewajiban
pembayarali  bunga  utang  dianggarkan  pembayarannya  dalam
APBD tahun anggaran berkenaan.

2)    Belanja  bunga  digunakan  untuk  menganggarkan  pembayaran
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok
utang,  yang  dianggarkan  pembayarannya  dalam  APBD  tahun
anggaran berkenaan.

3)    Pembayaran     dianggarkan     pada     SKPD/unit     SKPD     yang
melaksanakan  PPK BLUD  dan  SKPD yang melaksanakan  fungsi
PPKD/ SKPKD terkait.

4)    Belanja  bunga diuraikan  menurut objek,  rincian objck dan  sub
rincian objek.

d.  Belanja subsidi.
1)    Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi

agar harga jual produksi  atau jasa yang dihasi]kan  oleh  badan
usaha milik negara,  BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan,
sehingga dapat teljangkau oleh masyarakat.

2)    Badan usaha milik negara,  BUMD  dan/atau  badan usaha milik
swasta  merupakan  badan  yang men8hasilkan  produk  atau jasa
pelayanan     dasar     masyarakat,     termasuk     penyelenggaraan
pelayanan    publik    antara    lain    dalam    bentuk    penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum {prz7Zz.a serfee oZ7Zkycrfuon) .
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3)    Badan usaha milik negara,  BUMD  dan/atau  badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan puunk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)    Dalam  hal  tidak  terdapat  kantor  akuntan  publik,  pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang
independen dan ditetapkan oleh Wall Kota.

5)    Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  merupakan  pemeriksaan
yang  bertujuan  untuk  memberikan  kesimpulan  atas  kelayakan
penganggaran pemberian subsidi.

6)    Hasil   pemeriksaan    dengan    tujuan    tertentu    menjadi    dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
tahun anggaran berikutnya.

7)    Penerima  subsidi  sebagai  objek  pemeriksaa]:1  bertanggung jawab
secara   formal   dan   material   atas   penggunaan   subsidi   yang

::t==ynai.awabdanankepadaw#]± Kota=enyanpaikan        laporan
8)    Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD

tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkalt.
9)    Untuk  pemberian  subsidi  kepada  BUMD  penyelenggara  sistem

penyediaan  air minum mengacu  pada Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri.

10)  Pemberian  subsidi  berupa bunga  atau  bagi  hasil kepada usaha
mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilarfukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11)  Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pemberian   dan
pertanggungjawabari subsidi diatur dalani Perhada sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.   Belanja Hibah
1)    Belanja  hibah  diberifan  kepada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah

Daerah  lainnya,  badan  usaha  rnilik  negara,  BUMD,  dan/atau
badan   dan   lembaga,   serta   organisasi   kemasyarahatan   yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya,  bersifat  tidak  wajib  dan  tidak  mengikat,  serta
tidak   secara   terus   menerus   setiap   tahun   anggaran,   kecua]i
ditentukan  lain  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

2)    Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3)    Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  pemerintah  Daerah  sesuai
kepentingan  Daerah  dalam  mendukung  terselenggaranya  fungsi
pemerintahan,    pembangunan,    dan    kemasyarakatan    dengan
mempel.hatikan   asas   keadilan,   kepatutan,   rasionalitas,    dan
manfaat untuk masyarakat.

4)    Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkalt dan
dirinci menurut objek, rincian objck, dan sub rincian chjek pada
program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan
fungsi peran8kat Daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan
merupakan  urusan  dan  kewenangan  pemerintah  Daerah  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat Daerah
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negara  sesuai  dengan  ketentuan
undangan.

(3)  Unit    kelja    pada    Kementerian
membidangi urusan pemerintahan
Kependudukan  dapat memperoleh
Daerah  untuk penyediaan  blanko
elektronik.

(4)  Penyediaan  setiap  keping blan8ko

yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)    Belanja hibah diberikan kepada:
a) pemerintah pusat.

(1)  Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan
kelja     darn     kementerian/lembaga     pemerintah     non-
kementerian yang wilayah ken.anya berada dalam Daerah.

(2)  Hibah  dari  pemerintah  Daerah  dilarang  tumpang  tindih
pendanaarmya dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja

peraturan  perundang-

Dalan    Negeri    yang
di  bidang Administrasi
Hibah. dari pemerintah
kartu  tanda penduduk

kartu  tanda penduduk
elektronik  tidak  didanal  dari  2  (dua)  sumber  d-ana yaitu
Hibah  APBD  maupun  anggaran  pendapatan  dan  belanja
ne8ara.

(5)  Hibah  kepada  pemerintah  pusat  dimaksud  hanya  dapat
diberifan 1 (satu) ka]i dalaln tahun berkenaan.

b) Pemerintah Daerah lainnya.
Hibah  kepada  Pemerintah  Daerali  lainnya  diberikan  kepada
Daerah  otonom baru  hasil pemekaran Daerah  sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c)  BUMN.
Hibah  kepada  badan  usaha  milik  negara  diberihan  untuk
menin9kackan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) BUMD.
Hibah  kepada  badan  usaha  mi]ik  Daerah  diberikan  dalam
rangka  untuk  meneruskan  hibah  yang  diterima  Pemerinfah
Daerah   dari   Pemerintah   Pusat   sesual   dengan   ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  Hibah  kepada  BUMD  tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan  dan  Lembaga,  serta  Organisasi  Kemasyarahatan  yang
Berbadan Hukum Indonesia.
(1)  Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan

dan lembaga:
(a)  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(b)  yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  dan  sosial yang  telah

memilihi  surat  keterangan  terdaftar  yang  diterbitkan
oleh Menteri, Gubemur atau Bupati/Wall Kcta; atan

(c)  yang     bersifat    nirlaba,     sukarela    bersifat     sosial
kemasyarakatan     berupa     kelompok     masyarakat/
kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih
hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat,
dan   keberadaannya   diakui   oleh   pemerintah   pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala
satuan kelja perangkat Daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(d)  Koperasi    yang    didirikan    berdasarkan    ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesual dengan
kewenangannya.
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(2)  Hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan yang  berbadan
hukum      Indonesia      diberikan      kepada      organisasi
kemasyarakatan  yang  berbadan   hukum,  yayasan   atau
organisasi     kemasyarakatan    yang     berbadan     hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Hibafi kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
(a)  memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
(b)  memilife keterangan domisili dari lurah; dan
(c)   berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah     dan/atau     badan     dan     Lembaga     yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerint€th
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi
hibah.

(4)  Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
(a)  telah  terdaftar  pada  kementerian  yang  membidangi

urusan hukum dari hak asasi manusia;
(b)  bel.kedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah yang bersangkutan; dan
(c)  memili]d sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan

fl  Partai Politik.
Belanja  hibah  juga  berupa  pemberian   bantuan   keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai
dengan  ketentuan  peraturari  perundang-undangan.  Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partal politik
dimaksud   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan  perundang-
undangan.

6)    Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) peruntukannya secara spesiffl€ telah -ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1)  kepada   pemerintah   pusat   dalam   rangka   mendukung
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah   sepanjang  tidak
tumpang   tindih   pendanaannya   dengan   APBN   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)  badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah     daerah     sesual     dengan    kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

(3)  parfai pofitik dan/atau
(4)  ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d)   memberikan  nilai  manfaat  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam

Fee:g=kgugunngan d:ri:]=na:+=£:atan;  fungsi      pemerintahan,
e)   memenuhi persyaratan penerina hibah.
Pemberian    hibah    didasarkan    atas    usulan    tertulis    yang
disampaikan kepada Wali Kota.
Penerima  hibah  bertanggung jawab  secara  formal  dan  material
atas penggunaan hibah yang diterimanya.
Tata   cara   penganggaran,   pelaksanaan   dan   penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wa]i Kota.

f.   Belanja Bantuan sosial.
1)   Belanja    bantuan    sosial    digunakan    untuk    menganggarkan

pemberian   bantuan   berupa   uang   dan/atau   barang   kepada
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individu,  keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif yang  bertujuan  untuk
melindungi  dari  kemun8kinan  ten.adinya  risiko  sosial,   kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2)   Risiko  sosial  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
sosial akan semaldn teapuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

3)   Keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan  diartikan  bahwa  bantuan
sosial  dapat  diberikan  setiap  tahun  anggaran  sampai  penerima
bantuan telah lepas dari risiko sosial.

4)   Belanja  bantuan  sosial  dianggarkan  dalam  APBD  sesual  dengan
kemampuan     Keuangan     Daerah     setelah     memprioritaskan
pemenuhan   belanja   Urusan   Pemerintahan  Wajib   dan   Urusan
Pemerintaban   Pilihan,   kecuali   ditentukan   lain   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)   Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a)    individu,   keluarga,   kelompok   dan/atau   masyarakat   yang

mengalami risiko sosial; atau
b)    lembaga  non  pemerintahan  bidang  pendidikan,  keagamaan,

dan  bidang  lain  yang  beaperan  untuk  melindungi  individu,
kelompok,   dan/atau  masyarakat  yang  mengalani  keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6)   Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7)   Bantuan  sosial berupa uang adalah  uang yang diberikan  secara
langsung  kepada  penerima  seperti  beasiswa  bagi  anak  miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia,  terlantar,  cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

8)   Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional
untuk sekolah luar biasa swasta dan  masyarakat tidak mampu,
bantuan       perahu       untuk       nelayan       miskin,       bantuan
makanan/pakaian  kepada  yatim  piatu/tuna  sosial,  temak  bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

9)   Bantuan  sosial yang direncanakan  dialokasikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudan jelas nana,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon
penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran    belanja    bantuan     sosial    yang    direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian
objek,  dan  sub  rincian  objek  pada  program,  kegiatan,  dan  sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perang*at Daerah terkalt.

12) Bantuan   sosial   yang   tidak   dapat   direncanakan   sebelulmya
dialokasikan  untuk  kebutuhan  akibat  risiko  sosial  yang  tidak
dapat  diperkirakan  pada  saat  penyusunan  APBD  yang  apabila
ditunda  penanganannya  akan  menimbulkan  risiko  sosial  yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran   bantuan   sosial  yang  tidak  dapat  direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
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15) Usulan   permintaan   atas   bantuan   sosial   yang   tidak   dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
a)    selektif  diartikan   bahwa   bantuan   sosial   hanya   diberikan

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemun8kinan risiko sosial;

b)    memenuhi  persyaratan  penerima  bantuan  diartikan  memiliki
identitas     kependudukan     sesuai     ketentuan     peraturan
perundang-undangan;

c)    bersifat  sementara  dan  tidak  terus  menerus,  kecuali  dalam
keadaan    tertentu    dapat   berkelanjutan   diartikan    bahwa
pemberian   bantuan   sosial   tidak   wajib   dan   tidak   harus
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial; dan

d)    sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:
(1)   rehabilitasi   sosial   ditujukan   untuk   memulihkan   dan

mengemban8kan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

(2)   perlindungan   sosial   ditujukan   untuk   mencegah   dan
menangani risiko  dari guncangan  dan kerentanan  sosial
seseorang,     keluarga,     kelompok     masyarakat     agar
kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan
kebutuhan dasar minimal.

(3)   pemberdayaan    sosial    ditujukan    untuk    menjadikan
seseorang  atau  kelompok  masyarakat  yang  mengalalni
masalah    sosial   mempunyai   daya,    sehingga   mampu
memenuhi kebutuhan dasamya.

(4)  jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin   penerima   bantuan   agar   dapat   memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5)   penanggulangan     kemiskinan.     merupakan     kebijakan,
program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan  yang   dilakukan
terhadap   orang,   keluarga,   kelompok  masyarakat  yang
tidak    mempunyal    atau    mempunyai    sumber    mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

(6)   penanggulangan  bencana merupakan  serangkaian  upaya
yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaihan usulan tertulis atas
bantuan sosial yang direncanakan kepada Wali Kota melalui SKPD
sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima  bantuan  sosial  bertanggung jawab  secara  formal  dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata   cara   penganggaran,    pelaksanaan    dan   penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wall Kota.

3.   Ketentuan Terkait Belanja Modal
Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a.  Belanja  modal  digunakan  untuk  menganggarkan  pengeluaran  yang
dilakukan  dalaln  rangka  pengadaari  aset  tetap  dan  aset  lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1)   mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2)   digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3)   batas minimal kapitalisasi aset.
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Selaln kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu :
1)   be-jud;
2)   biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3)   tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4)   diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b.  Dalam  hal  tidak  memenuhi  kriteria  batas  minimal  kapitaJ.isasi  aset
tetap  dianggarkan  dalam  belanja  barang  dan  jasa.  Batas  minimal
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perwali.

c.   Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga
perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditainbah seluruh
belanja  yang  terkait  dengan  pengadaan/pembangunan  aset  sampai
aset siap digunakan.

d.  Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
1)   Belanja  Tanah,   digunakan  untuk  menganggarkan  tanah  yang

diperoleh    dengan    maksud    untuk    dipakai    dalaln    kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

2)   Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  digunakan  untuk  menganggarkan
peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin  dan  kendaraan  bermotor,
alat  elektronik,  inventaris  kantor,  dan  perafafan  lainnya  yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari  12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi slap pakai.

3)   Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4)   Belanja    Jalan,     Irigasi     dan    Jaringan,     digunakan     untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun olch Pemerintah Daerah serta diniliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalan kondisi siap
dipaJed.

5)   Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap    lainnya    mencakup    aset    tetap    yang    tidak    dapat
dikelompokkan ke dalaln kelompok aset tetap, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

6)   Belanja Aset I,ainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional  Pemerintali
Daerah, tidak memenuhi defmisi aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilal tercatatnya.

e.   Belanja  modal  aset  lainnya  digunakan  untuk  menganggarkan  aset
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesual dengan nilal tercatatnya. Aset lainnya berupa
aset tidak berwujud dengan kriteria:
1)    dapat diidentifikasi;
2)   tidak mempunyai wujud fisik;
3)   dimili]d untuk digunakan  dalam  menghasilkan  barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual;

4)   dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5)   memiliki manfaat ekonomi nasa depan.

4.   Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga
Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a.  Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
untuk  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak  yang  tidak
dapat   diprediksi   sebelumnya   dan   pengembalian   atas   kelebihan
pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta
untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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b.   Keperluan   mendesak   sesual   dengan   karakteristik   masing-masing
pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c.   Keadaan darurat meliputi:
1)    bencana   alam,   bencana   non-alam,   bencana   sosial   dan/atau

kejadian luar biasra;
2)    pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3)    kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  mengganggu  kegiatan

pelayanan publik.
Pengeluaran  untuk  mendanai  keadaan  darurat yang belum  tersedia
anggarannya,   diformulasikan   terlebin   dahulu   dalam   RKA   SKPD,
kecuali  untuk  kebutuhan  tanggap  darurat  bencana,  konflik  sosial,
dan/atau  kejadian  luar  biasa.  Belanja  untuk  kebutuhan  tanggap
darurat   bencana,   konflik   sosial,   dan/atau   kejadian   luar   biasa
digunakan sesuai.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana   meliputi   pencarian   dan   penyelamatan   korban   bencana,
pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih
dan    sanitasi,    pangan,     sandang,     pelayanan    kesehatan,    dan
penampungan    serta    tempat    hunian    sementara.    Batas    waktu
penggHnaan  belanja  tidak  terduga  adalah  waktu  status  keadaan
darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh
Wall Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d.  Keperluan mendesak meliputi:
1)    kebutuhan  Daerah  dalam  ran8ka  pelayanan  dasar  masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ben.alan;
2)    Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;
a)    Belanja  Daerah  yang  bersifat  mengikat  merupakan  belanja

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh  pemerintah  Daerah  dengan  jumlah  yang  cukup  untuk
keperluan  setiap  bulan  dalam  tahun  anggaran  bet.kenaan,
seperti:
(1)  belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan

gaji, tunjangan; dan
(2)  belanja  barang  dan jasa  antara  lain  untuk  pembayaran

telepon, air, listrik dan internet.
b)   Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk

teljaminnya kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan
dasar    masyarakat    antara    lain    pendidikan,    kesehatan,
melaksanakan   kewajiban   kepada   pihak   ketiga,   kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo,   dan   kewajiban   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3)    Pengeluaran   Daerah   yang   berada   diluar   kendali   Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,  serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/ atau

4)    Pengeluaran    Daerah    lainnya    yang    apabila    ditunda    akali
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat.

Pengeluaran   untuk   mendanai   keperluan   mendesak   yang   belum
tersedia  anggarannya  dan/atau  tidak  cukup  tersedia  anggarannya,
diforlnulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan
DPA SKPD.

e.   Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam
Peraturan  Daerah  tentang APBD  tahun  berkenaan  sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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f.   Pengembalian  atas  kelebihan  pembayaran  atas  penerimaan  Daerah
tahun-tahun  sebelumnya  untuk  menganggarkan  pengembalian  atas
kelebihan  pemba.yaran  atas  penerimaan  Daerah  yang  bersifat  tidak
berulang yang teljadi pada tahun sebelurmya.

9.   Bantuan sosial yang tidak dapat direncanahan sebelumnya diusukan
oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagal berikut:
1)   kepala   SKPD   mengajukan   Rencana   Kebutuhan   Belanja   (RKB)

paling  lama   1   (satu)  hari  kepada  Pejabat  Pengelola  Keuangan
Daerah (PPKD) selaku bendahara umum Daerah (BUD);

2)    PPKD   selaku   BUD   melakukari  veriELasi  dan  mencairkan  BTT
kepada  kepala  SKPD  paling  larna  1  (satu)  hari  terhitung  sejak
diterimanya RKB.

h.  Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis,  objek,  rincian objek,
dan sub rincian objck dengan nana Belanja Tidak Terduga.

i.   Dalam  hal  belanja  tidak  terduga  tidak  mencukupi  untuk  mendanai
keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
1)   dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan

sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran beljalan; dan/atau

2)   memanfaatkan kas yang tersedia.
Pen].adwalan  ulang  capaian  program,   kegiatan,   dan  sub  kegiatan
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j.   Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan
darurat dilakuhan dengan tahapan:
1)   Wali  Kota  menetapkan  status  tanggap  darurat  untuk  bencana

alam,  bencana non-alam,  bencana sosial terlnasuk konflik sosial,
kejadian   luar   biasa   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan;

2)   berdasarkan penetapan status Wali Kota dan/atau dokumen lain
sesuai  ketentuan  peraturan  pemndang-undangan,  Kepala  SKPD
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan
rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3)   berdasarkan   rencana   kebutuhan   belanja,   PPKD   selaku   BUD
mencairkan  dana  kebutuhan  belanja  kepada  Kepala  SKPD  yang
membutuhkan  sesuai dengan tugas dan  fungsi,  paling lambat  1
(satu)  hari kelja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan
belanja.

k.  Tata   cara   penggunaan   belanja   tidak   terduga   untuk   mendanai
keperluan  mendesak  dilakukan  melalui  pergeseran   anggaran   dari
belanja   tidak   terduga   kepada   belanja   SKPD/Unit   SKPD   yang
membidangi, dengan tahapan:
1)   dalam  hal  anggaran  belum  tersedia,  penggunaan  belanja  tidak

terduga  terlebih  dahulu  diformulasikan  dalam  RKA-SKPD  yang
membidangi keuangan Daerah;

2)   dalam hal anggaran  belum  tercukupi,  penggunaan  belanja tidak
terduga  terlebih  dahulu  diformulasikan  dalarn  Perubahan  DPA-
SKPD; dan

3)    RKA-SKPD      dan/atau     Perubahan     DPA-SKPD     sebagalmana
dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b  menjadi  dasar  dalam
melakukan  perubahan  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD  untuk
selanjutnya    ditampung    dalaln    Peraturan    Daerah    tentang
Perubahan   APBD   atau   dituangkan   dalam   Laporan   Realisasi
Anggaran    bagi    Pemerintah    Daerah   yang    tidak    melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

1.   Tata  cara penggunaan  belanja tidak terduga yang digunakan  untuk
memenuhi  kebutuhan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak
dilakukan dengan tahapan :
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1)   dalam  hal  anggaran  belum  tersedia,  penggunaan  belanja  tidak
terduga  terlebih  dahulu  difomulasikan  dalam  RKA-SKPD  yang
membidangi keuangan Daerah;

2)   dalaln  hal anggaran  belum  tercukupi,  penggunaan  belanja tidak
terduga  terlebih  dahulu  diformulasikan  dalam  Perubahan  DPA-
SKPD; dan

3)    RKA-SKPD     dan/atau     Perubahan     DPA-SKPD     sebagaimana
dimaksud  dalan  huruf  a  dan  huruf  b  menjadi  dasar  dalam
melakukan  perubahan  Peowali  tentang  Penjabaran  APBD  untuk
selanjutnya    ditampung    dalam    Peraturan    Daerah    tentang
Perubahan   APBD   atau   dituan9kan   dalam   Laporan   Realisasi
Anggaran    bagi    Pemerintah    Daerah    yang    tidak    melakukan
perubaharl APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

in. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan    penatausahaan,    pertanggungjawaban    dan    pelaporan    serta
moma.fen.rig  dan  evaluasi  belanja  tidak  terduga  ditetapkan   dengan
Peraturan Wall Kota.

5.    Ketentuan Terkait Belanja Transfer.
Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a.   Belanja Bagi Hasil; dan
b.  Belanja Bantuan Keuangan.

Ketentuan terkalt Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
a.  Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek.
b.  Belanja transfer dianggarkan oleh  SKPD yang membidangi keuangan

Daerah.
c.  Belanja Bagi Hasil.

1)   Belanja  bagi  hasil  digunakan  untuk  menganggarhan  bagi  hasil
yang   bersumber  dari  pendapatan   Pemerintah   Daerah   kepada
pemerintah  daerah  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

2)   Belanja   bagi   hasil   dianggarhan   dalaln   APBD   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Belanja Bantuan Keuangan.
1)   Belanja bantuan  keuangan  diberikan  kepada  Daerah  lain  dalam

rangka ken.a sama Daerah, pemerataan penin8katan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2)   Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya
guna   memberikan   manfaat   bagi   pemberi   dan/atau   penerima
bantuan keuangan.

3)   Bantuan    keuangan    dapat    dianggarkan    sesuai    kemalnpuan
Keuangan  Daerah  setelah  memprioritaskan  pemenuhan  belanja
Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan,   kecuali   ditentukan   lain   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4)   Bantuan keuangan terdiri atas:
a)   bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
b)   bantuan   keuangan   daerah   provinsi   ke   daerah   kota   di

wilayahnya dan/atau daerah kota di luar wilayahnya; dan/atau
c)    bantuan  keuangan  daerah  pemerintah  kota  kepada  daerah

provinsi lainnya.
5)   Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a)    Bantuan     keuangan     bersifat     umum     peruntukan     dan
pengelolaannya    diserahkan    kepada    pemerintah     daerah
penerima bantuan.
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b)    Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

c}    Dalam   hal   pemerintah   daerah   sebagai   penerima   bantuan
keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang
ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  selaku  pemberi  bantuan
keuangan,   pemerintah   daerah   sebagai   penerima   bantuan
keuangan  khusus  wajib  mengembalikan  kepada  pemerintah
daerah pemberi keuangan khusus.

d)    Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus
dapat  mensyaratkan   penyediaan   dana   pendamping   dalam
APBD penerima bantuan.

6)   Ketentuan   lebih   lanjut   mengenal   Tata   cara   penganggaran,
pelaksanaan    dan    penatausahaan,    pertanggung).awaban    dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan
ditetapkan dengan Peraturan Wa]i Kota.

E.     PEMBIAYAAN DAERAH
1.   Ketentuan umum.

Pembiayaan adalafi setiap penerimaan yang per.1u dibayar kembali
dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  balk  pada  tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  dari  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah Nomor  12 tahun 2019, ketentuan dalam Pembiayaan Daerah
adalah sebagal berikut:
a.  Pembiayaan Daerah terdiri atas:

1)   penerimaan pembiayaan; dan
2)   pengeluaran pembiayaan.

b.  Pembiayaan  Daerah  dirinci  menurut  urusan  Pemerintahan  Daerah,
organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan Daerah.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Wali  Kota  ini  mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.  Pembiayaan  Daerah  dirinci  menurut  urusan  Pemerintahan  Daerah,

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek Pembiayaan Daerah.

b.  Klasifikasi APBD menumt akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub    rincian    objek    Pembiayaan    Daerah    dikelola    berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c.   Pembiayaan  neto  digunakan  untuk  menggunakan  surplus  anggaran
atau menutup defisit anggaran.

2.   Ketentuan Terkait penerimaan pembiayaan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
a.   SiLPA;
b.  Pencalran Dana Cadangan;
c.   Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d.  Penerimaan Pinjaman Daerah;
e.   Penerimaan Kembali Pemberian Hnjaman Daerah; dan/atau
f.   Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   71   sampai   dengan   Pasal   76

Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    tahun    2019,    ketentuan   terkait
Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:
a.   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan

penerimaan   PAD,   pelampauan   penerimaan   pendapatan   transfer,
pelampauan   penerimaan   lain-lain   Pendapatan   Daerah  yang   sah,
pelampauan penerimaan Pembiayaan, pen8hematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesajkan
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dan/atausisadanaakibattidaktercapainyacapalanfargetKineljadan
sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

b.  Pencairan Dana Cadangan:
1)   Pencairan   Dana   Cadangan   digunakan   untuk   menganggarkan

pencairan   Dana   Cadangan   dari   rekening   Dana  Cadangan   ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran bel.kenaan.

2)   Jumlah   Dana   Cadangan   sesuai   dengan   jumlah   yang   telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
Cadangan bersangkutan.

3)   Pencalran Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

4)   Dalam   hal   Dana   Cadangan   belum   digunakan   sesual   dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

5)   Posisi   Dana  Cadangan   dilaporkan   sebagai  bagian  yang   tidak
telpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6)   Penggunaan  atas  Dana  Cadangan  yang  dicalrkan  dari  rekening
Dana  Cadangan  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  dianggarkan
dalaln  SKPD  pengguna  Dana  Cadangan  bersangkutan,  kecuali
ditentukan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturaLn  perundang-
undangan.

7)   Penerimaan basil bunga/jasa giro/inbal basil/dividen/keuntungan
(capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan
dalam portofolio  dicantumkan  sebagai  Lain-Lain  Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah.

c.   Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1)   Hasil  Penjualan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)   Penerimaan   Atas   Hasil   Penjualan   Kekayaan   Daerah   dicatat

berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
3)   Bukti  penerimaan  antara  lain  seperti  dokumen  lelang,  a]rfu jual

beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
d.   Penerimaan Pinjaman Daerah:

1)   Penerimaan  Hnjaman  Daerah  didasarkan pada jumlah pinjaman
yang  akan  diterima  dalaln  tahun  anggaran  berkenaan  sesuai
dengan yang ditetapkan dalam peljanjian pinjaman bersangkutan.

2)   Penerimaan  Pinjaman  Daerah  digunakan  untuk  menganggarkan
penerimaan    pinjaman    Daerah    termasuk    penerinaan    atas
penerbitan   obligasi   daerah   yang   akan   diterina   pada   tahun
anggaran berkenaan.

3)   Penerimaan pinjaman Daerah bersumber dari:
a) pemerintah pusat;
b) pemerintah Daerah lain;
c) 1embaga keuangan bank;
d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e) masyarakat.

4)   Penerimaan    Pinjaman    Daerab    dilaksanakan    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.   Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
Penerimaan  kembali  pemberian  PinjamarL  Daerah  digunakan

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

f.   Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

Penerimaan       pembiayaan       lainnya       digunakan       untuk
menganggarkan   penerimaan   pembiayaan   lainnya   sesual   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.   Ketentuan Terkait pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
a.   Pembayaran Cicilan Pokok Utang yangjatuh tempo;
b.  Penyertaan Modal Daerah;
c.   Pembentukan Dana cadangan;
d.  Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e.   Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   77   sampai   dengan   Pasal   82

Peraturan    Pemerintafi    Nomor    12    Tahun   2019,    ketentuan   terkait
Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:
a.   Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

1)   Pembayaran  cicflan  pokok  utang  yang  jatuh  tempo  digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2)   Pembayaran  cicilan  pokok  utang  yang jatuh  tempo  didasal.kan
pada  jumlah  yang  harus  dibayarkan  sesuai  dengan  pen.anjian
pinjalnan  dan  pelaksanaannya  merupakan  prioritas  utama  dari
seluruh  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  harus  diselesalkan
dalam    tahun    anggaran    berkenaan    berdasarhan    peljanjian
pinjaman.

3)   Pembayaran  cicilan  pokok  utang  yang jatuh  tempo  merupakan
pembayaran pokok pinjalnan, bunga, dan kewajibari lainnya sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)   Pemerintah  Daerah  wajib  membayar  cicilan  pokok  utang  dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhimya
kewajiban dimaksud.

5)   Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk   pembayaran   cicilan   pokok   utang,    Wall   Kota   dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD.

b.   Penyertaan Modal Daerah.
1)   Pemerintah   Daerah   dapat  melakukan  penyertaan  modal  pada

badan usaha mjlik Daerah dan/atau badan usaha milik negara,
badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2)   Penyertaan    Modal    Daerah    bertujuan    untuk    meningkatkan
pendapatan  Daerah,  pertumbuhan  perkembangan  perekonomian
Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3)   Penyertaan  Modal  Daerah  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi,
sosial, dan/atan manfaat lainnya.

4)   Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
a)   bunga   dan   pertumbuhan   nilai   bagi   badan   usaha   yang

mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
b)   keuntungan  sejumlah  tertentu  dalam jangka waktu  tertentu

berupa  deviden,  bunga  dan  pertumbuhan  nilai  bagi  badan
usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;

c)    peninghatan    berupa   jasa    dan    keuntungan    bagi    hasil
penyertaan  modal  sejumlah  tertentu   dalam  jangka  waktu
tertentu;

d)   peningkatan Penerimaan Daerah dalam jan8ka waktu tertentu
sebagal akibat langsung darn Penyertaan Modal Daerah;

e)    keuntungan  sejumlah  tertentu  dalam jan8ka waktu  tertentu
berupa  deviden,  bunga  dan  pertumbuhan  nilai  bagi  badan
usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;

fl    peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai ahibat langsung dari Penyertaan
Modal Daerah;
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g)    peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagal  aJribat  dari
Penyertaan Modal Daerah.

5)   Bentuk   Penyertaan   Modal   Daerah   meliputi   penyertaan   modal
berupa   investasi   surat   berharga   dan/atau   penyertaan   modal
berupa investasi langsung.

6)   Penyertaan   modal   berupa  investasi   surat   bet.harga  dilakukan
dengan cara pembelian saham dan atau pembdian surat utang.

7)   Penyertaan  modal  berupa  investasi  langsung  dflakukan  dengan
cara Penyertaan Modal Daerah dan/atau Pemberian Pinjaman.

8)   P:n.yertaan  modal  berupa  investasi  langsung  dalam  pemberian
pinjaman   kepada   masyarakat   (dana   berguhi),   penyalurannya
dilakukanmelaluilembagakeuanganbankataulembagakeuangan
bukan bank.

9)   Penyertaan  modal  berupa investasi  surat berharga  dan  investasi
langsung dilaksanakan berdasarkan hasfl anaHsis oleh penaseha.t
investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

10) Penyertaan Modal Pemerintab Daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan  disertakan  dalan  tahun  anggaran  berkenaan
telch  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  mengenai  penyertaan
modal Daerah bersangkutan.

11) Penyertaan modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun
APBD   tidak   surplus   sepanjang   diamanatkan   oleh   peraturan
perundang-undangan,   dalam   hal   ini   antara   lain   telah   ada
Peraturan     Daerah     mengenal     Penyertaan     Modal     Daerah
bersan9kutan

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara
Wall  Kota  dam  DPRD  atas  rancangan  Peraturan  Daerch  tentang
APBD.

13) Penyertaan    modal    dilaksanakan    sesual    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14) Pengelolaan   Penyertaan   Modal   Daerah   meliputi   perencanaan
investasi    pelaksanaan    investasi,    penganggaran,    pelaksanaan
anggaran,   penatausahaan   anggaran   dan   perfanggung7.awaban
penyertaan modal Pemerintah Daerah,  divestasi,  sertaL pembinaan
dan pengawasan.

15) Pengelolaan  Penyertaan  Modal  Daerafi  sejalan  dengan  kebijakan
pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.

16) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Per.wa]i.
17) Pemenuhan   penyertaan   modal   pada   tabun   sebelumnya   tidak

diterbitkan    Peraturan    DaeraJi    tersendiri    sepanjang   jundah
anggaran   penyertaan   modal   tersebut   tidak   melebihi   jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal bersan8kutan.

18) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jundah penyertaan
modal  melebihi jumlah  penyertaan  modal yang telah  ditetapkan
dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah
Daerah   melakukali   perubahan    Peraturan    Daerah   mengenal
penyertaan  modal  yang  bersan8futan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19) Penyertaan   Modal   Pemerintch   Daerah   dilaksanakan   dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

20) Dalam  hal  Pemerintah  Daerah  akan  melaksanakan  penyertaan
prodal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaaninvestasi  pemerintah  Daerah  yang  dituan8kan  dalam  dokumen
rencana kegiatan investasi.

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku
pengelola investasi untuk disetujui oleh Wali Kota.
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22) Berdasarkan  dokumen  rencana  kegiatan  investasi,   Pemerintah
Daerch menyusun anafisis penyertaan modal/investasi Pemerintali
Daerah sebelum melafukan penyertaan modal.

23) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintafi Daerah dilakukan
oleh penasehat investasi pemerintah Daerah.

24) Penasihat investasi pemerintaJi Daerab ditetapkan oleh Wall Kota.
25) Hasil   analisis   penyertaan   modal/investasi   Pemerintab   Daerch

berupa hasil analisis penilalan kelayakan,  analisis portofolio  dan
analisis risiko.

c.   Pembentukan Dana cadangan.
1)   Dana cadangan penggunaannya dipriorita skan  untuk mendanal

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2)   Dana  cadangan  dapat  digunakan  untuk  mendanal  kebutuhan
lalnnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3)   Dana   cadangan   bersumber   dari   penyisihan   atas   penerimaan
Daerah kecuali dari:
a)     DAK;
b)    pinjaman Daerah; dan
c)    penerimaan    lain    yang    penggunaarmya    dibatasi    untuk

pengeluaran    tertentu    berdasarkan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

4)   Dana   cadangan   ditempatkan   dalaln   rekening   tersendiri   dan
dikelola oleh PPKD selarfu BUD.

5)   Pembentukan   dana   cadangan   dianggarkan   pada   pengeluaran
pembiayaan da]am tahun anggaran yang berkenaan.

d.  Pemberian Pinjaman Daerah.
1)   Pemberian  Pinjalnan  Daerah  digunakan  untuk  menganggarkan

pemberian  pinjaman  Daerah yang  diberikan  kepada  Pemerintah
Pusat,  Pemerintafi  Daerah  Iainnya,  BUMD,  Badan  Usaha  Miuk
Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.

2)   Pemberian   Hnjaman   Daerah   dilaksanakan   setelah   mendapat
persetujuan DPRD.

3)   Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepahati dalam KUA dan
PPAS.

4)   Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman Daerah diatur
dalam  Perwali  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

e.   Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.   Pengeluaran  pembiayaan  lainnya  digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengari
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.   Ketentuan Terkalt pembiayaan Neto.
Berdasarkan   ketentuan   Pasal   70   ayat   (5)   dan   (6)   Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto adalah:
a.   merupakan  selisih  penerimaan  pembiayaan  terhadap  pengeluaran

pembiayaan.
b.   digunakan untuk menutup defisit anggaran.

F.      KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  83  sampal  dengan  Pasal  88  Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD
adalah sebagal berikut:
1.   Selisih  antara  anggaran  Pendapatan  Daerah  dengan  anggaran  Belanja

Daerah mengahibatkan ten.adinya surplus atau defisit APBD.
2.   Surplus  APBD  merupakan  selisih  lebih  antara  Pendapatan  Daerah  dari

Belanja Daerah.
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3.   Defisit APBD  merupakan  selisih kurang antara Pendapatan Daerah  dan
Belanja Daerah.

4.   Dalam  hal  APBD  diperkirakan  surplus,  APBD  dapat  digunakan  untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.   Dalam   hal   APBD    diperkirakan   defisit,    APBD    dapat   didanai   dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD yang pelaksangrmnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6.   Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
a.  pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b.  penyertaan modal Daerah;
c.   pembentukan Dana cadangan;
d.  Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e.   pengeluaran Pembiayaan lalnnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
7.   Pembayaran    cicilan    pokok    utang   yang   jatuh    tempo    merupakan

pembayaran  pokok  utang yang  belum  cukup  tersedia  anggaran  dalam
pengeluaran pembiayaan sesual dengan pen.anjian.

8.   Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri
Dalam   Negeri   dan   Menteri   Keuangan   setiap   semester  dalam   tahun
anggaran berkenaan.

9.   Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri
Dalam   Negeri   dan   Menteri   Keuangan   setiap   semester  dalan   tahun
anggaran berkenaan.

10. Pemerintafi Daerch yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 1 . Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

12. Defisit APBD harus dapat ditutup darn Pembiayaan neto.
13. Pembiayaan  netto  merupakan  selisih  antara  penerimaan  Pembiayaan

dengan pengeluaran Pembiayaan.
Terkalt hal tersebut di atas, Peraturan Wall Kota ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:
1.   Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun

sebelumnya     dikecualikan     yang     penggunaannya     dibatasi     untuk
pengeluaran   tertentu   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

2.   Dalam  hal  APBD  diperkirakan  derisit,   ditetapkan  pembiayaan  untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
a.  sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelurmya;
b.  pencairan dana cadangan;
c.   hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d.  pinjaman Daerah; dan
e.   penerimaan pembiayaan lalnnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
3.   Batas  maksimal  jundah  kumulaur  defisit  APBD  untuk  setiap  tahun

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal derisit APBD yang
ditetapkan  menteri  yang  menyelenggarakan  umsan  pemerintahan   di
bidang keuangan.

4.   Posisi  defisit  APBD  sebagal  dasar  penetapan  besaran  kumulatif defisit
APBD pada tahun berikutnya.

5.   Pelanggaran  terhadap  ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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G.     KETENTUAN SILPA
1.   Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun

berkenaan bersaldo nihil.
2.   Dalan hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD  menghasilkan  SILPA  Tahun  Ben.alan  positif,  Pemerintah  Daerah
harus memanfaatkannya untuk penalnbahan program, kegiatan dan sub
kegiatan  prioritas  yang  dibutuhkan,   volume  program,   kegiatan,   sub
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3.   Dalan hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tening
APBD  menghasilkan  SILPA Tahun  Beljalan  negatif,  Pemerintah  Daerah
melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan
yang   bukan   merupakan   kewajiban   Daerafi,   pengurangan   program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan
volume program, kegiatan dan sub kegiatan.
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BAB Ill
PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI]

A.      KUADANPPAS
1.   Ketentuan umum KUA dan PPAS

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:
a.  sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah;
b.  tidak   bertentangan   dengan   kepentingan   umum   dan   peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.   berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d.  tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;
e.   dilakukan  secara  tertib,  erisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat  untuk  masyarakat  dan   taat  pada  ketentuan   peraturan
perundang-undangan; dari

f.   APBD  merupakan  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  unfuk  melakukan
penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Kebijakan   Umum  APBD   (KUA)   adalah   dokumen  yang  memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  adalah  program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan
dalaln penyusunan rencana kelja dan anggaran satuan kelja perangkat
Daerah.

Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   89   sampai   dengan   Pasal   92
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan penyusunan KUA
dan PPAS sebagai berikut:
a.  Wali    Kota    menyusun    rancangan    KUA    dan    rancangan    PPAS

berdasarkan RKPD;
b.  Rancangan KUA memuat:

1)   kondisi ekonomi mafro Daerah;
2)   asumsi penyusunan APBD;
3)   kebijakan pendapatan Daerah;
4)   kebijakan belanja Daerah;
5)   kebijakan pembiayaan Daerah; dan
6)   strategi pencapaian, yang memuat langkah-lan8kah konkrit dalam

mencapai    target    kondisi    ekonomi    makro    Daerah,    asumsi
penyusunan   APBD,   kebijakan   pendapatan   Daerah,   kebijakan
belanja Daerah, dan kebijakan pembiayaan Daerah.

c. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
1)   menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
2)   menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk

masing-masing  urusan  yang  disinkronkan  dengan  prioritas  dan
program nasional yang tercantum dalam rencana kelja pemerintah
pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam
rencana kelja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah
Daerah; dan

3)   menyusun    capaian    kinelja,    sasaran,    dan    plafon    anggaran
sementara  untuk  masing-masing  program,   kegiatan,   dan   sub
kegiatan.

d. Sub kegiatan dapat dianggarkan untuk:
1)    1 (satu) tahun anggaran; atau
2)   1ebih  darn  1  (satu)  tahun  anggaran  dalam  bentuk  sub  kegiatan

tahunjamak;
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f.  Sub  kegiatan  tahun jamak  mengacu  pada  program yang  tercantum
dalam RPJMD.

9. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1)   pekeljaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara

teknis  merupakan  satu  kesatuan  untuk  men8hasiHcan  1  (satu)
keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari  12 (dua
belas) bulan dalaln tahun anggaran berkenaan;

2)   peker].aan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

3)   pekeq.aan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara
lain   penanaman   benih/bibit,   penghijauan,   pelayanan   perintis
laut/udara,   makanan   dan   obat   di   rumah   sakit,   pelayanan
pembuangan sampah,  dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan
{clearing service4 .

h.  Penganggaran  Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran
pelaksanaan  Kegiatan  Tahun  Jamak  tidak  melalnpaui  akhir  tahun
nasa jabatan  Wadi  Kota  berakhir,  kecuali  Kegiatan  Tahun  Jamak
dimaksud   merupakan   prioritas   nasional   dan/atau    kepentingan
strategis  nasional  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang~
undangan.

i.   Ketentuan  Mengenai  penganggaran  tahun  jamak  pada  KUA  PPAS
berlaku    mutatis    mutandis    terhadap    penyusunan    KUA    PPAS
Perubahan.

j.   Penyusunan   rancangan   KUA  dan   PPAS   menggunakan   klasifikasi,
kodefikasi,   dan   nomenklatur  sesual   dengan   ketentuan   peraturar:i
perundang-undangan      mengenai      RIasifikasi,      Kodefikasi,      dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dart Keuangan Daerah dan
pemutakhirannya.

k.  Proses  penyusunan  rancangan  KUA  dan  PPAS  memuat  informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dflakukan
secara elektronik.

2.   Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   90   sampai   dengan   Pasal   92

Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019,  Peraturan  Wali  Kota  ini  membuat
ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
a.   Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada

DPRD  paling  lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  untuk  dibahas  dan
disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD;

b.  Wali   Kota   dapat   mengajukan   usulan   penaLmbahan   kegiatan/sub
kegiatan baru dalan rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang tidak
terdapat   dalam   RKPD   untuk   disepakati   dengan   DPRD   dalarn
pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;

c.   Penambahan    kegiatan/sub    kegiatan    baru    tersebut    sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesual dengan ketentuan
perundang-undangan;

d.  Kesepakatan    terhadap    rancangan    KUA    dan    rancangan    PPAS
dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS
yang  ditandatangani  bersama  antara  Wali  Kota  dengan  pimpinan
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;

e.   KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD;

f.   Tata   cara   pembariasan   rancangan   KUA   dan   Rancangan   PPAS
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.   Persetujuan bersama memuat:
1)    mama kegiatan;
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2)   mama sub kegiatan;
3)   jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
4)   jumlah anggaran; dan
5)   alokasi anggaran per tahun.

h.  Dalan hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
Wakil Wall Kota bertugas untuk:
1)   menyampalkan   rancangan   KUA   dan   rancangan   PPAS   kepada

DPRD; dan
2)   menandatangani  nota  kesepaJratan  KUA  dan  nota  kesepakatan

PPAS.
i.    Dalam  hal  Wali  Kota  dan  Wakfi  Waft  Kota  berhalangan  tetap  atau

sementara,  pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan  oleh pejabat yang
bervenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Wali
Kota bertugas untuk:
1)   menyampaikan   rancangan   KUA   dan   rancangan   PPAS   kepada

DPRD; dan
2)   menandatangani  nota  kesepakatan  KUA  dan  nota  kesepakatan

PPAS.
j.   Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara

da]am  waktu  yang  bersamaan,   pelaksana  tugas  pimpinan   DPRD
bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

k.  Dalam hal Wan Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan
KUA   dan   rancangan   PPAS,   pahig  lama   6   (enam)   minggu   sejak
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampalkan kepada DPRD, Wali
Kota  menyampaikan   Rancangan  Peraturan   Daerah  tentang  APBD
kepada  DPRD  berdasarkan  RKPD,  rancangan  KUA,  dan  rancangan
PPAS yang disusun Wall Kota,  untuk dibahas dan disetujui bersana
antara Wali  Kota dengan  DPRD  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

3.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Wali Kota. menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD diuraikan sebagai berikut:
1)   TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data

dan  informasi  terkait  kebijakan  anggaran  yang  terdapat  dalam
RKPD; dan

2)   TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data
dan  informasi  terkait program  prioritas beserta indikator kinelja
dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

b.  Sebelum  disampaikan  kepada Wall  Kota,  Kepala SKPKD  mengajukan
permohonan reviu  atas rancangan  KUA dan  rancangan PPAS  kepada
Inspektorat Kota selaku APIP.

c.  Wali Kota menyampalkan rancangan  KUA dan rancangan  PPAS yang
telah di reviu oleh lnspektorat Kota kepada DPRD.

d.  Wali  Kota  dan  DPRD  melakukan  pembahasan  rancangan  KUA  dan
rancangan   PPAS.    Pembahasan   tersebut   mengacu   pada   muatan
rancangan KUA dan rancangan PPAS.

e.  Wali  Kota  dan  DPRD  melakukan  kesepakatan  bersama  berdasarkan
hasil pembahasari rancangan KUA dan rancangari PPAS.

f.   Kesepakatan    terhadap    rancangan    KUA    dan    rancangan    PPAS
dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
yang  ditandatangani  bersama  antara  Wall  Kota  dengan  pimpinan
DPRD.

4.   Dokumen Terkait
a.  Dokumen pada tahapan penyusunan rancangan KUA dali rancangan

PPAS    sesuai   dengan    ketentuan   peraturan   perundang-undangan
mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah.

b.  Dckumen  pada  tahapan  penyusunan  KUA  dan  PPAS   antara  lain
sebagai berikut:
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1)    Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
2)   ELoritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3)    Nota Kesepakatan KUA;
4)    Nota Kesepakatan PPAS;
5)   Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
6)   Berita Acara Kesepakatan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

KOTA BALIKPAPAN
KEBIJAKAN UMUM ANGCIARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGCIARAN ........

I.          PENDAH ULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

11.        KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAII
2 .1 Arab kebijahan ekonomi daerah
2.2Arah kebijakan keuangan daerah

Ill.       ASUMSI  DASAR  DALAM  PENYUSUNAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAII
3.1Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV.       KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAII
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk

tahun...
4.2 Target  pendapatan  daerah  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),

v.      KEB::£dfa=LTiiifeDrfanRAHLain-lain pendapatan Daerah yang sah
5.1  Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja

tidak terduga
VI.       KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
6. 2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII.     STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapaj target.

VIII.    PENUTUP
Pada  bab  ini  berisi  tentang  hal-hal  lain  yang  disepakati  DPRD  dan
Wali Kota dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah  Kebijakan  Umum APBD  ini dibuat untuk menjadi pedoman  dalam
penyusunan PPAS dan RAPED Tahun jinggaran berkenan

•.........Tan8gal'..........

Pimpinan DPRD

Nana

Wali Kota Balikyapan

Nama

Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
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KOTA BALIKPAPAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAPJ SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN .........
I.    PENDAHULUAN
11.  RENCANA PENERIMAAN DAEFun
Ill. PRIORITAS BELANJA DAERAH
]V.::fuFE°HNTAHA&GSA¥N¥ROGk#YkNg#ANBERDASARRAN

V.  RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
VI. PENUTUP

URUSAN

Demikianlah  Prioritas dan  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  APBD TA  ........
dibuat  untuk  menjadi  pedoman   bagi   Pemerintah   Kota  dalan  menyusun
Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan
lain antara Pemerintah Kota dan DPRD terhadap PPAS.

•.........Tanggal,..........

Pimpinan DPRD

Nana

Wall Kota Balikyapan

Nana

TABEL 2 . 1
RENCANA PENERIMAAN DAERAII

Talun Anggaran
KODE

®,,,,,,,®,PENERIMAANDAERAII
iELORASIENGGAEEN DASARHUKUM

4.4.1.4.1.01.4.1.02.4.1.03. PENDAPATAN DAERAIIPENDAPATANASLIDAERAIIPajakDaerahRetribusiDaerahHasilPengelolaanKekayaanDaerah yang Dipisahkan

4.1.04.4.2.4.2.01.4.2.02.4.3. hair-Lain PAD yang SahPENDAPATANTRANSFERPendapatanTransferPemerintah PusatPendapatanTransferAntarDaerahIAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANG SAHPendapatanHibah

4.3.01.4.3.02. Ill,I_
Dana DaruratLain-lainPendapatan    sesuai    dengan    Ketentuan

4.3.03 Peraturan Penmdang-Undangan

66.1.6.1.01.
JUMIAII PENDAPATAN

PEMBIAYAAN DAERAIIPENERIMAANPEMBIAYAANSisaLebihPerhitunganAnggaran Tahun Sebelurmya

6.1.02.6.1.03. Pencairan Dana CadanganHasilPenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan iiiiiiiiiiiiii
6.1.04.6.1.05. Penerimaan Pinjama DaerahPenerinaanKembaliPemberian Pinjaman Daerah

6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-UndanganJUMIAHPENEPEMBIAYAAN I

JUMIAII PENE                DAERAH
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TABEL 3 .1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator KineH.a4 I      SKPD pelaksana15I I           Keterangan16I1 2 3

TABEL 3.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAII KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No Prioritas Pembangunan Provinsi Program3 I    lndikator Kinerja4 I     SKPD pelaksana15
1111111111_
I           Keterangan16I1 2

TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No Prioritas Pembangunan Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)7 KetKota Fhioritas Kinelja5
1 2 3 4 6

18I
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TABEL 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.

PROGRAMIndikator rfueri aFroama KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFONANGGARAIN PRAKIRAANRAJU

KET
Indikator ELeria Sub Indikator Kine". a                Lokasi N+1 N+2

Frogran Capalan Keriatan Capaian,,,,,,,,,,Kegiatan Keria.tan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
arseCapalan,,,1,,,,,,,,,,,,,, SubK. SEMENT

1'

1.        Umsrmwajibyangberkaitandenganpelayanandasar1.01PendidikanX,X.XX,Pro8ran...1.03PekedaanUmumdanPenataanRuangX,XX,XX,Progran...

x.x.xx.x.xX,Kegiatanx.x.xx.x.xX,Ke8iatanx.xx.2ex.x.xX,Kegiatan x.x.X.x.2ex.xx.SubKegiatan...x.x.xx,x.x.xx.SubKegiatan...x.2ex.RE.x.2ex.2ex.SubKegiatan...

egrtan ARA (Rp)

TinggiMenengahTinggi



rsc[
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TABEL 4.1
PLAF`ON ANGCIARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAF`ONANGCIARANSBMENTARA(Rp) KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

11. 2 3 4
URUSAN      PEMERINTAHAN     WAJIB     YANG
BERKAITAN DENGAN PEIAYANAN DASARURUSANPEMERINTAHANBIDANG

1.01.1.01.x-x.x-x.x-x.x.1.01.x-x.x-x.x-x.x.2ex.
PENDIDIRAN
Dmas ..-
Program ...

1.01.x-x.x-x.x-X.XX.2K.X.X Kegiatan ...

1.01. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...

2-r2 .I yr7 .2.07.x-x.x-x.x-x.xx.2.07.x-x.x-x.x-x.x.x.2.07.x-x.x-x.x-x.2ex.xx.x.2ex URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN   PEMERINTAHAN   BIDANG   TENAGA
KERIA
Dinas ...
Program . . .
Ke8iatan ...

2.07. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN

DAN PERIRANAN
3.25.x-x.x-x.x-x.x. Dinas ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.2ex.3.25.x-x.x-x.x-x.zex.2K.x.zex Program . . .

Ke8iatan ...

3.25. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...

4. UNSUR                 PENDUKUNG                 URUSAN
PEMERINTAHAN

4.01. SEKRETARIAT DAERAH
4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah
4.01.x-x.x-x.x-x.zex.xx. Program . . .
4.01.x-x.x-x.x-x.x.xx.x.xx Ke8iatan . . .

4.01. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...

5. UNSUR                 PENUNJANG                 URUSAN
PEMERINTAHAN

5.01. PERENCANRAN
5.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.Sex. Program ...
5.01.x-x.x-x.x-x.x.xx.x.2ex Kegiatan ...

5.01. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...
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6. UNSUR               PENGAWASAN                URUSAN
pEMERINTAmNINSPEKTORATDAERAH

6-01.6.01.x-x.x-x.x-x.xx.6.01.x-x.x-x.x-x.¥.xx.
Inspektorat
Program . . .

6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.x6.01.x-x.x-x.x- Ke8latan ...

Sub Kegiatan ...
Dst ...

7.7.01.7.01.x-x.x-x.x-x.xx.7.01.x-x.x-x.x-x.zex.zex. UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
Kecanatan ...
Program ...

7.01.x-x.x-x.x-x.2ex.x.x.2K7.01.x-x.x-x.x- Kegiatan . . .

Sub Kegiatan ...
Dst ...

8.8.01.8.01.x-x.x-x.x-x.xx. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ba  an Kesatuan Bangsa Dan Po i .

8.01.x-x.x-x.x-x.zen.zK. Program . . .
8.01.x-x.x~x.x-x.2H.x.x.2ex Keglatan ...

8.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
_ Dst ...

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI,liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
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TneEL 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO. URAIAN PLAFON ANGCIARANSEMENTARAR.3

11 2BELANJAOPERASIBelan.aPegawaiBelanjaBarangdanJasaBelan.aBunaBelan.aSubsidiBelan.aHibahBelan.aBantuanSosialBELANJAMODALBelan.aModalTanahBelan.aModalPeralatandan MesinBelan.aModalGedundanBannanBelan.aModalJalan,Jaringandanlri asi

2

I

iiiiiiiiiiiiiii-
Belanja Modal Aset Tetap rfun aBelanjaModalAsetTidakBerwu.udBELANJATIDAKTERDUCIA§§iL=gN:T§]±ck¥=§ri::=gan![

3

4
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TABEL 5.1
PLAFON ANGCIARAN SBMENTARA UNTUK PEMBIAYRAN

Tahun Anggaran ..........

NO.6 URJEN
PIAIONANGGAEN

DASAR

PEMBIAYENPENERIMAAN PEMBIAYAANSisaLebihPer.hitungan  AnggaranTchuncharanPencairanDanaCadananHasilPenjualanKekayaanDaerah

SEMENTARAR.) HUKUM

6.1.6.1.01.6102

- \ \, &J ,6.1.03.6104

an  Di  isahkanPenerinaanPin.aman DaerahPenerimaanKembaliPemberian

6.1.05.6106
Pin.amen DaerahPenerimaanPembiayaan hairmya

Sesual Dengan Ketentuan Peraturari
Perundan  -Undan anJum]ahPenerinaan PembiayaanPENGELUARANPEMBIAYENPembentukanDanaCadangallPenertaanModalDaerahPembayaranCicilanPokokUtangyangJatuliTeno

6.2.6.2.01.6.2.02.6.2.03.62

•   .04.6.2.05. Pembenan Pmjaman DaerahPengeluaranPembiayaanLainnya

Sesual Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-UndanganJumlahPeneluaran Pembiayaan

I
Pembiayaan-Neto
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Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN
JrmARA

PEMERINTAII KOTA BAI,IKPAPAN
DENGAV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR..........
TANGGAI.......

TENTAVG
KEBIJAIIAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI]
TAHUN ANGGARAN .........

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.    Nana

Alanat Kantor
Jabatan                                 : Wa]i Kota Balikyapan

bertindak selaku dan alas nana pemerintah Kota Balikyapan
2.   a.N-a

Jabatan
Alanat Kantor

b. Nana
Jabatan
Alanat Kantor

c. Nana
Jabatan
Alanat Kantor

.....................,.,,,,,,,,
: Ketua DPRD Kota Ba]ikyapan

........,,,,,,,,,,,,,,,,,,
®,.,......................,,,,,,,,,,,

: Wahil Ketua DPRD Kota Balikpapan
...................,.,,,,,,,,,,,,

®,,,,,,,,............-.,,,,,,,,,®,,,,,,,

: Wahil Ketua DPRD Kota Balikyaparl
.,......,,.,, ~ ,,,,,,, \ ,,,,

d. Dst ....................
sebagai Pinpinan DPRD bertindak selaku dan alas nana Dewan Perwalrilan Rakyat Daerah PPRD) Kota
Bafilapapan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam ran9ra penyusunan Anggaran Pendapatan dan Behaja Daerah (APBD)
diperlukan Kehijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD  dengali Pemerintah Kota untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon iinggaran Sementara APBD TA .........

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umun APBD yang mdiputi asumsi-
asumsi  dasar  dalam  penyusunali  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPED)  Tahun
Anggaran  ...........,  kebijakan  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah,  yang  menjadi  dasar  dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA .........

Secara len9kap Kebijakan Umum APBD TA ......... disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yallg
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah  Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan  daar  dalan  penyusunan Prioritas  dan  Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ........

Wad Kota Bafikpapan

Selaku'
plHiex PERTARA

Nana

•........-Tanggal'..........

ELpinan DPRD
Kota Baftyapan

Selafu,
PIHAK REDUA

Nana
KRTUA

Nana
WAKIL KETUA

Nana
wjmL KETUA
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Ilustrasi Nota Kesepakatan ELoritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

NOTA KESEPAKATAN
ANTrm

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
DENGAV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BAIIKPAPAN

NOMOR..........
TAIGGAL.......

TENTANG
PRI0RITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN .........

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.    Nana

Alamat ELtor
Jabatan                                   : WaJi Kota Bahikpapan

bertindak selaku dan atas nana pemerintah Kola Balikpapan
2.   a.Nana

Jabatan
Ahaat Kantor

b. Nana
Jabatan
Juanat ELtor

c. Nana
Jabatan
Alana.t Kantor

.................,.,,,,,,,,
: Ketua DPRD Kota Balilapapan

.,-.......-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

: Wahil Ketua DPRD Kota Balilapapan
t ,,,,,,...........,,.,,,,,,,,,,,

.,,.....-........,..,,,,,,,,,,,,,
: Walril Ketua DPRD Kota Balikyapan

............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d-  Dst ' ...................
sebagai Fhipinan DPRD bertindak selafu dan atas nana Dewan Pelwalrilali Rakyat Daerah PPRI)) Kota
Balikyapan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam ran9fa penyusunan Anggarali Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersana antara DPRD dengan
Pemerintah Kota, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunari Rancangali Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPED) TA ..........

Berdasal.kan hal tersebut di atas,  dan mengacu  pada kesepakatan antara DPRD  dali  Pemerintah  Daerall
tentang  Kehijakan  Umum  APBD  TA  ..........,  para  pinak  sepakat  terhadap  Prioritas  dali  Plafon  Anggaran
Sementara yang meHputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ........, prioritas belanja
daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Hogran/Kegiatan, dan rencana
pembiayaan daerah TA ..„ .....

Secara lenghap Frioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ......... disusun dalan lanpiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak texpisahkan dengan Nota Kesepakatan irri.

Denrikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalaln penyusunan chggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ........

Wafi Kota Bafikpapan

Selaku,
PIHAK PERTARA

Nana

•.........Tanggal'..........

ELpinan DPRI)
Kota Balikyapan

Selake'
PIHAK KEDUA

Nana
KRTUA

Nana
WAKIL KRTUA

Nana
WAIL KETUA
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Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

WALI KOTA BALIKPAPAN
DENGEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR...........
TANGGAL........

TENTAVG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

(NAMA PEKERJEN)
KOTA BALIKPAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.  Nama

Jabatan                     : Wali Kota
Alamat Kantor
Bertindak selaku dan atas mama Pemerintah Kota Balikpapan

2.  a. Nana
Jabatan
Alamat Kantor

b.           Nana
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nana
Jabatan
Alanat Kantor

d. Dst .........

® ,...............................................,,,,,,,,

: Ketua DPRD Kota Balikpapan
•,,®,,..........................................,,,,,,,,,.,,®

•,,,,,, ® ,.........................................,,,, ®,® ,,,,

: Waldl Ketua DPRD Kota Balikpapan
•.,,,,.........................................,.,,,,,,,,,,,.

.,, ® ,..........................................,,.,,,,,, ®,,,

: Wald Ketua DPRD Kota Balikyapam
•   ,,® ..................................,............,,,,. ®,®,®®

Sebagai Hmpinan DPRD  bertindak selaku  dan atas mama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, se;anjutnya disebut sebagai PIHAK

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan
Tahun  Jamak  di  Kota  Balikpapan  Tahun  ..........,  Tahun
seterusnya).

dan  (Tahun

BABI
DASAR HUKUM

Pasal 1
(Berisikan  tentang  Peraturan  Perundang-Undangan  atau  Dasar  Hukum  yang
melindasi untuk sub kegiatan Tahun jamak dimaksud)

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
(1)

(2)
(3)
(4) Dst.
(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)
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BAB Ill
KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3Adapun   kegiatan/sub   kegiatan   TahL-i--jalnak
Kegiatan) , yang
(1) Biaya pekeH.aan ......... dengan pagu senilai Rp
(2) Biaya pekeH.aan ......... dengan pagu senilai Rp
/0\  A_I_
(3) Dst.

..    (Nama   Kegiatan/Sub

(terbilang);
(terbilang);

Pasal 4
(1) Dana  anggaran   kegiatan   /   sub   kegiatan  Talun  Janak  bersumber  dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan
(2) Jumlah  anggaran  kegiatan  /  sub  kegiatan  Tahun  Jamak untuk memblayai

kegiatan  /  sub  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  3  seluruhnya
beljundch Rp .......... (terbilang)

(3) Rincian anggaran kegiatan / sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
a. Biaya pekeljaan .......... Dengan perincian per Tchun sebagai berikut:

1)    Tahun .......... Senflai Rp ..........  (terbilang);
2)   Tahun .......... Senilai Rp .......... (terbilang);
3)   Dst.

b. Biaya pekeH.aan .....,..... Dengan perincian per Tahun sebagai berikut:
1)   Tahun .......... Senilai Rp .......... (terbilang);
2)    Tahun .......... Senilai Rp .......... (terbilang);
3)   Dst.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5
Dana  anggaran  kegiatan  /  sub  kegiatan  Tarfun  ualnak  sebagainana  dimaksud
dalan Pasal 3 digunakan untuk kegiatan / sub kegiatan dari Tahun .........., Tahun
.........., dan Tahun .........

BABV
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN jAhur

Pasal 6
(1) Pengelolaan    dana   anggaran    kegiatan    /    sub    kegiatan   Tahun   Jamak

dilaksanakan   oleh   Perangkat   Daerah   terkait   sesuai   dengan   ketentuan
perundang-undangan.

(2) Peran8kat  Daerah  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh
Dinas ......... Kota Balikpapan.

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7
(1)

(2)
(3) Dst.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
Pertanggungjawaban   dana   anggaran   kegiatan   Tchun   Jamak   mengacu   pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Nota  Kesepakatan  ini  sepanjang  mengenai
pelaksanaannya,   ahan   ditetapkan   lebih   lanjut   dengan   Peraturan/Keputusan
PIHAK.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat ran8kap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wali Kota Balikpapan

Selaku'
PIHAK PERTAMA

Nana

Tanggal
finpinan DPRD
Kota Balikyapan

Selaku,
plHjex KEDUA

Nana
KETUA

Nana
WARIL KETUA

Nama
WARIL KETUA
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Ilustl.asi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/ Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA

WALI KOTA BALIKPAPAN
DENGAV

KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
NOMOR...........
TANGGAL........

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU

PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DAIAM RKPD
TAHUN ANGGARAN ..........

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.  Nana

Jabatan           : Wali Kota
Alamat Kintor :
Bertindak selaku dan atas nana Pemerintch Kota BaHkpapan
^T___2.  Nana
Jabatan           : Ketua DPRD Kota Baljkpapan
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan  bahwa ten.adi penanbahan kegiatan/sub kegiatan  baru
pada KUA dan PPAS TA .......... yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Balikpapan
yang   selanjutnya   secara   len8kap   penambahan   kegiatan/sub   kegiatan   baru
dimaksud  disusun  dalam  lampiran  yang  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak
terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas,  guna menindaklanjuti Pasal 343  ayat (2)  dan
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara
Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara   Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana
Pembangunan Jan9ka Menengal Daerah, dan Rencana Keria Pemerintah Daerah,
maka  pada  hari  ini  ..........  tanggal  .........  bulan  ..........  tahun  ..........,  dibuatlah
Berita Acara kesepakatan ini.

Demik±anlah  Berita Acara  Kesepakatan  ini  dibuat  untuk  dljadikan  dasar  dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA .........

Wali Kota Bahikyapan

Nana

..........,Tanggal.....
Ketua DPRD

Kota Bafikyapan

Nana
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Berita Acara Kesepakatan Nomor               Tan    al

No.

PROGRAMKIndikator Kineri.a
88...........KEGIATANI

SUB KEGIATAN
PLAFONANGGARANSEMENTARA

PRARIFENRAJUN+1IN+2

KET

ode/Urusan/SubUrusan/
Hasil               Target Kegiatan

In     ator       er.|a
Sub

Indikator rfue  .a
Keluaran Target Keluaran

TargetCapalan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LokasiSubKegiatan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

organsasi Program Capalan Kegiatan Capaian Kegiatan Sub (Rp)
1.

1.     Urusan    wajibyangberkaltandenganpelayanandasar1.01PendidikanX,XX.X.Program...1.03PekeH.gunUmundanPenataanRuangx.2ex.xx.Program..-

I, , ,,

. . .,,,,,,,,,,,

x.2ex.2K.x.XX,KegiatanX.XX,H.X,X.Kegiatan

I,,,,,

x.x.2ex.x.xx.x.SubKegiatan...x.xx.xx.x.xx.x.SubKegiatan...

Kegatan,,,.,,,,,,

Menengah



yea

'Z
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kegiatan  terkait  penunjang  urusan  pemerintah  Daerah_   __ ----- _-,

pendanaannya  berasal  darn  pendapatan   dana  alokasi

a.     RKASKPD
1.    Ketentuan umum RKA SKPD.

Mengacu pada ketentuan Pasal 93  sanpai dengan Pasal 97 Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Wall Kota ini membuat ketentuan terkait
RKA SKPD sebagai berikut:
a.   Penyusunan  BRA  mengacu  pada  Surat  Edaran  Wali  Kota  perihal

Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  yang  diterbitkan  paling  lambat  1
(satu) minggu setelari rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.

b.  Surat Edaran Wali Kota paling sedikit memuat:
1)   prioritas   pembangunan   Daerah,   program,   kegiatan   dan   sub

kegiatan yang terkalt;
2)   alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan

dan   sub   kegiatan   SKPD   berikut   rencana   pendapatan   dan
penerimaan pembiayaan;

3)    batas waktu penyalnpaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
4)    dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening

APBD, fomat RRA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan
harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

c.   Rencana  Pendapatan  dan  penerimaan  pembiayaan  yaitu  hubungan
anggaran   belanja   dengan   sumber   pendanaan   pendapatan   dan
penerimaan pembiayaan, antara lain:
1)   belanja yang dianggal.kan  untuk pelaksanaan program,  kegiatan,

dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya
berasal dari pendapatan. retribusi;

2)   belanja dianggarkan untuk pelaksanaan prograln kegiatan dan sub
kegiatan   terkait  dana  transfer  khusus   sumber  pendanaannya
berasal dari pendapatan transfer lchusus bel.kenaan;

3)   belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,  kegiatan,
dan  sub  kegiatan  terkait  sarana  dan  prasarana jalan  sumber
pendanaannya    berasal    dari    pendapatan    pajak    kendaraan
bermotor/pendapatan bagi basil berkenaan.

4)   belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program.  kegiatan,
i__     _.-1_     1__  __e_  ,dan  sub
sumber
umum.

d.   Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta
mengacu pada Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan
RRA-SKPD.

e.   Untuk    kesinambungan    penyusunan    RKA    SKPD,    kepala    SKPD
mengevaluasi basil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2
(dua)  tahun  anggaran  sebelumnya sampai dengan  semester pertama
tahun anggaran beljalan.

f.    Proses  penyusunan  RRA-SKPD  mengandung  informasi,  aliran  data,
serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

9.   BRA-SKPD  disampaikan  kepada  PPKD  sebagai  bahan  penyusunan
rancangam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan
tahapan  yang  diatur  dalam   Peraturan   Menteri   tentang  pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

h.  RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:
1)   Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  Daerah  dilaksanakan

dengan  menyusun  prakiraan  maju  secara  bertahap  disesuaikan
dengan  kebutulian.  Ftiakiraan  maju  berisi  perk±raan  kebutuhan
anggaran   untuk   program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   yang
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direncanakan   dalam   tahun   anggaran   berikutnya   dari   tahun
anggaran yang direncanakan.

2)   Penganggaran  Telpadu  dilakukan  dengan  memadukan  seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lin8kungan SKPD untuk
men9hasilkan dokumen rencana kelja dan anggaran.

3)   Penganggaran berdasarkan kinelja dengan memperhatikan:
a) Keterkaitan     antara     pendanaan     dengan     keluaran     yang

diharapkan dari sub kegiatan;
b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i.   Penyusunali      RKA-SKPD      dengan      menggunaJrm      pendekatan
penganggaran berdasarkan kineja berpedoman pada:
1)   Indikator  kineq.a  merupakan   ukuran   keberhasilan  yang  akan

dicapai    dari    program,    kegiatan    dan    sub    kegiatan    yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2)   Tolok  ukur kinelja merupakan  ukuran jrestasi keb.a yang
dicapai  dari  keadaan  semula  dengan  mempertimbangkan

1.I J    ___    -____-_-kualitas,  kuantitas,  efisiensi,  dan-  efektivins  pelaksanaan  dari
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;

3)   Sasaran  kinelja  mempakan  hasil  yang  diharapkan  dari  suatu
kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan
yang  akan  atan  telah  dicapal  sehubungan  dengan  penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

4)   Analisis  standar  belanja  merupakan  penilaian  kewajaran  atas
beban keda dan biaya yang digunakan untuk melaksana]{an suatu
sub kegiatan;

5)   Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa
yang     ditetapkan     dengan     keputusan     Wali     Kota     dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional;

6)   RKBMD  merupakan  dokumen  perencanaan  kebutuhan  barang
niilik  Daerch  untuk  periode  1  (satu)  tahun  yang  paling  kurang
berisi   informasi   mengenal   kebutuhan   pengadaan   BMD   dan
pemeliharaan BMD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah paling
lambat minggu keempat bulan Juni; dan

7)   Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur kinelja dalam
menentukan   capaian  jenis   dan   mutu   pelayanan   dasar  yang
merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berhak  diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

j.   Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan
kerangka   pengeluaran   jangka   menengah   Daerah,   penganggaran
teapadu   dan  penganggaran   berdasarkan  kinelja  serta  terciptanya
kesinambungan    RKA-SKPD,     Kepala    SKPD    mengevaluasi    hasil
pelaksanaan  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  2   (dua)  tahun
anggaran   sebelumnya   sampai   dengan   semester   pertana   tahun
anggaran beljalan.

k.  Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiafan dan sub kegiatan
yang   belum   dapat  dilaksanakari   atau   belum   diselesaikan   tahun
sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang
direncanakan   atau   1   (satu)   tahun   berikutnya   dari   tahun  yang
direncanakan.

I.   Belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa,  belanja  subsidi,  belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.

akan
fcktor

_________ __   _ __  I
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in. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan
dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

n.  Penerimaan    pembiayaan    dan    pengeluaran    pembiayaan    Daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
1)    SKPKD;
2)   SKPD/Unit  SKPD  terkalt  yang  melaksanakan  pola  pengelolaan

keuangan BLUD;
2.    Ketentuan Dokumen RKA SKPD.

Mengacu  pada ketentuan  Pasal 98  dan  Pasal  99  Pemerintah  Nomor  12
Talun 2019, Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait dokumen
RKA-SKPD sebagai berikut:
a.   Proses  penyusunan  RKA-SKPD  mengandung  informasi,  aliran  data,

serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dflakukan  secara
elektronik.

b.  BRA-SKPD  memuat  rencana  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan
untuk tabun yang direncanakan serta prakiraan maju  untuk tahun
berikutnya.

c.   Rencana    pendapatan    memuat    urusan    pemerintahan    Daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan  Daerah.  Rencana pendapatan  diterina oleh  SKPD
sesual  dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  ditetapkan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Rencana belanja memuat informasi mengenai:
1)   urusan   pemerintahan   Daerah   memuat   urusan   pemerintahan

Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
2)   organisasi memuat mama SKPD selaku pA;
3)   standar harga satuan;
4)    RKBMD;
5)   kineH.a yang  hendak  dicapai  terdiri  dari  indikator  kinelja,  tolok

ukur kineH.a, dan sasaran kinelja yang akan dicapai dari program,
kegiatan dan sub kegiatan;

6)   program  memuat nana  program yang  akan  dilaksanakan  SKPD
dalam tahun anggarall berkenaan;

7)   Kegiatan  memuat nana kegiatarL yang akan  dilaksanakan  SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan;

8)   Sub kegiatan memuat nalna sub kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; dan

9)   Akun,  kelompck belanja yang masing-masing diuraikan menurut
jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

e.   Rencana pembiayaan memuat kelompok:
1)   Penerimaan  pembiayaan  yang  dapat  digunakan  untuk  menutup

defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek,
rincian oLjek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan.

2)   Pengeluaran     pembiayaan     yang     dapat     digunakan     untuk
memanfaatkan   surplus   APBD,   yang   masing-masing   diuraikan
menumt  jenis,   objek,   rincian   objek,   dan   sub   rincian   objek
pengeluaran pembiayaan.

3.   Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD.
Mengacu   pada   ketentuan   Pasal   93   sampai   dengan   Pasal   100

Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019,  Peraturan  Wall  Kota  ini  membuat
ketentuan lainnya terkalt RKA-SKPD sebagai berikut:
a.  Dalam   hal   terdapat  penambahan   kebutuhan   pengeluaran   aJdbat

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala
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SKPD  dapat menyusun  RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah
disepakati Wa]i Kota bersama DPRD.

b.  Dalam  hal  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  merupakan  tahun
terakhir untuk pencapalan prestasi kelja yang ditetapkan, kebutuhan
dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

c.   Dalam hal teljadi perubahan struktur organisasi dan tata keja (SOTK),
dalam nasa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau
TAPD menunjuk SKPD terkait.

d.   Dalam   hal   penyusunan   RRA-SKPD,   bagi   SKPD/Unit   SKPD   yang
melaksanakan  pola  keuangan  BLUD,  menggunakan  kode  rekening
APBD

4.   Ketentuan pelaksanaan
a.   TAPD    menyusun    rancangan    Surat    Edaran    tentang    Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD.
b.   TAPD   menyerahkan   rancangan   Surat   Edaran   tentang   Pedoman

Penyusunan RRA-SKPD kepada Wali Kota untuk diotorisasi.
c.   Wali  Kota menerbitkan  Surat Edaran  tentang Pedoman  Penyusunan

RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
d.   Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta

SE  Wall  Kota  tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  mengikuti
ketentuan umum RKA-SKPD di atas.

e.   Kepa]a SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagal bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

5.   Dokumen Terkait
a.  Dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi

yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap
tahun  dalam  ketentuan   peraturan  perundang-undangan  mengenai
pedoman penyusunan APBD.

b.  Dokumen  pada  tahapan  penyusunan  RKA-SKPD  disajikan  sebagai
berikut:
1)   BRA-SKPD; dan
2)   RRA-SKPKD.
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Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagal berikut

KOTA BALIKPAPAN

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN  KERjA PERANGKAT DAE]un

(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ..........

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN
ORGANISASI
Pengguna chggaran
a.  Nama
b.  NIP
c.  Jabatan

:X
:  X.2ex  ....................

:  X.XX.X2B=  .................

KodeRKA-PENDAPATANSKPD Nana Formuhi
RIncian An   aran pendapatan SRTDRincianAnaranBelan.aSKPDRincianAnggaranPembiayaanSKPD

RKA-BELANJA SKPD
RKA-PEMBIAYAAN SKPD

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Nana

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nana

Keterangan:
*) jumlah dan jenis rekapitulasi dalan RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan dan
ditambahkan berdasarkan kebutuhan.

RENCANA KERJA DAN ANGGAEN

RRA  SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPemerintahKotaBalikyapanTaluncharan

®,organisasi:x.2E[.xx..........

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Ken.a Perangkat Daerah

KodeRekening Uralan Jundah(Rp)

PENDAPATAN DAERAH                                                IPENDAPATANASLIDAERAHI
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Pa.ak DaerahRetribusiDaerahHasilpengelolaan kekayaan daerah yangdiisahkanLain-lainendaatanaslidaerahan.......PENDAPATANTRANSFERTransferPemerintahPusatTransferAntarDaerahLAIN-LAINPENDAPATANDAEREYANGSAHHibahDanad-ratLain-lainpendapatansesualdengan

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=i-

ketentuan   erundan -undan anJumlah Penda  atan

BELANjA DAEFunBELANJAOPERASIBelan.aeawaiBelanjabarandan jasaBelanjabunaBelan.asubsidiBelan.ahibahBelan.abantuansosialBELANJAMODALBelan.amodaltanahBelan.amodalperalatan dan mesinBelan.amodaledungdanbannanBelan.amodal.alan,jaringan,danirigasiBelan.amodalasettetaplainna

iiiiiiiiiiiiiii-
Belan`.a modal aset tidak berwu.udBELANJATIDAKTERDUGABelanjatidakterdugaBELANJATRANSFERBelan.aba.hasilBelanjabantuankeuanganJumlah Belanja_I
PEMBIAYAAN DAERAH           Surplus / (Defisit)PENERIMAANPEMBIAYAAN

SiLPAPencalran dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan

enermaan   in anian   aer
Penerimaan Kemba]i pemberian pinjamandaerari

Penenmaan pembiayaan lainnya sesual
dengan ketentuan perundang-undanganJumlahPenerimaanPembia aan i_I

yPENGELUARANPEMBIAYAAN _I
Pembentukan dana cadangan
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Halaman..........
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FomulirRKA-PENDAPATANSKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAEREPemerintahKotaBaliapanTalunAnaran

or8anisas    : x.zex.2ex
1                                            Rincian Anggaran Pendapatan

Satuan Kerfa peran      t Daerah
KodeRekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume /Koefisien Satuan Tarif /Hara

Jumlah Pendapatan

Balikpapan,..........Kota

Kepala SKPD

Nana
Pembahasan :  . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                   NIP:  . . . . . . . . . .
Tanggal...................Catatan...................

1.2.

Dst                                    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNoNanaINIPIJabatan    I       Tanda Tan  an

1,                                                            ,                                           I                                                          I                                                8

2                       I                                                                                       I                                                               I                                                                                    I
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN REKAPITULASIRRA-BELANJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPemerintahKotaBalikpapanTahunAn

Organisasi     :         x.xx.zqgex    ....„„                                                                             88aran"......                                                                                      SKPDRincianAnggaranBelanjaBerdasarkanprd

KodeUrusanSubProgram     Ke.atan         S  b Uraian SumberDana Lokasi

ogran   an Kegiatan          Jundah

Tahun~1

Tahun n I  Tahun+ 1

BelanjaOperasi BelanjaModal BelanjaTidakTerduga BelanjaTransfer Jundah

Urusan
91 uKegiatan Urusan........Bidangurusan........ .Program....... .Kegiatan.......Subkegiatan

I

Dst....Kegiatan . . . . . .Dst...
I

I:
Urusan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

1!
I I

Bidangurusan

Program . . . . . . . .KegiaLtan

Sub kegiatan
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Dst....Kegiatan . . . . . .
11

11

I Dst.... II

Urusan........
Bidangurusan . . . . . . . . . I

Program........ I

Kegiatan.......Subkegiatan

Dst..._.

Kegiatan......
Dst....

Jumlah iiiiiiiii 1111111111111111111111-

IKotaBalikpapan,..........

Kepala SKPD

Nama
NIP:......"
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11111

11111

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Kota Balikpapan , . . . . . . . . . . .

Kepala SKPDNama

Pembahasan                                                                                                                  NIP: . . . . . . .
Tanggal:................................Catatan:.........

1.2.

Dst.                                      Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nana NIP I        JabatanI I   Tanda TanganI
1

2
dst

llllIIlllllllllIIlllllllllI,lllllllllllIliliiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=_:
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FdrnuhiRKA-PEMBIAYAANSKPD
SATUAN KERJA PBRANGKAT DAERAHPemerintahKotaBalikpapanTahunAharan

or anisasi          : x.xx.x2ex  Rincian Anggaran Pembiayaan

Satuan Ken.a peran   at Daerah
KodeRekening

Uraian Jundah(Rp)

Jumlah Penerimaan Pembia aan .y iiiiiiiiiiiiiiiiiii_I

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan IJumlahI11 I

Kota Balikpapan , . . . . . . . . . . .
Kepala SKPD

Nama
NIP:.......--..

PembahasanTanal:.........

Catatan:.........1.

2.Dst

im     ggaran   emerin         aer
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2
Dst 111111111111111111-:
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C.     RANCANGAN PERDA APBD
1.   Ketentuan umum

Mengacu  pada  ketentuan  Pasal   101   sampai  dengan  Pasal   103
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019,  Peraturan  Wali  Kota  ini
membuat  ketentuan  tel.kait  penyiapan  Raperda  tentang  APBD  sebagai
berikut:
a.   RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada.

TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
b.  Verifikasi  dilakukan  oleh  TAPD  untuk  menelaah  kesesualan  antara

RRA SKPD dengan:
1)    KUAdan PPAS;
2)   Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
3)   dokumen perencanaan lainnya;
4)   capaian ELelja;
5)   indikator ELelja;
6)   analisis standar belanja;
7)   standar harga satuan;
8)   perencanaan kebutuhan BMD;
9)   Standar pelayanan Minimal;
10) proyeksi perldraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

c.   Dalam  hal  basil  verifikasi  TAPD  terdapat  ketidaksesuaian,   Kepala
SKPD melakukan penyempumaan.

d.   Selaln diverifikasi TAPD, RRA-SKPD juga direviu oleh Inspektorat Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.   PPKD   menyusun   rancangan   Perda   tentang   APBD   dan   dokumen
pendukung  berdasarfan  RKA  SKPD yang telah  disempumakan  oleh
kepala SKPD.

f.   Rancangan   Perda  tentang  APBD   yang  telah   disusun   oleh   PPKD
disampaikan kepada Wall Kota.

9.   Proses   penyiapan   Raperda  tentang  APBD   mengandung  informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukari
secara elektronik.

2.   Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD
Mengacu  pada  ketentuan   Pasal   101   sampal  dengan  Pasal   103

Pemerintch   Nomor   12   tahun  2019,   Peraturan   Menteri  ini  membuat
ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagal berikut:
a.  Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagal berikut:

1)   ringkasan  APBD  yang  diklasifikasi  menurut  kelompck  dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2)   ringkasan APBD yang diklasifikasi menumt urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi;

3)   rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah,  organisasi,
program,    kegiatan,    sub    kegiatan,    akun,    kelompok,    jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4)   Rekapitulasi    dan    sinkronisasi    Perda   APBD    yang    disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a)   rekapitulasi    belanja    dan    kesesuaian    menurut    urusan

pemerintahan   Daerah,   organisasi,   program   beserta   hasil,
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;

b)   rekapitulasi     belanja     Daerah     untuk     keselarasan     dan
keterpaduan urusan pemerintahan  Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

c)    Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
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d)    Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
e)    Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dali PPAS dengan Rancangan APBD;
P     Sinkronisasi   Program   Thoritas   Nasional   dengan   Program

Prioritas Daerah.
5)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi  pada

Perda APBD antara lain:
a)    daftarjumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
b)    daftar piutang Daerah;

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
daftar  perkiraan  penambahan  dan  pengurangan  aset  tetap
Daerah dan aset lain-lain;

e)    daftar sub kegiatan tahuri jamak /7"tzf£. yeczrs/,.
P    daftar dana cadangan;
g)    daftar pinjaman Daerah.

b.  Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri alas nota
keuangan dan rancangan Perwali tentang penjabaran APBD.

c.   Rancangan     Perda    tentang    APBD     memuat    informasi    kineH.a
berdasarkan  sasaran  capaian  kineH.a  dan  indikator  ldrLeH.a  masing-
masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

3.   Ketentuan pelaksanaan
a.   PPKD  melakukan verifikasi atas  RKA-SKPD yang telah  disusun  oleh

Kepala SKPD.
b.  Jika  terdapat  ketidaksesuaian,  TAPD  meninta  Kepala  SKPD  untuk

melakukan penyempumaan.
c.   PPKD   menyusun   rancangan   Perda   tentang   APBD   dan   dokumen

pendukung  berdasal.kan  RKA  SKPD  yang  telah  disempumakan  oleh
kepala SKPD.

d.  PPKD   menyampaflran  rancangan  Perda  tentang  APBD  yang  telah
disusun kepada Wali Kota.

4.   Dokumen Terkait
a.  Dokumen   lalnpiran   Peraturan   Daerah   tentang   APBD   menyajikan

informasi   yang   bersifat   dinamis   sesuai   dengan   kebutuhan   yang
disajikan   setiap   tahun   dalam   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan mengenal pedoman penyusunan APBD.

b.  Dokumen  lampiran  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  pada  tahapan
rancangan Peraturan Daerab tentang APBD disajikan sebagai berikut:
1)  ringkasan  APBD  yang  diklasifikasi  menurut  kelompck  dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2)  ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan

Daerah dan organisasi;
3)  rincian  APBD  menurut  urusan  pemerintahan  Daerah,  organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

4)  Rekapitulasi    dan    sinkronisasi    Perda    APBD    yang    disajikan
berdasarkan   kebutuhan   informasi   0.umlah   dan  jenis   dorfumen
rekapitulasi    dan    sinkronisasi    dapat    disesuaikan    dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan) ; dan

5)  Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan infomasi pada Perda
APBD  0.umlah  dan jenis  dokumen  rekapitulasi  dan  sinkronisasi
dapat  disesuaikan  dan/atau  ditambahkan  berdasarkan  informasi
yang dibutuhkan) .
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Ilustrasi   Rin8kasan   APBD   yang   diklasifikasi   menurut   kelompok   dan  jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KOTA BALIKPAPAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ........

Kode Uralan Jumlah (Rp)
1 2 3I_ PENDAPATANPENDAPATAN ASLI DAERAII

I
I Pajak DaerahRetribusiDaerahHasilPengelolaan Kekayaan Daerah yangI_

dipisahkanLain-lainPAD yang sahPENDAPATANTRANSFERPendapatanTransferPemerintah PusatI_I_I
Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

I Pendapatan HibahDanaD-ratLain-lainPendapatan sesuai dengan
I

ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah Pendapatan
BELANJABELANJA OPERASI

I
Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja bungaBelanjasubsidi            ft

Belanja hibah
Belanja bantuan sosialBELANJAMODALBelanjamodaltanahBelanjamodalperalatan dan mesinBelan.1.amodalgedungdanbangunanBelan_]'amodaljalan,jaringandanirigasi

Belanja modal aset I;tap lainnya
Belanja modal aset tidak berwujudBELANJATIDAKTERDUGA

Belanja tidak terdugaBELANJATRANSFERBelanjabagihasilBelanjabantuankeuangan

Jumlah BelanjaTotalSurplus/ |Defisit)PEMBIAYAANDAERAHPENERIMAANPEMBIAYAAN

SiLPA
Pencairan dana cadangan
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Hasil penjualan kekayaan daerali yang fiiiiiiiiiiiiiiiidipisahkan
Penerimaan pin.]'aman daerahPenerimaankembalipemberian pinjaman

daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesual
dengan ketentuan peundang-undangan
PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukandanacadanganPenyertaanmodaldaerahPembayarancicilanpokokutang yang jatuh

tempo
Pemberiari pinjaman daerahPengeluaranpembiayaanlainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pemblayaan NetoSisalebihpembiayaan anggaran tahun

berkenan (SiLPA)

Kota BiHkyapan.
Wali Kota

Nama
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Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

KOTA BALIKPAPAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIRASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belania

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBehaja

1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01
X-X.X-X.X-X.X

Dinas.........Dst......

22
URUSAN PEMERINTAIIAN WAJIB YANGTIDAKBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR

07 TENAGA KERJA

2 07 X-X.X-X.X-X.XX Dinas.........Dst......URUSANPEMERINTAIIAN PILIHANKELAUTANDANPERIKANAN

33
25

3 25 X-X.X-X.X-X.XX
Dinas.........

I Dst......UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN

44

01
X-X X-

SEKRETARIAT DAERAII

4 01 X.X-X.X Sekretariat DaerahDt

I S......
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5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 111111-
I

PEMEENTAJEN
5 05 X-X.X-X.X-X.2K

Badan........

Dst......UNSUR PENGAWAS
66

01 iiiiiiii PENGAWAS 1'`````''-__--_I-_
6 01 X-X.X-X.X-X.X Inspektorat

i77
01

UNSUR KEWIIAYAHAN
KECAMATAV

7 01 X-X.X-x.x-x.2ex Kecanatan.......

Dst......URUSAN PEMERINTAHAN UMUMKESATUANBANGSADANPOLITIK
88

01

8 01 X-X.X-x.x-x.2ex
Badan.......

I I TOTAL

Kota Baffipapan, .
Waft Kota

Nana
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Ilustrasi Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KOTA BALIKPAPAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ........

PENDAPATAN DAERAHKODEREKENING

4.x.zex4.x.zK4
UREAN JUMLAH I                  DASAR HUKUMPENDAPATANPENDAPATAN ASLI DAERAHPa.iakdaerahRetribusidaerahHasilpengelolaankekayaan daerahyangdipisahkanLain-lainPADyangsahPENDAPATANTRANSFERPendapatantransferpemerintahpusatPendapatantransferantardaerahLAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANGSAHPendapatanhibahDanadarurat

.X.2ex4.x."4.x.2K4

.X.XX4.x.zex4

.X.2K4

.X.2ex

4.x.zex4

.X.Zex4.x.zex4.x.xx

Lain-lain pendapatan sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan

I                                                                                                                           |I M ||L|LI| |^| ||L| M -J|| I                                                                                                                           I
Urusanpemerintahan :X
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Bidang urusanOrganisasiUnitOrganisasiProgramIndikatorHasilKegiatan....1)IndikatorKeluaranSubKegiatan.....1)IndikatorKeluaranKODEREKENING I  : x.xx.2ex
: x.xx.2ex:X.xx.2ex

. x.xx.zex

: x.zex.xx

:  X.XX.XX

\,,,,,,,,

UENANBEliANJABELANJAOPERASIBelanjapegawalBelanjabarangdan.]'asaBelanjabungaBelanjasubsidiBelanjahibah81. JUMLAH DASAR HUKUM5.x.2K5.x.2K5.x.2ex5.x.xx5.x.xx5.x.xx5.x.Sex5.x.Sex

1`1 •    ,-,      I.I     H,1+E!1 I

5.x.2ex5.x.2ex5.x.xx5.x.xx5.x.xx5x2K BELANJA MODALBelanjamodaltanahBelanjamodalperalatan dan mesinBelanjamodalbangunandangedungBelanjamodaljalan,jaringan,danirigasiBelanjamodalasettetaplalnnyaBelanjamodalasettidakberwujudBELANJATIDAKTERDUGABelanjatidakterdugaBELANJATRANSFER

5.x.RE5.x.2ex5.x.xx5.x.zex

I
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5.x.Sex Belan.ia bagi hasil
5.x.xx Belanja bantuan keuangan

Sub Kegiatan . . . . , . . 2) :  X.2K.2ex
Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
Dst.......

Kota Balikpapan ,
Wali Kota

Nama
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D.     RANCANGAN PERWALI PENJABARAN APBD
1.   Ketentuan umum

Mengacu  pada  ketentuari  Pasal  106  Pemerintah  Nomor  12  tahun
2019,  ketentuan  terkait  penyiapan  Peraturan  Wali  Kota  tentang  APBD
sebagai berikut:
a.  Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang

APBD, Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wall Kota tentang
Penjabaran APBD.

b.  Proses  penyiapan  Raperwali  tentang  Penjabaran  APBD  mengandung
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perwali Penjabaran APBD
Mengacu  pada ketentuan  Pasal  102  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019,
ketentuan terkait dokumen RaperwaJi tentang APBD sebagai berikut:
a.   Rancangan  Peraturan  Wali  Kota  tentang  Penjabaran  APBD  memuat

lampiran sebagai berikut:
1)   ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

2)   penjabaran    APBD    menurut    urusan    pemerintahan    Daerah,
organisasi,   program,   kegiatan,   sub   kegiatan,   kelompok,  jenis,
objek,   dan  rincian  objek,   dan  sub  rinciari  objek  pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

3)   reka.pitulasi  dan   sinkronisasi  Peraturan  Wall  Kota  penjabaran
APBD  yang  disajikan  berdasarkan  kebutuhan  informasi  antara
lain:
a)    daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
b)    daftar mama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial;
c)    daftar Nama penerima, Alamat penerima, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
d)    Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja

bagi hasil;
e)    Rincian     DBH-SDA     Pertambangan     Minyak     Bumi     dan

Pertambangan   Gas  Alam/tambahan   DBH-Minyak  dan   Gas
Bumi   menurut   urusan   pemerintahan   Daerah,   organisasi,
program,  kegiatan,  sub  kegiatan,  kelompok, jenis,  objek,  dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan; dan

I)     Sinkronisasi   kebijakan   P?merintah   Kota   BaHkpapan   pada
Daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perwali tentang penjabaran APBD dengan program
prioritas perbatasan Negara.

4)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi  pada
Perwali penjabaran APBD.

b.  Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan
Perwali tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaltu:
1)   Penganggaran   pendapatan   disertal  penjelasan   mengenal   dasar

hukum pendapatan.
2)   Penganggaran belanja disertai pen].elasan mengenai dasar hukum,

1okasi  sub  kegiatan  dan  belanja yang  bersifat khusus  dan/atau
sudah  diarahkan  penggunaannya,  dan  sumber  pendanaan  sub
kegiatan.
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3)   Penganggaran  pembiayaan   disertai  penjelasan  mengenai  dasar
hukum,    sumber    penerimaan    pembiayaan    untuk    kelompok
penerimaan  pembiayaan,   dan  tujuan  pengeluaran  pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

3.   Dokumen Terkait
a.  Dokumen lampiran Peraturan Wali Kota penjabaran APBD menyajikan

informasi   yang   bersifat   dinamis   sesual   dengan   kebutuhan   yang
disajikan   setiap   tahun   dalam   ketentuan   peraturan   pemndang-
undangan mengenal pedoman penyusunan APBD.

b.  Dokumen   lampiran   Peraturan   Wali   Kota   penjabaran   APBD   pada
tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:
1)   ringkasan penjabaran APBD yang diidasifikasi menurut kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

2)   penjabaran    APBD    menurut    urusan    pemerintahan    Daerah,
organisasi,   program,   kegiatan,   sub   kegiatan,   kelompok,  jenis,
objek,  rincian objek,  dan  sub rincian objek pendapatan,  belanja,
dan pembiayaan;

3)   rekapitulasi   dan   sinkronisasi   Perwali   penjabaran   APBD   yang
disajikan  berdasarkan  kebutuhan  informasi  0.undah  dan  jenis
dokumen    rekapitulasi    dan    sinkronisasi    dapat    disesuaikan
dan/atau ditambahfan berdasarkan informasi yang dibutuhkan) ;
dan

4)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi  pada
Pervali penjabaran APBD 0umlah dan jenis dokumen rekapitulasi
dan   sinkronisasi   dapat   disesualkan   dan/atau   ditambahkan
berdasarkan informasi yang dibutuhkan) .

Ilustrasi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek,   dan  rincian  objek,  dan  sub  rincian  objek,  pendapatan,   belanja,   dan
pembiayaaLn

KOTA BALIKPAPAN
RINGRASAN APBD YANG DIKLASIF`IKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGAEN .........

Kode Uraian Jumlah (Rp)
144.14.1.014.1.01.014.1.01.01.014.1.01.01.x4.1.01.2ex 2 3

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATANASLIDAERAH

Pa_I.ak daerah
Pajak kendaraan bermotor (PKB)
PKB-Mobil penumpang-Sedan
Rmcian objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-u.ndangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunari dan Keuangan Daerah
Dst..........

I
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4.24.2.014.2.01.014.2.01.01.014.2.01.01.zen4.2.01.2ex PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan
Dana transfer umum-Dana bagi Hasil (DBH)
Rincian objek selanjutnya sesual peraturan
perundang-undangan mengenai Klasiffl{asi,
Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai RIasifikasi ,
Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

4.3
Dst........
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAII

4.3.014.3.01.01 Pendapatan hibah
Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.014.3.01.01.x Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan
p erundang-undangan mengenai RIasifikasi,
Kodefilrasi dan Nomenklatur Perencanaari
Pembangunan dan Keuangan Daerah

4.3.01.2ex Objek selanjutnya sesual peraturan
p erundang-undangan mengenai Klasifihasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dst.........

55.15.1.015.1.01.015.1.01.01.015.1.01.01.zex5.1.01.zex
Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAII
BELANJA OPERASI
Belanja pegawal
Belanja gaji dan tunjangan ASN
Belanja gaji Pokok ASN
Rincian objek selanjutnya sesual peraturan
perundang-undangan mengenal RIasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenal RIasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenrdatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.25.2.015.2.01.015.2.01.01.015.2.01.01.2ex5.2.01.Sex
Dst.........
BELANJA MODAL
Belan_1.a modal tanah
Belanja modal tanah
Belanja modal tanah persil
Rincian chjek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenal Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Objek selan].utnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai K]asifkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
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5.35.3.015.3.01.015.3.01.01.015.45.4.015.4.01.01
Dst.........
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga
Belanja tidak terdugaBELANJATRANSFER

Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada
pemerintahan kabupaten  kota dan desa

5.4.01.01.01 Belanja bagi hasil pajak daerah kepada
pemerintahan kabupaten  kota dan desa

5.4.01.01.zex Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.4.01.2ex Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenal Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dst.........

I Jumlah BelanjaSurplus/|Defisit)PEMBIAYAANDAERAHPENERIMAANPEMBIAYAAN

66.16.1.016.1.01.016.1.01.01.01

Sisa I.ebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
Pelampauan Penerimaan PAD
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.2K Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

I 6.1.01.2ex Objek selanjutnya sesual peraturan
perundang-undangan mengenai RIasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

6.26.2.016.2.01.016.2.01.01.016.2.01.01.zee
Dst..........
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan
Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

6.2.01.2ex Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dst. ' . . . . . . . .
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
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•.....,tan8gal.
Wali Kota

Nama
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Ilustrasi  Penjabaran  APBD  menurut  urusan  pemerintahan  daerah,  organisasi,
program,  kegiatan,  sub kegiatan, kelompok, jenis,  objek,  dan rincian objek,  dan
sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KOTA BALIKPAPAN
RINCIAV APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ..........

PENDAPAT
KODE RERENING4.x.x4.x.2ex4.x.2K4.x.x UFLAEN JUMrm DASARHUKUM

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATANASLIDAERE    ADPajakdaerah

I.-II'..-. =1

4.x.zex Hasfl pengelolaan kckayaan daerah yangdiisahkanIcajn-lainFADansah

4.x.2ex
I

4 PENDAPATAN TRANSFERP.X.2ex4.x.2ex

I.-.. ..    .       .  .I      '      ,.II  -,  I       I    I I
4.x.2ex

erin        usatPendaatantransferantardaerah
IIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiii

4xxx RAIN-LAIN PENDAPATEN DRERAH YANG
I

4.x.x4.x.zex4.x.x
SamPenda atan hibahk¥:i=:%tfaatp=: See=t:engand         (

g-un  anganuBELENJADjREFun
rusan   emerintahanBidanumsanOranisa. :X:X.Zex.X

S1UnitOrarisasiProan . X.X.X:x.2ex.3ex:X.2ex.X

Indikator Hasil

Ke  '  tan      1
iiiiiiiiiiiiiiiiiii=ii_I

Indikator KeluaranSubKe-tan.....1IndikatorKeluaranKODEREKENING5.x.2ex5.x.x5.x.2ex
.  X.XX.XX

....®,,,:x.2ex.2ex

U- JUMun DASJueHUKUM

BEIANJA DjRERAHBEIANJAOPERASIBelanjapegawaiBe]anjabarandan .asaBeta.abunaBelanjasubsidiBeta.ahibahBelanjabantuansos±al

5.x.2ex Illllllllllllllllllllllllllllllllli,iiiiEiiiii

5.x.2ex _I
5.x.xx5.x.x5.x.2ex

5.x.2ex

_I
BEIANJA MODAL I
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5.x.Sex5.x.x Behaja modal tanah
13elanja modal pelalatan dan mesinBelanjamodalbangunandangedung

5.x.2ex
5.x.2ex5.x.zex Belanja modal jalan, jaringan, dan

irigasiBelali].a modal aset tetap lainnyaBelanjamodalasettidakberwujud

5.x.xx

5.x.xx5.x.2ex BELANJA TIDAK TERDUGABelanjatidakterduga

5.x.zex5.x.xx5.x.zex BEIANJA TRANSFERBefal|iabagihasilBe]anjabantuankeuangan

Sub Kegiatan . . . . . . . 2)IndikatorKeluaranKODEREKENING : X.XX.X

UF2JEN JUMIAI DASARHUKUM

Dst.......

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=l

•........,Tan88al......-
Wall Kota

Nana
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A.

BAB IV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERE

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD
1.   Ketentuan umum

APBD  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Peraturan  Daerafi  (Perda),  yang
dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Wali  Kota  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan belpedoman
pada    Rencana    Kelja    Pemerintah    Daerah    (RKPD)    dalam    rangka
mewujudkan  pelayanan  kepada  masyarakat  demi  tercapainya  tujuan
bemegara.
Berdasarkan ketentuan  Pasal  104  dan  Pasal  105  Pemerintah  Nomor  12
tahun  2019,  ketentuan  umum  terkait  penyampaian  dan  pembahasan
Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:
a.  Wall Kota wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60
(enam  puluh)  hari  sebelum  1  (satu)  bulan  tahun  anggaran  beraThir
untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wa]i Kota dan DPRD.

b.  Wali  Kota  yang  tidak  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  APBD
sesuai   ketentuan,    dikenai    sanksi   administratif   sesual    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.   Pembahasan rancangan  Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Wali
Kota  dan  DPRD  setelah  Wali  Kota  menyampaikan  rancangan  Perda
tentang  APBD  beserta  penjelasan  dan  dokumen  pendukung  kepada
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Pembahasan ranca]igan Perda tentang APBD belpedoman pada RKPD,
KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas,  Peraturan Wall Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD

dapat  mengandung  informasi,  aliran  data,   serta  penggunaan  dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b.  Penjelasan  dan  dokumen  pendukung  antara  lain  nota  keuangan,
RKPD, KUA, dan PPAS.

c.   Dalam  pembahasan  rancangan  Perda  tentang  APBD,  DPRD  dapat
meminta   RKA-SKPD   sesual   kebutuhan   dalani   pembahasali   yang
disajikan  secara  elektronik  melalui  Sistem  lnformasi  Pemerintahari
Daerah.

d.  Dalaln   pembahasan   rancangan   Perda   tentang   APBD,   Wali   Kota
dan/atau  DPRD  dapat mengajukan  usulan  penambahan/perubahan
kegiatan/sub  kegiatan  dalam  rancangan  Perda  tentang  APBD  yang
terdapat/tidak   terdapat   dalam   KUA   dan   PPAS   untuk   disetujui
bersama.  Penambahan atau  perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat
dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

e.   Dalam   hal   keterlambatan   persetujuan   APBD   karena   Wa]i   Kota
terlambat  menyanpaikan  rancangari  Perda  tentang  APBD  kepada
DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Wall  Kota  menyampaikan  rancangan  Perda  tentang  APBD  beserta

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
b.  Wali Kota dan DPRD melakukan pembafiasan rancangan Perda tentang

APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, darl PPAS.
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c.   Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituan8kan dalam
persetujuan   bersama   yang   ditandatangani   oleh   Waft   Kota   dan
pimpinan DPRD.

8.     PERSETUJUAN RANCANGAN APBD
1.   Ketentuan umum

Persetujuan  rancangan   Perda  tentang  APBD   dicapai   setelah   melalui
pembahasan bersana antara Wan Kota dan DPRD. Persetujuan tersebut
±±.rF±=€± T,=Le_L±± _P=n_Tdatanganan  dck=i=== - i:i:i=*::i==L #=r-s-==antara Wali Kota dan DPRD.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  106  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019,
ketentuan  umum  terkalt  persetujuan  Rancangan  Perda  tentang  APBD
adalah sebagai berikut:
a.  Wali  Kota  dan  DPRD  wajib  menyetujui  bersama  rancangan  Perda

tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun
anggaran setiap tahun.

b.  Berdasarkan persetujuan bersama, Wall Kota menyiapkan rancangan
Perwali tentang penjabaran APBD.

c.   DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda
tentang   APBD   dalam   1   (satu)   bulan   sebelum   dimulainya   tahun
anggaran  setiap  tahun,  dikenai  sanksi  administratif sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Dalaln hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlambat
menyampaikan  rancangan  Perda  tentang  APBD  kepada  DPRD  dari
jadwal,  sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada
anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.  Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus

dicapai  paling  lambat   1   (satu)   bulan  sebelum  dimulainya  tahun
anggaran berikutnya.

b.  Berdasarkan persetujuan bersama, Wali Kota menyiapkan rancangan
Perwali tentang penjabaran APBD.

c.   Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hard sejak disampaikan rancangan Perda
tentang  APBD  oleh  Wall  Kota  kepada  DPRD,  Wali  Kota  menyusun
rancangan Perwali tentang APBD.

d.   Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, wakil Wall Kota bertugas:
1)   mengajukan  rancangan  peraturan  Daerah  tentang APBD  kepada

DPRD; dan
2)   menandatangani    persetujuan    bersama    terhadap    rancangan

peraturan Daerah tentang APBD.
e.   Dalam     hal     Wali     Kota     berhalangan     sementara,     Wa]i     Kota

mendelegasikan kepada wakil Wa]i Kota untuk:
1)   mengajukan  rancangan  peraturan  Daerah  tentang APBD  kepada

DPRD; dan
2}   menandatangani    persetujuan    bersama    terhadap    rancangan

peraturan Daerah tentang APBD.
f.   Dalam  hal  Wali  Kota  dan  wakil  Wali  Kota  berhalangan  tetap  atau

sementara,  pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang  selaku  pejabat/pejabat  sementara/pelaksana  tugas  Wall
Kota   menyampaikan   rancangan   peraturan   daerah   tentang  APBD
kepada  DPRD,   sedan8kan  penandatanganan  persetujuan  bersama
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terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan  ditetapkan  oleh pejabat yang berwenang,
selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Wa]i Kota.

9.   Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalaln  waktu  yang  bersamaan,   pelaksana  tugas  pimpinan   DPRD
menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan
Daerah tentang APBD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Wafi  Kota  dan  DPRD  melakukan  persetujuan  Bersama  berdasarkan

hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
b.  Berdasarkan  persetujuan  bersama yang  telah  dilakukan,  Wall  Kota

menyiapkan rancangan Perwali tentang penjabaran APBD.
c.   Dokumen   persetujuan   bersama  beserta  rancangan   Perda  tentang

APBD.
3.   Dokumen Terkait

a.  Dokumen  persetujuan  rancangan  APBD  menyajikan  informasi  yang
bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun
dalam ketentuan peraturali perundang-undangari mengenai pedoman
penyusunan APBD.

b.  Dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut:
1)   Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD.
2)  Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.

Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I. Pendahuluan
1.1      Umum;
1.2     Maksud dan Tujuan penyusunan Nota Keuangan;
1.3     Landasan hukum penyusunan Nota Keuangan;
1.4     Sistematika penulisan Nota Keuangan;

BAB 11. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1    Kondisi umum pendapatan Daerah;
2.2    Permasalahan utama pendapatan Daerah;
2.3    Estimasi pendapatan Daerah;
2.4    Kebijakan umum pendapatan Daerah;

BAB Ill. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1    Kondisi umum Belanja Daerah;
3.2    Permasalahan utama Belanja Daerah;
3.3    Kebijakan umum Belanja Daerah;
3.4    Prioritas dan plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1    Kondisi umum pembiayaan;
4.2    Permasalahan utama pembiayaan;
4.3    Kebijakan umum pembiayaan;

BAB V. Kebijakan Belanja Daerah
Memuat  penjelasan  ruang  lingkup  target  dan   sasaran  program  dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. Penutup

•.............Tanggal,.............

____ __ _                  I
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Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA
Nomor:

Wali Kota ...
Nana

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA DAN DPRD
KOTA BALIKPAPAN

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAII TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAnT .........

Pada hari .......  tanggal ........  bulan ........  tahun ........,  kani yang bertandatangan di bawah
ini:
1.      Nana      :   WaliKota ..........

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nana Pemerintah Kota Wali Kota
Balikpapan yang beralanat di .......,  sehajutnya disebut sebagai PII]AK
PERT"A
Ketua DPRD Kota Balikyapan
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Wakil Ketua DPRD Kota Balflapapan
Dalam hal ini bertindak untck dan atas nana Dewan Perva]riha Rakyat
Daerah Kota Balikyapan, selanjutnya disebut sebagai PIIIAK REDUA

Menyatakan bahwa:
1.  PIHAK REDUA telah membahas dan Menyetujui Rancangan chggaran Pendapatan dan

Belanja  Daeral  qunBD)  Tahun  Anggaran  .......  yang  teth  diajukan  oleh  PIELex
PERTrmA,  dengan penyesuaian dan pembahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini.

2.  PIHAK PERTAMA dapat menerina dengan baik penyesualan dan pembahan RAPED
Tahun Anggaran ........ sebagaimana tertuang pada catatan yang tel.tapir Berifa Acara
hi.

3.  Selanjutrya PIIIAK PERTAMA alfan menyelesaikan Perubahan dan koreksi atas RAPED
Tahun  Anggalan .......   selalas   dengan  penyesuaian   dan  perubahan   sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini sehabat-habatnya sebelun 3
(tiga) hari kelja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara irri.

4.  PIHAK  PERTAMA akan menyampaikan  kepada  Gubemur Kahiantan  Thur untuk
mendapat pengesahan selambat-1ambatnya 3  (tiga) hari kelja setelch ditandatangarri
Berita Acara hi.

Demjkian  Berifa  Acara  ilii  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Kedua  belah  pihak  dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagainana mestinya

Wan Kota
BaJjkyapan

Selaku,
PIHAK PERT~

Nana

•.....Tan8gal,.......
ELpinan DPRI)
Kota Balikpapan

Selaku,
plfLex KEDUA

Nana
RETUA
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Nana
WAKIL RETUA

Nana
wrmL RETUA

C.      EVALUASI RANCANGAN APBD
1.   Ketentuan umum

Evaluasi   terhadap   rancangan   Perda   tentang   APBD   dan   rancangan
peraturan Wall Kota tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Gubemur
sebagai  wakil  pemerintah  pusat.  Evaluasi  bertujuan  untuk  mencapai
keserasian antara kebijakan  Daerah dan kebij{ifean nasional,  keserasian
antara  kepentingan  publik  dengan  kepentingan  aparatur  serta  untuk
meneliti  sejauh  nana  APBD  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan
umum,  peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  Untuk efektivitas pelaksanaan
evaluasi,  Gubemur dapat mengundang pejabat pemerintali Daerab yang
terkait.
Berdasarkan ketentuan Pasal  112  sampal dengan Pasal  116  Pemerintah
Nomor  12  tafiun 2019,  ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD
dan  Raperkada  tentang  evaluasi  Raperda  APBD  dan  Perkada  tentang
APBD adalah sebagal berikut:
a.  Rancangan  Perda  tentang  APBD  yang  telah  disetujui  bersalna  dan

rancangan  Peowali  tentang  penjabaran  APBD  disampaikan  kepada
Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat paling lanbat 3  (tiga)  hari
sejak  tanggal   persetujuan  rancangan   Perda  tentang  APBD  untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

b.  Rancangan   Perda   tentang   APBD   dan   rancangan   Pervali   tentang
penjabaran   APBD   disertal   dengan   RKPD,   KUA,   dan   PPAS   yang
disepakati antara Wall Kota dan DPRD.

c.  Surat pengantar untuk menyampajkan rancangan Perda tentang APBD
dan  rancangan  Peowali  tentang  Penjabaran  APBD  ditembuskan  ke
Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran.

d.  Evaluasi   dilakukan   untuk   mengtji   kesesualan   rancangan   Perda
tentang  APBD   dan   rancangan   Perwali   tentang  penjabaran   APBD
dengan:
1)   ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2)   kepentingan umum;
3)    RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4)    RPJMD.

e.  Menguji  kesesualan   dalaln  proses  evaluasi   adalah   untuk  menilai
kesesuaian  program  dalam  rancangan  Perda  tentang  APBD  dengan
Perda  tentang  RPJMD   dan  menilai  pertimbangan  yang  digungLkan
dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD,
KUA  dan  PPAS,  serta  menilal  konsistensi  antara  rancangan  Perda
tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

f.   Pengujian kesesualan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peowali    tentang   penjabaran    APBD    dengan    kepentingan    umum
dflakukan   untuk   men9hindari  hal-hal  yang   bertentangan   dengan
kepentingan umum meliputi:
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1)   terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2)   terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3)   terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
4)   ±eersge¥ah¥r=y= mag;:aa:k:t; dane7::°um±     untuk     meningkatkan

5)    diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-
golongan, dan gender.

9.  Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubemur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal Gubemur sebagai waldl pemerintah pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwali tentang
penjabaran  APBD  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,  kepentingan umum,  RKPD,  KUA,  PPAS,  dan RPJMD,  Wall
Kota menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan  Perwali  tentang  penjabaran  APBD  menjadi  Perwa]i  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i.   Dalam hal Gubemur sebagal waldl pemerintah pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwa]i tentang
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,  kepentingan umum,  RKPD,  KUA,  PPAS,  dan RPJMD,  Wali
Kota bersama DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh)
hari sejak hasil evaluasi diterima.

j.   Penyempumaan  hasil  evaluasi  dilakukan  Wali  Kota  melalui  TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

k.  Hasil penyempumaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
I.   Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang

APBD.
in.Keputusan   pimpinan   DPRD    dilaporkan   pada   sidang   paripuma

berikutnya.
n. Keputusan  pinpinan  DPRD  disampaikan  kepada  Gubemur  untuk

paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
o.  Dalam hal pimpinan DPRD  berhalangan tetap atan  sementara dalam

waktu yang bersamaan,  yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan
sementara    DPRD    menandatangani    keputusan    pimpinan    DPRD
mengenai hasil penyempumaan.

p.  Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenal hasfi penyempurmaan
tidak  diterbitkan  sampal  dengan  7  {tujuh)  hari  sejak  diterima  hasil
evaluasi    dari    Gubemur,    Wali    Kota    menetapkan    Perda    APBD
berdasarkan hasil penyempul.naan.

q.  Perda  APBD  harus  terlebih  dahulu  mendapat  nomor  registrasi  dari
Gubemur.

r.  Proses   evaluasi   terhadap   rancangan   Perda   tentang   APBD   dan
rancangan  peraturan  Wali  Kota  tentang  penjabaran  APBD  memuat
informasi,   aliran  data,   penggunaan  dari  penyajian  dokumen  yang
dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
1)   Paling   lambat   3   (hari)   setelah   persetujuan   bersama,   Wall   Kota

mengirimkan  rancangan  Perda  tentang  APBD  yang  telah  disetujui
bersama  antara  Wall  Kota  dan  DPRD  beserta  rancangan  Perwali
tentang Penjabaran AVBD,  RKPD,  KUA,  dan  PPAS  kepada Gubemur
sebagai wakil pemerintah pusat.

2)   Dalam  hal  keputusan  Gubemur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat
menyatakan   hasil  evaluasi  sesuai,   maka  Wall  Kota  menetapkan
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rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perwali
tentang penjabaran APBD  menjadi Perwali  sesuai dengan ketentuan
peraturan p erundang-undangan.

3)   Dalam hal surat keputusan Gubemur sebagal wakil pemeintah pusat
menyatakan  hasil  evaluasi  tidak  sesuai,  Wa]i  Kota  bersama  DPRD
melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hard terhitung sejak
basil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a)   Wali  Kota  melalui  TAPD  bersama  dengan  DPRD  melalui  badan

anggaran melakukan penyempumaan hasil evaluasi.
b)   Pimpinan  DPRD  menetapkan  surat  keputusan  mengenai  hasil

penyempumaan    untuk    kemudian    dilaporkan    pada    sidang
paripuma berikutnya.

c)   Pimpinan    DPRD    menyampalkan    keputusan    mengenai    hasil
penyempumaan kepada Gubemur sebagai wak±1 pemerintah pusat
paling lambat 3 (hard) setelah ditetapkan.

d)   Berdasarkan     keputusan     pimpinan     DPRD     mengenai     basil
penyempumaan,  Wali  Kota melakukan  penetapan  Perda tentang
APBD.

e)   Dalam     hal     keputusan     pimpinan     DPRD     mengenai     hasil
penyempumaan  tidak  diterbitkan  sampai  dengan  7  (tujuh)  hard
sejak diterima hasil evaluasi dari Gubemur, Wall Kota menetapkan
Perda APBD berdasarkan hasil penyempumaan.

I)    Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari
Gubemur.

D.     PENETAPAN PERDA APBD DAN PERWALI PENJABARAN APBD
1.   Ketentuan umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perwali
tentang  Penjabaran  APBD  menjadi  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD
merupakan  tahap  akhir  dalam  proses  penetapan  APBD  setelah  melalui
tahapan penyusunan oleh pemerintah Daerah, pembahasan bersama oleh
DPRD dengan pemerintah Daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.
Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perwali
tentang  Penjabaran  APBD  menjadi  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD
ditandai  dengan  penomoran,  penandatanganan,  dan  pengundangan  ke
dalam lembaran Daerah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  117  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019,
ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perwa]i Penjabaran
APBD adalah sebagal berikut:
a.  Rancangan   Perda  tentang  APBD   dan   rancangan   Perwali   tentang

penjabaran  APBD  yang  telah  dievaluasi  ditetapkan  oleh  Wali  Kota
menjadi Perda tentang APBD dan Perwali tentang penjabaran APBD.

b.  Penetapan  rancangan  Perda  tentang  APBD  dan  rancangan  Perwali
tentang   penjabaran   APBD   dilakukan   paling   lambat   tanggal   31
Desember tahun sebelumnya.

c.   Wali  Kota  menyampajkan  Perda  tentang  APBD  dan  Perwali  tentang
penjabaran APBD  kepada  Gubemur sebagai wak±1 pemerintah  pusat
bagi  Daerah  paling lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  Perda  dan  Perwali
ditetapkan.

d.  Dalam    hal    Wali    Kota    berhalangan,    pejabat    yang    berwenang
menetapkan  Perda  tentang  APBD  dan  Pervali  tentang  penjabaran
APBD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
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E.

a.  Wall   Kota   menerima   surat   keputusan   sebagai   dasar   penetapan
rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Pervali tentang
penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
1)   Surat Keputusan Gubemur sebagai wakil pemerintari pusat dalam

evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
2)   Surat    Keputusan    Pimpinan    DPRD     dalam    hal    dilakukan

penyempumaan terhadap basil evaluasi yang tidak sesuai.
b.  Wali  Kota  haLrus  mendapat  nomor  registrasi  atas  Perda  APBD  dari

Gubemur.
c.   Wall Kota beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:

1)   penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; dan
2)   penetapan rancangan Perwali APBD menjadi Pervali.

d.  Wali  Kota  menyampaikan  perda  tentang  APBD  dan  Peowali  tentang
penjabaran APBD kepada Gubemur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
ken.a setelah ditetapkan.

e.   Wali Kota wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah
dituangkan dalam lembaran Daerah kepada masyarakat.

pEuru.SUNAN  DAN  PENETAPAN  RANCANGAN  PERWALI  APBD  DALAM  HAL
TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1.   Ketentuan umum

Dalam hal tidak tercapal persetujuan bersama antara Wall Kota dan DPRD
terhadap  rancangan  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD  dalam  jangka
waktu  yang  ditetapkan,  maka  Wall  Kota  menyusun  rancangari  Perwali
tentang Penjabaran APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah
memperoleh pengesafian dari Gubemur sebagai waldl pemerintafi pusat.
Mengacu pada ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal Ilo Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkalt
penyusunan  dan  persetujuan  Rancangan  Perwali  tentang  Penjabaran
APBD  dalam  hal  tidak  tercapai  persetujuan  bersama  adalafi  sebagai
berikut:
a.   Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengalnbil persetujuan bersama

dalam  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  disampaikan  rancangan
Perwali tentang Penjabaran APBD  oleh Wall Kota kepada DPRD, Wall
Kota menyusun rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD dengan
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b.  Rancangan  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD  paling  tinggi  sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

c.   Angka    APBD    tahun    anggaran    sebelumnya    merupakan    angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.

d.  Dalaln  hal  pemerintah  Daerah  melakukan  perubahan  APBD  maka
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalaJi an8ka pengeluaran
APBD yang diteta.pkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

e.   Rancangan  Perwali  tentang  Penjabaran  APBD  diprioritaskan  untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

f.   Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menems dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan
jasa.

9.   Belanja   yang   bersifat   wajib   adalah   belanja   untuk   teljaminnya
kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar  masyarakat
antara lain pendidikan,  kesehatan,  melaksanakan  kewajiban  kepada
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pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman
yang   telah  jatuh   tempo,   dan   kewajiban   lainnya   sesuai   dengan
ketentuan peratLiran perundang-undangan.

h.  Angka  APBD  tahun  anggaran  sebelumnya  dapat  dilanpaui  apabila
terdapat:
1)   kebijakan   pemerintah   pusat   yang   mengakibatkan   tanbahan

pembebarian pada APBD; dan/atau
2)   keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak  sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.    Rancangan  Perwali  ditetapkan  menjadi  Pervafi  setelah  memperoleh

pengesahan dari Gubemur sebagai waldl pemerintafi pusat.
j.   Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Pelwali tentang Penjabaran

APBD beserta lanpirannya disanpaikan paling lambat 15 (lima belas)
hard   terhitung  sejak  DPRD   tidak  mengambil   keputusan   bersama
dengan  Waft  Kota  terhadap  rancangan  Peowafi  tentang  Penjabaran
APBD.

k.  Apabila dalam batas walrfu 30 (tiga puluh) hari Gubemur sebagai wakil
pemerintah  pusat  tidak  mengesahkan  rancangari  Perwali,  Wali  Kota
menetapkan rancangan Perwali menjadi Perwali.

1.    Dalam hal Wan Kota dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD
menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap
tahun,  Wali  Kota  menetapkan  Pervali  mengenai  dasar  pengeluaran
setiap   bulan   yang   paling   tinggi   sebesar   seperduabelas   jumlah
pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

in. Pengeluaran  setiap  bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan
mendesak   termasuk   belanja   yang   bersifat   tetap   seperti   belanja
pegawai, 1ayanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

n.  Proses   penyusunan   dan   penetapan   rancangan   Perwali   tentang
Penjabaran  APBD  dapat  mengandung  informasi,  aliran  data,  serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilarfukan secara elekfronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran darn masing-masing

SKPD  untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja
men8ikat.

b.  TAPD menyusun rancangan Perwali tentang penjabaran APBD.
c.   TAPD  menyerahkan  rancangan  Perwali tentang penjabaran APBD  ke

Wall Kota melalui Sekda untuk diotorisasi.
d.  Wali  Kota  menyerahkan  Perwali  tentang  penjabaran  APBD  kepada

Gubemur   sebagai   wakil   pemerintah   pusat   untuk   mendapatkan
pengesahan.

e.   Gubemur  sebagai  wak±l  pemerintah  pusat  mengesahkan  Rancangan
Perwali   menjadi   Perwali   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

3.   Dokumen Terkait
a.  Ilustrasi   dokumen   Rancangan   Perwali   tentang   penjabaran   APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesual dengan kebutuhan
yang  disajikan  setiap  tahun  dalam  ketentuan  peraturan  pemndang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

b.  Ilustrasi   dokumen   Rancangan   Perwali   tentang   penjabaran   APBD
memuat lampiran sebagai berikut:
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1)   Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis,
objek,  rincian  objek dan  sub  rincian  objek pendapatan,  belanja,
dan pembiayaan;

2)   Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi;

3)   Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
program,  kegiatan,  sub  kegiatan,  akun,  kelompok,  jenis,  objek,
rincian  objek  dan  sub  rincian  objek  pendapatan,  belanja,  dan
pembiayaan;

4)   Rekapitulasi  Perwali  tentang  penjabaran  APBD  yang  disajikan
berdasarkari kebutuhan informasi antara lain:
a)  Rekapitulasi    belanja    dan    kesesuaian    menurut    urusan

pemerintahan Daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,  dan sub
kegiatan beserta target dan indikator;

b)  Rekapitulasi     belanja     Daerah     untuk     keselarasan     dan
keterpaduan  urusan  pemerintahan  Daerah  dan  fungsi  dalam
keran8ka pengelolaan keuangan negara;

c)   Rekapitulasi  belanja  untuk  pemenuhan   Standar  Pelayanan
Minimal;

d)  Sinkronisasi prograln pada RPJMD dengan rancangan APBD;
e)   Sinkronisasi  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  pada RKPD

dan PPAS dengan rancangan APBD; dan
I)   Sinlconisasi    prograln   prioritas    nasional   dengan    progrm]:1

prioritas Daerah.
5)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi  pada

Perwali tentang penjabaran APBD antara lain:
a)  Daftar jumlah pegawal per golongan dan per jabatan;
b)  Daftar piutang Daerah;
c)  Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
d)  Daftar  perkiraan  penambahan  dan  pengurangan  aset  tetap

Daerah dan aset lainnya;
e)  daftar sub kegiatan tahun jamak (mztztz years);
I)   Daftar dana cadangan Daerah;
g)  Daftar pinjaman Daerah;
h)  Daftar mama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
i)   Daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial;
j)   Daftar Nana Penerima, Alamat Penerina, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
k)  Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja

bagi hasil;
1)   Rincian     DBH-SDA     Pertanbangan     Minyak     Bumf     dan

Pertambangan  Gas  Alam/   tambahan  DBH-Minyak  dan  Gas
Bumi   menurut   urusan   pemerintahan   Daerah,   organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, chjek,
rincian  objek,   sub  rincian  objek  pendapatan,   belanja  dan
pembiayaan; dan

in) Rincian    dana    tambahan    infrastruk±ur    menurut    urusan
pemerintahan   Daerah,   organisasi,   program,   kegiatan,   sub
kegiatan,   akun,   kelompok,  jenis,   objek,   rincian  objek,   sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

KOTA BALIKPAPAN
RINGRASAN APBD YANG DIKIASIFIRASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAI'ATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAIIUN ARTGCIARAFT .........

Kode Uraian2 JL-14 (Rp)3

41
PENDAPATAN DAERAIIPENDAPATANASLIDAERAHPajakdaerahPa.akkendaraanbermotorq]KB)PKB-Mobflpenumpang-Sedan-Rincianobjekse]anjutnyasesuai    peraturanperundang-undanganmengenaiKfasifikasi,

4101
4.1.01.014.I.01.01.01

.   .       .01.zex

Kodefikasi       dan       Nomenldatur       Perencanaan
Pemban    nan dan Keuangan Daerah

4.1.01.2ex Objek   selanjutnya   sesuai   peraturan   perundang-undanganmengenaiKlasifikasi,Kodefikasidan

Nomeliklatur    Perencanaan    Pembangunan    danKeuanganDaerah

4.24.2.01
Dst..........PENDARATAN TRANSFERPendapatantransferPemerintah PusatDanaPerinbangan

4.2.01.014.2.01.01.01
Dana tlansfer umum-Dana bagi Hasfl |DBH)Rincianobjekse]anjutnyasesuaiperaturan

4.2.01.01.x
perundang-undangan        mengenai        lhasifikasi,
Kodefikasi       dan       Nomenldatur       Perencanaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah

4.2.01.xx Objek   selanjutnya   sesual   peraturan   perundang-undanganmengenalKlasifikasi,Kodefikasidan

Nomenklatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Daerah

4.3
Dst........IAIN-IAIN PENDAPATAN DAERAII YANG SAH

4.3.014.3.01.01 Pendapatan hibah
Pendapatan hibah dari Pemerintah PusatPendapatanhibahdariPeme]infaJ]LPusatRincianobjeksefanjutnyasesuai  peraturan

4.3.01.01.01
4.3.01.01.x

perundang-undangan        mengenai        Klasifikasi,KodefikasidanNomenklaturPerencaliaan

Pembangrman dan Keuangan Daerah
4.3.01.x Objek   se]anjutnya   sesuai   peraturan   perundang-undanganmengenaiKlasifikasi,Kodefikasidan

Nomenklatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Daerah
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Dst.........JumlahPendapafanBEENJADRERAHBEIANUAOPERASIBefan.aegawaiBelan.agajidantunjangan ASNBelanjagajiPokokASNRinc±anobjckselanjutnya  sesuai     peraturaliperundang-undanganmengenaiKlasifikasi,

55.15.1.015.1.01.01
I

5.1.01.01.01
5.1.01.01.x

Kodefikasi       dan       Nomen]datur       Perencaliaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah

5.1.01.x Objek   selanjutnya   sesuai  peraturan   perundang-undanganmengenaiIaasifikasi,Kodefikasidan

Nomenklatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Daerah

5.25.2.015.2.01.015.2.01.01.015.2.01.01.x5.2.01.2ex
Dst.........BEENJA MODAL

Belanja modal tanah
Belanja modal tanah
Belanja model tanah persil
Rincian    objck    selanjutnya    sesuai    peraturan
pemndang-undangan        mengenai        Klasifikasi,
Kodefikasi       dan       Nomenklatur       Perencanaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah
Objek   se]anjutnya   sesuai  peraturan  perundang-
undangan   mengenal   Klasifikasi,   Kodefikasi   dan
Nomenldatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Daeral

5.3
Dst.........
BELANJA TIDAK TERDUGA

5.3.015.3.01.01 Befartia tidak. terduga
Belan.I-a tidak terduga

5.3.01.01.01 Belanja tidak terduga
5.4 BEIANJA TRANSFER
5.4.01 Belanja bagi hasil
5.4.01.01 Belanja     bagi     hasil     pajak     daerah     kepada

pemerintahan kabupaten/ kota dan desa
5.4.01.01.01 Belanja     bagi     hasil     pajak     daerah     kepada

pemerintahan kabupaten/ kota dan desa
5.4.01.01.x Rincian    objek     sefanjutnya     sesual    peraturan

perundang-undangan        mengenai        Klasifikasi,
Kodefikasi       dan       Nomen]datur       Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.4.01.2ex Objek   selanjutnya  sesuai   peraturan   perundang-
undangan   mengenal   Klasifikasi,   Kodefikasi   dan
Nomenldatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Daeral
Dst.........
Jumlafi 13elanja
Surplus / (Defisit)

6 PEMBIAYAAN DAERAII
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01 Sisa      Lebin      Perhitungan      Anggaran      Tahun

Sebelurm_ya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pe]anpauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
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6.1.01.01.x Rincian    objek     selanjutnya    sesuai    peraturanperundang-undanganmengenailthsifikasi,

Kodefikasi       dan       Nomenklatur       Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

6 . 1. 01.zex Objek   se]anjutnya   sesuai   peraturan   perundang~undanganmengenaiKlasifikasi,Kodefikasidan

Nomenklatur    Perencanaan    Pembanguran    dan
Keuangan Daerah

6.2
Dst......„..PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukandanacadanganPembentuhandanacadanganPembentukandanacadanganRincianobjekse]anjutnya     sesuai     peraturan

6.2.01
6.2.01.016.2.01.01.01

6.2.01.01.2ex

perundang-undangan        mengenal        Klasifikasi,
Kodefikasi       dan       Nomen]datur       Perencanaan
Pembangrman dan Keuangan Daerah

6.2.01.x Objek   se]anjutnya   sesuai   peraturan   perundang-undanganmengenaiKlasifikasi,Kodefikasidan

Nomenldatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan Dael.ah
Dst..........
Jumlah pengeluaran pembiayaan

6.3
Pembiayaan Neto
Slsa lebih pembiayaan anggaran tahun berkeman
'SiLPA)

.....'tan8gal.
wali Kota

Nama
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Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:

KOTA BALIKPAPAN
RINGRASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN ..........

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belal|ia

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

1
URUSEN PEMERINTAIIANWAJIBYANGBERKAITANDENGAVPELAYANANDASAR

1 01 PENDIDIEN
1 01 X-X.X-X.X-X.X

Dinas.........

Dst......

2
uRuSAN pEMERrNTAIIANWAJIBYANGTIDAKBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR

2 07 TENAGA KERJA

2 07 X-X.X-X.X-X.2K
Dinas.........

Dst......URUSAN PEMERINTAIIANPILIEN

3

3 25 RELAUTAN DAN PERIKANEN

3 25 X-X.X-X.X-X.X
Dinas.........

Dst......
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4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAII

4 01 X-X.X-X.X-X.Zex Sekretariat Daerah
Dst......

5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAJEN

5 05 X-X.X-X.X-X.XX Badan......„

6
Dst......
UNSUR PENGAWAS

6 01 PENGAWAS

6 01 X-X.X-X.X-X.X Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 0101

x-x.x-x.x-x.xx
KEcjMATANKecanatan... . . . .

Dst......

8 URUSAN PEMERINTAHANUMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK

8 01 x-x.x-x.x-x.xx Badan.......
TOTAL

Kota Balikpapan ,.............
Waft Kota

Nana
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Ilustrasi   Rincian   APBD   menurut   urusan   pemeintahan   daerah,   organisasi,
prograln, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompck, jenis, objek, rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

KOTA BALIKPAPAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ........

PENDAPATAN DAERAII
KODE RERENING JUMrm DASARHUKUM

4.x.Sex PENDAPATEN
4.x.x PENDAPATAN ASLI DAERAII
4.x.x4.x.x Pajak daerah

Retribusi daerah
4.x.zex Hasil pengelolaan kckayaan daerah

yang dipisa-
4.x.2ex Lain-lain PAD .yang sah
4.x.zex PENDAPATAN TRANSFER
4.x.2ex Pendapatan transfer pemerintah pusat
4.x.2ex Pendapatan transfer antar daerah
4.x.x IAIN-IAIN PENDAPATAN DAERAII YANG

Sam
4.x.2ex Pendapa.fan hibah
4.x.x Dana d-at
4.x.x Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-
undangan

BEIANJA DAERAII
Urusan pemerintahan :X
Bidang -san : X.X.X
Organisasi : X.X.2ex
Unit Organisasi :  X.Sex.2ex
Program :  x.zex.2ex
Indikator Hasfl
Kegiatan....1} : X.2ex.X
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan . . . . .1} : X.2ex.X
Indikator Keluaran

KODE REKENING UFZAIAN JUMIAI DASAR

5.x.2ex BELANJA
5.x.xx BEIANJA 0PERASI
5.x.x Befania pegawai
5.x.2ex Belal|ia barang dan jasa
5.x.2ex Belal|ia bunga
5.x.2ex Belalria subsidi
5.x.2K Befania hibah
5.x.Sex Belanja bantuan sosial

5.x.x BEIANJA MODAL
5.x.2K Behaja modal tanah
5.x.Sex Belal|ja modal peralatan dan mesin
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5.x.x Belanja modal bangunan dan gedung
5.x.2ex Belanja modal ja]an, jaringan, dan irigasi
5.x.x Belapja modal aset tetap lainnya
5.x.2ex Belanja modal aset tidak berwujud
5.x.2ex BEIANJA TIDAK TERDUGA
5.x.2ex Belanja tidak terduga
5.x.2K BELANJA TRANSFER
5.x.zK Belanja bagi hasil
5.x.x Be]anja bantuan keuangan

Sub Kegiatan . . . . . . . 2) : X.2K.XX
Indikator KeluaranKODERERENING

UF2AIAV JUMIAI DASARHuquM

Dst.......

Kota 13aHkpapan,
Wall Kota

Nana
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BABV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A.      KERANGKA PENGATURAN
1.   Ketentuan umum

Pengelolaan keuangan daerafi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
daerah  yang  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,    efisien,    ekonomis,    efektif,    transparan,    dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Proses  pengelolaan  keuangan  daerah  dimulal  dari  penganggaran  yang
ditandai  dengan  ditetapkannya APBD,  pelaksanaan  dan  penatausahaan
atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.  Ketentuan Pelaksanaan
Pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  mencakup  proses
proses sebagai berikut:
a.  Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah.
b.  Pelaksanaan dari Penatausahaan K±Ls Transitoris.
c.   Penyiapan DPA-SKPD.
d.  Anggaran Kas dan SPD.
e.  Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.
f.   Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah.
9.  Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
Kerangka pengaturan  dalaln pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan
daerah adalah sebagai berikut:
1)  Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam

APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola
oleh  BUD.  Dalam  hal  Penerimaan  Daerah  dan  Pengeluaran  Daerah
sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   tidak
dilakukan  melalui  Rekening  Kas  Umum  Daeral,   BUD  melaJmkan
pencatatan   dan  pengesahan   Penerimaan   Daerah   dan   Pengeluaran
Daerah tersebut.

2)  PA/KPA,  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Pengeluaran,  dan  orang
atau  badan  yang  menerima  atau  menguasai  uang/kekayaan  daerah
wajib   menyelenggarakan   penatausahaari   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3)  Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
bet.kaitan  dengan  surat  bulti  yang  menjadi  dasar  penerimaan  atau
pengeluaran  atas  pelaksanaan  APBD   bertanggung  jawab  terhadap
kebenaran  material  dan  akibat  yang  timbul  dari  penggunaan  surat
bukti   dimaksud.   Kebenaran   material   merupakan   kebenaran   atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

4)  Wadi Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah,  kecuali  ditentukan  lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)  Penerimaan  perangkat  daerah  yang  merupakan  Penerimaan  Daerah
tidak   dapat   dipergunakan   langsung   untuk   pengeluaran,   kecuali
ditentuhan   lain   sesuai   dengan   ketenfuan   peraturan   perundang
undangan.

6)  Setiap    pejabat    dilarang    melakukan    tindakan    yang    bera]dbat
pengeluaran  atas  Beban  APBD  apabila  anggaran  untuk  membia.yai
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8.

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.  Setiap
pengeluaran  atas  Beban  APBD  didasarkan  atas  DPA  dan  SPD  atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7)  Wafi Kota dan perangkat daerah dilarang melafukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapfan dalam APBD.

8)  Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:
a)  Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b)  Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
C)  ::U::=;akng;rw8aban?±beri      Wewenang       mengesahkan       surat

d)  Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e)   Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
P   Bendahara  Penerimaan  pembantu   dan   Bendahara  Pengeluaran

pembantu;
g)  Bendahara Khusus; dan
h)  Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

9)   Keputusan  Wali  Kota tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas,  Peraturan Wall Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1)  Dalam  hal  Penerimaan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan  tidak  dilakuhan  melalui  Rekening  Kas  Umum
Daerah,  pencatatan  Penerimaan Daerah dilaksanaJrm  setelah  adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaa].1 dari PA.

2)  Dalam  hal  Pengeluaran  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  tidak  dilakukan  melalui  Rekening  Kas  Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

3)  Pengesahan dokumen yang berkaifan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan
melalui   penelitian   kelengkapan   dokumen   laporan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

4)  Proses   pelaksanaan   dan   penatausahaan   keuangan   daerah   dapat
memuat   informasi,   aliran   data,   serta   penggunaan   dan   penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD tel.kendala adanya
perubahan   organisasi,   mutasi,   atau   berhalangan   maka   Wall   Kota
menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dj]akukan pada tahun
anggaran   berkenaan   dapat   melaksanakan   tugas   pengelola   keuangan
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN DAN pENATAusAIIAAN KAs UMUM DAEFun
1.   Ketentuan umum

PPKD    selaku    BUD   wajib    menyelenggarakan   penatausahaan   setiap
uang/kekayaan  daerah  yang  diterima  dan/atau  dalam  penguasaannya
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  126
Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019,  dalam ran8ka pengelolaan
uang daerah  PPKD  selaku  BUD  membuka Rekening Kas Umum  Daerah
(RKUD) pada bank umum yang sehat.
Penatausahaan  Kas  Umum  Daerah  dilaksanaJrm  oleh  BUD  dan  pihak
terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu,
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dan  Bendahara  Khusus  Lainnya  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:
a.  Pembukaan RKUD.
b.  Pembukaan Rekening Operasional.
c.  Pembukaan Rekening SKPD.
d.  Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek.
e.  Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah.
f.   Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah
sebagai berikut:
a.   Pembukaan RKUD

1)   Hhak yang terkalt
a)    Wali  Kota  sebagal  pihak  yang  berwenang  menunjuk  Bank

Umum yang sehat.
b)    BUD  sebagai pihak yang melaksanakan  pembukaan  rekening

Kas Umum Daerah.
c)    PPKD sebagai pihak yang membuat peg.anjian Kelja sama (PKS)

dengan pejabat Bank Umum penampung RKUD.
d)    Sekretariat Daerah sebagai pihak yang melaksanakan registrasi

dan     administrasi     Surat     Keputusan     Waljkota     tentang
penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD.

2)   Langkah Teknis pelaksanaan
a)    Wali   Kota   menunjuk   bank   umum   yang   sehat   sebagai

penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum
di  Indonesia  yang  aman/sehat  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.   Dalam   menunjuk   bank   yang   akan
digunakan  untuk  menyimpan  Kas  Umum  Daerah,  Wall  Kota
juga harus mempertinbanghan hal-hal sebagai berikut:
(1)    Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya,   bank  tidak  pemah   terlibat  kasus  penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

(2)    Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadal. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
kecepatan  dan  ketepatan   dalam  melakukan   transaksi.
Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat
melakukan       pelayanan-pelayanan       khusus       seperti
pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

(3)    Manfaat
Memberikan    manfaat    ekonomi,     sosial,    peningkatan
pendapatan  daerah  dan/atau  peningkatan  kesejahteraan
dan/ atau pelayanan masyarakat.

b}     PPKD  selaku  BUD  membuat  Peljanjian  Kelja  Sama  dengan
pejabat  bank  umum  yang  bersan8kutan.  PKS  paling  sedikit
memuat:
( 1)   jenis pelayanan yang diterima;
(2)   mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
(3)   pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
(4)   penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
(5)   pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
(6)   sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan pen.anjian;
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(7)   kewajiban menyampaikan laporan; dan
(8)    tata cara penyelesaian perselisihan.
Bendahaa  Pmum  Daerah  membuka  Rekening  Kas  Umum
Daerah pada Bank umum yang ditunjuk.
Pemerintafi Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan   hasfl   lainnya   yang   sejenis   atas   dana   yang
qisimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau
jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil
lalnnya   yang   sejenis   yang   diperoleh   Pemerintah   Daerah
merupakan   Lain   lain   Pendapatan   Asli   Daerah   yang   Sah.
Sedangkan    biaya    sehubungan    dengan    pelayanan    yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku
pada bank yang bersangkutan.

b. Pembukaan rekening SIEPD
Untuk    mendekatkan    pelayanan    pelaksanaan    penerimaan    dan
pengeluaran kas pada tingkat SRED,  BUD  dapat membuka beberapa
rekening    penerimaan    SKPD    sesuai    dengan    kebutuhan    untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan BUD
membuka    rekening    pengeluaran    SKPD    untuk    mempermudah
mekanisme pelaksanaan belanja daerah.
Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerinaan
daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari
ken.a,  saldo  yang  ada  di  rekening  penerimaan  SKPD  tersebut  wajib
disetorkan  seluruhnya  ke  RKUD  Kota  Balikpapan  oleh  Bendahara
Penerimaan SKPD.
Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan Hang yang
akan digunakan sebagai belanja belanja SKPD, seperti uang persediaan
dan   tambahan   uang   persediaan   yang   dikelola   oleh   Bendahara
Pengeluaran SKPD.
1)   Hhak yang Terkait

a)   Wali Kota sebagal pihak yang menetapkan usu]an BUD da]am
pembukaan     rekening     Bendahara     Penerinaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu.

b)    BUD
(1)  Membuka     rekening     bank     atas     mama     Bendahara

Penerimaan/Bendahara      Penerimaan      Pembantu      dari
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD pada bank yang sama dengan RKUD.

(2)  Membuka  rekening  penerimaan   daerah   pada  Bank  lain
dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu.

c)   Sekretariat Daerah sebagai pihak yang melaksanakan registrasi
dan    administrasi    Surat    Keputusan    Wa]i    Kota    tentang
pembukaan     rekening     Bendahara     Penerimaan/Bendahara

::::±=/Benpdefbar=tFengei:=an per=:e=iu:u:      Bendahara
d)   SKPD  sebagai  pihak yang  mengusulkan  pembukaan  rekening

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2)   Langkah Teknis pelaksanaan
a)   BUD    membuat    usulan    penetapan    rekening    Bendahara

Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  dan  rekening
Bendahara Pengeluaran kepada Wa]i Kota.
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b)   Wali    Kota   menetapkan   rekening   Bendahara   Penerimaan/
Bendahara  Penerimaan   Pembantu   dan   rekening  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c.  Penempatan Kas dalam lnvestasi Jangka Pendek
Pemerintah   Daerah   dapat   melakukan   investasi   jangka   pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah
dan kualitas pelayanan publik.
Penempatan  Kas  dalam  Investasi Jang¢ca  Pendek  Dalam  pengelolaan
kas,  uang  daerah  yang  belum  digunakan  dapat  dioptimanran  dan
dialokasikan untuk investasi jangka pendek.  Investasi jangka pendek
merupakan  investasi  yang  dapat  segera  dipeljualbelikan/dicairkan,
ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah  serta
dimiliki  selama  kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan.  Termasuk  dalal.n
investasi jangka pendek adalah deposito ben.angka walrfu 3 (tiga) bulan
sampai dengan  12  (dua belas)  bulan yang dapat dipelpanjang secara
otomatis,  pembelian  Surat  Utang  Negara  (SUN)  jan8ha  pendek  dan
Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI).  Seperti  dinyatakan  di  atas  bahwa
investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui
Deposito, Surat Utang Negara dan Sertirikat Bank Indonesia.
1)    Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh
bank  kepada   masyarakat.   Deposito  juga  memilihi   persyaratan
tertentu  salah  satunya  memiliki  jan8ka  wakeu  tertentu  dimana
uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, inbal
jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi
dari  tabungan  biasa.  Dalam  ran9ka  manajemen  kas,  Pemerintah
Daerah   dapat   mendepositokan   dan/atau   melakukan   investasi
jangka  pendek  atas  uang  milik  Daerah  yang  sementara  belum
digunakan   sepanjang   tidak   mengganggu   likuiditas   Keuangan
Daerah, tugas daerah,  dan kualitas pelayanan publik.  Pemerintah
Daerah  melakukan  penempatan  deposito  pada  bank  umum  di
Indonesia  yang  alnan/sehat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perbankan  dan
tidak  melampaui  tahun  anggaran  berkenaan.  Deposito  dan/atau
investasi  jangka  pendek  harus  disetor  ke  Rekening  Kas  Umum
Daerah paling lambat per 3 1 Desember.
Dalam  rangka  menjamin  likuiditas  keuangan  daerah,   Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya
ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

2)   Surat utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan poko]mya
oleh negara RI sesuai nasa berlakunya. Surat Utang Negara terdiri
atas:
a)   Surat perbendaharaan Negara; dan
b)   Surat Perbendaharaan Negara beljan8ka waktu sampai dengan

12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3)   Obligasi Negara

Obligasi  Negara beljangka waktu  lebih  dari  12  (dua belas)  bulan
dengan   kupon   dan/atau   dengan   pembayaran   bunga   secara
diskonto.  Jadi  SUN yang  bisa  dipilih  dalam  melakukan  investasi
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jangka pendek adalah  SUN  dalam  bentuk  Surat Perbendaharaan
Negara  karena  beljangka  waktu  dibawah   12  bulan.   Tata  cara
investasi   dalam   bentuk   SUN   mengikuti   peraturan   perundang-
undangan tentang SUN.

4)   Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat   Bank   Indonesia   (SBI)   adalah   surat   berharga   yang
dikeluarkan   oleh   Bank   Indonesia   sebagai   pengakuan   utang
ben.an8ka  waktu  pendek  1  (satu)  sampai  dengan  3  (tiga}  bulan
dengan sistem diskonto/bunga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Investasi jangka pendek harus  disetor ke  RKUD  Kota Ba]±kpapan
paling lambat per 3 1 Desember.
a)  Pihak Terkalt

(1)  Wali  Kota  sebagai  pihak yang  menetapkan jenis  investasi
jangka pendek.

(2)  BUD
(a)  Melakukan  perhitungan  untuk  memberi]€an  keyakinan

bahwa dana yang akan dialokasikan ke dalam investasi
jan9ka  pendek  adalah  dana  yang  benar-benar  belum
akan digunakan dalaln waktu dekat (I.d!e cas7£) ;

(b)  Menyiapkan   rencana  penempatan   dana  kepada  Wali
Kota;

(c)  Menerbitkan  Surat Perintah  Pemindahbukuan  dari kas
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih;

(d)  Melakukan  perhitungan  untuk  memberik:an  keyaldnan
bahwa dana yang akan dialokasikan ke dalam investasi
jangka  pendek  adalah  dana  yang  benar-benar  belum
akan digunakan dalam waktu dekat (I.dze cczs7±) ;

(e)  Menyiapkan   rencana  penempatan   dana  kepada  Wall
Kota;

(I)   Menerbitkan  Surat  Perintah  Pemindahbulflian  dari  kas
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih.

(3)  Sekretariat   Daerah   sebagai   pihak   yang   melaksanakan
registrasi   dan   administrasi   Surat  Keputusan  Wali   Kota
tentang penempatan investasi jangka pendek.

b) Langkah Teknis Pelaksanaan
( 1)  BUD melakukan perhitungan untuk memberikan keyakinan

bahwa  dana  yang  akan  dialokasikan  ke  dalam  investasi
jangka pendek adalah dana yang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (ifeze cas7±).

(2)  BUD  menyiapkan  rencana  penempatan  dana  kepada  Wali
Kota.   Rencana   ini   mencakup  jumlah   dana  yang   akan
diinvestasikari dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil
analisa pemflihan investasi.

(3)  Berdasarhan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas    rencana    investasi    jangka    pendek,    Wali    Kota
menetapkan jenis investasi jan8ka pendek yang dipilih.

(4)  Berdasarkan SK Wali Kota tersebut, BUD menerbitkan Surat
Perintah   Pemindahbukuan   (SP2)   dari   dana   kas   umum
daerah ke dalaln investasi yang dipilih.

d.  Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
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PPKD    selaku    BUD    melakukan    penatausahaan    atas    semua
penerimaan daerah dan pengeluarari daerah dari RKUD.
a) Pihak yang terkait

(1)  PPKD selaku BUD
(a)  Mengidentifikasi  jenis  dan  kode  rekening  pendapatan

dan rekening belanja;
(b)  Mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku

Kins Umum;
(c)  Mencatat nilai transaksi pada kolom penerimaan jumlah

pada Buku Kds Umum;
(d)  Melakukan konfigurasi rekening penerimaan;
(e)  Menentukan metode inputan penerimaan;
(I)   Memvalidasi pendapatan;
(g)  Menolak validasi pendapa.tan;
(h)  Melakukan Persetujuan STS.

(2)  Kuasa BUD sebagal pihak yang menerbitkan dofumen SP2D
atas setiap pengeluaran uang dari RKUD.

(3)  PA/KPA  sebagai  pihak  yang  menerbitkan  dokumen  Surat
Perintah Membayar {SPM) .

b) Langkah Telmis Pelaksanaan
( 1)  Penatausahaan Penerimaan RKUD

(a)  Berdasarkan  Nota  Kredit  atau  Bukei  Penerimaan  ha
yapg Sah,  BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada
sisi  penerimaan  pada kolom  tanggal  dan  kolom  nomor
bukti;

(b)  BUD     mengidentifikasi    jenis     dan     kode     rekening
pendapatan;

(c)  BUD mencatat nilal transaksi pada kolom jundah pada
Buku Kas Umum;

(d)  Melakukan konrigurasi rekening penerimaan;
(e)  Menentukan metode inputan penerimaan;
(I)   Memvalidasi pendapatan;
(g)  Menolak validasi pendapafan;
(h)  Melakukan Pengesahan STS.

(2)  Penatausahaan Pengeluaran RKUD
(a)  PA/KPA  menerbithan  Surat  Pe]intah  Membayar  (SPM)

kepada Kuasa BUD;
(b)  Kuasa  BUD  menerbitkan  dokumen  SP2D  atas  setiap

pengeluaran uang dari RKUD;
(c)  BUD mencatat nilai transaksi pada kolom pengeluaran,

kolom tanggal dan  kolom nomor bukti pada Buku  Kas
Umum.

e.  Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah
yang   berada   dalam   pengelolaannya.   Dokumen-dofumen   yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bu]cti transaksi pada kas
umum daerah dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.
a) Pthak yang Terkait

(1)  Wall  Kota  melalui  Sekretaris  Daerah  sebagai  pihak  yang
menerima laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank
harian atas kas umum daerah.

(2)  BUD
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(a)  Membuat laporan atas kas umum daerah yang berada
dalam    pengelolaannya.    Laporan    Bendahara    Umum
Daerah disusun dalam bentuk:
1)   Laporan posisi kas harian (LPKH);
2)   Rekonsiliasi  Bank  atas  posisi  kas  harian.  Laporan

tersebut  dibuat  setiap  hard  dan  diserahkan  setiap
hari  kelja  pertama  setiap  minggunya  kepada  Wali
Kota    melalui    Sekretaris    Daerah    atau     dapat
diserahkan sesual kebutuhan;

3)   BUD membuat buku kas umum (BKU}.
(b)  Membuat register SP2D yang telah diterbitkan.  Register

SP2D   secara  otomatis  diperoleh   dari  sistem  aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

(c)  Menyampaikan  laporan  atas  kas  umum  daerah  yang
berada dalam pengelolaannya.

b) Langkah Teknis Pelaksanaan
(1)  BUD   membuat   laporan   posisi   kas   harian   (LPKH)   dan

rekonsiliasi  bank  harian  atas  transaksi  pada  kas  umum
daerah.

(2)  BUD membuat buku kas umum (BKU).
(3)  BUD membuat Rekonsifiasi Bank atas posisi kas harian.
(4)  BUD menyampaikan laporan harian tersebut pada Wa]i Kota

melalui Sekretaris Daerah.
(5)  BUD  membuat  register  SP2D  atas  transaksi  pengeluaran

harian.
3.   Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagal
berikut:

a.   Buku Kas umum BUD
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PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
E¥                 BENDAHARA UMUM DAERAH

``       u            TAHUNANGGARAN„......„....,.

~                                                  BUKu I(A5 UMUM

Periode:.............

NO- TangEal Ho. Bukti uraian Penen.-n Pengrfuaran Saldo

"siaphan olch,
BUD/Run(I)lGmLSINsa BUDOuTURE)ama

NIP:"....."„....
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D.   Laporan Posisi Kas Harian

fifi        :PMOERR;#oHs:s:T&sB:L;::AANPAN
_            TAIluN ANGGARAN................

HARl

TANGGAL

PERIODE

No.
No. Bukti Transaksi

Uraian Penerimaan PengeluaranSP2D STS Lain-lain

111111111111111111111_

Jumlah
Perubahan Posisi Kas Hari lni

Posi5i Kas (H-1)

Posisi Kas (H)
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:

Saldo Bank 1                  : Rp

Saldo Bank 2                 : Rp                                                                                                                                               Disiapkan oleh,

d5t.                                     : Rp                                                                                                                                                      BUD/Kuasa BUD

Total SaSTotalS Ida Kas             : Rp                                                                                                                                                 {DIGITAL SIGNATURE}EbeNIP:...............aldoKasharus5amadenganPosisiKas(H)
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c.   Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH ROTA RAUXPAPAN

fiEKONSILIASI BANK

TAHUN AitGGARAN ..... ~ .........

1.    Sato® KB§ ufngm Daerali Meouut 8utu
2.    Salts «as umum Daerah Menuut Bank

Seiisish

Ketera ngan Se!isjh
Penerimaan yang telah dicatat oieh

A-      Buku,

be7um dfcatat oleh Bank
a. SIS No -.-....

b. Bukti lain yang seh
c.  Dst .,..

Pengeluaran yang telah ¢icatat oleh
a.      Buku`

belum dicatat oieh Bank
a. STS No...`...

b. Bukti lain yang ssh
c. Dst ...-

Penerimcan yang tclah dicatat o!ch
C.      Bank,

belum dicatat e]eh Buku
a. Note Kredit No .,...

b. Pendapatan Bunga
c. Pendepatan Jasa Giro
a. Bukti lain yang sah

a. Dst .... _.

Pengeltjar@n yang telah di[atat oleh
D.      Bank,

belum dicatat o!eh Bcku
a. ENota Debit No .....

b. Biaya Administrasi Bank
c. Butti lain yang sah
a-Dst.-.''--

Rp......-..-'.--....

RO.........._._.1..

Rp..........`-..-.-I.-

8p.....-'...-.,",,.,
BD"...-...--l±_
ftp...`..."..."...,...

fro.-I....`-...`......

Rp.........-.........`

Rp.........-.'.-_-..-.

fro.--....-.._....

Rp...........--.-....-RD`.......-..._--....

Rp-.`........----...`

Rp.........-....'-..-

Rp....'.-..-.-..-.....

Rp.-....--..---..-

Rp-_....-,_-._i-.,.

EO.`.......--........to.-.-..-..-....-...

Rp.....'.--r...-..-.-

Rp.....-........-.....

Rp.-...--....._.-.

Rp.........-...--.....

Rp..-......--.....-.to....-.--..-......

Rp.-....-.-..-..-...

8endahara umLim Darerah
(Dgival 5igrature}

++

twlp:.........
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PERIANJIAN KERIASAMAavrm
PERERINTAH KOTA BAIJRTAPAN

DENGAN
Orama Bank)

TEP€TALNG
PENGELOLAAN DANA PEMERIZ`ITAH ROTA BALIKPAPAN

NOMOR pmAK KESATu
NOMOR PIHAK KEDUA

:    000/000mKAD

Padahariini,.~..Tanggal......bulan..cotahun«.~.bertempatdiBalikpapan,kaniyang
bertandatangan di hawal] ini:

I.   (Kepala BKAD)   :                              Kepala  Badan  Keungan  dan  Aset  Daerah  Kota
Balikpapan    selaku    Bendahara    Umun    Daerch`
berkedudukan     di     Balikyapan,     Jalan     Jenderal
Sudiman Nomor  1,  berdasandan Nota Dines  :  .....
Tanggal ...... dalam hal ini bertindak untuk dan alas

2.  coooco

PHIAK  RESATL'  dan  PmAK
PARA pHrm .

mama     Pemerintch     Daemh     Kota     Balikpapan
selanjutnya disebut PmAK KESATU.
Pemimpin   Cabang   (Nana  Bank)   di   Balikyapan.
tempat lahir di ..~.., tanggal ....... bertempat tinggal di
q .....   Warga  Negara   hdonesia`   Pemegang  Kam)
Tanda Penduduk Nomor ......, dalam hal ini ber[indak
dalam     jahatarmya     tersebut     mewakili     Dircksi
berdasarian Surat Kuasa Khusus Nomor: .... n   yang
dibuat dihadapan ....... Notaris di ......  oleh karen itu
berdasarkan    Anggann    Dasar    Perseroan    yang
perunahannya   terakhir   dimunt   dalam   Akta   .„.~
tanggal  ...~.   yang  dibuat  dihadapan  Notaris  .....
Notaris  di  ......     dan  (elal  mendapa(  Persetujuan
Penlbahan       dan       Penerimaan       Pemberitahoan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hulunn dan
HAM RI tanggal .._ yang masing - masing dimuat
dalam Nomor: .co...   bertindak untuk dan atas nana
INana Back) berkedudukan di Jalan ....... selanjutnya
disebut PmAK KEDUA

KEDUA  secara  bersama-sarna  selanjutnya  disebut

Terlebih dahulu PARA PmAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :
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1.  Dalam   upaya   peningkatan   Pendapatan   Adi   Daerah   a?AD)   melahi   Optinalisasi
Pengelolaan Keungan Daerfu sesuai dengan Pasal 131  ayat (\1) Perafuran Pemerintah
Nomor  12 tchun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah,  ddt ranri
manajemenkasPemerintalDaerfudapatmendepositohandan/ataumelakuhaninvestasi
jangkapendckatasungnrilikDaerahyangsementanbelundigunakansepanjangtidak
mengganggu likuiditas keuangan  daeral,  tugas  daerah  dan kualitas  pekyanan pthng
PHAKKESA"tefahmenempatkanDampadaPmngKEDUAdalanbentukDeposito
On Call.

2.   Dalam peneapatan Dana pemerintal bentck Deposito ini dftindaklanjuti dengan perjanjian
KerjaSamaantaraREIAKKESATUdenganOrarmBank),dalanhalinadalaliPmK
KEDUA-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PHIAK setuju  dan sephat untuk mengadakan
PejanjianKexp.aSamatentangPenempatanDepositoOnCall(selanjutnysdisebutPeq-anjian
KeriaSama),denganketerfurmdansyarat-syaratsebagaiberikut:

PASAL 1

I)EF"SI
Kecuntiditentukanlaindalanpasal-Pasalyangbersan8ketan,nrfuisffiah-istilchyangterdapat
dalamPerjanjianKen-aSamainiharusdifafinkansebagaiberikut':

I.   Jenis Pelayanan adalah produk dan/atan jasa yang dimiliki oleh PnlAK KEDUA untuk
kepentinganatauyangdipergunakanolehPnlAKKESATU.

2.   Deposito  adalch Dqusito  Sinpanan yang penarikarmya dapat  diaktha pada wakfu
terterfuiberdasarhanPerjanjianNasabahPenyinpandenganBank.

3.   Dana adalah setoran dalamberfuk uang InilikpnIAKKESATuyang dikelolaolehrmrm
KEDUAdalanbenfukDepositooncallpadaRekeningDeposito.denganbilyetafasnana
PEhfiRINTAIIKOTABAIIIKPAPAN.

4.   Bunga Deposito kepada REIAK KESATU dibukckan pada Rekening alas nana `REL
KASUMUMDAERAIIKOTABALIKPAPAN."denganNomorRckening0031300508
pada PT. BPD Ifaltin Kaltara.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

I .   Maksud diadakannya Pqu-anjian Keg-a gama ini adalal untuk digunakan sehagai landasan
bagiRARAPHAKdanunfukmenempathanuangmilikrmIAKRESAT{JpadaPrmK
KEDUAdalambentukDeposito;

2.   Tujuan Pep|anjian Keria Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan
PHAK KESATU dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli  Daeral dan untck
pengembangan  iustitrsi  Pemerintah  Daerah  dalan  rangha  peninckatan progr[n  kerja
PARA  PmAK  serta  unfuk  menunjang  tugas  pckck dan  frogsi  masing-masing pihak
sehinggamemberikanmanfaatbagiPARAPnIAK;

PasAI 3
RUENCLINGrm
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Dengan tetap mempertinbangkan pel'aturan perundang-undangan,  ke6ijakan, dan prosedr
yang berlaku pada PARA PHAK dan berdasarkan kebasama yang saling menguntundr,
PARA  PHAK  sepakat  unnlk  melakukan  kerjasama  dalam  rangka  pengelolaan  dana,
pemanfaatanProdukdanPefayananJasaPerbankanberupa:
I.   Pengelolaan dana dalam bennnc penempatan deposito sebesar Rp ...c.`..  (......).
2'.   Suku bunga daposito sebesar ...... % pa berlaku dalan jangha waktu .....
'3'.   Menyanpaikan Laporan ELan kepada BPKD Rota Balikyapan.

PASAL 4

pELArsANEN

(1) rmAK KESATU menunjck rmAK KEDUA sebagai fempat penempatan dam milik
PHAK  KESATU  dalan  bentck  Deposito,  dan  PnlAK  KEDUA  bersepakat  untuk
menerim penunjukan dinaksud, dengan ketentuan dan perryaratan sebagaimana diatur
dalamPqu.anjianKeja.Samaini:

(2)PHAKREDUAmembdyarBungaDepositosetiapbulankepadapHIAKKESATudengan
cara  mentransfer  ke  Rekening  atas  nana  "REK.  KAS  UMUM  DAERE  KOTA.
BALrmAPAN."denganNomorRekening0031300508padaPT.BPI)rfu]timKaltara;

PASAL 5
HAKDAINKEW^A]IBAINpmAKlmsATlr

PIHAKKESATumempunyaihak:

a.   menerina Bunga Daposito atas penempatan dana MilikpHAK KESATU pada pnlAK
KEDtJ-A,   dengan   tingkat   bunga   yang   berlaku   pada   rmlAK   KEDUA   dan
menguntungkanPARAPHAK,dengan777-/az-6zorgrsebesar~....%payangditrausfer
ke Rekening atas nana Kas Umum Daerah Kota Balikpapan sebagrinana dimaksud
dalanpasal4ayat{2);

b.   mendapatkan   fasifitas  yang   diberikan   kepada  REIAK  KESATU  atas  Deyosito
Bedanghayangdicaihasebelumjathtempodengankondisitanpadikenakanpenalti
dan Bunga Deposito tetap dibayarkan secara proporsional l]arian sesuni ketentuap,
dimanaPHAKKESATUterlebihdahulumenginfomasikankepadaPmAKKEDUA
palinglanbat1(satu)harikejasebelunpencairantersehac

c.menerimadohaendan]aporanyangdiperlukanataspenempatanDandapositoyang
adapadaPIHAKREUA.

PASAI 6
IIAK DAN REWAimAN plHAK REDUA

PHAKREDUAmempunyaikewajiban:
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a.   membayarkan Bunga Daposito atas penempan]i d€m  Mink REIAK KESATU pada
PHAK KEDUA,  dengan  tingkat bunga yang berhku pada  PnlAK REDUA dan
menguntungkanPARAPIHAK,denganI]!-/afSzf7[grsebesar.....%payangditransfer
ke Rekening atas nana Has Umun Daerah Rota Balikyapan sebagairmm dimrfud
dalanpasal4ayat(2);

b.   memberihan fasilitas kepada PIHAK KESAro atasDeposito Betiangka yang dicairkan
sebelumjafuhtengodengankondisitaxpadikenalrmpenaltidanBungaDapositotetap
dibayarhan secan praporsional harian  sesuai ketenfLlap  dinana `PIIIAK KESAI'U
terlebindahulumenginfomasikankepadaPmAKKEDUApalinglambat1{satu}hari
keriasebelumpencainntersebut;

c.   memberikan dckrmen dan laporan yang diperlukan atas penempatan I)ana deposito
yangadapadaPIHAKKEDUA.

PASAI 7
iANGRAwArm

I(1}Peq.anjianKeria,SamainiberlakudanmengikatPARAPIHAILterhifrogdaritanggal

...... sampal dengan tanggal _ .....

(2) Dalan hal PARA PHAK sapakat untuk melakukan pexpanjangan perjanjian, maka
akandibuatlcanaddendii/i[PeH.anjianKeH-aSana.

PASAI 8
BERAmmN¥A pERIANurAN RERIA SAMA

(1} Dengan mengesampin8kan keterfuan Pasal  1266 dan Pasal ]267 KUII Perdafa, PARA
PmAK sapakat bahwa Peg-anjian Kelja Sama ini beramir apabila telah berakhir jangka
waktunya; dan

(2).Berakhirnya   Pep.anjian   Keja   gama   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   1   tidak
menchifangkan kewajiban PARA PEAK untuk memendli kewajibap sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan.

PASAI. 9

pENyELESAIANpERSELlsmAN

(1) Apabila  didalan pelaksanaan  Perjanijian  Kerja  Sama ini  tinbul  perselisihap  PARA
PHAKsepakatunnrirmenyelesaikansecaramusyawarahuntukmufalrat;

(2)` Apabfia  cara  penyelesaian  perschsihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1.)  tidak
membawahasilyangdiharapkan,PARAPmAKsepakatuntukmenyelesaikannyamelalui
saranahukumpadrPengadilanNegeriBalikpapan;

PASAI 10
KORESPONDENSI
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(i) Urfuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Keda Sam ini, PARA
PmAKmeniinjukwakilmasing-masingsebagaiberikut:

EEj¥¥p±o3:£#en=|¥a%uanganDaerfuKotaBa|irpapan
Alamat     :   JalanJend.  Sudimap No. IBalikyapan :
Telepon   :    {0541) 421500
Emai]       .;   kasda.bpn @gmail.com

INamaBackj
Tujuan       :  -....
Alainat      :    .....-.
Telepon   : ,-....
EmalL        :    ......

(2).Dalamhalteq-adipenlbahanalanatdarialamtsebagaimanadimaksudpadaayat\{1)atop
alamat teramir yang tercatat pada PARA PmAI= maka perubahan hams dfoeritahukan
secara terfu]is kepada pihak Ial pahig lanbat 5 (|ina} hari keria sebelrm perHbahan
a lamat. dimaksud berlakLi efcktif;

(3}` Dalam hal pembahan alamat sebagaimana  dimaksud pada \ayat (2) tidak diberitalukan,
maka surat-menyunt atan pemberitahuan dengan pengiri]]aan yang ditujtha ke alamat
diatasatanalamatteraliniryangdiketahagrtercatatRARAPnlAKsebagainamdinakeud
padaayat{1),dianggaptelahdiberkansebagainanamestinya.

PASAL 11i-I-
(1.) Pelaksanaan Pejanjian Ke¢a  Sama ini tidak  texpengaruh dengan teriadinya pergantian

kepemimpinandilingrfunganPARAPHAI±

(2) Dalam hal  teB'adi perubahan kebijakan Pemerintali yang berdampak pada pelcksanaan
Pep-anjianKeg-aSana,makaperianjianKeg-aSamaakandjtinjauulangdanjikadiperfukan
akandibunthnedz797rdrmzdandisapakatiolchPARArmlAK.

IIASAI 12

PEPurur
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Perubahanterhadapmateriperj.anjianKeq-asanrain,sertahal-halyangbelumcrfupdiatur
dalam Perjanjian Keria Sama ini almn diafur kemudian oleh PARA PmAK berdasarkan
kesepakatan,yangdituanghandalamPerjanjianTanbalan/acJJgndz»»/,yangmerupakan
bagiantaktelpisahkandariPep-anjianKeg-aSanahi.

DemikianPerjanjianKejaSamainidibuatdanditandatanganiolehPARArmIAKpada
haridantanggaltersebutdiatas,dibuatdalamrangcap3(tiga)bermateraicukup,masing-
masingmempunyaikekuatanhukumyangsam.

PIHAK KESATu
PEMERIRTAH KOTA BAL]KPAPAI,

KEIALABRADKT5TABALIKIAEN

PJHAK KEDLIA

quama Bank) ,

pEurmpirfeABANc
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C.     PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHEN KAS TRANSITORIS
1.   Ketentuan umum

Pengelolaan  kas  transitoris  adalah  pengelolaan  atas  kas  non  anggaran
yang  diterima  (bersifat  transit)  untuk  disetorkan  pada  rekening  pihak
ketiga yang telah ditentukan.
a.   Jenis-jenis transitoris, antara lain:

1)  Pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara
pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai
dengan   peraturan   perundang-undangan   dari   setiap   transaksi
pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti Pph Pasal 21, Pph
Pasal 22, Pph Pasal 23 dan/atau PPN

2)  Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Wali Kota, DPRD, ASN, dan Pegawal hainnya, simpanan
peserta Tapera,  Pph  Pasal  21,  Taspen,  iuran jaminan  kesehatan,
iuran jaminan kecelakaan ken.a dan jaminan kematian

3)  Uang jaminan  dan/atau  Titipan  Uang  Muka yang  diberikan  oleh
pihak  ketiga kepada  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  suatu
pekeljaan  yang  merfulife  risiko  kegagalan  dalam  pelaksanaannya
atau  jaminan  lainnya  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  Sebagai  contoh  uang jaminan  dimaksud  antara  lain
uang jaminan pekeq.aan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan
bongkar  rcklame,   dan  jaminan  lainnya;   sehingga  apabila  ada
kegagalan dalaln pekeH.aan atau penyebab lain yang mengak±bathan
pekeljaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi
milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.
Terkait    kas    transitoris    berupa   jaminan,    terdapat   beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a)  Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesual

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang  jaminan  sebagai  Pendapatan   Daerah  berupa  Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b)  Pendapatan  daerah yang  bersumber  dari  uang jaminan  pihak
ketiga yang tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekeljaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kineq.a sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

4)  Jenis    kas    transitoris    lairmya    sesuai    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

b.   Pengelolaan  Kas Transitoris  dilakukan  sebagai  bagian  dari  transaksi
belanja    daerah    dan/atau    pendapatan    daerah    sehingga    dasar
pencatatannya  menggunakan  dokumen  yang  tidak  terpisahkan  dari
dokumen kelen8kapan transaksi

c.   Penerimaan  Kas  transitoris  diperlakukan  sebagai  utang  pada  akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagal pembayaran utang pada akun perhitungan fthak ketiga (PFK).
Transaksi  ini  tidak  mempengaruhi  SILPA  sehingga  tidak  dilaporkan
dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam
neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian alstivitas
transitoris sesuai dengari Standar Akuntansi Pemerintahan.

d.   Penerimaan  kas  transitoris,  meskipun  menambah  Kas  Daerah  tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jan8ka waktu
tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
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e.   Terkait kas transitoris berupa jaminan,  terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:
1)   Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesual

kontrak,  Pemerintah  Daerah  daLpat  mengeksekusi  dan  mengakui
uang   jaminan   sebagai   Pendapatan   Daerah   berupa   lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2)   Pendapatan  Daerah  yang  bersumber  dari  uang  jaminan  pihak
ketiga  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sesuaj  kontrak,
digunakan  untuk  mendanai  pekeH.aan  yang  menjadi  kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinelja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran
kas   transitoris   dilaksanakan   oleh   BUD,   Bendahara   Pengeluaran
dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

9.   Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi,  a]iran data,
serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   PELak Terkait

1)   Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu.
a)   Memungut     pajak     atas     pembayaran     belanja     melalui

T]p I ciRI iTnl /tis.
b)  menyetorkan  seluruh  penerimaan  pajak yang dipungutnya  ke

rekening Kas Negara.
c)   Melakukan pencatatan.

2)   KuasaBUD
a)   Menyetorkan kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-

potongan lainnya dari belanja yang menggunakan  mekanisme
LS.

b)   Memindahbukukan   kas   transitoris   dari   RKUD   ke   rekening
tujuan yang telah ditentukan.

c}   Mengembalikan uangjaminan.
3)   PPKD   sebagai   pihak  yang   melakukan   reHasifikasi   atas   uang

jaminan yang tidak dikembalikan.
4)   Bank

a)   Melakukan  penyetoran  dan  pemindahbukuan  atas  potongan
pajak  dan  potongan  lainnya  dari  belanja yang  menggunakan
mekanisme LS.

b)   Melakukan  pemindahbukuan  kas  transitoris  dari  RKUD   ke
rekening tujuan.

b.   Langkah Te]mis pelaksanaan
1)  Pengelolaan    Kas    Transitoris    pada    Bendahara    Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus:
a)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu/

Bendahara   Khusus   memungLit   pajak   atas   belanja   melalui
up I tin rru Ire .

b)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu/
Bendahara Khusus menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungutnya ke rekening Kas Negara.

c)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu/
Bendahara  Khusus  melakukan  pencatatan  pada  buku  terkait.
Pencatatan menggunakan dokumen yang tidak telpisahkan dari
dokumen kelen8kapan transaksi.
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2)   Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
a)   Bank melakukan penyetoran kas transitoris atas potongan pajak

dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan
mekanisme LS.

b)   Bank melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke
rekening tujuan yang telah  ditentukan  (rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya).

c)   Penerimaan  kas  transitoris  diperlakukan  sebagal  utang  pada
akun    perhitungan    fihak    ketiga    (PFK).    Pengeluaran    kas
transitoris  dilakukan  sebagai  pembayaran  utang  pada  akun
perhitungan     thak     ketiga     (PFK).     Transaksi     ini     tidak
mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagal utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas
transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d)   Penerimaan kas transitoris, meskipun menambali Kas Daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka walchl tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

3)   Kuasa BUD dan PPKD mengelola Kas Transitoris (Uang Jaminan)
a) Pengembalian Uang Jaminan

(1) prhqk ketiga yaitu  penyedia barang/jasa menyetorkan  uang
jamman ke rekening RKUD.

(2) Kuasa BUD  mengembalikan  uang jaminan  setelah  penyedia
barang/jasa  menyelesaikan   seluruh   kewajibannya  kepada
pemerintah daerah.

(3) Pencairan  uang jaminan  dilakukan  dengan  Surat  Perintah
BUD yang berisi:
(a) Perintah Pencairan Uang;
(b) Besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
(c) Pihak penerima dan nomor rekening yang dituju dilampiri

oleh Surat Keterangan yang menyatalran bahwa penyedia
barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibarmya.

b) Uang Jaminan yang tidak dikembaljkan
(1) Dalam  hal  pihak  ketiga  tidak  melaksanakan  kewajibannya

sesuai  kontrak,  uang jaminan  tidak  dikembalikan  kepada
pihak ketiga.

(2) Pemerintah Daerah mendanal kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan   uang  jaminan   yang   diformulasikan   dalam
program,     kegiatan,     dan     sub     kegiatan     SKPD     yang
bersangkutan.

(3) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli  Daerah  yang  sah  atas  uang  jaminan  tersebut  yang
sebelumnya tercatat sebagai utang pihak ketiga.

D.     PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)
1.   Ketentuan umum

Dofumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Ken.a  Perangkat  Daerah  yang
selanjutnya   disingkat   DPA   SKPD    adalah   dokumen   yang   memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja,  dan  Pembiayaan  SKPD  yang  melaksanakan  fungsi  bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.
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Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   PThak Yang Terkait

1)   TAPD  sebagai  pihak  yang  melakukan  verifikasi  alas  Rancangan
DPA-SKPD.

2)   PPKD
a)   Menyalnpajkan   Surat   Pemberitahuan   kepada   Kepala   SKPD

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
b)   Menyampalkan rancangan DPA SKPD kepada TAPD.
c)   Melakukan pengesahan  DPA SKPD  atas rancangan  DPA SKPD

yang telah mendapatkan persetuj uan Sekretaris Daerah.
3)   Kepala  SKPD  sebagai  pihak  yang  menyusun  serta  menyerahkan

Rancangan DPA-SKPD.
b.   Langkah Telmis pelaksanaan

1)   Setelah penetapan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD,
PPKD  menyampaikan  surat  pemberitahuan  kepada  Kepala  SKPD
untuk menyusun dan menyampalkan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
(tiga)  hari  setelah  Peraturan  Wali Kota tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

2)   Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal  yang  perlu   diperhatikan   oleh   setiap   kepala   SKPD   da]am
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:
a}   Pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  SKPD  yang  digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
b)   Rencana  pendapatan  yang  akan  dipungut  dan  diterima  oleh

SKPD da]am tahun anggarali yang direncanakan;
c)   Sasaran yang hendak dicapai,  fungsi,  program,  kegiatan,  sub

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
d)   Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
e)   Rencana penarikan dana setiap SKPD;
I)    Batas  akhir  penyerahan  Rancangan  DPA-SKPD  kepada  PPKD

paling  lambat  6  (enam)  hari  ken.a  sejak  diterbitkannya  surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

g)   Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
3)   Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD  berdasarkan  surat

pemberitahuan Wall Kota dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
yang  telah  disusun  kepada  PPKD  paling  lambat  6  (enam}  hari
setelah surat pemberitahuan diterima.
Rancangan DPA-SKPD mencakup:
a)  Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir  yang  digunakan  untuk  menyusun  ringkasan  DPA-
SKPD   yang   datanya   bersumber   dari    akumulasi   jumlah
pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam
DPA-Pendapatan  SKPD,   akumulasi  jumlah  belanja  menurut
akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja
SKPD  dan  akumulasi  jumlah  penerimaan  dan  pengeluaran
Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

b)  Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir  yang  digunakan  untuk  menyusun  DPA-Pendapatan
SKPD  dalam  tahun  anggaran yang direncanakan yang  dirinci
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menurut kelompok, jenis, ot)jek, rincian objek dan sub rincian
objek pendapatan.
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c)  Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD
dalam   tahun   anggaran   yang   direncanakan,   yang   memuat
jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap
program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  SKPD  yang  dikutip  dari
setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

d)  Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunahali untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlch Belanja menurut kelompok, jenis,  objek,  rincian objek
dan  sub rincian  objek dari setiap program,  kegiatan dan  sub
kegiatan SKPD.

e)  Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir  yang  digunakan  untuk  menyusun  DPA  penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran  Pembiayaan  SKPD  dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan  dan pengeluaran  Pembiayaan menurut kelompok,
jenis,  objek,  rincian  objek dan  sub  ]incian  objek penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

4)   Setelah  menerima  rancangan  DPA-SKPD,   PPKD   menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

5)   TAPD   melakukan   verifikasi   atas   rancangan   DPA-SKPD   paling
lambat  6   (enam)  hari  sejak  diterimanya  Rancangan  DPA-SKPD
berdasarkan   RKA   yang   telah   diasistensi   oleh   Tim   Asistensi
Pemerintah Daerah.

6)   Berdasarkan   hasil  verifihasi  TAPD   atas  rancangan   DPA-SKPD,
SKPD    melakukan   penyempumaan   dan   menyampalkan   hasil
penyempumaan kepada TAPD.

7)   PPKD  melakukan  pengesahan  DPA-SKPD  atas  rancangan  DPA-
SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

8)   Dalam     hal     dokumen     RKA    yang     dibawa     sebagal     dasar
asistensi/verifikasi       DRA       tidak       sesuai       dengan       hasil
asistensi/verifikasi  RKA,   maka  rancangan  DPA  tetap  disahkan
dengan syarat SKPD membuat surat pemyataan untuk melakukan
koreksi   sesuai   dengan   hasil   verifikasi   dalam   RKA   sebelum
direalisasikan.

3.   Dokumen terkait
Ilustrasi dokumen Surat Pemberitahuan, DPA SKPD, dan Surat Pemyataan
antara lain sebagai berikut:
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1.   Surat pemberitahuan penyusunan DPA-SKPD

PEMERINTAII ROTA BALIKPAPAV
BADAN KEUAHGAN DAIr ASET DAERAH

JI Jend Sudinan RT 13 No 1 Telp (0542) 3000007
BALIKPAPAN

Nomor : 900/0566/E/BKAD
Sifat     : Penting Lampiran:-
Perihal   : Pelnberitahuan penyusunan

rancangan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA| TA.2023

Balikpapan, 14 0ktober 2023

Kepada
Yth. (Dc.f tor Tertwnpir}

di-
BALIKPAPAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Waft Kota Balikyapan
Nomor    ............    tentang    ............    pada   tanggal    ............    dengan    ini
disampaikan      pemberitahuan      penyusunan      rancangan      Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Keq.a Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD) Tahun Anggaran ............. Hal - hal yang harus diperhatikan dalam
penyusunan DPPA-SKPD sebagai berikut:
1.  Tahapan  penatausahaan  APBD  Pergeseran  Tahap  2  akan  DITUTUP

pada ............   pukul ............   WITA. Agar                     Bendahara
Pengeluaran OPD memastikan menyelesalkan seluruh dokumen Surat
Permohonan  Pembayaran  (SPP)  sampai  dengan    Surat    Pemyataan
Tanggung   Jawab   Mutlak   (SPTJM)   Surat Perintah Membayar (SPM)
pada tahapan Pergeseran Tahap 2 di SIPD Penatausahaan;

2.  Tahapan penatausahaan Perubahan APBD pada SIPD Penatausahaan
akan    DIBURA    pada    ............        pukul    19.00    WITA.    Agar    OPD
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a.  Melakukan penginputan Rencana Anggaran Kas (RAK) pada aplikasi

SIPD Penatausahaan melalui akun Kasubag Perencanaan Ptogram
atau Operator;

b.  Dalam menginput RAK,  berdasarkan  dengan rencana pendapatan
yang  akan  dipungut  dan  diterina  juga  menyesuajkan  realisasi
belanja  sampal  dengan  bulan  beljalan  dan  dipersilahkan  untuk
melakukan perubahan atau penyesuaian  RAK jiha  diperlukan;

c.  OPD menyusun DPPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sesual
hasil verifikasi RKPA yang telah disetujui oleh Tim Asistensi;

d.  Sasaran  yang  hendak  dicapai,   fungsi,   program,   kegiatan,   sub
kegiatan,   dan   anggaran   belanja  yang  disediakan   sesuai  hasil
verifikasi RKPA yang telah disetujui oleh Tim Asistensi Pemerintah
Kota Balikyapan;

e.  Bagi  OPD  yang  mengelola  pembiayaan  agar  menyusun  rencana
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

f.   Setelah   dilakuken   penginputan   RAK,   selanjutnya   melakukan
validasi  DPPA  pada  apHkasi  SIPD  Penatausahaan  melalui  arfun
Pengguna chggaran;

9.  Proses  penginputan  RAK  sampai  dengan  vafidasi  DPPA oleh  OPD
dilaksanakan mulai ............   pukul ............   WITA sampai dengan
............                                    pukul                                                                        WITA;
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h.  Validasi   DPPA  oleh   BUD   akan   dilakukan   mulai   ............      pukul
•...........    WITA;

i.   DPPA   dicetak   oleh   OPD   berdasarkan   hasil   cetakan   pada   SIPD
Penatausahaan  (kertas  F4)  dan  dimintakan  tanda  tangan  ke  Tim
Asistensi yang ada di BKAD pada ............ ;

j.   DPPA yang telah ditandatangani lengkap dijilid dengan cover bervama
Putih   dan   disampaikan  ke  Bidang  Perbendaharaan  BKAD  dalam
bentuk    hardcopy    dan    softcopy    dikirim    ke    alamat    emall    :
bpkdperbendaharaan20@gmail.com paling lambat pada ............ ;

k.  Surat  Pencairan  Dana  (SPD)  akan  diterbitkan  setelah  semua  DPPA
lengkap  ditandatangani  oleh  Tim  Asistensi  serta  disalnpaikan  ke
Bidang Perbendaharaan BKAD.

Demikian   pemberitahuan    ini   disampajkan,    atas   perhatian   dan
keljasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAni KEUAHGAN DAN
ASRT DREEun

( NAMA )
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b. Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

PEMERINTAII KOTA BAIIKPAPAN
PERSETUJUAN  REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...........

Berdasarkan  hasil  verifikasi  Tim  Amggaran  Pemerintah  Daerah     atas  seluruh  dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kelja peran8kat daerah:

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan  anggaran catuan  kelja
na-^4a-1,-+    A,____1_        T|_______.     I    ,-,,,--,perangkat daerah    Pemerintah

Lgai dasar pelaksanaan an   aran daerah Tah
Kode Nana Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN S KPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
1kian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten/Provinsi/

Dem

Tanggal......
Disetujui oleh,

Sekretaris Daerah
Disahkan oleh,

:ipttTD

Nama
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PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ...........

c. Format DPA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN
ORGANISASI
Pengguna Amggaran :

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

:X

:X.X
:  x.2ex.2ex

Kode Nana Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

diKD
Nama

Anggaran

Nana
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d. Ringkasan DPA-SKPD
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Oktober Rp............ Oktober Rp.........-....

November Rp............ November Rp............-

Desember Rp.........-.. Desember Rp..............

uulah Rp............ Jundah Rp..............

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nana NIP Jabatan TandaTan8an

1

2

Dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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e. Forlnat DPA-Pendapatan SKPD
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f. Format DPA-Belanja SKPD

H   aman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

FomufrDPA-BELANJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Balikyapan
Talun chggaran . . . . . . SKPD

Organisrasi                         x.xx.±               , . . . . . . . . . . . . . . . . .RelraitulasiDkum

P              o       en   e     sariaan   eana   er
Kode

u     eHatanJunalah

II Urajan LokaSn

Tahun-1

Tchun n

Talun+1UBsanidan8UIuSan PKSureb08Ke8igiarataatnrnan
BelanjaOperasi BelanjaModal

BelanjaTidakTerduga
Be]anjaTransfer

Jumlab

1--*RE':fe 2`*-..i.-: 33#i,I;i`.a 4•`'b#RE 5\` 6•%!fng'#+¥*¥fefjjife`;gl{S#S<&£ts¥REJ§ngj;f8S#..S*£,,dyjlc%§, 7ng!`` 8 9ale+Fh*}`)`*.   tne- 10 11}mtf'...La%S&Q§ng`Jfr-'§ 12 13 14
-_,I('     r   ,.?   ffi   `  -,i  |J,ap:,,.c+s',,     `i

f,  '     .¢'t!-¥ .`j,.]`.+,  '  trfui#al`~ `    ¥  '.% 4 Sin`H  \tr-J`l€`xp  hii#    J    ?S£`
¥ifebeo£€\j¥F;lan..

fj-qu`a`a^  'r`.-`     €se    I.`|      iS.`  i      ,,I,  r3.i

I I I
-=:=s==:s=±:=±±:==±`_ --6€v gran t# zg.`#   a,i*3x3*ti+T3.I ``.Urusan...

^'us    ''    ,_       '..+if `*-. .,i,,-..,|ffi?J.#.`i},-.-9•`   .  '.-.        .-.'      :'.  ±'..*   :
'#trf€*gri#$5gS±.ffse

I:#.I,k.E#REin*`3`-£RE.lttf-`RE#=r

I I I Bidang Urusan . . .

I I I Hogran . . .

I I I Kegiatan . . .

I I Sub Kegiatan . . . .

I I I dst . . .

I Kegiatan - . .

I I Sub Kegiatan . . . .

I I dst ...

I I
I I

Belanja PenunjangUrusan

I I dst ...

I
I I Urusan ...

I I Bidang Urusan ...

I I Plogran . . . I
I I Kegiatan . . .

Sub Kegiatan . . . .

I I I dst . . . I
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Kegiatan . . .

dst ...

Belanja PenunjangUrusan

dst ...

Urusan . . .

Bidang Urusrm . . .

fhogran . . .

Kegiatan . . .

Sub Kegiatan . . . .

dst ...

Kegiatan . . .

dst . . .

Belanja PenunjangUrusrm

dst ...

dst ...

dst ...

Jundah

Rencana Penarikan Dana per Bulali*)
.........,tan8gal.........anuari Rp......................I....

Disetujui oleh,

Februari Rp-.........................
Disiapkan oleh,penNgrasaran                         PREana

Maret Rp...--.....................

NIP:......--NIP:
April Rp-".....-.-"-....--.

Mei Rp.......-......'.-..-......

un Rp...-.....................-

uli Rp..................--.....-

8ustus Rp......I..................--

September Rp...........................

Oktober Rp-.......-.....-......-...-

November Rp....................-.....
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*)sesuai  dengan periodisasi  SPD



- 143 -

PPN (Rp)

9. Format DPA-Rincian Belanja SKPD
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No.

2

dst

Nana
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h. Forlnat DPA-Pembiayaan SKPD

I___=___I
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**) TAPD merupakan tim asistensi/verifikasi BRA Peran8kat daerah darn unsur SKPD
pengelola keuangan daerah

i. Surat Pemyataan Koreksi Hasil Verifikasi

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAlr
KOp SURAT sATtIAN KERIA PERANGIIAT DAEEun

J1. Jend. Sudirman RT.13 Telp. 421500, 421600Fax. 422941
BELIKPAPAV

Kode Pos 76100

Saya yang bertanda
tangan di bawah ini:

NAMANIPJABATAN diisi nana pejabat  bs
diisi NIP   ejabat ybsdiisiJabatansebaaiKe  alaperangk  tD     ah

UNIT KERJA d±±SinamaperangkatDaerah)             a     aer    )
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dengan  ini  menyatakan  bertanggung  jawab  penuh  dan  akan  melarfukan
koreksi sesuai hasil veririkasi RKA/RKPA* atas DPA/DPPA nomor : ..... (1) yang
telafi ditandatangani oleh Tim Asistensi sebelum melakukan realisasi.
Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, (tgl/bulan/tahun)
Kepala

(stempel Perangkat Daerah dan
Meterai Rp 10.000)

(mama)
(NIP)
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PENYIAI]AN ANGCIARAN KAS PEMERINTAII DAERAH
1.   Ketentuan umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan   dan   pendraan   arus   kas   keluar   untuk   mengatur
ketersediaan  dana yang  cukup  guna  mendanai  pelaksanaan  APBD
dalan setiap periode.
Ketentuan    mengenai    pelaksanaan    penyusunan    anggarari    kas
dilakukan sebagai berifut:
a.   PPKD  selaku  BUD  menyusun Anggaran  Kas  Pemerintah  Daerah

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesual  dengan  rencana  penarikan  dana  yang  tercantum  dalam
DPA SRTD.

b.   Anggaran   kas   pemerintah   daerafi   berisi   perldraan   reafisasi
penerimaan   daerah   dan   rencana   pengeluaran   daerah   setiap
bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi
anggaran kas SRTD.

Penyusunan  anggaran  kas  memuat  informasi,   alirari  data,   serta
penggunaan    dan    penyajian    dokumen   yang   dilakukan    secara
elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Pthak Yang Terkalt

1)   Kepala  SKPD  sebagal  pihak  yang  menyusun  Anggaran  Kas
SKPD.

2)   PPKD sebagai pihak yang mengesahkan Rancangan jinggaran
Kas Pemerintah Daerah.

3)   KuasaBUD
a)   Menerima Anggaran  Kas  SKPD  yang  sudan  disusun  oleh

Kepala SKPD;
b)   Melakukan Verifikasi Anggaran Kas SKPD;
c)   Menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah; dan
d)   Menyampaikan    Rancangan   Anggaran    Kas   Pemerintah

Daerah kepada PPKD selarfu BUD.
b.   Langkah Teknis pelaksanaan

1)   Kepala SKPD menyusun anggaran kas berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

2)   Anggaran    kas    SKPD    yang    sudah    disusun    kemudian
disalnpaikan  kepada  Kuasa  BUD  paling  lambat  3  (tiga)  hari
sejak DPA-SKPD disahkan.

3)   Kuasa BUD  melakukan verifikasi Anggaran  Kas  SKPD  paling
lama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas dari
SKPD, dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
a)   Sinkronisasi perldraan Penerimaan dalaln DPA-SKPD;
b)   Sinkronisasi  jadwal   pelaksanaan   dan   alokasi   rencana

penarikan dana dalam DPA-SKPD.
4)   Kuasa  BUD   Menyusun  Anggaran   Kas   Pemerintah   Daerah

berdasarkan   Anggaran   Kas   SKPD   yang   telah   diverifikasi
dengan ketentuan sebagai berikut:
a)  Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas

pemerintah     daerah,     dihitung     bel.dasarkan     rencana
penerimaan  sub  rincian  objek  pendapatan  dan  rencana
penerimaari      pembiayaan      untuk      setiap      bulannya
berdasarkan   walrfu   estimasi   realisasi   penerimaan   kas
dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b)  Hasil  perhitungan  rencana  penerimaan  per  sub  rincian
objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke
dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jurndah
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anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama
satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

c)   Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggarari kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja
per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan walrfu
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran
kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub
kegiatan  serta  rencana  pengeluaran  pembiayaan  untuk
setiap  bulannya  berdasarkan  anggaran  pengeluaran yang
telah ditetapkan.

d)  Hasil  perhitungan  rencana  pengeluaran  per  sub  rincian
objek  belanja  dan  pengeluaran  pembiayaan  dicatat  ke
dalam dokumen anggaran kas keluar yang melnuat jumlali
anggaran  belanja  dan  pengeluaran  pembiayaan  selama
satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

e)   Kuasa   BUD   menyampaikan   rancangan   anggaran   kas
pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.

a   PPKD  selaku BUD mengesahkan rancangan anggarali kas
pemerintah   daerah   paling   lambat   1   (satu)   hari   sejak
dokumen   rancangan   anggaran   kas   pemerintah   daerah
diterima.

g)   Anggaran has yang telah  disahkan  oleh  PPKD  digunakan
sebagai dasar penyusunan SPD.

h)  Dalam   hal   setelah   Anggaran   Kas   disahkan   oleh   BUD
terdapat  perubahan  alokasi  pengeluaran  bulanan,  maka
dilakukan mekanisme sebagal berikut:
(1)  SKPD    mengajukan    surat    permohonan    perubahan

alokasi  Anggaran  Kas  beserta  a]asan  perubahannya
kepada   Kepala   Badan   Keuangan   dan  Aset   Daerah
selarfu BUD;

(2)  Setelah mendapatkan persetujuan, melalui akun Kuasa
BUD   pada   aplikasi   SIPD   RI,   dilakukan   perubahan
alokasi anggaran kas pada menu AKPD;

(3)  Melakukan  validasi  atas  perubahan  alokasi  anggaran
kas melalui akun BUD pada menu AKPD.

3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen anggaran kas (permohonan perubahan alokasi kas)
antara lain sebagal berikut:
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a.   Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

;y  k.£*F:ny
{`:i.  ]*¢*9,.`.    97`v     ^           .,                      i.   Fw`.u::.~,,ain\"i,a   -i          irfui;.I     :'.I.`   *`~`,ffidiF`   '      r      @ELvris~r{,, #, ;a. .. EL

1fyl

a;; ;i,I;, T£*`Br`:,r7*;!S'6    `` `ng                     ,tm%t.;  A.i',igrp
:   F          +          :'itoL,.b?I       .dr..  ,k`z;tit--Tt..  z\(R,i;;```fa`,,_,

A    ,r  b¥    ,ife|`ag.:'P`V
`L  Ljj\wl];^DvW,'  l`di}            -

•,          ,`       Jr%,      „!SI  `ap`±`  _*£,,`     _   ,f¥                            .r                         r<   J     `:'life hi      ife     ,dr\  r,*th,,
rfu''     I_', I     Jd,A:.

I(    .i        ,t

?i J#6b,,,`r  .!16vlfr, •ElI S*LJ¢fia! fas                                                      ijz:fej3"Astio3ga:-I-..,L I

\4 .`,    un± -AE5 •l,I?¢Sep,.

I
I ,3janiae                                               i•!strfedsiB!i

I

I • ail                                  i

I i .I
I ..rice;a.esif£.rfe

Ii

1+.a2fu#FE-LL8j;3£ rae:                                 i•Or-I

=1

I II 95i]

I
I ;e39hai&Fe7±!.ap2!a                                            I;e:g3ILi3as!FA~i

I SLii

I iiiilj33fa.faj*.aesa 6aeie:anal. Frfe'£Jf3a?                                        I

I  .                     -         ,frHd^¢c¢ Xai ¥aes tg! ife.jrfeFg€!*Lae                                      I                      I
11

^t^,i ® ,*\1\ 1, - ~*thi3 Pe5S! €3aFsj±p7aeFe#T&ap§,a                                                                             i I
3!,a8a Q3gari                                                   I•gds$3rqua;i•#xpfan:i633jicaI I

I I
11 I

• 9ii-_                              i
i3try'}#,!3iI•Ersej3#afa!b&3±I I

I I-a;i-                        i
I

3!'aeji6!*?chp -I
I

¥2ifebeda i I
i 11i5§fa:t3 Eal'!p33                                I 11

?etry!6= Gifes F¢fetth!8                         i I8'-' -I
i -I

Jri]bihJBd8fa:jafaafes3±93iF.Ea3:6iqu3pgeckag i 11
1:ial3aAtch¢5Ea¥achEisj3-L]:gipg*.ap33rng?Iid!a

i II
gfifesgrwichaea¢fa5pe26esed.i3aet;e=gels3:.3is8±-thgkesegi3j!!ca;eTggaa=F!ed€aijpaagr?a.dr~|

i



- 150 -

b.   Format Anggaran Kas SKPD
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c.  Format Permohonan Pergeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)

RIEnDRmTAII KOTA BALIKPAPAnr

HOP SURAT SKPD

Nomor
Sifat             : Biasa
Lampiran   : -
Perihal         : Permohonan persetujuan
Pergeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)

Balilapapan, Tanggal Sulat
Kepada

Yth.  Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah

di-
BAIIKPAPEN

I.  Dasar

•    Ketentuan   Pasal    164   ayat   (7)   Peraturan   Pemerintah   Nomor
12 Tahun             2019  tentang Pengelofaan  Keuangan  Daerah  dan
Lanpilan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Ketentuan   Pergeselan  Anggaran  sebagainana  tercinfum  dalam
Peraturan  Wali  kota  BaHkyapan  Nomor  8  Tahun  2023  tentang
Tata Cara Pergeseran Anggarali.

11.  Bersama ini kami mengajukan usulan Pergeseran Rencarm
Anggaran Kas (RE) :

•   Program                     :.   Kegiatan:.   SubKegiatan   :

Dengan alasan dan pertinbangan :

Ill. Adapun Rincian Pergeseran sebagai berikut :

No. Urain Belanja Sebelun Pergeseran Setelah Pergeseran

Semester I Semester 11 Semester I Semester 11

IV.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  mohon  kiranya  dapat
disetujui  usu]an  pergeseran  Rencana  Anggaran  Kas  (RAK)  yang
kant ajukan.

V.  Demikian  disampaikan,  atas  pet.hatian  dan  ken.asamanya
diucapkan terima kasih.

KEPRA SKPD

(ITD)

NAMA KEPAIA SKPD
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E.      SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
1.   Ketentuan umum

Surat   Penyediaan   Dana   (SPD)   adalah   dokumen   yang   menyatakan
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) atas pelaksanaan APBD.
Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana
(SPD) dengan mempertimbangkan :
a.   Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b.   Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c.   Penjadwalan   pembayaran   pelaksanaan   anggaran   yang   tercantum

dalam DPA SKPD.
Surat   Penyediaan   Dana   (SPD)   disiapkan   oleh   Kuasa   BUD   untuk
ditandatangani oleh PPKD.
Penyusunan  dan  penerbitan  SPD  memuat  informasi,  aliran  data,  serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   ELak Yang Tel.kait

1)   KuasaBUD
a) Menyusun dan menyampaikan Rancangan SPD;
b) Menyiapkan rancangan SPD;
c)  Menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD;
d) Menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

2)   PPKD selafu BUD
a) Menerima rancangan SPD;
b) Mengesahkan rancangan SPD;
c)  Melakukan pembahan SPD yang sudah disahkan.

b.   Langkah Teknis pelaksanaan
1)   Kuasa   BUD   menyusun   dan   menyampaikan   Rancangari   SPD

berdasal.kan   anggaran   kas   Pemerintah   daerah   sebagal   dasar
permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD.

2)   Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD.
3)   PPKD selaku BUD mengesahhan Rancangan SPD menjadi SPD.
4)   SPD  yang  sudah  disahkan  diserahkan  oleh  PPKD  selarfu  BUD

kepada Kuasa BUD untuk disampaikan kepada Kepala SKPD.
5)   PPKD   selaku   BUD   dapat  melakukan   perubahan   SPD   apabila

terdapat kondisi sebagal berikut:
a)   Ketersediaan  dana  pada  RKUD  yang  tidak  sesuai  perhiraan

penerimaan dalaln anggaran kas;
b)   Perubahan jadwal  pelaksanaan  sub  kegiatan  akibat  keadaan

darurat      termasuk     keperluan      mendesak      (pembayararl
pengeluaran   kebutuhan   tanggap   darurat   bencana,   konffik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa); atau

c)   Perubahan    SPD    menjadi    dasar    permintaan    pembayaran
berikutnya.

6)   PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen
yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan
pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
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a.   Format SPD

PEMERINT:All pRo\misl/RAE upATEN#OrA
pEJABATpENGELOLAKEUANGAItRAERAHsELAKuBENDAmRAununDAERAH

NOMOR-"---_--.
TENTjurG

sLiRATpERlvEDIAANDANAANGGARANBELAnyADAERAH

TAH UN ANGGRAN

PPKD sELArm BUD

Meninbang:bahwaunttlkmelatsanckananggaranbelanja5ubkegiafanfahunanggaial].~....berdasackan

DPASKPD/Pen]behEmDPA-SKPDdananggarankasyangteiahdfretapkan,periudisiapkan
npridanaandpricarlmFfprh.#lcanSiira}Ppiw?diaanDana!Spf)I.

Mengingat     :  1  Peraturan oaeth__.._.~tentangpenetapanAPBD#APBD provinsi/Kabupaten/
Kota.._.TahLlnfuggafaf}..._..._;

2.PerafuranKepalaDaerahNomor.__...Tchun„._„tentangpenjabaJaf.APBD
Provin5i/KchupatedyKota_.~ilalunAnggaran....._..,-

3.  DPA-S KPD/Pe rubahan OPA-SKPD.) Provinsi/Kabtipafe n/to{EL_ilchun
4. -.~.-__.._

MEMUTLISKAN:
BerdasarkanPeraturanDaerahProvinsi/KabupatenAota~.~.„TanggaL_...Bu!an.._..
Tchun..~...tentangAnggaranpendepatandan8efanjaoaerahprovin5i*abupaten/KctaTchunAnggaral`
_.._.Menetapkan/menyediakankeditanggaransEbagaibeckut:
1   DasarpenyediaanDana

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD
2   Ditunj-ukan kepeda SKPD

3   KepalasKPD
4  Jumlah Penyediaan Dana

5   UnfukKebutuhan
6   Ikhtisarpenyedfaan Dana:

a.   Jum]ah DanaopA-SKPD/ Perubahan

DPArsKPO
h  Akumu!asi spDsebelumnya

c.  Sisa Dane yang beium dispD-kan

d.  Jumfah Danayang di SPD-kansaat ini

a.  SisaJum!ah Dana DPA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPDyang

belumdispB-karl
Ketentuan-ketentuanla-in

Tenibusendi!sorTipedtente?eec:

a.nspefro

---------.--.---..I,,,,.,*,-
---,I-,-----..-...I---------
-"-,a-~.---.--.-......Iol---±=-
fty-------...-..-..____
FTechjtang_........._.._~_......_.__......_~....}
Bulam........s.d.._.„...

xp--ut----...-....-..,..-----
(Terbil,,ng-.-..-.--.-...-......--.--..~...__.-.)
Rp------..-....-.....-.....--_
aanllong~....._..~..__.._.....~.`...._.}
fry-----------...-......__
ITetbtlang----.------....--.--_.__..._.-.I
Rp----.------....-.,,..____
quchitong---.,-..-..-..-.-..-..._~._.~._.-_-.)
fry---..-....-.-......-....."....m-

ITetb`,ltmg-.---.-.-.----.-.---_.__.....-.-I

DitetapkandiL__..
PedaTanggal:__..

FTro sELAro BUDa
thma

AVP:---.
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b.   Lanpiran Surat Penyediaan Dana
Lanpr.ran:Suratpenyedaandena{SPD}

HomorspD
Tanggal

Slob
Pen'ede
TchrmAnggaran
NomordanTang8alDPAr

SRTB/PeruhahanDRA-SKPD

fr,I+1;;:r~±\£q`iStEas~.;:#EE£,ifeff#`\iffi§'drife*ffattch-z',;`'.; ):i:#iffligkn+,
„ S::i;*!£.+` :jfi'¥.±:;  ;:LHrfua``:,I i+ j                   ``   I

Jun'ah

JLrmlah penyediaandrna           Rp...`„u .....,..

[te{Pil-a.ng--...-"--.----".-..j""......„"I
Bite iapkan 'di;:.. nn .......

PadaTangga[:."„„p...,

PPKDSELAffty BU D

ERET

RE
NIP: „ ..... i"

F.      PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN
1.   Ketentuan umum

Pendapatan    Daerah    dalam   APBD    diklasifikasikan    menurut   akun,
kelompok, jenis,  objek,  rincian objek dan sub rincian objek.  Pendapatan
daerah  berdasarkan  kelompok  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi
penatausahaan  penetapan,  penerimaan  pendapatan  dari  pihak  ketiga,
penyetoran   pendapatan   ke   RKUD,   pengendalian   melalui   buku-buku
bendahara   penerimaan,   pertanggungjawaban   bendahara   penerimaan/
bendahara penerimaan pembantu.
Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi,
aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Penatausahaan    pendapatan    pada    tahap    penetapan,     penerimaan
pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:
a.   Semua     Penerimaan     Daerah     dianggarkan     dalam     APBD     dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
b.   Dalam  hal  Penerimaan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.
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c.   Bendahara  Penerimaan  wajib  menyetor  seluruh  penerimaannya  ke
Rekening Kas Umum Daerch paling lambat dalam walrfu  1 (satu) hard.
Dalam    hal    kondisi    geografis    Daerah    sulit    dijangkau    dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan,
serta kondisi chjektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1
(satu) hari yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

d.   Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
atas setoran. Bukei penerinaan dapat meliputi dokumen elektronik.

e.   Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau- _  ___--_nontunai.  Penyetoran  penerimaan  pendapatan  menggunakan  surat
tanda  setoran  (STS).  Penyetoran  dianggap  sah  setelah  Kuasa  BUD
menerina nota kl.edit atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bendahara  Penerimaan  dilarang  menyinpan  uang,  cek,  atau  surat
berharga yang dalam penguasaannya:
1)   1ebih darn  1  (satu) hard, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah

sufit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran
penerimaan   dapat   melebihi   1   (satu)   hari  yang   dfatur   dalalli
Peraturan Wall Kota; dan/atau

2}   atas nana pribadi.
2.   Ketentuan pelaksanaan

a.   Pihak yang terkait
1)   Wall  Kota  sebagai  pihak  yang  menerbitkan  dokumen  penetapan

pendapatan daerah
2)   Bendahara penerinaan/Bendahara penerimaan pembantu

a)   Melakukan validasi jumlah  uang  dan  bulsti-bulsti penerimaan
yang diterima.

b)   Menerbitkan   Tanda   Bukti   Penerimaan   dali   menyerabkan
kepada pihak ketiga.                 '

c)   Menerima  nota  kredit/notifikasi  perbankan  atas  penerinaan
pendapatan

d)   Menyetorkan penerimaan tunai ke RKUD
e)   Memindahbukukan   penerimaan   pendapatan   nor   tunaj   ke

rekening RKUD
3)   Pengguna   Anggaran   sebagai   pihak   yang   menunjuk   petugas

pemungut penagihan pendapatan daerah
4)   PPKSKPD

a)   Jika  proses  penagihan  dilakukan  secara  manual,  PPK  SKPD
menerima tanda terima atas dokumen penetapan pendapatan
kepada pihak ketiga yang disampaikan oleh petugas pemungut

b)   Jika proses penagihan dilakukan melalui surat elektronik, PPK
SKPD   menerima   informasi   dari   petugas   pemungut   atas
pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan

5)   Kuasa BUD sebagai pihak yang menerima notifikasi /nota kredit/
media  elektronik lainnya atau  dokumen  lain yang dipersamakan
atas penyetoran penerimaan pendapatan daerah

6)   BPPDRD   sebagai   koordinator   pendapatan   pajak   daerah   dan
retribusi daerah

b.   Langkah Teknis pelaksanaan
1)   Bendahara SKPD menerima dan menyetorkan
2)   Wali  Kota  atau  pejabat  yang  diberi  kewenangan,  menerbitkan

dokumen penetapan pendapatan daerah.
a)   Berdasarkan   sifat   dan   prosedur   pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:
(1)  Pendapatan  yang  dipungut  berdasarkan  penetapan  Wali

Kota; dan/atau
(2)  Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada

penetapan).
b)   Berdasarkan   sifat   dan   prosedur   pemungutan/pembayaran
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pendapatan    daerah,    penatausahaan    pendapatan    daerah
dilaksanakan sebagal berifut:
(1)  Penatausahaan     pendapatan     yang     dipungut     setelah

penetapan oleh Wali Kota, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan  sesuai  dengan  jenis  pendapatan  yang  diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(2)  Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib
pajak      (tanpa      ada     penetapan)      didasarkan      pada
dokumen/bukti      penerimaan      sesual      dengan     jenis
pendapatan   yang   diatur   dalam   peraturan   perundang-
undangan.

(3)  Penatausahaan    pendapatan    daerah,    didasarkan    pada
dokumen/bukti meliputi:
(a)  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D};
(b)  Surat Ketetapan Retribusi Daerah {SKR-D)
(c)  Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
(d)  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
(e)  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
(I)   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT);
(g)  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
(h)  Surat Tanda Bukti Pembayaran (STEP);
(i)   Sul.at Tanda setoran (STS);
0.)   Nota Kredit dari Bank;
(k)  Surat Peljanjian;
(I)   Dokumen  penetapan lainnya yang  sah  sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;
(in) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
(n) bukti   lainnya   yang   sah   sesual   dengan   ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
c)   Sedangkan   dokumen   penetapan   pendapatan   daerah   dapat

berupa:
(1)  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
(2)  Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
(3)  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) ;
(4)  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
(5)  Dokumen   penetapan   lainnya   yang   sah   sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.
d)   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah

surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan  besamya  jumlah
pokok   pajak,   jumlah    kredit   pajak,   jumlah    kekurangan
pembayaran  pokok pajak,  besarnya  sanksi  administratif,  dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

e)   Wali Kota atau pejabat yang diberi kewenangan menyampalkan
Surat Ketetapan Pendapatan kepada wajib pajak/wajib retribusi
sebagai     dasar     pembayaran     dan     kepada     bendahara
penerimaan/bendahara  penerimaan  pembantu  sebagai  dasar
penagihan.

I)    PA/KPA   menunjuk   petugas   pemungut   untuk   melarfukan
penagihan pendapatan daerah.

3)   Petugas pemungut melakukan penagihan ke pihak ketiga
a)   Pihak  ketiga  adalah  wajib  pajak,  wajib  retribusi,  dan  pihak-

pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah
Daerah.

b}   Penagihan     dilakukan     berdasarkan     dokumen     penetapan
pendapatan dan surat. tagihan serta dilakukan sesual dengan
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.

c)   Penagihan  atas  pendapatan  daerah  dilakukan  dengan  cara
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manual,   surat   elektronik,   notifikasi   sistem   secara   digital
dan/ atau media elektronik lainnya.

d)   Langkah-langkah penagihan sebagai berikut:
(a)  Penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

(1)  Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga.

(2)  Pinak   ketiga   menandatangani   dokumen   penetapan
pendapatan sebagai bukti tanda penerimaan dokumen.

(3)  Petugas     pemungut    menyalnpaikan     tanda     terima
dokumen   kepada   Bendahara   Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.

(b)  Penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:
(1)  Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan

pendapatan kepada pihak ketiga.
(2)  Petugas  pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD

dan   Bendahara   Penerimaan   atas   pengiriman   surat
elektronik penagihan pendapatan.

(c)  Penagihan melalui sistem digital, dflakukan secara otomatis
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau
media  lain  secara  elektronik  kepada  pihak  ketiga  yang
merfuliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

4)   Bendahara      Penerinaan/Bendahara      Penerinaan      Pembantu
menerima pendapatan tunai dan non tunai
a)   Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara   Penerimaan   Pembanfu   disesuackan
dengan  wewenang  Bendahara  Penerimaan  dan  tugas/fungsi
SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:
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Jenis Pendapatan B€ndahara Penerimaan

Pajak Daerah
Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki     tugas     dan     wewenang
pengelolaan pajak

Retribusi Daerah
Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki     tugas     dan     wewenang
pengelolaan retribusi

Hasil  Pengelolaan  Kekayaan

Bendahara  Penerimaan  SKPD  yang

Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain    Pendapatan    Asli
melaksanakan fungsi BUD, kecuali:Daerah yang Sah
1.     Hal-hal     terkait     pajak     dan

ransfer Pemerintah Pusat retribusi    tetap    dikelola    oleh
Bendahara Penerimaan di SKPD

ransfer Pemerintah Daerah terkait
2.     Pendapatan  BLUD  dikelola  oleh

Hibah BLUD terkait
3.     Pendapatan  Hibah  Dana  B0S,

Dana Darurat Dana  kapitasi  dan  pendapatan
lainnya     yang     dikelola     oleh

Lain-lain Pendapatan Sesuai Bendahara Khusus.
engan                    Ketentu an

Perundang-undangan

b) Penerimaan    pendapatan    secara    tunai    melalui    Bendahara
Penerimaan/Bendahara    Penerimaan    Pembantu,    dilakukan
sebagai berikut:
( 1)  Pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara

Penerimaan / B endahara            Pe nerimaan            Pembantu ,
berdasarkan   dokumen   penetapan   pendapatan   dan/atau
surat tagih.

(2)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
melakukan   validasi   dengan   meneliti   kesesualan   antara
jumlah   uang  yang  diterima  dengari  jumlah  yang  telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

(3)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
menerbitkan  Tanda  Bukti  Penerimaan  dan  menyerahkan
kepada pihak ketiga.

c)  Penerimaan pendapatan non tunai melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara    Penerimaan    Pembantu,    dilakukan
sebagai berikut:
( 1)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan.

(2)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
(a)  Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
(b)  Melakukan   verifikasi   untuk   mengetahui   kesesualan

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

(3)Penerimaan      daerah      melalui      rekening      Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  secara  non
tu nat          d ianggap          sah          setelah          Ben dahara
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Penerin]aan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  melakukan
validasi.

(4) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga
yang telah melakukan pembayaran.

d)   Penerimaan pendapatan tunai melalui RKUD dilakukan dengan
Cara:
(1)  Bendahara  Penerinaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

menerina nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas
penerimaan pendapatan SKPD.

(2)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
melakukan  validasi,  dengan  mencerniati  nota  kredit  atau
notifikasi  perbankan  alas  penerimaan  pendapatan  yang
diterima langsung RKUD.

(3)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
meminta bukti transaksi alas penerimaan pendapatan yang
diterima         langsung         RKUD ,        j ika         penerimaan
pemberitahuari/notifikasi     tidak    diinformasikan     secara
Otomatis.

(4)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
melakukan  verifikasi   untuk   menguji   kesesuaian   antara
jumlah  uang  yang  diterima  dengan  jumlah  yang  telah
ditetapkan.

e)  Penerinaan pendapatan non tunal melalui RKUD
( 1)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

melakukan  validasi  untuk  mensahkan  setiap  penerimaan
pendapatan non tunai melalui RKUD.

(2)  Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal   pembayaran   secara   online  yang   disediakan   oleh
penyedia jasa  pembayaran  (PJP)  dari  lembaga  keuangan
bank dan nonbank.

(3)  Pembayaran   secara   online   berupa  mekanisme   Ezecfro72z.c
rtcansacfron j}iocess (ETP) antara lain:
(a}  Agen banking
(b)  Mohile/phone banking
(c)  Car banking
(d)  Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
(e)  Irdernet banking
(A   QRIS/Bareode
(8)  Tapping
(ti)  Electronie Dcita Capture (BDC)
(I)   Cash Manageinen± Sgstem (CMS)
ti)   Transaksi berbasis elektronik lainnya.

(4)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank dalam
rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan.

i)   Bendahara    Penerimaan/Bendahara    Penerimaan    Pembantu
melakukan penyetoran penerilnaan pendapatan:
( 1)  Penyetoran penerimaan pendapatan dilafukan secara tunai

dan non tunai, dengan cara:
(a)  Menerbitkan  surat tanda setoran  (STS)  atau bukti lain

yang    sah,    untuk    penyetoran    secara    tunai,    lalu
melakukan  verifikasi  atas  surat  tanda  setoran  (STS)
dalam register STS.

(b)  Melakukan       verilkasi       melalui       aplikasi       yang
terintegrasi dengan bank daerah yang ditunjuk sebagai
RKUD untuk penyetoran penerimaan pendapatan secara
non tunai.
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(2)  Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
menyetorkan  penerimaan  yang  diterima  secara  tunai  ke
RKUD  paling  lambat  dalam waJrfu  1  hard,  kecua]i  kondisi
geografis   daerah   sulit   dijan8kau   dengan   komunikasi,
transportasi,  dan  keterbatasan  pelayanan jasa  keuangan,
serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalaln Peraturan
Wali Kota.  Sedangkan untuk penerimaan pendapatan yang
masuk melalui rekening Bendahara Penerinaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan       Pembantu       wajib       memindahbukukan
penerimaan pendapatan tersebut ke rekening RKUD paling
lambat dalam waktu 1 (satu) hard.

(3)  Penyetoran      penerimaan      pendapatan      daerah      darn
B endahara          Penerimaan / B endahara            Penerimaan
Pembantu,   dianggap sah setelah  Kuasa  BUD  memastikan
penerimaan pendapatan tercatat di rekening koran  melalui
manual atau media  elektronik.

3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  penerimaan  dan  penyetoran  pendapatan  antara  lain
sebagai berikut:
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a.   STS

Eg                                               ::PMDE:'urAH KOTA BALiKPAPAN1111111
SuRAT TANDA SETORAN (STS)

NO. STS

Tangga I

Bank
No. Rekening
Peneri mean tanggal

Harap diterima uang sebesar
Rp...........„......„{terbilang„„..,...„..........)

Dengan Rincian Penerimaan sebegai berikut:

fro  ,\ ^`      rarfe`ife uratn  ` • .``..  Jrfu

Jumlah I
Mengeta hu I,                                                                                                               Mengetahui,

PenrmJma Anggaran/Kunsa perquma                                                 Bendahora penerimaedy8endahaTa penerhan
Anggaran                                                                                                                    Pemha rfu{DIgitaIsignature)(Digitalslgnature)

Na rna                                                                                                                                         Na7ma

N'P,..-..-.N,P:......."

b.   Register STS
KOTA BALIKPAPAN

REGISTER STS

SKPD

PERIODE:

No.
T®noa'

Nonor ST S Unit SKID Nema B®ndahera denoctchul N- Sttry Ked® Rek®nlng Mm Rrfufro N'lej fry)STS Acunn ^vBl Acven AthlT

Ill,11_I_ TOTAL

Balikpapan„..

BENBARAfIA PENERIAAAAN

NAARA

NIP..".
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G.     PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
1.   Ketentuan umum

Sebagai    bagian    dari    tugas    dan    tanggung   jawabnya,    Bendahara
Penerimaan/   Bendahara  Penerimaan  Pembantu  harus  menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendafiara
memuat informasi, aliran data., serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.
Ketentuan      mengenal      laporan      pertanggungjawaban      Bendahara
Penerimaan/ 13endahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:
a.   Bendahara        Penerinaan        wajib        menyampal]ran        laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b.   Bendahara        Penerimaan        wajib        menyampalkan        laporan
pertanggung].awaban penerimaan kepada PPKD paling lalnbat tanggal
10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas,  Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagal berikut:
a.   Bendahara  Penerimaan  Pembantu  Unit  SKPD  wajib  menyampaikan

laporan  pertanggungjawaban  kepada  Bendahara  Penerimaan  paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b.   Bendahara    Penerimaan    SKPD    wajib    mempertanggungjawabkan
pengelolaan    uang    yang    menjadi    tanggung    jawabnya    secara
administratif kepada  Pengguna  Anggaran  melalui  PPK  SKPD  paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c.   Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan
penggabungan  dengan  LPJ  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  dan
memuat informasi  tentang rckapitulasi  penerimaan,  penyetoran  dan
saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
1)   BKU;
2)  Laporan Penerimaan dan Penyetoran;
3)  Register STS;
4)  Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan
5)  Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

d.   Bendahara     Penerimaan     SKPD     wajib     menyampalkan     Laporan
Pertanggung].awaban  Fungsional  yang  merupakan  hasil  konsolidasi
dengan     Laporan     Pertanggungjawaban     Bendahara     Penerimaan
Pembantu  kepada  PPKD  selaku  BUD  setelah  mendapat  persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 1 0 bulan berikutnya.

e.   Verifikasi   LPJ   Bendahara   Penerimaan   dilakukan   oleh   PPK-SKPD
sebagai  bagian  dari  pengendalian  atas  penerimaan  dan  penyetoran
pendapatan daerah. Verifiikasi tersebut meliputi:
1)   Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya

yang terdokumentasikan dalaln bulni atau laporan terkait;
2)   Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorarmya

yang terdokumentasikan dalaln buku atau laporan terkalt; dan
3)   Melakukan  analisis  kesesuaian  dan  kepatuhan  terhadap  proses

penerimaan pendapatan dan penyetorannya.
Berdasarkan   basil   verifikasi   tersebut,   PPK-SKPD   menyampalkan
I,aporan     Pertanggungjawaban     Bendahara     Penerimaan     kepada
Pengguna Anggaran.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

1)   PThak Yang Terkait
a) Bendahara Penerimaan Pembantu

(.1)  Melakukan penutupan BKU setiap akhir bulan;
(2)  Menyusun register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STEP) ;
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(3)  Menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang
sah dan. len8kap; dan

{4)  Menyampaikan     BKU,     Register     Surat     Tanda     Bukti
Penerimaan  (STEP), dilampiri dengan register STS dan bukti
penerimaan   yang   sah   dan   len8kap   kepada   bendahara
penerimaan SKPD, paling lambat 5 bulan berikuthya.

b) Bendahara Penerimaan
( 1)  Melakukan penutupan BKU,setiap akhir bulan;
(2)  Menyusun register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) ;
(3)  Menyiapkan register STS  dan  bukti-bu]sti penerimaan  dan

penyetoran yang lengkap dan sah;
(4)  Menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara

Penerimaan   Pembantu   paling   lambat   tanggal   5   bulan
berikutnya;

(5)  Melakukan   verifikasi,   evaluasi   dan   analisis   kebenaran
pertanggungjawaban  yang   disampaikan   oleh   Bendahara
Penerimaan Pembantu; dali

(6)  Menggunakan      data     pertanggungjawaban      Bendahara
Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses
pembuatan     Laporan     Pertanggung).awaban     Bendahara
Penerimaan  yang  merupakan  gabungan  dengan  haporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b.   Tahap Penyampaian LPJ Administratif
1)   FELak Yang Terkait

a) Bendahara   Penerimaan  pihak  yang  menyampajkan   haporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:
(1)   BKU;
(2)  Register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STEP);
(3)  Register STS;
(4)  Bukti  penerimaan  dan  penyetoran yang lengkap  dan  sah;

dan
(5)  Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

b) PPK-SKPD  selaku  pihak  yang  melakuha]i  verifikasi  atas  LPJ
Bendahara    Penerimaan    dengan    lan8kah-langkah    sebagai
berikut:
(1)  Meneliti    transaksi    penerimaan    beserta    tanda    bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku  atau
laporan terkait;

(2)  Meneliti    transaksi    penyetoran    beserta    tanda    bukti
penyetorannya yang  terdokumentasikan  dalaln  buku  atau
laporan terkalt;

(3)  Melakukan  analisis  kesesuaian  dan  kepatuhari  terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya;

(4)  Jika   PPK-SKPD   menemukan   ketidaksesuaian   dan/atau
ketidalden8kapan,   maka   PPK-SKPD   meminta   perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan; dan

(5)  Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap   dalam  proses  verifikasi,   maka  PPK-SKPD   akan
menyatakan tanggung jawab veririkasi dan menyampajkan
LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

c)  Pengguna   Anggaran   sebagai   pihak  yang  melakukan   proses
otorisasi   terhadap   LPU   Bendahara   Penerimaan   yang   telah
diverifikasi.

c.   Tahap Penyampalan LPJ Fungsional
1)   PThak Yang Terkait

a)   Bendahara Penerimaan setelah menerima notifihasi persetujuan
(czjaprozJczZ),      menyampaikan      Laporan      Pertanggungjawaban
Bendahara Penerinaan kepada PPKD selaku BUD.
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b)   PPKD selaku BUD Melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi
penerimaan.
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3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai
berikut:

a.   Buku Kas umum

pEdiErmTAH roTA BALlxpAPAN
Sxrty.
TAH«N AiiceARAii:

BUKu RAS UMUM

PEIIE"NAAN DAERA»
Periede:  ......... „  a.d  .........,.

No ITangal lNo.Bukti I    Xode Ftekening I        L'raian penerima8i] PenpefLraran Safro
Sam S€befumny& trygiv

TOul RpO'OO

Saldo Ka3 di Bendahara Pefi€rimaan/Bendahara Penerinean Pembamfu
RpO,OO

{terbil8ng: " rapiah}

Teran dari:
a. Turfu               . RpO,cO

b, Befrk                 :  Rgiv,00

Di a€tujui Oleh
pENceu RA ANenRAN

Nana
NIP:."....-........_....-

"einpkrm Ckeh
BENBAHARA pENERmAA»

Afro
Npr_ca_in._.
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b.   Register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STEP)

KOTA BALIKPAPAN
REGISTER Step

SKPD
Periode:........s.dI..

NO. Tanggat STOP -I STEP Unit§KPD Xcteran8an rue Rekening Name Rckenin€ ffi fty'

TerJu Fpe"

Balitoapan,...,,.......,...`

BE"HARA pENERnAAAN

`+

REP

H.     LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BBNDAHARA PENERIMAAN
1.   Ketentuan umum

Sebagai    bagian    dari    tugas    dan    tanggung   jawabnya,    Bendahara
Penerimaan/Bendahara   Penerimaan   Pembantu   harus   menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban.  Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
Penyusunan  dan  penyampalan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Pihak yang Terkait

1)  Bendahara Penerimaan Pembantu
a)  Melakukan penutupan BKU;
b)  Menyusun register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STEP);
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c)  Menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah
dan len8kap; dan

d)  Menyalnpaikan       BKU,       Register       Surat      Tanda      Bukti
Penerimaan  (STEP)  dilampiri  dengan  register  STS  dan  bukti
penerimaan    yang    sah    dan    lengkap    kepada    Bendahara
Penerimaan SKPD.

2)  Bendahara penerimaan
a)  Melakukan penutupan BKU;
b)  Menyusun register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STEP) ;
c)  Menyiapkan register STS dan bukti-bu]sti penerimaan yang sah

dan lengkap;
d)  Melakukan    veriffl{asi,     evaluasi     dan     analisis     kebenaran

pertanggungjawaban     yang     disampalkan     oleh     Bendahara
Penerimaan Pembantu;

e)  Menyusun laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
P   Menyampalkan      laporan      pertanggungjawaban      Bendahara

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD; dan
g)  Menyampaikan      laporan      pertanggungjawaban      Bendahara

Penerimaan kepada PPKD selaku BUD.
3)   PPKSKPD

a)  Melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan;
b)  Menyampaikan  LPJ  Bendahara  Penerimaan  kepada  Pengguna

Anggaran;
4)   Pengguna   Anggaran   sebagai   pihak   yang   melakukan   otorisasi

terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi; dan
5)   PPKD selaku BUD sebagai pihak yang melakuhan proses verifikasi

dan rekonsiliasi penerimaan.
b.   Langkah  Telmis pelaksanaan

1)   Bendahara       Penerimaan       Pembantu       menyusun       laporan
pertanggungjawaban dengan langkah-1angpcah sebagai berikut:
a)   Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU

setiap akhir bulan;
b)   Bendahara     Penerimaan     Pembantu     menyusun     register

Surat Tanda BUEL Penerimaan (STEP) ;
c)   Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan

bukti-bukti penerilnaan yang sah dan lengkap; dan
d)   Bendahara    Penerimaan    Pembantu    menyampalkan    BKU,

Register surat    Tanda    Bukti    Penerimaan    (STEP), dilampiri
dengan  Register  STS  dan  bukei  penerimaan  yang  sah  dan
lengkap  kepada  Bendahara  Penerimaan  SKPD,  paling  lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

2)   Bendahara  Penerimaan  menyusun  laporan  pertanggungjawaban
dengan lan8kah-langkah sebagal berikut:
a)   Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU setiap akhir

bulan;
b)   Bendahara    Penerimaan    menyusun    register    Surat   Tanda

Bukti Penerimaan (STEP);
c)   Bendahara  Penerimaan  menyiapkan  register  STS  dan  bukti-

bukti penerimaan dan penyetoran yang len8kap dan sah;
d)   Bendahara  Penerimaan  menerima  pertanggungjawaban  yang

dibuat  oleh  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  paling  lambat
tanggal 5 bulan berikutnya;

e)   Bendahara   Penerimaan   melakukan   verifiikasi,   evaluasi   dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampalkan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu ;

i)    Bendahara             Penerimaan             menggunakan             data
pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  yang
telah     diverifikasi     dalam     proses     pembuatan     Laporan
Pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan yang  merupakan
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gabungan   dengan   I,aporan   Pertanggungjawaban   Bendahara
Pembantu; dan

g)   Bendahara Penerimaan  mempertanggungjawabkan pengelolaan
uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  secara  administratif
kepada Pengguna AnggaraLn melalui PPK SKPD.

3)   PPK-SKPD  melakukan  verifikasi  atas  LPJ  Bendahara  Penerimaan
dengan langkah -langkah sebagal berikut:
a)   Meneliti      transaksi      penerimaan      beserta      tanda      bukti

penerimaannya  yang   terdokumentasikan   dalam   buku   atau
laporan terkait;

b)   Meneliti      transaksi      penyetoran      beserta      tanda      bukti
penyetorannya   yang   terdokumentasikan   dalam   buku   atau
laporan terkait;

c)   Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya;

d)   PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan,
jika menemukan  ketidaksesuaian  dan/atau  ketidaklengkapan;
dan

e)   PPK-SKPD     menyatakan     tanggung    jawab     verifikasi     dan
menyampaikan  LPJ  Bendahara  Penerimaan  kepada  Pengguna
Anggaran,   setelah   LPJ   Bendahara   Penerimaan   dinyatakan
sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi.

4)   Pengguna  Anggaran   melakukan   proses   otorisasi   terhadap   LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

5)   Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ F`ungsional.
6)   Bendahara  Penerimaan  setelah  menerima  notifikasi  persetujuan

(quprotJcla,        menyampaikan        Laporan        Pertanggung].awaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD.

7)   PPKD  selaku  BUD  melakukan  proses  verifikasi  dan  rekonsiliasi
penerimaan.

3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  penerimaan
sebagai berikut:

LPJ Bendahara Penerimaan.
pERERiRTAI+A» roTA BALfxp^pen

LjueRA» pERT^IiGGuve jAWABAN BEveARARA F€NE RiNAAN

{Lpj pENEHI"N . Fuvesto«Ai}
Sxpo

PERRE:

Ned,frokeddy ur]un jrmunfrorm
S® etwh len 8rfu " sOetw"

§ba Anggarer Yetio 8ekimTer`Ban*epegraea-P-in
Sea

TatAI

8ed{trpepafi

EE NmHARA p£NE"IiiAAN

Name
N,P:...-..'...'...........
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I.       REKONSILIASI PENERIMAAN
1.   Ketentuan umum

Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,  PPKD
selaku  BUD  melakukan  rekonsiliasi  penerimaan  secara  periodik  yang
dituangkarl dalaln berita acara hasil rekonsiliasi.
Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selarfu BUD memuat
informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Pihak yang terkait

1)   Bendahara penerimaan
a) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan; dan
b) Melakukan  perbaikan  pada  LPJ  penerimaan  jika  ditemukan

ketidaksesuaian dan/ atau ketidaHen8kapan.
2)   PPKD selaku BUD

a) Melakukan   verifikasi,    evaluasi   dan   analisis   atas   laporan
pertanggungj awaban fungsional ;

b) Melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik;
c)  Menyiapkan laporan realisasi pendapatan; dan
d) Membuat     analisis     deskriptif     terkait     capaian     realisasi

penerimaan.
b.   Langkah Te]mis pelaksanaan

1)   PPKD melakukan verifikasi LPJ
a) PPKD  selaku  BUD  melakukan  verifikasi,  evaluasi  dan  analisis

atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
(1)  kesesuaian  perhitungan  atas  laporan  pertanggungjawaban

penerimaan dengan mutasi RKUD;
(2)  evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan
(3)  analisis capaian realisasi penerimaan.

b) PPKD   selaku   BUD   meminta   perbaikan   kepada   Bendahara
Penerimaan SKPD, jika menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan.

2)   PPKD melakukan Rekonsiliasi penerimaan
PPKD  selaku  BUD  melakukan  rekonsiliasi  penerinaan  dengan
mengidentifkasi   transaksi-transaksi   pendapatan  yang  diterima
oleh     BUD     tetapi    tidak    tercatat    oleh     bulm     Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.

3)   PPKD menyiapkan I,aporan Realisasi Pendapatan
PPKD   selaku   BUD   menyiapkan   laporan   realisasi   pendapatan
dengan  menampilkan  data  setiap  bulan  dan  membuat  analisis
deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan.
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3.   Dokumen Terkait
llustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut.
a.   Rekonsiliasi penerimaan

J.  PENATAUSAIIAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
1.   Ketentuan umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah,  Pemerintah  Daerah  menetapkari  Surat  Ketetapan  Lebih  Bayar
(SKLB)  sebagai  dasar  pengembalian  kelebihan  penerilnaan  pendapatan
daerah.
Ketentuan  untuk  pengembalian  kelebihan  penerimaan  adalah  sebagai
berikut:
a.   Pengembalian   atas   kelebihan   Penerimaan   Daerah   yang   sifatnya

berulang   dan   teljadi   pada   tahun   yang   sama   maupun   tahun
sebelumnya    dilakukan    dengan    membebankan    pada    rekening
penerimaan yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut:
1)   penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
2)   objek penerimaan daerah yang sama.

b.   Pengembalian atas kelebihan  Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang  yang  teljadi  dalam  tahun  yang  sama  dilakukan  dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersan8kutan.

c.   Pengembalian atas kelebihan  Penerimaan  Daerah yang sifatnya tidak
berulang  yang  teljadi  pada  tahun   sebelumnya  dilakukan  dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

d.   Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
1 )   Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
2)   rekomendasi APIP;
3)   rekomendasi BPK-RI;
4)   putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  dan  sudah  tidak

ada upaya hukum lainnya; dan/atau
5)   Informasi  lainnya  yang  dipersamakan  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan.
e.   Berdasarkan   surat   pengajuan   dari   pihak   ketiga   atas   kelebihan

pembayaran,  PA  sesual  dengan  kewenangannya  melakukan  proses
verifiikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
1)   memastikan keabsahan bukei yang dijadikan dasar pengajuan;
2)   memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

f.    Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
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1 )   kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
2)   adanya  keberatan  yang  oleh  pihak  ketiga  atas  surat  penetapan

yang sudah disampaikan.
9.   Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi  yang   dilarfukan   SKPD   terkalt,   diterbitkan   SKLB   sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

h.   Setiap    pengembalian    kelebihan    penerimaan    pendapatan    harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ,
Surat   Ketetapan   Retribusi   Daerah   Lebih   Bayar   (SKRDLB)   atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah.

i.    Pengguna  Anggaran  berdasarkan  dokumen  SKPDLB,  SKRDLB  atau
dokumen lalnnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah    dan    retribusi    daerah    menerbitkan    surat    permohonan

a::rb=7¥e=busi%ea::=m::L=a BukDe.Ieb±han      Penerim-      pajak
j.    Berdasarkan  surat  pemohonan  pembayaran  kelebihan  penerimaan

pajak  daerah/retribusi   daerah   dari   PA,   BUD   menerbitkan   Surat
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan
pajak daerah /retribusi daerah atau penerimaan lainnya.

k.   Penatausahaan  pembayaran  atas  kelebihan  penerimaan  pendapatan
memuat  informasi,   aliran  data,   serta  penggunaan  dan  penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Pinak yang terkait

1)   Bendahara penerimaan
a)   Melakukan   verifikasi   terhadap   informasi   atau   permohonan

pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
b)   Menyiapkan SKLB.

2)   PPKD sebagai pihak yang mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
3)   Pengguna Anggaran

a)   Melakukan  proses  verifikasi  dan  validasi  berdasarkan  surat
pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran.

b)   Menerbitkan   surat   permohonan   pembayaran   pengembalian
kelebihan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah.

4)   Bendahara Umum Daerah  (BUD)  selaku pihak yang menerbitkan
Surat Perintah Pembayaran (SP2).

b.   I,angkah Teknis pelaksanaan
1)   Tahap Penerbitan SKLB

a)   Bendahara  Penerimaan  menerima  inforlnasi  kelebihan   atas
penerimaan pendapatan daerah.

b)   Bendahara Penerimaan melakukan verifkasi terhadap informasi
atau     perlnohonan    pengembalian     kelebihan     penerilnaan
pendapatan daerah.

c)   Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.
d)   PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

2)   Tahap  Pengajuan  rs  pengembalian  atas  kelebihan  penerimaan
pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesu,cha;n Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:
a)  yang  sifatnya  berulang  dan  teljadi  pada  tahun  yang  sama

maupun tahun sebelumnya.
b)  yang  sifatnya  tidak  berulang yang  teljadi  dalam  tahun  yang

sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi
pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Behanja Tidck Terd:uga
Berdasarkan      pengajuan      SKLB,      Bendahara      Pengeluaran
SKPD/SKPKD  akan  memproses  pengajuan  rs  pengembalian  atas
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kelebihan   pendapatan   daerah   dan   dibebankan   pada  rekening
belanja tidak terduga.

3)   Tahap penyesuaian pencatatan
a)   Berdasarkan   SP2   pengembalian   atas  kelebihan  penerimaan

daerah  yang  sifatnya  berulang  dan  ten.adi  pada  tahun  yang
sama,  Bendahara  Penerimaan  SKPD  melakukan  penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah    dimaksud    melalui   koreksi   kesalahan   pencatatan
penerinaan daerah.

b)   Berdasarhan  SP2   pengembalian  atas  kelebihan  penerimaan
daerah   yang   sifatnya   tidak   berulang   dan   teljadi   pada
sebelumnya,    Bendahara    Pengeluaran    SKPKD    melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BIT.

K.     PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
1.     Ketentuan umum

Belanja  daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai
pengurang   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran
berkenaan.  Belanja daerah  meliputi  semua pengeluaran  dari  Rekening
Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mama
merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.   Belanja
daerah dipergunakan dalaln rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang  menjadi  kewenangan  kota  yang  ditetapkan  dengan  ketentuan
perundang-undangan.
Pelaksanaan  belanja memuat infomiasi,  aliran data,  serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pelaksanaan
belanja diatur sebagai berikut:
a.  Setiap  pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap  dan  sah

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
b.  Pengeluaran   kas  yang  mengakibatkan  beban  APBD   tidak  dapat

dilakukan   sebelum   rancangan   Peraturan   Daerah   tentang   APBD
ditetapkan dan diundangkan dalaln lembaran daerah.

c.   Pengeluaran   kas   tersebut   di   atas   tidak   termasuk   pengeluaran
keadaan   darurat   dan/atan   keperluan   mendesak   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Bendahara       Pengeluaran/Bendahara       Pengeluaran       pembantu
melaksanakan pembayarali setelah:
1 )   meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh

PA/ KPA beserta bukti transaksinya;
2)   menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang  tercantum  dalam

dokumen pembayaran; dan
3)   menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e.   Bendahara   Pengeluaran/Bendafiara   Pengeluaran   Pembantu   wajib
menolak  melakukan  pembayaran  dari  PA/KPA  apabila  persyaratan
tidak dipenuhi.

f.   Bendahara       Pengeluaran/Bendahara       Pengeluaran       Pembantu
bertanggung    jawab     secara    pribadi    atas    pembayaran    yang
dilaksanakannya.

9.   Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  sebagai
wajib   pungut  Pajak  Pen8hasilan   (Pph)   dan  pajak  lainnya  wajib
menyetorkan    seluruh    penerimaan    potongan    dan    pajak   yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

h.  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  sebagai
wajib pungut Pajak Daerah wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan  dan  pajak yang  dipungutnya  ke  Rekening yang  ditunjuk
sebagai penampung penerimaan pajak daerah.
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i.   Dalam  hal  pihak  ketiga  belum  melakukan  penyetoran  atas  pajak
daerah,  pemungutan pajak dilakukan melalui pemotongan di SP2D.
Bendahara  wajib  membuat  Surat  Permohonan  Pemotongan  Pajak
Daerah sebagai syarat penerbitan SP2D.

j.   Dalam hal telah dilakukan penyetoran atas pajak daerah yang telah
dipungut,  buEL  setor  sebagai  lampiran  SPM  yang  disampaikan  ke
BUD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wall Kota jul mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.  Atas    persetujuan    PA,    Bendahara    Pengeluaran    SKPD    dapat

melimpahkan   sebagian   UP   yang   dikelolanya   kepada   Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  untuk pelaksanaan  sub  kegiatan  pada Unit
SKPD.

b.  Dalam       proses       belanja       menggunakan       UP,       Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran   Pembantu  dapat  melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

c.   Pemba.yaran  belanja  secara  sekaligus  kepada  penyedia  barang/jasa
atau  melalui  pemberian  uang  panjar,  dilakukan  dengan  terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituan8kan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PP'IK.

d.  Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tirnai
melalui         pemindahbukuan         dari         rekening         Bend ahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e.   Dalaln hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK   mengembalikan   kelebihan   uang   panjar   dimaksud   kepada
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.  Jika  uang  panjar  lebih  kecil  dari  realisasi  pembayaran
belanja,  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
memba.yar kekurangannya kepada PPTK melalui tralisfer ke rekening
PFTK.

f.   Mekanisme   panjar   non   tunai   diberlakukan   saat   imp]ementasi
transaksi non tunai dilaksanakan secara penuh.

9.   PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a. Pinak yang Terkait

1)   PPTK:
a) menyiapkan NPD;
b) menyampalkan NPD kepada PA/KPA;
c)  melaksanakan belanja; dan
d) menyusun rekapitulasi belanja.

2)  PA/KPA  sebagai  pihak  yang  memberikan  persetujuan  terhadap
NPD         dan         menyalnpaikannya         kepada         B endahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3)  Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu :
a) mencairkan uang panjar; .dan
b) melakukan verifikasi belanja.

b. Langkah Teknis Pelaksanaan
1)   PP'IK Mengajukan Hang panjar

a)   Dalam     proses     belanja     menggunakan     UP,     Bendahara
Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu      dapat
melakukan   pembayaran   secara   sekaligus   langsung  kepada
penyedia  barang/jasa  atau  melalui  pemberian  uang  panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.
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b)   PP'IK  menghitung  kebutuhan  uang  panjar yang  berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

c)   PPTK  menyiapkan  dan  menyampalkan  NPD  kepada  PA/KPA
untuk mendapatkan persetujuan.

d)   PA/KPA     memberikan     persetujuan     terhadap     NPD     dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
mencalrkan  uang panjar  sebesar yang tercantum  secara non
tunai   melalui   pemindahbukuan   dari   rekening   Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  ke  rekening
PPTK,   berdasarkan   NPD  yang  telah  mendapat  persetujuan
PAJRTAL.

2)   PPTK Melakukan Belanja dengan Uang Panjar
a)   PPTK  melakukan  belanja  sebagai  pelaksanaan  sub  kegiatan

yang  dikelolanya,  setelah  menerima  uang  panjar.  Pada  saat
pelaksanaan  belanja,  PFTK  diwajibkan  untuk  mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materffl.

b)   PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang
panjar   salnpai   dengan   batas  yang   telah   ditentukan   atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesal, dilampiri dengan bukti-
bukti   yang   sah,    untuk   selanjutnya   diserahkan   kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan  sebagai bahan
pertanggungjawaban belanja.

c)   Bendahara  Pengeluaran  melakukan  pembayaran  kekurangan
pembayaran  secara  non  tunai  melalui  pemindahbukuan  dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK, jika hasil
verifikasi    atas    rekapitulasi   belanja   terdapat   kekurangan
pembayaran atas uang panjar yang diberikan.

d)   PPTK melakukan  pengembalian  kelebihan  uang panjar  secara
non  tunal  melalui  pemindahbulman  dari  rekening  PPTK  ke
rekening  Bendahara  Pengeluaran,  jika  hasil  verifikasi  atas
rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar.

e)   Mekanisme  uang  panjar  non  tunai  sebagaimana  dimaksud
huruf      c)   dan   huruf  d)   diberlakukan   saat   implementasi
transaksi non tunas dilaksanakan secara penuh.

I)    PPTK   bertanggung  jawab   secara   formal   dan   materil   atas
penggunaan   uang   panjar   yang   diterima   dari   Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3)   PPTK Melakukan Belanja Tanpa Uang Panjar
a)   PP'I`K  melakuhan  belanja  sebagal  pelaksanaan  sub  kegiatan

yang dikelolanya dan untuk itu melakukan  transaksi  dengan
pihak penyedia barang/jasa.

b)   Atas    belanja    yang    dilakukan,    PPTK    diwajibkan    untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materiil.

c)   PPTK menyiapkan  NPD  berdasal`kan  bukti-bukti  belanja yang
sah.

d)   PP'I`K menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

e)   PA/KRA     memberikan     persetujuan     terhadap     NPD     dan
menyampaikan   kepada   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

q    Pada saat bersamaan, PP'IK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertal   dengan   bukti-bukti   yang   sah   kepada   Bendahara
Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu      untuk
diverifikasi.
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g)   Berdasarkan   NPD,   Rekapitulasi   Belanja,   dan   bukti   -bukti
yang   sah,   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran
Pembantu melakukan   proses   pembayaran   langsung   secara
tunai/non tunai.

h)  Pembayaran      secara      non      tunai      dilakukan      melalui
pemindahbukuan    dari    rekening   Bendahara    Pengeluaran/
Bendahara     Pengeluaran     pembantu     ke     rekening   pihak
penyedia barang/jasa

4)   Bendahara     pengeluaran/bendahara     pengeluaran     pembantu
melakukan Verifikasi Belanja
a)   Bendahara   pengeluaran/bendahara   pengeluaran   pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti  dokumen  DPA  untuk  memastikan  bahwa  belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran.
(2) Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana  untuk

belanja terkait telah disediakan.
( 3) Meneliti        keab sahan        bukti        belanj a        termasuk

bukti/pemyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.
(4) Menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang  tercantum

dalam bukti transaksi.
b)  Bendahara Pengeluaran akan meminta PPIK untuk melakukan

perbaikan      atau      penyempumaan,      apabila      ditemukan
ketidaksesuaian  dalam  proses  verifikasi.  Proses  verifikasi  ini
menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.

5)   Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran     pembantu
melaksanakan pembayaran
a)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:
(1)  meneliti     kelengkapan      dokumen      pembayaran     yang

diterbitkan oleh PA/ KPA beserta bukti transaksinya;
(2)  menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang  tercantum

dalam dokumen pembayaran; dan
(3)  mengur.i ketersediaan dana yang bersangkutan

b)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
wajib  menolak  melakukan  pembayaran  dari  PA/KPA  apabila
persyaratan tidak dipenuhi.

c)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
melakukan  proses  pembayaran  ]angsung  secara  tunai/non
tunai, berdasarkan NPD, rekapitulasi belanja, dan bukti-bukti
yang  sah.  Pembayaran  secara  non  tunai  dilakukan  melalui
pemindahbuku an             dari            rckening            Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  ke  rekening
pihak penyedia barang/jasa.

d)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
bertanggung  jawab   secara   pribadi   atas   pembayaran   yang
dilaksanakannya.

e)   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (Pph) dan pajak lainnya
wajib  menyetorkan  seluruh  penerimaan  potongan  dan  pajak
yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara

3.     Dokumen Tel.kait
Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain
sebagai berikut:
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Nota Pencairan Dana

Jenis NPDProgramKe8iatanNo.DPATahunAnggRincianBe

''-€\+aran            Ilanja: SKPD

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO:  '.......'....            Tanggal:  ......'.....I...'.....'i.:..P.=i.¥:...:..oTanpapanjarI:....................

Ho Kod€ Rekend"= Uraian drfflpRTan   \ Sha' AmH&ran,\ ' • pen®-

Jumlah

Disetujui oleh,                                                                        Disiapkan oleh,

Pengguna Angg£::;;;£K;::asa  pengguna                              Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

GE®
Ha±La                                                                                  Nania

NIP:..............NIP:..............

M.     PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1.   Ketentuan umum

Penetapan  besaran  UP  merupakan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang
ditetapkan dalam keputusan Wall Kota berdasarkan perhitungan besaran
UP yang dilakukan BUD.
Beberapa  ketentuan  umum  terkait penetapan  besaran  UP untuk  setiap
SKPD adalah sebagai berikut:
a.  Besaran  UP  merupakan  besaran  belanja  yang  direncanakan  tidak

menggunakan    mekanisme    LS.    Dengan    demikian,    penghitungan
besaran   UP   didahului   dengan   melakukan   perhitungan   besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b.  Besaran  UP  dapat juga  dihitung  berdasarkan  proporsi  tertentu  dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Pihak yang terkait

1)   Bendahara umum Daerah (BUD)
Menghitung besaran Uang Persediaan (UP)

2)    WaliKota
Menetapkan besaran Uang Persediaan (UP)

b.  hangkah Teknis Pelaksanaan
1)   BUD Menghitung Besaran up
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BUD  melakuhan  perhitungan  besaran  UP  bagi  masing-masing
SKPD      dan      menyerahkan      kepada      Wali      Kota      dengan
mempertimbangkan:
a)  Ketersediaan Kas di RKUD;
b) Pagu dana yang dikelola masing-masing SKPD;
c)  Proyeksi  frekuensi  pengajuan  UP  masing-masing  SKPD  dalam

setahun;
d) Unit Ken.a yang dikelola masing-masing SKPD;
e)  Perkiraan belanja SKPD yang dibayarkan melalui UP.

2)   Wali Kota menetapkan besaran up
Besaran   UP   untuk   masing-masing   SKPD   ditetapkan   dengan
Keputusan Wall Kota yang juga memuat:
a) Jumlah nominal belanja yang dapat dibayarkan menggunakan

UP;
b) Jenis sub rekening belanja yang dapat dibayarkan melalui UP;
c)  Ketentuan-ketentuan teknis lain terkait UP.

N.  PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1.   Ketentuan umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat pelimpalian UP)
adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar
proses  pelaksanaan kegiatan  pada SKPD,  khususnya yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.
Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD  dan
harus  mendapatkan  persetu].uar   dari   Pengguna  Anggaran   (PA),   atas
persetujuan     PA    tersebut,     Bendahara    Pengeluaran    SKPD    dapat
melimpahkan    sebagian    UP    yang    dikelolanya    kepada    Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD,
yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Pelimpahan   UP   digunakan   untuk   membiayai   belanja-belanja   yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.
Proses   pelimpahan   UP   ini   muncul   karena   adanya   ketentuan   yang
mengatur  bahwa  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  hanya  berwenang
untuk  mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP-LS  dan
SPP-TU.
Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai
berikut:
a.  Proses  pelimpahan  UP  didasal.kan  pada  perencanaan  internal  SKPD

dan harus mendapatkan persetujuan dari PA.
b.  Atas     persetujuan     PA,     Bendahara     Pengeluaran     SKPD     dapat

melimpahkan   sebagian   UP   yang   dikelolanya   kepada   Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  untuk  pelaksanaan  sub  kegiatan  pada  unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c.  Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituan8kan dalam surat
keputusan  PA  tentang  besaran  pelimpahan  UP  kepada  Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  dengan  mempertimbangkan  usul  Bendahara
Pengeluaran.

d.  Besamya jumlah uang yang dilinpahkan tersebut memperhitungkan
besamya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e.  Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.
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f.   Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     bertanggung    jawab     atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

9.  Pelimpahan  UP  kepada  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  berakhir
ketika   sub   kegiatan   unit  SKPD  yang  bersan8kutan   telah   selesai
dilaksanakan  dan apabila terdapat sisa uang persediaan,  disetorkan
secara   tunai/non   tunai   melalui   pemindahbukuan   dari   rekening
Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     ke     rekening     Bendahara
Pengeluaran.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Pthak yang terkait

1)   Pengguna   Anggaran   sebagai   pihak  yang   menetapkan   besaran
Pelimpahan Uang Persediaan (UP).

2)   Bendahara pengeluaran:
a)  mengajukan  permohonan  pelimpahan  UP  kepada  Pengguna

Anggaran.
b)  melimpahkan    UP    ke    rekening    Bendahara    Pengeluaran

Pembantu mencatat pelimpahan UP.
3)   Bendahara pengeluaran pembantu:

a)  mencatat pelimpahan UP.
b)  mengajukan permintaan pelimpahan UP.

b.  Langkah Teknis Pelaksanaan
1)   Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP

a)  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mengajukan  permohonan
pelimpahan  UP  kepada  Pengguna  Anggaran  melalui  Kuasa
Pengguna Anggaran.

b)  Bendahara Pengeluaran mengusulkan besaran pelimpahan UP
kepada Pengguna Anggaran.

c)  Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP, yang
dituangkan   dalam   surat   keputusan   PA   tentang   besaran
pelimpahan   UP   kepada   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
dengan   mempertimbangkan   usul   Bendahara   Pengeluaran.
Besamya     jumlah     uang     yang     dilimpahkan     tersebut
memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.

2)   Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu
a)  Bendahara    Pengeluaran    melinpahkan    UP    ke    rekening

Bendahara    Pengeluaran    Pembantu,    berdasarhan    besaran
pelimpahan   UP  yang  ditetapkan   oleh   Pengguna  chggaran.
Bendahara  Pengeluaran   Pembantu   bertanggung  jawab  atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
Pelimpahan   UP   kepada   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
berakhir  ketika  sub  kegiatan  unit  SKPD  yang  bersan8kutan
telah selesai dilaksanakan.

b)  Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan  pencatatan  pelimpahan  UP  tersebut  pada  buku-
buku terkait.

c)  Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     menyetorkan     secara
tunai/non   tunal   melalui   pemindahbukuan   dari   rekening
Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   ke   rekening   Bendahara
Pengeluaran   apabila   terdapat   sisa   uang   persediaan   yang
dilimpahkan.

d)  Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     dapat     mengajukan
permintaan   pelimpahan   UP   berikutnya   kepada   Bendahara
Pengeluaran  sebesar  pelimpahan  UP  yang  telpakai  disertai
bukti-bukti transaksi.
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0.  PERMINTAAN PEMBAYARAN
1.   Ketentuan umum

Permintaan           Pembayaran           dilakukan           oleh          B endahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   sebagai   proses   awal
pembayaran  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  Pihak  Terkait  sekaligus
sebagai    proses   pembebanan    rekening   Belanja.    Proses    perminfaan
pembayaran   memuat   informasi,   aliran   data,   serta   penggunaan   dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Permintaan pembayaran diatur sebagal berikut:
a.   Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada RA melalui PPK SKPD

berdasarkan SPD afau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
b.   Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD

dan  lokasi,  disampaikan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  melalui
PPK    Unit    SKPD    berdasarkan    SPD    atau    dokumen    lain   yang
dipersamakan dengan SPD.

c.   Mengajukari  SPP  kepada  KPA  berdasarkan  pertimbangan  besaran
anggaran   Kegiatan    SKPD,    disampaikan   Bendahara   Pengeluaran
pembantu  melalui  PPK  SKPD  berdasarkan  SPD  atau  dokumen  lain
yang dipersamakan dengan SPD.

d.   SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU,  SPP TU,  dan SPP LS.  Sedangkan  SPP yang dapat diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran  Pembantu terdiri atas SPP TU dan  SPP
LS.

e.   Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan
dengan melampirkan keputusan Wali Kota tentang besaran UP.

f.    Penerbitan    dan    pengajuan   dokumen    SPP   GU    dilakukan    oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.  Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.

9.   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  besaran  UP  dan  GU  ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

h.  Bendahara   Pengeluaran   atau   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
mengajukan  SPP  TU  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang  bersifat
mendesak  dan  tidak  dapat  menggunakan  SPP  I.S  dan/atau  SPP
UP/GU.

i.    Batas jumlah  pengajuan  SPP  TU  harus  mendapat  persetujuan  dari
PPKD    dengan    memperhatikan    rincian    kebutuhan    dan    waktu
penggunaannya.  Dalam hal  sisa TU  tidak habis  digunakan  dalam  1
(satu)   bulan,   sisa  TU   disetor   ke   Rekening   Kas   Umum   Daerah.
Pengajuari    SPP    TU    dilampiri    dengan    daftar    rincian    rencana
penggunaan dana.

j.    Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tu dikecuahikan untuk:
1)   Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
2)   Kegiatan   yang   mengalami   perubahan  jadwal   dari  yang   telah

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
k.   Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP I,S dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:
1)   gaji dan tunjangan;
2)   kepada pihak ketiga a.tas pengadaan barang dan jasa; dan
3)   kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-

perundang-undangan.
I.    Pengajuan dokumen spp LS untuk pembayaran pengadaan barang dan

jasa  dapat juga  dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

in.  Pengajuan dokumen SPP I,S untuk pembayaran pengadaan barang dan
jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu,
dilakukan  paling lambat 3  (tiga)  hard  sejak diterimanya tagihan  dari
pihak ketiga melalui PPTK.
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n.   Kelengkapan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa yang disiapkan oleh PPTK diatur lebih lanjut oleh Bagian yang
mengurusi pengadaan barang dan jasa di lin8kungan Pemerintah Kota
Balikpapan.

o.   Mekanisme Pembayaran belanja tidak terduga diatur tersendiri dalam
Peraturan Wali Kota tentang Belanja Tidak Terduga.

Tel.kait hal tersebut di atas, Peraturan wali Kota ini  mengatur     beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
b.   Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan

Wali Kota tentang besaran UP, yang ditetapkan satu ka]i dalam satu
tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertinbangan:
1)   ketersediaan kas di RKUD;
2)   rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
3)   besaran anggaran SKPD.

c.   Pengajuan   SPP  UP  mengacu   pada  Keputusan  Wali  Kota  tenfang
besaran UP dan disertai dengan pemyataan pengguna anggaran bahwa
uang persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d.   Besaran    GU    dihitung    berdasarkan    belanja-belanja   yang    telah
diveririkasi  oleh  bendahara pengeluaran  dan  tidak melebihi besaran
UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
1)   Rin8kasan spp-GU;
2)   Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub

rincian objek; dan
3)   Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

e.   Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PP'IK atau pihak terkait
lalnnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/ bendahara
pengeluaran  pembantu.  Pengajuan  pemintaan  pembayalan  TU  ini
didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:
1)   RIngkasan spp-TU;
2)   Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian

objek.
f.    Belanja  LS  adalah  belanja  yang  dananya  ditransfer  langsung  dari

RKUD ke rekening pihak ketiga.  Dalam hal pelaksanaan SP2D Online
diberlakukan,  pembayaran  gaji dan tunjangan dikategorikan  sebagai
belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung
darn    RKUD    ke    penerima    (tanpa    melalui    rekening    bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

9.   SPP-LS  kepada  pihak  ketiga  lainnya  digunakan  untuk  pembayaran
antara lain :
1)   hibah berupa uang/barang;
2)   bantuan sosial berupa uang/barang;
3)   bantuan keuangan;
4)   subsidi;
5)   bagi hasil;
6)   belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan

yang ten.adi pada tahun anggaran sebelumnya atau bantuan sosial
tidak terencana maupun belanja penanganan bencana yang tidak
dimungkinkan melalui mekanisme SPP-TU ;

7)   pembayaran   kewajiban   pemda   atas   putusan   pengadilan,   dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h.   Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagal kelengkapan sesuai
dengan   jenis    pengajuannya    berdasarkan    ketentuan    peraturan
pemndang-undangan.   Pengajuan   Permintaan   Pembayaran   LS   ini
didokumentasikan dalam SPP-I,S yang terdiri atas:
1)   RIngkasan spp-LS;
2)   Rincian belanja yang diajukan pemba.yarannya sampai dengan sub

rincian objek.
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i.    Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaihan kode e-billing untuk
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   ELak yang terkait

1)   Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu
a) menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS
b) mengajukan   SPP-UP/GU/TU/I,S   kepada  Pengguna  Anggaran

melalui PPK-SKPD
c}  memverifikasi rencana belanja

2)    PFTK
a) menyiapkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP
b) menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
c)  menyampaikari Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PA
d) menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan

3)    PPK
a)  melakukan  verifikasi   SPP-UP,   SPP-GU,   SPP-TU,   dan  SPP-LS

beserta  bukti  kelengkapannya  yang  diajukan  oleh  Bendahara
Pengeluaran

b)  menyiapkan SPM
4)   Pengguna Anggaran

a)  Menyetujui permohonan TU dari PPTK
b) Menyampaikan perlnohonan TU kepada PPKD

b.   Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
1)   Bendahara    Pengeluaran    menyiapkan    SPP-UP    sesuai    dengan

besaran UP yang ditetapkan berdasarkari Keputusan Wali Kota dan
disertai   dengan   pemyataan   pengguna   anggaran   bahwa   uang
persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

2)   Bendahara Pengeluaran  mengajukan  permintaan  pembayaran  UP
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

c.   Pengajuan permintaan pembayaran GU
1)   Penerbitan   dan   pengajuan   dokumen   SPP-GU   dilakukan   oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
2)   Bendahara  Pengeluaran  mengajuhan  SPP-GU  kepada  PA  melalui

PPK-S KPD          dilampiri          Surat          Pengesahan          Laporan
Pertanggungjawaban UP.

3)   Besaran SPP-GU adalah  sebesar UP yang dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran.

4)   SPP-GU  dapat  diajukan  apabila  UP  telah  dipergunakan  paling
sedikit 50% (hima puluh persen).

5)   Berdasarkan  bulcti-bulsti  transaksi  belanja  penggunaan  UP  yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:
a)  LPJ Penggunaan UP disertal dengan bukti-bukti transaksi yang

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.
b)  Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-

GU.
d.   Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)   Pengajuan permintaan Belanja TU:
a)  PP'IK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai

TU,  berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD,  untuk
memastikan   bahwa   kebutuhan   dana   tersebut   memenuhi
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaltu:
( 1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/ GU.

b)  PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai
syarat       pengajuan       permintaan       belanja       TU       yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampalkan Daftar Rincian Rencana Belanja
TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.
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c)  Setelah    memberikan    persetujuan,    PA   memberikan    Surat
Permohonan  Pengajuan  TU  disertai  Daftar  RIncian  Rencana
Belanja TU kepada PPKD.

d)  PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja
TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan
belanja  TU  yang  ditetapkan  sebesar  Rp40.000.000,00  (empat
puluhjutarupiah).

e)  Pemberian   persetujuan   TU   di   bawah   batas   sebagainana
dimaksud     huruf     d)     dapat     diberikan     PPKD     dengan
mempertimban8kan    syarat    dan    kondisi    tertentu    sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)   Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu

menerima  Daftar  Rincian  Rencana  Belanja  TU  sebagai  dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.

b)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan lan8kah sebagal berikut:
(1)  Meneliti  dokumen  DPA  untuk  memastikan  bahwa  belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)  Meneliti  dokumen  SPD   untuk  memastikan  dalia  untuk

belanja tel.kait telah disediakan;
(3)  Meneliti  perhitungan   pengajuan  TU   dan/atau   dokumen

yang mendasarinya;
c)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu

menyiapkan  permintaan  TU  yang  didokumentasihan  dalam
SPP-TU;

d)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

e)  Dalam hal hal sisa TU  tidak habis digunakan dalam  1  (satu)
bulan,     Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran
Pembantu   menyetorkan   sisa  TU   ke   Rekening   Kas   Umum
Daerah.

I)   Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
(1)  Kegiatan  yang  pelaksanaannya  melebihi   1   (satu)   bulan;

dan/atau
(2)  Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah

ditetapkan  sebelumnya  akjbat  peristiwa  di  luar  kendali
PA/REAL.

g)  PA/KPA  SKPD  menyampalkan  surat  pemberitahuan  kepada
PPKD        yang        menerangkan        perihal        keterlambatan
pertanggungjawaban dan penyetoran sisa TU.

h) Apabila batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
TU tidak dipenuhi,  SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi
diberikan tambahan uang persediaan untuk sub kegiatan yang
sama ,          sampai          dengan          dipenuhinya         laporan
pertanggungjawaban TU.

i)   Apabila batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
TU tidak dipenuhi selambat-1ambatnya sampai dengan 2  (dua)
bulan sejak diterbitkannya SP2D TU,  maka SKPD tidak dapat
lagi  mengajukan  TU  untuk  kegiatan  yang  dikelola  oleh  PFTK
yang   bersangkutan    sampai   dengan   dipenuhinya   laporan
pertanggungjawaban TU tersebut.

e.   Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1)   Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a)  PPTK   menyiapkan   rekapitulasi   daftar   gaji   dan   tunjangan
sebagai  dokumen  pengajuan permintaan  pembayaran  LS  Gaji
dan Tunjangan.



- 183 -

b)  Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
(1)    Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh

pejabat sesuai kewenangan;
(2)    Salinan  dokumen  pendukung  perubahan  data  pegawai

yang   telah   dilegalisasi oleh   pejabat   yang   berwenang
meliputi:
(a)  gaji induk;
(b)  gaji susulan;
(c)  kekurangan gaji;
(d)  gaji terusan;
(e)   SK CPNS;
(D    SKPNS;
(g)  SK kenaikan pangkat;
(h)  SKjabatan;
(i)   kenaikan gal.i berkala;
ti)   surat pemyataan pelantikan;
(k)  surat pemyataan melaksanakan tugas;
(1)   daftar keluarga (KP4);
(in) fotokopi surat nikah;
(n)  fotokopi akte kelahiran;
(o)  surat  keterangan  pemberhentian  pembayaran  (SKPP)

gaji;
(p)  surat keterangan masih sekolah/kuliah;
(q)  surat pindah; dan
(r)  surat kematian;
Kelengkapan    dokumen    di    atas    disesuaikan    dengan
peruntukannya.

c)  Berdasarkan   rekapitulasi   daftar   gaji   dan   tunjangan   dan
dokumen  pendukung,  Bendahara  Pengeluaran  memverifikasi
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan lan9kah antara lain:
(1)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2)    Meneliti  dokumen  SPD  terkalt  untuk  memastikan  dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3)    Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
d)  Berdasarkan      basil     verifikasi,      Bendahara      Pengeluaran

menyiaphan  pengajuan  permintaan  pembayaran  IS  Gaji  dan
Tunjangan  yang  didokumentasikan  dalam  SPP-LS  Gaji  dan
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampalkan kepada PA melalui
PPK-SKPD.

2)   Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
a)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu

menyiapkan I,S Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu
kepada   berita   acara   dan   dokumen   pengadaan.   Dokumen
pengadaan yang dimaksud antara lain:
(1)    dokumen kontrak;
(2)    berita acara pemeriksaan;
(3)    berita acara kemajuan pekeljaan;
(4)    berita acara penyelesaian pekeriaan;
(5)    berita acara serah terima barang dan jasa;
(6)    berita acara pembayaran;
(7)    suratjalninan bank;
(8)    surat referensi/keterangan bank;
(9)    surat  pemyataan  kesanggupan  dari  pihak  lain/rekanan

untuk  menyelesaikan  pekeriaan  seratus  persen  sampai
dengan berakhir nasa kontrak;
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( 10)  dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak
yang dananya  sebagian  atau  seluruhnya bersumber dari
penerusan pinjalnan/ hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan
jasa yang dilakukan.

b)  Kelengkapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk jenis
pengadaan  barang  dan jasa  sebagaimana  dimaksud  huruf a
ditetapkan oleh Wali Kota.

c)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
memverifikasi  rencana  belanja  pengadaan  barang  dan  jasa
dengan langkah antara lain:
(1)    Meneliti  dokumen  SPD  terkait  untuk  memastikan  dana

untuk  belanja  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  akan
diajukan telah disediakan;

(2)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan  barang  dan  jasa  yang  akan  diajukan  tidak
melebihi sisa anggaran;

(3)    Meneliti   kelen8kapan   dan   validitas   perhitungan   atas
tagihan  pihak  ketiga,  Berita Acara Serah  Terima  (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan ].asa.

d)  Berdasarkan               hasil              verifikasi,               Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran   Pembantu   menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang
dan Jasa.

e)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
mengajukan     persetujuan     permintaan     pembayaran     rs
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD/ PPK-unit SKPD.

3)   Pengajuan   Permintaan   Pembayaran   LS   Kepada   Pihak   Ketiga
Lainnya
a)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Wall Kota dan dokumen pendukung lainnya.

b)  Besaran  Pengajuan  LS  kepada  pihak  ketiga  lainnya  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dihitung
berdasarkan    Keputusan    Wali    Kota    dan/atau    dorfumen
pendukung  lainnya  yang  telah   diverifikasi  oleh   bendahara
pengeluaran.

c)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya
sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
dengan langkah antara lain:
(1)    Meneliti    dokumen    DPA    untuk    memastikan    bahwa

pembayaran  kepada  PThak  Ketiga  lainnya  sesuai  dengan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2)    Meneliti  dokumen  SPD  terkait  untuk  memastikan  dana
untuk  pembayaran  kepada  Pihak  Ketiga  lainnya  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
akan diajukan telah disediakan;

(3)    Meneliti      kelengkapan      dan      validitas      perhitungan
berdasarkan  Keputusan  Wali  Kota  dan/atau  dokumen
pendukung lainnya.

d)  Berdasarkan               hasil               veriELasi,               Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mengajukan
Permintaan     LS     kepada     Pihak     Ketiga     lainnya     yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Hhak Ketiga lainnya.
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e)  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
mengajukan  persetujuan  permintaan  pembayaran  rs  pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD.

3.   Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagal berikut:

a.  SPP-UP
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pEnnERINTAII KOTA BALIKPAPAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP|

Nomor.

Uang Persediaan

SPP-UP

1. Nana SKPD

2. Nana Pengguna Anggaran

3. Nama Bendahara Pengeluaran

4. NPWP Bendahara Pengeluaran

5. Nama Bank

6. Nomor Rekening Bank

7. Untuk Keperluan

8. Dasar Pengeluaran SPD...      nomor:.................tanggal ..................

Sebesar:    Rp . . . . . . . . . . . . . . . . .
(:terhilang..........-.................-........................)

No U,aian

I SPD

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  : Rp

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Dst Dst:..................... Rp

11 SP2D SebelumDya

Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Nomor   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Dst Dst:.................... Rp
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.
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I.......,tan8gal...........
Bendahara Pengeharan

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Lembar Jffi
Salinan 1
SaELan 2
Salinan 3

Untuk Pengguna Anggaran/ PPK-SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PEMERIHTAII KOTA BELIKPAPAIT
SURAT pERunTAAH pEMBAyARAN UAHG RERSEDIAAN (SIT-up}

Nomor  :  .................-...........-...............
Tahun Anggaran : ........................

RmclAH REHCANA PEHGG:uNAAn

AVo Rode Rekerfug Undan Nnal Rupiah
Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xx

2. x.x.xx.xx.xx.xxx

3. dst
Nana Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.2zx.xx.2ex.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.x2LZK.xx.zex.xx

7. x.xx.xx.xx.zex.xxx

8. dst
Nana Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.X.2ex.xx.2ex

10. dst

TOTAL Rp .................

Terbilcung .. ##  .................................... nipich. ##

Mengetahui/Menyetujui:
Penggrna chggaran

IN- Lenhat
NIP..............--...--.

gTempa.t, Tanggal)
Bendaham Pengeluaran

IN- LenfroI
NIP......................
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PEMERINTAII KOTA BELIKPAPAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:.............'........................

b.  SPP-GU

Ganti Uang Persediaan

SPP-GU

1. Nana SKPD

2. Nana Pengguna Anggaran

3. Nama Bendahara Pengeluaran

4. NPWP Bendahara Pengeluaran

5. Nana Bank

6. Nomor Rekening Bank

7. Untuk Keperluan

8. Dasar Pengeluaran SPD...      nomor:.................tanggal ..... ... ... .. ... . .

Sebesar:    Rp. . . . . . . . . . . . . . . . .
{:tervilang.....................................................1

No Urain

I SPD

Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :    . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . Rp

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Nomor   :   ..................I.. Rp

Dst Dst:..................... Rp

11 SP2D Sebelumnya

Tan8gal  :  - . . . . . . . . . . . - . . . . .  . - . Nomor   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Dst Dst:.................... Rp

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagainana tertera pada daft
kelengkapan dokumen SPP ini.
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Untuk Pengguna Anggaran/ PPK-SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

..-.....,tan88al...........
Bendahara Pezigeluaran

(tanda tangan)

(nana len9kap)
NIP.

PEMERINTAII ROTA BAI+IKPAPAN
suRATpERMINThANpEMRAy:ARANGANIIunTGpERSED~(spp-qu|

Nomor :  ....-................
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL
Rp.....-..........

Terbilang : ##  .................................... Tupich ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna chggaran

pranaLengka|al
NIP.......

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengelnaran

fl±amaLengkaul
NIP....
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PEMERINTAII KOTA BALIKPAPEN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN |SPP|

Nomor:.......--......-....................

Tambahan Uang PersediaanSPP-TU

1. Nana SKPD/Unit Ken.a

I
•.............-...............-.....,,,....

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

I
......................................,,...

3. Nana     Pengguna     Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran

I
•.............-........................,,...

4. Nana PFTK

I
•.....................................,....

5.
Nana  Bendahara  Pengeluaran/3=#baahan#PeLgeharair

I

•...................................,,......

6.
NPWP  Bendahara  Pengeluaran/==#baanhan=uaPeLgeharain

I

.......................................,....

7. Nama Bank ....,................................,,,,,..

8. Nomor Rekening Bank

I
•..,..........-......................,,,,,,.

9. Untuk Keperluan

I
•...®,.................................,,,,,

10. Dasar Pengeluaran
I

SPD...      nomor:.„..............tanggal ....... ... .... ....

I

Sebesar:     Rp. . . . . . . . . . . . . . . . .(teTbilano:.....................-............................)

No Uraian

I SPD

Tanggal  :  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  :   . Rp

Tanggal : . . . . . Nomor  : Rp

Dst..... Dst         :   . Rp

I1 SP2D Sebelunnya

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Nomor  : Rp

Tan8gal :  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  :   .. Rp

Pada S

Dst           ..PP..d. Dst:.... Rp
mi   itetapkan lanpiran-lanpiran yang diperlukan sebagainana tertera pada dafterkelengkapandokumenSPPini.
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Pejabat Pelaksana Telmis Kegfatan

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Leribar Jisli
Sahian 1
Sahian 2
Salinan 3

•.......'tan8gal...........
Bendahara Pengelqaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembazittl

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Untuk Pengguna Anggaran / PPK-SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran/ PPTK
Untuk Arsip Bendahal.a Pengeluaran/PPTK

pEMERINItAH KOTA BALIKPAPA)r
suRATpERMINTAANpEMBAyARANTAMBAlrm]uAVGpERSED~(spp-Tu)

Nomor :  ...................
Tahun chggaran : .

ENCIAN RENCAHA PENGGUHAAN

No Rode Rekening U- «flai RtLpial
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.x.xx.xxx

2. x.2K.xx.xx.zex.x2ex

3. dst
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.zex.xx.xx.2ex

5. x.zex.xx.xx.x.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.zex

7. x.2ex.xx.2ex.xx.xxx

8. dst
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10. dst

TOTAL
Rp.................

Terbilang : ##  .................................... rapiah ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/ Knasa PenggqLna

chggaran

ffanaLengka_Dj
NIP.....

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengehaaran PembantT]

LNanaLengkap}
NIP  ------.---------- _ _ _



- 192 -

d.  SPP-LS Gaji dan Thnjangan

PEMERIRTAII KOTA BALIKPAPAnr
SURAT pERMlrmAAN pEMBAyARAN (sppi

Nomor:.........

Langsupg Gaji dan Tunjangan

SPP-LS

1. Nana SKPD/Unit Ken.a

2. Kode dan Nana Sub Kegiatan

3. Nalna     Pengguna     Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

4. Nana PPTK

5. Nana Bendahara Pengeluaran .....,,...............................,,,,,,

6. NPWP Bendahara Pengeluaran •.,,...............................,,,,,,,,.

7. Nana Bank .....,®.............................,,,,,,,,

8. Nomor Rekening Bank .....,,...............................,,,,,,

9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran SPD...      nomor:.................tanggal .. ..... ... . ... .. ..

Sebesar:    Rp. . . . . . . . . . . . . . . . .
(teT.btlano:..-............................................-..)

No Urain

I SPD

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . Nomor  :   .. Rp

Dst...... Dst          :   .. Rp

11 SP2D Sebelmnya

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Nomor   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor   :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

Pd

Dst..... Dst         :   .. Rp
a  a SPP mi ditetapkan lampiran-lamplran yang diperlukan sebagalmana tertera pada dafterkelengkapandokumenSPPini.
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PEMERIAVTAII ROTA BALIKPAprIN
SURAT PERMINTAAN PEREAYARAN LANGSUNG (SPP-LS| GAJI DAN TUNUANGAN

Nomor :  ....................
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL
Rp.................

Terbtlang : ##  .................................... Tapich ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna AnggaraD

ELamaLengLrd
NIP......................

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengelna:ran

ffana Lengkal
NIP....
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e.  SPP-Iis Barang dan Jasa

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP|

Nomor:............

Langsung Barang dan dasa
SPP-LS

1. Nana SKPD/Unit Kelja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

3. Nalna     Pengguna     Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

4. Nana PFTK

5.
Nana  Bendahara  Pengeluaran/
Bendahara                Pengeluaran
Pembantu

6.
NPWP  Bendahara  Pengeluaran/
Bendahara                Pengeluaran
Pembantu

7'. Nana Bank

8. Nomor Rekening Bank

9. Untuk Keperluan 1, ,, ® , , , ,1 \ 1, ® ,. , . . . .. . ...-. ..,,,, ~ ,,,11,,1,

10. Dasar Pengeluaran SPD...      nomor:.................tanggal..„..............

Sebesar:     Rp . . . . . . . . . . . . . . . . .
(teTbilano.................................................".)

No Urain

I SPD

Tan88al  :  . - . . . . . . - . . . . . . . - . . . . Nomor  : Rp

Tan8gal  :  . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . Nomor  : Rp

Dst          .                           .. Dst:....... Rp

11 SP2D Sebelumnya

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Nomor  : Rp

Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  : Rp

Dst. Dst          :   -.. Rp
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1alnpiran yang dipel.1ukan sebagaimana tertera pada daftarkelenghapandokumenSPPini.



- 195 -

Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Lembar Jisli
Salinan 1
Salinan 2
Sahian 3

•.......,tan88al...........
Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengelnaran Pembantu

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/ PPTK

TOTAL
Rp.................

Terhila:r.g : ##  .................................... Tapiah ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

chggaran

fig+anaLengkal
NIP.....

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengelnaran/ Bendahara

Pengeluaran Peln,bantu

1Nama Lengkap|
NIP ...
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f.   SPP-rs pihak Ketiga Lairmya

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAnr
SURAT PERMINTAAN PEMBAY:ARAN (SPP)

Nomor:.....-......

Langsung Pmak Ketiga Lainya
SPP-LS

1. Nana SKPD/Unit Kelja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

3. Nama     Pengguna     Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

4. Nana PFTK

5. Nana Bendahara Pengeluaran

6. NPWP Bendahara Pengeluaran

7. Nama Bank

8. Nomor Rekening Bank

9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran SPD...      nomor:......„.........tanggal . . ... .. ... ... . ... .

Sebesar:    Rp . . . . . . . . . . . . . . . . .
(teTbilano.....................................-..............)

No Uraian

I SPD

Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  : Rp

Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  : Rp

Dst. Dst         :   .. Rp

11 SP2D Sebelmnya

Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Nomor  : .. Rp

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor  : Rp

Dst          .. Dst: Rp
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagainana tertera pada daftkelengkapandokumenSPPini.
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Pejabat Pehksana Tel=nis Kegfatan
........'tan88al...........

B endahara Pengeharan

(tanda tangan)(tanda tangan)

(mama lengkap) (mama len9kap)
NIP.NIP.

sLefib=:H          :   E:::E:ina¥B%DAnggaran/PPK-SKPD

:=3            :  g:::EE:snis¥e=:=e=elpue=g=!=FTanK/PPTK

PEMERINTAII ROTA BALIKPAPAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG |SPP-LS| Pihak Ketiga Lainya

Nomor :  . . . . . . . . . . . . . .
Tahun Anggaran :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIAVCIART RENCANA PENGGUHAAN

No Kode Rekerfug Uraian RIiLai Rupiah
Nana Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. x.xx.xx.xx.2ex.2ex

2. X.X.X.X.XX.ZREC

3. dst
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. X.XX.XX.XX.XX.X2K

5. x.JET.xx.zex.x.xx

6. x.H.xx.xx.xx.zen

7. x.xx.xx.xx.xx.Jem

8. dst
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.Sex.xx.2ex.xx.xxx

10. dst

TOTAL
Rp......'.-........

TeTbilang .. ##  .................................... Tupia.h ##

Mengetahui/Menyetujui:
Penggpe Anggaran

(N- LenhaDI
NIP..--.---------------

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengelnaran

IN- LengkaDt
NIP--------------------
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P.  PERINTAII MEMBAYAR
1.   Ketentuan umum

Perintah    membayar    adalah    kewenangan    yang    dimflffi    Pengguna
Anggaran/Kuasa    Pengguna    chggaran    untuk    belanja    yang    telah
dianggarkan  dalam  DPA  SKPD.   Perintah  membayar  didahului  dengan
proses   verifikasi   belanja   oleh   PPK   SKPD   yang   sekaligus   menandal
pengakuan    belanja    tersebut.    Proses    perintah    membayar    memuat
informasi,  aJiran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
Ketentuan perintah membayar diatur sebagai berikut:
a.  Berdasarkan   pengajuan   SPP-UP,   PA   mengajukan   permintaan   UP

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
b.  Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang

telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.
c.  Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
d.  Berdasarkan        SPP-LS       yang       diajukan        oleh        Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu,  PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:
1)   kebenaran materiil surat bukti mengenal hak pihak penagih.
2)   kelengkapan   dokumen   yang   menjadi   persyaratan/sehubungan

dengan ikatan/peljanjian pengadaan barang/jasa.
3)   ketersediaan dana yang bersangkutan.

e.  Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas
Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f.   Dalam  hal  basil  verifikasi  tidak  memenuhi  syarat,   PA/KPA  tidak
menerbitkan SPM-LS.

9.  PA/KPA  mengembalikan  dokumen  SPP-LS  dalam  hal  basil  verifikasi
tidak  memenuhi  syarat,  paling  lambat  1  (satu)  hard  terhitung  sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas,  Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.  PPK-SKPD/PPK-Unit   SKPD   melakukan   verifkasi   kelengkapan   dan

keabsahan   pengajuan   permintaan   pembayaran   dari   Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b.  Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa
BUD  dan  didokumentasikan  dalam  SPM  yang  disiapkan  oleh  PPK-
SKPD/PPK-Unit   SKPD    setelafi    sebelumnya   melakukan   verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran.

c.  Jenis SPM terdiri atas:
1)    SPM-UP;
2)    SPM-GU;
3)    SPM-TU;
4)   SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
5)   SPM-rs Pengadaan Barang dan Jasa; dan
6)   SPM-LS Hhak ketiga lainnya.

d.  PPK-Unit  SKPD  berwenang  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan
keabsahan   hanya   untuk   pengajuan   permintaan   pembayaran   rs
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e.  PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran bera]chir.

f.   Dalani hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

9.  Dalam  hal  PA/KPA  berhalangan  tetap,  penunju]ckan  pejabat  yang
diberi  wewenang  untuk  menandatangani   SPM   ditetapkan   dengan
Keputusan Wali Kota.

h.  PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM,  melakukan
pencatatan pada register SPM.
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2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Pihak yang terkait

1)   PPKSKPD
a)Melakuhan     verifikasi     SPP-UP/GU/TU/LS      beserta     bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; dan
b) Menyiapkan SPM.

2)  PA SKPD sebagal pihak yang menandatangani SPM.
b.  Perintah Membayar UP

1)   Bet.dasal.kan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD  melakukan verifiikasi  dengan  cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Wali Kota.

2)   Dalam    hal    hasil    verifikasi    dinyatakan    sesuai,     PPK-SKPD
menyiapkan      rancangan      Perintah      Membayar      UP      yang
didokumentasikan dalaln draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh
Pengguna chggaran.

3)   PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lalna 2 (dua)
hari  sejak  proses  verifikasi  dinyatakan  len8kap  dan  sah,  untuk
kemudian disampalkan kepada Kuasa BUD, dengan dflengkapi:
a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pemyataan Vel.ifikasi PPK-SKPD.

c.  Perintah Membayar GU
1)   PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan

UP beserta bukfi-bulrd transaksinya yang diterima darn Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:
a)  Meneliti   dokumen   DPA   untuk   memastikan   bahwa   belan].a

tel`kait tidak melebihi sisa anggaran;
b)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan;
c)  Meneliti kelen8kapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan

dokumen peapajakan terkait; dan
d)  Meneliti  kesesuaian  jumlah  perhitungan  pengajuan  GU,  LPJ

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.
2)   Apabila  didapatkan  ketidaHengkapan  dan/atau  ketidafabsahan

dan/atau     ketidaksesuaian,     PPK-SKPD     meminta     perbalkan
dan/atau penyempumaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hard sejak diterimanya SPP-GU.

3)   Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan      pengajuan      Perintah      Membayar      GU      yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh
Pengguna chggaran.

4)   Pengguna  Anggaran  menandatangani  dan  menerbitkan  SPM-GU
paling lama 2 (dua) hard sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sari untuk kemudian disampaflran kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:
a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat  Pemyataan  Verifikasi  PPK-SKPD yang dilanpiri  checfezist

kelen8kapan dokumen.
d.  Perintah Membayar TU

1 )   Berdasarkan         pengajuan         SPP-TU         oleh         Bendahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   yang   disertai
dengan  Daftar Rincian  Rencana Belanja TU,  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan lan9kah sebagai berikut:
a)  Meneliti   dckumen   DPA   untuk   memastikan   bafiwa   belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan; dan
c)  Meneliti  kelen8kapan  dan  keabsahan  persyaratan  pengajuan

permintaan Perintah Membayar TU.
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2)   Apabila  didapatkan  ketidaklengfapan  dan/atau  ketidakabsahan
dan/atau  ketidaksesuaian,   PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  meminta
perbaikan     dan/atau     penyempurnaan     kepada     Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  paling  lambat  1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3)   Dalam  hal  hasil  verifikasi  dinyatakan  lengkap  dan  sah,   PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintafi Membayar
TU    yang    didokumentasikan     dalam    draft    SPM-TU    untuk
ditandatangani oleh Pengguna linggaran.

4)   PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
(dua) hard sejak proses verifikaLsi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dflengkapi:
a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan.
b) Surat  Pemyataan   Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  yang

dilampiri checfezisf kelengkapan dokumen.
e.  Perintah Membayar I,S

1 )   Berdasarkan         pengajuan         SPP-LS         oleh         Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  yang  dilengkapi
dengan  dokumen-dokumen  pendukungnya,   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
a)  Meneliti   dokumen   DRA   untuk   memastikan   bahwa   belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan;
c)  Meneliti     kelengkapan     dokumen     sesuai     dengan     jenis

pengajuannya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem;

d)  Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
e)  Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajugin LS dengan

dokumen pendukungnya.
2)   Apabila  didapatkan  ketidaklengkapari  dan/atau  ketidakabsahan

dan/atau  ketidaksesuaian,   PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  meminta
perbalkan     dan/atan     penyempumaan     kepada     Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  paling  lambat  1
(satu) hard sejak diterimanya SPP-LS.

3)   Dalam  hal  hasil  verifikasi  dinyatakan  lengkap  dan  sah,   PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Pe]intah Membayar
I.S     yang    didokumentasikan     dalam     draft     SPM-LS     untuk
ditandatangani oleh PA/ KPA.

4)   PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hard sejak proses verifkasi dinyatakan len8kap dan sah untuk
kemudian disampalkan kepada Kuasa BUD, dengan dflen8kapi:
a)  Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b)  Surat  Pemyataan  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  yang

dilampiri checfezis€ kelengkapan dokumen.
5)   Penerbitan SPM-I,S dapat dilakuhan dengan menerapkan Ezecfronz.c

r7iczczI.7ig  PZczfform  (ETP)   yang  dicetak  dan   di]drim   secara  online
dalam bentuk file atau dikirim langsung kepada Kuasa BUD.



3.   Dokumen Terkait
a.  SPM-UP
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pEMBRIrmAII KOTA BALIKPAnenr
SURAT PERINTAII UEMBAYAR

Uang   erse
Tahun Apggaran: NO. SPM:

KUASA BENDAHARA UrmrH DAERAH Potonrm-potonrm: .PEMERINI"I HOTA BALIHPAPAH
No. Undan(No.Rekening} Junlah K®terasupaya menerbitkan SP2D kepada:SKPD n8an

B endahara/ Pihak lain Jundah Rp.........,-No. Rekening Bank
Nana Bank `'''''''''''''_I
NPWP

\nsoirm:as;he. (Itdck mengurangi junlch pewhagaran SP.Dasar Pembayaran

Untuk Keperluan:
No, Uraian(No.Rekening) Jumhi IIeterangan

Jundah Rp.........,-

Pembehanan Pada Keglatan SPM yang Dlbayaz.nan
KODE REIATAV URAIAN NILAI •umlah yang Dininta Rp...............,-

etimlah Potongan Rp...-..........,-umlal Rp...............,-

dtimlah yang Dlhayarl=an Rp.....-......-,-

Uang sejumlah:  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .)

•umlah spp yang Dininta:      Rp ..............,-(terbilcng)
....................'tan8gal..........

Penggrna Angg©

(tanda tangan)

/nana lendrt]l
NIP.

Nomor dan Tanaga] SPP

SSP¥ii:±±¥¥±|±=||±gr}4±±g±angwidandistempeldehKepdeslcpD
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PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
SURAT pERIrmAII MEHRAyAR

Gantl UaDg (GU)

b.  SPM-GU

Tahun Anggaran: No. SPM=

KUASA RENDAHARA umuM DAERAII P_otonan-pet®ngan=
PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

Ho, Uraian Junlah keterangan
supaya menerbitkan SP2D kepada:SKPD (No. Rekening)

Bendahara/ Pihak Lain Jumlah Rp.........,
No. Rekening Bank
Nana Bank
NPWP

\ndorm;asl:. (Itdck mengurangi jumlchDasar Pembayaran
pembayaran SPM)

Untuk Keperluan:
No. u-(No.kekenlng) Junlah Keterangan

Jumlch Rp.........,

Pembobanan Pada Keglatan Spin yang Dlbayarlfa.I
KODE KEGIATAN UFLAEN NILAI •unhi yang Dininta Rp...............,-

eunhi Potongpe Rp...............,-
Junlch Rp...............,-

•unlah yang Dibayarhan Rp...............,-

Uang sejumlab:  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

•umlah spp yang Dininta:      Rp ..............,-
•...................,tanggal..........(terbitcng)

Penggrna Anggaran{tandatangan)

(nana lendrDl
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

S±£±±:9±±P=±9±g±±±g±±g:±angaridandisteTnpeldehKepalasKPD



- 203 -

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
SURAT PBRINTAII MEMBAYAR

c.   SPM-TU

Tanbah Uang  TU
Tchun Anggaran: Ho. SPH:

KUASA BENDAHARA umuM DAERAII Potongpe-potongan:
PEMBRINItAII KOTA BALIKPAPAiIV

RTo, Uralan{No.Rekening) Junlah Keterangr
supaya menerbitkan SP2D kepada:SKPD

Bendahara/ Thak lain Jumlari Rp.........,-
No. Rekening Bank
Nana Bank
NPWP

\ndomasit. (Tidck mengu:rangi jumlahDasar Pembayaran
pembayc.ran SPM)

Untuk Keperluan:
No® tJ-(No.Rckening) Junlah Keteran

Jundah Rp...-.....,-

Pombebanan Pnda Keglatm SPM Yang Dibayarkan
KODE REIATEN URAIJEN NILAI •tLmlch yng Dininta Rp-..............,-

•unlah Potongan Rp...............,-Jumlah Rp...............,-

•umlah yang Dibayarl=an Rp...............,-

Uang sejumlah:  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

•umlah spp yang Dinlnta:      Rp..............,-(terbilang)
•...................'tan8gal..........

Penggrna Anggaran/ Kuasa Pengguna Ang8aran

(tanda tangan)

/nana lengkao`
NIP.

Nomor dan Thnggal SPP

SPMinsahapam;atelahditandatangairidandisterxpetolehHepalaSKPD
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PEMERIRTAII KOTA BALIKPAPAN
SURAT PERINTAEI MEMBAYAR

d.  SPM-LS

LANGSUNG (LS)

Tchun AdqEprm: No. SPH=

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH poto©-potonrm:
PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAlr

No, U-(No.Rekening) Junlah Keterangqu
supaya menerbitkan SP2D kepada:SKPD

Bendahara/ Pinak lain Jumlah Rp....-....,
No. Rekening Bank
Nana Bank
NPWP

\ndormasfa (Tidak mengu:rangi ju:ndchDasar Pembayaran
pembayc~ SPM)

Untuk Keperluan:
No. Uraian(No.Rekenir® Junhi Keterangr

Jundah Rp.........,

Pombebanan Pada Keglatan Spin Yang Dibayarlsan
HOPE KEGIATAN URAIAN NILAI •tLmlah yang Dinlnta Rp...............,-

Jumlah Potongap Rp...............,-Junhi Rp...............,-

tJumlah yang DlhayarlEan Rp...............,-

Uang sejumlah:  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . .)

•umlch spp yapg Dlminta:      Rp ..............,-
....................,tanggal..........(terbuctng)

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

fnana lenhaol
NIP.

Nozzior dazz Tanagal SPP

S§F±Sj±:_i_schapabhateidhdthndatangcwidandisfeTng?eldehKapainsKPD
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Q.  PERINTAII PENCAIRAN DANA
1.   Ketentuan umum

Perintah     pencairan     dana     dibuat     oleh     Kuasa     BUD      untuk
mengeluarkan   sejumlah   uang   dari   RKUD    berdasarkan   SPM   yang
diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada
bank  operasional  niitra  keljanya   untuk   mencairkan   dana   di   RKUD
dengan  tujuan  pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM
yang  diajukan  paling  lama  2  (dua)   hari   sejak   SPM   diterima.   Proses
perintah    pencairan    dana    memuat   informasi,    aliran    data,    serta
penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:
a.   Kuasa BUD  menerbithan  SP2D  berdasarkan  SPM yang diterima dari

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra keljanya.
b.   Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hard sejak SPM diterima.
c.   Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1)   meneliti  kelengkapan  SPM  yang  diterbitkan  oleh  PA/KPA  berupa
Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2)   mengt+ji  kebenaran  perhitungan  tagihan  alas  beban  APBD  yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3)   menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersan9lmtan; dan
4)   memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Daerah.

d.   Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
1)   tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
2)   pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
3)   belum melakukan tertib administrasi penatausahaan barang milik

daerah dengan penjelasan sebagal berikut:
a.  melakukan  pencatatan  aset tetap  atas  realisasi belanja modal

perangkat  daerah  pada  aplikasi  penatausahaan  barang  milik
daerah    berdasarkan    Berita    Acara    Serah    Terima    (BAST)
Barang/ Hasil Pekeljaan.

b.  tidak melampirkan bukti pencatatan belanja modal pada Kariu
Inventaris Barang (KIB) yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Barang   dan   Pengurus   Barang   serta   telah   melalui   proses
verifikasi   dan   validasi   sesuai   penggolongan   dan   kodefikasi
barang milik daerah pada dokumen  Surat Perintah  Membayar
(SPM) yang diajukan oleh Peran8kat Daerah.

e.   Kuasa  BUD  mengembalikan  dokumen  SPM  dalam  hal  SP2D  tidak
diterbitkan  paling  lambat  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wall Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   Perintah Pencairan Dana disampalkan kepada Bank dengan memuat

informasi tentang:
1)   Baki Rekening yang akan dicairkan.
2)   Jumlah total dana RKUD yang dicairkan.
3)   Tujuari pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:

a)  pihak  penerima  non-pihak  ketiga  atau  pihak ketiga  penyedia
barang/jasa.

b)  potongan    yang    bersifat    transitoris,    diperlakukan    sesuai
ketentuan pada pada peraturan perundang-undangan.

b.   Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalaln Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Pihak yang terkalt

1)  Bank sebagai pihak yang melaksanakan:
a)  pembayaran dan pemotongan atas pungutan dari SKPD.
b)  membuat rekapitulasi data SP2D yang dicairkan.
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c)  menyampaikan rekening koran harian ke BUD  (laporan posisi
kas harian).

2)  Kuasa BUD yang bertugas:
a)  melakukan verifikasi SPM-UP/GU/TU/I,S.
b)  memeriksa kelengkapan SP2D.
c)  menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan

dalam SP2D.
d)  menerbitkan register SP2D.

b.   Kuasa BUD melakukan verifikasi
Berdasarkan   pengajuan   SPM   oleh   PA/KPA   yang   disertai   Surat
Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pemyataan
Tanggung  Jawab  Mutlak  PA/KPA,  Kuasa.  BUD  melakukan  verifikasi
dengan langkah-langkah sebagal berikut:
1)   Meneliti   DPA   untuk   memastikan   bahwa   belanja  terkalt   tidak

melebihi sisa anggaran.
2)   Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana  untuk  belanja

terkait telah disediakan.
3)   Meneliti  dan  memastikan  kelengkapan  dokumen  yang  menjadi

persyaratan pengajuan SPM:
a)  Surat Perintah Membayar (SPM);
b)  Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP'Iuno ;
c)  Surat   Pemyataan   Verifikasi   Kelengkapan   dan   Keabsahan

Dokumen oleh PPK SKPD;
d)  Kuitansi   dinas   yang   ditandatangani    PA/KPA,    Bendahara

Pengeluaran dan Penerima;
e)  Fotokopi Rekening Bank;
I)   Elektronik billing untuk pajak negara;
g)  Surat Setoran Pajak Daerah untuk pajak daerah;
h)  KIB (Ichusus belanja modal); dan
i)   Resume kontrak.

4)   Menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  atas  Beban  APBD  yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

5)   Dalam  hal  teljadi   ketidaksesuajan   dan/atau   ketidaldengkapan
dalam   proses   verifikasi   tersebut,   Kuasa  BUD   mengembalikan
dokumen   SPM   paling   lambat   1    (satu)   hard   terhitung   sejak
diterimanya SPM.

6)   Dalam   hal   proses   verifiikasi   dinyatakan   len8kap,   Kuasa   BUD
menerbitkan   Perintah   Pencalran  Dana  yang  didokumentasikan
dalam SP2D.

c.   Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
1)   Kuasa    BUD    menerbitkan    Perintah    Pencairan    Dana    yang

didokumentasikan   dalaln   SP2D,   dalam   hal   proses   verifikasi
dinyatakan  lengkap.  Kuasa  BUD  tidak  menerbitkan  SP2D  yang
diajukan PA dan/ atau KPA apabila:
a)  Tidak  dilengkapi  Surat  Pemyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak

PALIRTA:'
b)  Tidak  dilen8kapi  Surat  Pemyataan  Veriffiasi  PPK-SKPD  yang

dilampiri checfezis€ kelengkapan dokumen; dan
c)  Belanja tersebut melebihi sisa anggaran  dan/atau  dana tidak

tersedia.
2)   Perintah   Pencairan   Dana   disampalkan   kepada   Bank   dengan

memuat inforlnasi tentang:
a)  Bald Rekening yang akan dicairkan.
b)  Jumlah total dana RKUD yang dicairkan.
c)  Tujuan  pembayaran  dari  jumlah  total  tersebut  yang  terinci

menjadi:
(1)    Pihak   penerima   non-pihak   ketiga   atau   pihak   ketiga

penyedia barang/jasa.



- 207 -

(2)    Potongan   yang   bersifat   transitoris,   diperlukan   sesuai
ketentuan.

d)  Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD
dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan
dalam  Perintah  Pencairan  Dana  tersanpajkan  antara  kedua
belah  pihak  dengan  tetap  memperhatikan  keamanan  digital
pada sistem masing-masing.

3.  Dokumen Terkalt
Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagal berikut:
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a.  SP2D-UP
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b.  SP2D-GU

3
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Lembar 1  : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2   : Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran
Lembar 3  : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4  : Pinak Penerima

c.   SP2D-TU

ROTA EIALIKPAPAN

Nomor SPM
Tanggal
Nana SKPD

Bank  Pengirin
Hendaklah mer]
Uang sebesar Rp ......... (terbilang
Kepada

NPWP
No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperluan Untuk
Pagu Anggaran

•...-..., tan8gal .........
Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah

(ttanda tangan)

(nana len8kap)
NIP.

SURAT PERIN"II PENCAIRiEN DAIIA (SP2D)
Nomor i .................

Dari
NPWP

Tahun Anggpran :

/ memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ............

HODB KEGIATAN/SUB IZBGIATAlr

BUD/Kuasa BUD

Uraian  (No. Rekening) Keterargr

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Uraian  (No. Rekening) keterangap

SP2D yang Dibayarkan

umlah yang Diminta Rp.....-..........................,-

undah Potongan Rp.............................-..'-
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d.  SP2D-LS
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R.  PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUAIEN

1.   Ketentuan umum
Dalam    penatausahaan    belanja    daerah,    Bendahara    Pengeluaran/
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  harus  melakukan  pengendafian  atas
pelaksanaan  belanja  yang  menjadi  kewenangannya.  Pembukuan  yang
dilakukan     oleh     Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran
Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksaLnaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendafiara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku
sebagai berikut:
a.   Buku Kas umum;
b.   Buku pembantu Bank;
c.   Buku pembantu Kas Tunai;
d.   Buku Pembantu Pajak;
e.   Buku Pembantu Panjar; dan
f.    Buku pembantu per sub Rincian objek Belanja.
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
a.   Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
b.   SPP UP/GU/TU/LS;
c.    SPM UP/GU/TU/LS;
d.   SP2D; dan
e.   Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Hhak yang terkait

1)  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  yang
bertugas:
a)  Melaksanakan pencatatan pemburfuan atas berbagai transaksi;
b)  Melakukan penutupan BKU setiap bulan; dan
c)  Membuat berita acara pemeriksaan kas.

2)  PPK-SKPD yang bertugas:
a)  Melaksanakan   verifikasi   atas   pembukuan  yang   diterbitkan

bendahara; dan
b)  Melaksanakan verifikasi atas berita acara pemeriksaan kas.

3)  PA/KPA    sebagai    pihak    yang    melakukan    pengesahan    atas
pembukuan    bendahara    pengeluaran/bendahara    pengeluaran
pembantu dan berita acara pemeriksaan kas.

b.   Penerimaan Hang persediaan
Bendahara       Pengeluaran/Bendahara       Pengeluaran       Pembantu
membukukan  penerimaan  UP/GU/TU  berdasarkan  SP2D-UP/SP2D-
GU/SP2D-TU,  dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum
di  sisi  penerimaan  dan  pada  Buku  Kas  Pembantu  Bank  di  sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-
GU/SP2D-TU.
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c.   Pelimpahan Hang persediaan
Pelimpahan  sebagian  UP  kepada  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
dicatat  pada  BKU  di  sisi  pengeluaran,  serta  pada  Buku  Pembantu
BankdisisipengeluaransesuaidenganjumlahUPyangdilimpahkan.

d.   Pergeseran uang persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/BendahaLra Pengeluaran Pembantu
melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,
dilakukan  pencatatan  pada  BKU  sisi  pengeluaran  dan  penerimaan,
pada  Buku  Pembantu  Bank  di  sisi  pengeluaran,  dan  pada  Buku
Pembantu   Kas   Tunas   di   sisi   penerimaan   sesuai   dengan  jumlah
UP/ GU/TU yang digeser.

e.   Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran    Pembantu    berdasarkan    bukti-bukti    belanja    yang
disanpaikan  PPTK  secara  tunai/non  tunai,  dilakukan  pembukuan
dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu
Kas  Tunai/Buku   Pembantu  Bank  di  sisi  pengeluaran,   dan  pada
Pembantu Sub Rincian Objek 13elanja pada kolom UP/GU/TU sejumlafi
nilai belanja bruto.
Pemberian Uang Panjar
Berdasarkan  Nota Pencairan  Dana PA/KPA,  serta bukti pengeluaran
uang/bukti  lainnya  yang  sah,   Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang
yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku
Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di
sisi pengeluaran.

9.   Pertanggungjawaban Pang panjar
Berdasarkan    pertanggungjawaban    yang    diberikan    PPTK    atas
penggunaan    uang    panjar,     Bendahara    Pengeluaran/Bendabara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di
buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.
1)  Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PFTK,

Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran     Pembantu
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai
pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan.

2)  Dalam    hal    terdapat    kekurangan    uang    panjar,    Bendafiara
Pengeluaran/    Bendahara    Pengeluaran    Pembantu    membayar
kekurangannya kepada PPTK,  dan  selanjutnya mencatat di Buku
Pembantu   Bank   atau   Buku   Pembantu   Kas   Thnal   pada   sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

h.   Belanja melalui LS

1.

Bendahara       Pengelual.an/Bendahara       Pengeluaran       Pembantu
melaksanakan  pembukuan  pembayaran  belanja  melalui  LS  dengan
melakukan   pencatatan   pada   BKU   di   sisi   penerimaan   dan   sisi
pengeluaran  pada  tanggal  yang  sama,   dan  mencafat  pada  Buku
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar
jumlah belanja bruto.
Pemungutan dan Penyetoran Pajak
1)  Pada      saat      pemungutan/pemotongan      pajak,      Bendahara

Pengeluaran/  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mencatat  pada
BKU di sisi penerimaan,  dan pada Buku Pembantu  Pajak di sisi
penerimaan.

2)  Pada   saat   penyetoran   ke   Rekening   Kas   Negara,   Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran   Pembantu  mencatat  pada
BKU   di  sisi  pengeluaran,   dan  Buku   Pembantu   Pajak  di   sisi
pengeluaran.

Buku  Kas  Umum  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu    wajib    ditutup    pada    setiap    akhir    bulan    dengan
ditandatangani  oleh Bendahara Pengeluaran/Bendafiara Pengeluaran
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Pembantu  dengan  PA/KPA.  Penutupan  BKU  dilampiri  Berita  Acara
Pemeriksaan Kas.

k.   Batas   maksimal  jumlah   uang  tunai  yang  boleh  disimpan   dalam
brankas  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
adalah sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Dokumen Terkait

a.  Register SPP-SPM-SP2D
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b.  BKU

PEMBRINTAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN

BUKU RAS UMUM
Periode:..................

Saldo Kas d£ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

terdiri dari:

a. Tunai

b. Bank

:Rp.........................

:Rp.....'...................

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggarana

Nana
NIP:........................

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengelu aran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantua
Nana

NIP:........................
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c.  Buku Pembantu Bank
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d.  Buku Pembantu Kas
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e.  Buku Pembantu Pajak

PBMERINTAH KO`IA BALIKPAPAN
SKPD.........
TAHUN ANGGARAN ..............

BUKU PBMBANTU PAJAK

Periode:......................

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

GE
Nana

NIP:........................

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

penge]ifeembantu

Nana
NIP:........................
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f.   Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SKPD.........
TAHUN ANGCIARAN ..............

BUKU PBMBANTU  PANJAR

Periode:......................

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

fin
Nana

NIP:........................

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu

GE
ELa

NIP:........................
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9.  Buku Pembantu Sub Rincian Objek

Kode Rekening

Nana Rekening

PEMERINTAH  KOTA BALIKPAPAN
SKPD.........
TAHUN ANGGARAN ..............

umlah Anggaran (DPA)

umlah Anggaran (DPPA)

:Rp............

:Rp............

BUKU PEM13ANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

Periode:......................

Disetujui oleh,
PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran

GE
Hang

NIP:........................

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaranpeffi

HaEa
NIP:........................
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S.     3ENNYG£###       LAPORAN        PERTAPJGGUNGJAWABAN        BENDAHARA

1.   Ketentuan umum
Sebagai    bagian    dari    tugas    dan    tanggung   jawabnya,    Bendahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   harus   menyampaikan
Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ).  Penyusunan  dan  penyanpaian  LPJ
Bendahara   memuat   informasi,   ahian   data,   serta   penggunaan   dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Laporan      pertanggungjawaban      Bendahara      Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:
a.   Bendahara         Pengeluaran         secara         administratif         wajib

mempertanggungjawabkan  penggunaan  UP/GU/TU/LS  kepada  PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b.  Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   pada
SKPD    wajib    mempertanggungjawabkan    secara   fungsional    atas
pengelolaan    uang    yang    menjadi    tanggung   jawabnya    dengan
menyampalkan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c.   PPKD bervenang menyanpaikan surat teguran kepada SKPD dengan
tembusan Sekretaris Daerch dan Inspektorat.

d.   Penyampaian                      pertanggung7.awaban                      Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu   secara  fungsional

Sg#=anggauakngawab=et;:#ge[uargteor]:]ithp¥/KPA.Surat       Pengesahan
e.   Untuk  tertib  LPJ  pada akhir tahun  anggaran,  pertanggungjawaban

pengeluaran   dana   bulan   Desember   disanpaikan   pahag   lambat
tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   Bendahara  Pengeluaran  wajib  menyampaikan  pertanggungjawaban

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
b.   Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1)   LPJ penggunaan up
a)   LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahaa Pengeluaran pada

setiap pengajuan GU.
b)   LPJ  penggunaan  UP  disampaikan  kepada  PA  melalui  PPK+

SKPD dilampiri bukti-bukti belanja belanja yang lengkap dan
sah.

c)   LPJ  Penggunaan  UP  dijadikan  sebagai  lampiran  pengajuan
SPP-GU.

d)   Pada  akhir  tahun  LPJ  Penggunaan  UP  disampaikan  secara
khusus  (tidak  menjadi  lampiran  pengajuan  GU),  sekaligus
sebagai  laporan  sisa  dana  UP  yang  tidak  diperluka]i  lagi.
Penyampaiali LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP
ke RKUD.

2)   Pertanggungjawaban penggunaan TU
a)   Pertanggungjawaban     penggunaan     TU     dilakukan     oleh

Bendahara   Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran   Pembantu
setelah  TU  yang  dikelolanya  telah  habis/selesai  digunakan
untuk mendanal suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b)   Pertanggung7.awaban   penggunaan   TU   disanpaikan   kepada
PA/KPA  melalui  PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  berupa  LPJ  TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c)   PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap un
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.
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3)   Pertanggung}.awaban Administraur
a)   Pertanggungjawaban       administratif      disampalkan       oleh

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b)   Pertanggungjawaban      administratif     berupa      LPJ      yang
menggambarkan  jumlah  anggaran,  realisasi  dan  sisa  pagu
anggaran   secara   kumulatif   dan/atau   per   kegiatan   yang
dilampiri:
(1)   BKU;
(2)  Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3)  LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c)   Pada   bulan   terakhir   tahun   anggaran,   LPJ   administratif
disampaikan  paling  lambat  tanggal   10  bulan  Januari  dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4)   Pertanggungjawaban ELlngsional
a)   Pertanggungjawaban fungsional disampalkan oleh Bendahara

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b)   Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi  dengan  LPJ  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu,
dilampiri:
(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c)   Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran  kepada  PPKD   selaku   BUD   setelah  mendapat
persetu].uar PA.

d)   Pada  bulan  terakhir  tahun  anggaran,  pertanggung].awaban
fungsional   disampaikan   paling   lambat   tanggal   10   bulan
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  PThak Yang Terkait

1)  Bendahara Pengeluaran Pembantu
a)   menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
b)   menyalnpaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.

2)  Bendahara Pengeluaran
a)   menyiapkan LPJ penggunaan UP/TU.
b)   menyampalkan LPJ penggunaan UP/TU kepada PA melalui PPK

SKPD.
c)   melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu.
d)   menyampaikan  LPJ  administratif   UP/TU  kepada  PA  melalui

PPK SKPD.
e)   menyampaikan  pertanggungjawaban  fungsional  kepada  PPKD

selaku Kuasa BUD.
3)  PPK SKPD

a)   melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU.
b)   melakukan verifikasi terhadap LPJ administrative.
c)   mengajukan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara

secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
4)  PA  SKPD  sebagal  pihak  melakukan  pengesahan  LPJ  Bendahara

Pengeluaran.
b.  Langkah Teknis Pelaksanaan

1)  Pertanggungjawaban Penggunaan UP
a)   Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan

LPJ penggunaan UP.
b)   Laporan   Pertanggungjawaban   Penggunaan   UP   disampaikan

kepada    Pengguna    Anggaran    melalui    PPK-SKPD    sebagal
lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang
lengkap dan sah.
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2)  Pertanggungjawaban Penggunaan TU
a)   Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah

TU  yang  dikelolanya  telch  habis  digunakan  untuk  mendanai
suatu  sub  kegiatan  dan/ataLu  telah  sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

b)   Bendahara  Pengeluaran  menyampaikan  LPJ  Penggunaan  TU
kepada  PA  melalui  PPK-SKPD  dengan  dilampiri  bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.

c)   PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap  LPJ penggunaan TU
sebelum   ditandatangani   oleh   PA   dengan   lan8kah-langkah
sebagal berikut:
(1)    Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana  untuk

belanja terkait telah disediakan.
(2)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkalt tidak melebihi sisa anggaran.
(3)    Menefiti keabsahan bukti belanja.

3)  Pertanggungjawaban Administratif
a)  Penyusunan LPJ

(1)    Setiap  akhir  bulan,   Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(2)    Bendafiara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
serta   melakukan   konsolidasi   dengan   LPJ   Bendahara
Pembantu.  LPJ Bendahara memberikan gambalan jumlah
anggaran,   realisasi,   dan   sisa   pagu   anggaran   secara
kumulatif dan/ atau per kegiatan yang dilampiri:

Buku Pembantu Lainnya
SPJ Administratif
Laporan Penutupan Kas
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rekening Koran

b) Penyampaian LPJ Administratif
(1)    Bendahara  Pengeluaran  menyampaikan  LPJ  Bendahara

kepada  PA  melalui  PPK-SKPD  paling  lambat  tanggal  10
bulan berikutnya.

(2)    PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LIu administratif
dengan langkah-]angkah sebagai berikut:
(a)  Meneliti transaksi belanja beseha tanda bukti belanja

yang  terdokumentasikan  dalam  buku  atau  laporan
terkait

(b)  Meneliti  penerimaan  SP2D  yang  terdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkait

(c)  Melakukan     analisis     kesesuaian     dan     kepatuhan
terhadap proses belanja dan pengeluaran kas

c)   Apabila   dalam   proses   verifikasi,    PPK   SKPD   menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminfa     perbaikan     dan/atau     penyempumaan     kepada
Bendahara Pengeluaran.

d)   Dalam hal proses verifiikasi dinyatalran sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatangarian dan persetujuan
LPJ    Bendahara    secara    administratif    kepada    Pengguna
Anggaran.

e)   Pengguna   Anggaran   menandatangani   LPJ   Bendahara  yang
sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

4)  Pertanggungjawaban Fungsional
a)   Setelah    LPJ   Bendahara   Pengeluaran   ditandatangani   oleh

Pengguna  Anggaran,  Bendahara  Pengeluaran  menyampaikan
pertanggungjawaban  fungsional  kepada  PPKD  selaku  Kuasa
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BUD  untuk
berikutnya.

ditandatangani,  paling  lambat  tanggal  10  bulan

b)   PPKD   selaku   kuasa  BUD   melakukan  proses  verifikasi  dan
menandatangani  LPJ  Bendahara  Pengeluaran  sebagai  bentuk
persetujuan.

c)   Pertanggungjawaban  fungsional  berupa  LPJ  yang  merupakan
konsolidasi  dengan  LPJ  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu,
dilampiri:
(1)    Laporan penutupan Kas
(2)    LPJ Bendahara pengeluaran pembantu
(3)     BKU
(4)    Buku pembantu lainnya
(5)    SPJ fungsional
(6}    Rekening Koran

5)  Pertanggung}.awaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
a)  Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

( 1)    Pertanggungjawaban penggunaan up dilarfukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuari penggantian limpafian
UP.

(2)    Pertanggungjawaban        penggunaan        limpahan        UP
disampaikan  kepada  KPA melalui PPK-Unit SKPD  berupa
LPJ limpahan UP yang dilampiri bulsti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

(3)    LPJ-limpahan     UP     disampaikan     kepada     Bendahara
Pengeluaran  sebagai  dasar  penyusunan  LPJ  Bendahara
Pengeluaran.

b)  Pertanggungjawaban penggunaan TU
(1)    Pertanggungjawaban    penggunaan    TU    dilakukari    oleh

Bendahara   Pengeluaran   Pembantu    sete]al   TU   yang
dikelolanya telah habis/ selesai digunakan untuk mendanal
suatu  sub  kegiatan  atau  telah  sampai pada walrfu yang
ditentukan sejak TU diterima.

(2)    Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA  melalui  PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  berupa  LPJ-TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

(3)    PK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  melakukan  verifikasi  terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

c)  LPJ
(1)    Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   menyampaikan   LPJ

kepada  Bendahara  Pengeluaran  paling  lambat  tanggal  5
bulan berikutnya, dilampiri:
(a)  BKU; dan
(b)  La.poran penutupan kas.

(2)    PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD  melakukan verifikasi terhadap
LPJ   sebelum  ditandatangani  KPA  untuk  mendapatkan
persetujuan.
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3.    Dokumen Terkait
a.  LPJ-UP

PEMERINTAH KO'rA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN .„ ...

LApORAN pERTANGGUNG`IAWABAN u.ENG pERSEDlan
Periode:..................

Besaran UP berdasarkan SK KDH :
Uang Persediaan (UP) Awal Periode
Penggunaan Uang Persediaan (UP)
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode

Urusan
Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

•Hedo REke ufaha Jumlch behaja ]EL"uhasi

I
She AnggaranAngE- Pedode hl Eehoja

11111111111111_

Urusan
Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Junm
Anggprm

Bendahara Pengeluaran,a
Nama

Nip......................
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b.  LPJ-TU

Program
Sub Kegiatan
Tanggal SP2D TU

PBMERINTAH KO'IA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PERTAHGGUNGJAWAIAN TAHRAIIAV UIAVG PERSEI)IIEN
Periode:..................

innde Ekhaing tJ- Jumth

Total

Tambahan Uane Persediaan (TU)
Sisa Uang Persediaan ITU)

Menyetujui,pe;grding- Disiapkan oleh,
BendN:Parffie]uaran
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c.  Laporan Penutupan Kas

Kepada Yth,
.,,®,...........,®,,

..,,,,,........,,,,,

Di Tempat

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN  ......

LAPoRA» pmruTupAIr llus
Bulan      :  ..................

Dengan  memperhatikan  Peraturan Wall  Kota Balikpapan  No ........................  Tahun
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersana ini kami sampaikan Laporan I
terda"]+ rii.  T2-r`AQLa~.  i3^_~^i..___._  A,,._terdapat di Bendahara Pengeluarin SKPD

A.    Kas dl BendaJian pengeluaran
A. I Saldo awal bulan tanggal
A.2 Jumlah Penerimaan
A.3 Jumlah Pengeluaran
A.4 Saldo aThdr bulan taqgiv
Saldo Akhir bulan  tanggal     .....
Saldo di Bank sebesar Rp ..........

adalch sejumlch Rp.

mengenai Sistem
Penutupan Kas Bulanan yang

dengan sebagai berikut :

Rp.
Terdiri dari saldo di kas  tunai sebesar   Rp.    .                              dan

8.    Has dl Bendahara pengeluaran pembantu
a.1 Saldo awal bulan tanggal
8.2 Jumlah Penerimaan
8.3 Jumlah Pengeluaran
8.4 Saldo althir 1)ulan tangiv_. -___-__.I-~,I,,56H                                                            Rp.
Saldo Akhir bulan tanggal    ........... Terdin dari saldo di kas tunai sebesar  Rp ......................... dan
Saldo di Bank sebe8ar Rp ......................

C.    Rehapltulael podel Kas dl Bendahan peng®luann
C.1  Saldo Kas Tunai
C.2 Saldo Bank
C.3 Saldo Total

Bendahara Pengeharan ,a
Nana

Nip......................
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d.  SPJ Administratif

EB
PBHERINTAII KOTA BALIInAPAN
SRTD......................................
TAHUN ANGGARAN . . . . . .

LApORAN pERTANGGUNG`IAWABAV BENDAH,rm PENGELUAEN
(SPJ - JanHINISTRATIF)

Bqha:..................

- Kodbkeha'
SPJ - rs call  _ spu - LS aJamarang GB spLr - up/Gu/" Jrurilch .   fropqu , iAnggrmJrunlahAngganp•tl-

a.a. Buta s,a.rfuaIud S.a.Edy Bula
•    S.a.•Bull

•..Bull •rm 8,a.
SPJ givs +up/GU/Iu'Sd

Bulan`|alu atut n•Lrfu aInl •nInl n-Lrfu a']nd n\Iut\ eufu hi
`n,,

JUHLAH

Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. Pph 2 1

c. Pph 22

d. Pph 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

-SPJ(UP/GU/TU/LS)

- Penyetoran Pajak

- Pajak

a. PPN

b. Pph 21

c. Pph 22

d. Pph 23

- Lain-lain

JumlahPengeluaran

Saldo Kas
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e.   SIU Fungsional

a       :EHi::i?==:....:.:.I.==rmLaeENpERTAH

cauNGjrAWABAN BENDAHARA PENGELUAEun
(SPU - FUNGSIONAI)
BulaJl:..................

"e
a -LS cajl  ' spu - LSJasaBarang a SPJ-upl® UITu

•sin
Urfuan

Junlch ,
Junlah SPJ givs +

Aqaran 8,a.Butan eul.a•hi sid,,8uhI-,n,`,tnt, a.a.rmn•I,alu inhanlut S,'bulaa,Iri S.a.,fuhaa.I,tlu rma'hIud a.d.rm •UP,au/Iu'5.a,Bqhainl -Pagr  -Ad-a

Lalq a
inl

I
I
I
I

J-AH
Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajck

a. PPN

b.  Pph 21

c. Pph 22

d. Pph 23

- Lain-lain

|Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

-SPJ(UP/QU/TU/LS)

- Penyetoran Pajak

- Pajak

a.  PPN

b. Pph 21

c. Pph 22

d. Pph 23

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,Penggu na Anggaran Bendahara Pengeluaran

@ aJife Nama
NIP:...............

NIP:...............
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T.  PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN
ANGGAEN

1.   Ketentuan umum
a.  Pelaksanaan              pekeH.aan/pembayaran              atas              ikatan

peljanjian/kontrak/perikatan    lainnya    sesual    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran dapat ten.adi ahibat:
1)  keterlambatan    pembayaran    terhadap    pekeljaan    yang    telah

diselesaikan 100°/o pada tahun berkenaan;
2)  perpanjangan   waktu   pelaksanaan   pekeljaan   sesuai   ketentuan

peraturan     perundang-undangan     yang     mengatur     mengenal
pengadaan barang dan jasa;

3)  keadaan  di  luar  kendali  Pemerintafi  Daerah  dan/atau  penyedia
barang  dan jasa  termasuk  keadaan  kahar  gro7ice  mcijca7ie)  sesuai
peratu I.an perundang-undangan ;

4)  kewajiban  lalnnya  pemerintali  daerah  sesual  dengan  ketentuan
peraturan    perundang-undangan    antara    lain    hasil    putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

b.  Pelaksanaan  pembayaran  atas  keterlanbatan  pembayaran  terhadap
pekeljaan  yang  telah   diselesaikan   100%   pada  tahun   berkenaan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagal berikut:
1)  melakukan  perubahan  perkada  tentang  penjabaran  APBD  dan

diberitahukan    kepada    pimpinan    DPRD    untuk    selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2)  pembayaran   atas   kewajiban   pihak   ketiga   dianggarkan   dalam
program,    kegiatan,    dan   sub   kegiatan   serta   kode   rckening
berkenaan.

3)  mengesahkan  DPA  SKPD  atau  Perubahan  DPA  SKPD  dan  SPD
sebagal dasar pelaksanaan pembayaran.

c.  Pelaksanaan   pembayaran   alas   peapanjangan   wa]rfu   pelaksanaan
pekeljaan   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa,  pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:
1)  melakukan  perubahan  perkada  tentang  penjabaran  APBD  dari

diberitariukan    kepada    pimpinan    DPRD    untuk    selanjutnya
ditampung dalam perda pembahan APBD;

2)  pembayaran   atas   kewajiban   pihak   ketiga   dianggarkan   dalam
program,    kegiatan,    dan   sub   kegiatan   serta   kode   rekening
berkenaan.

3)  mengesahkan   pembahan   DPA-SKPD   dan   SPD   sebagai   dasar
pelaksanaan pembayaran.

d.  Pelaksanaan  pekeH.aan/pembayaran  atas  keadaan  di  luar  kendali
pemerintah  daerah  dan/atau  penyedia  barang  dart  jasa  termasuk
keadaan kahar Ororce majeztre) sesuai peraturan perundang- undangan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagal berikut:
1)  kepala   SKPD    meneliti   sebab-sebab   teljadinya   keterlambatan

penyelesaian  peker].aan  pada  tahun  anggaran  yang  berkenaan
untuk   memastikan   bahwa   keterlalnbatan   penyelesaian   ten.adi
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atan pengguna
barang dan jasa;

2)  Wall   Kota   menetapkan   keadaan   kahar   lforce   majenre)   sesuai
peraturan perundang-undangan;

3)  melakukan  perubahan  perkada  tentang  penjabaran  APBD  dan
diberitahukan    kepada    pimpinan    DPRD    untuk    selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;
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4)  pembayaran   atas   kewajiban   pihak   ketiga   dianggarkan   dalam
program,    kegiatan,    dan   sub   kegiatan   serta   kode   rekening
berkenaan.

5)  mengesahkan  DPA  SKPD  atau  Perubahan  DPA  SKPD  dan  SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e.  Pelaksanaan pembayaran  atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil  putusan  pengadilan  yang  bersifat  tetap,   pemerintah  daerali
melakukan tahapan sebagai berikut:
1)  Kepala  SKPD  meneliti  dasar  pengakuan  kewajiban  pemerintah

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
2)  melakukan  perubahan  perkada  tentang  penjabaran  APBD  dan

diberitahukan    kepada    pimpinan    DPRD    untuk    selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3)  pembayaran   atas   kewajibaLn   pihak   ketiga   dianggarkan   dalam
program,    kegiatan,    dan   sub   kegiatan   serta   kode   rekening
berkenaan.

4)  mengesahkan  DPA  SKPD  atau  Perubahan  DPA  SKPD  dan  SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

f.   Dalam   rangka   pelaksanaan   pekeljaan/pembayaran   atas   ikatan
pen.anjian/kontrak/perikatan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui  tahun  anggaran,  harus  dilakukan  reviu  tel.1ebih  dahulu
oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.  Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk
menganggarkan   dalam   perubahan   peraturan   Wali   Kota   tentang
penjabaran APBD.

U.    BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
1.   Ketentuan umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam
rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.  Belanja yang bersifat
mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jum]ah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
Belanja  yang  bersifat  mengikat  merupakan  belanja  yang  dibutuhkan
secara terus  menerus  dan  harus  dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran
yang bersangkutan, diantaranya:
a.  belanja gaji;
b.  iuran kesehatan;
c.  belanja premi jaminan kecelakaan dan kematian;
d.  belanja listrck;
e.  belanja telepon dan internet;
f.   pemeliharaan kendaraan;
9.  bahan bakar pemban8kit listrik/genset;
h.  program pemerintah pusat atau provinsi yang harus dilaksanakan dan

penyelenggaraan   pemerintahan   lainnya,   yang   dibebankan   kepada
APBD.

Belanja   yang    bersifat    wajib    adalah    belanja    untuk    teljaninnya
kelangsungan   pemenuhan   pendanaan   pelayanan   dasar   masyarakat,
antara lain:
a.    Belanja Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

kepada  masyarakat  atau  untuk  kepentingan  pendanaali  Rumali
Sakit, Puskesmas:
1.  belanja obat-obatan.
2.  belanja  pengisian  tabung gas,  tabung oksigen,  bahan makanan

pasien, dan belanja barang habis pakai lainnya untuk pelayanan
kesehatan masyarakat.
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b.     Belanja untuk kepentingan bencana yang dibebankan kepada APBD.
Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja
yang bersifat wajib dan mengikat adalah:
a.  Dalam hal Wall Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama

dalan  waktu  60  {enam  puluh)  hard  sejak  disampaikan  rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD  oleh Wall Kota kepada DPRD,  Wali
Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling
tinggi sebesar an9ka APBD tahun anggaran sebelurmya.

b.  Rancangan Peraturan Wall Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud
diatasdiprioritaskanuntukbelanjayangbersifatmengikatdanbelanja
yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wafi Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.  Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum

DPA-SKPD  disahkan,  maka  BUD  dapat  membuat  SPD-nya  tanpa
menunggu  DRA  disabkan  setelah  diterbitkan  peraturan  Wall  Kota
tentang belanja wajib dan mengikat.

b.  Pemba.yaran  atas  beban  APBD  dapat  dilakukan  berdasarkan  SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen laln yang dipersamakan dengan SPD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
b. Dalam hal dokumen belum siap.

V.  SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK
Sub  Kegiatan  Tahun  Jamak  adalah  sub  kegiatan  yang  dianggarkan  dan
dilaksanakan   untuk   nasa   lebih   dari   1   (satu)   tahun   anggaran   yang
pekeljaannya dilakukan melalui kontrak tabun jamak. Ketentuan terkait sub
kegiatan yang bersifat tahun jamak adalah sebagai berikut:
a.  Dalam  melaksanakan  sub  kegiatan  yang  bersifat  tahun  jamak  (mz£Zt1.

I/eczrs), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah.
b.  Penganggaran   Kegiatan  Tahun  Jamak  berdasarlran   atas  persetujuan

bersama antara Wall Kota dan DPRD.
c.  Persetujuan   bersama   antara   Wali   Kota   dan   DPRD   ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
d.  Peraturan  Daerah  (Persetujuan  bersama  antara  Wa]j  Kota  dan  DPRD)

tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
1)  mama sub kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4)  alokasi anggaran per tahun.

e.  Sub Kegiatan tahun jamak denga]i kriteria meliputi:
1)  Pekeljaan  Konstruksi  atas  pelaksanaan  Sub  Kegiatan  yang  secara

teknis  merupakan  satu  kesatuan  untuk  menghasilkan  satu  output
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 {dua belas) bulan.

2)  Pekeljaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan
obat  di  rumab  sakit,  layanan  pembuangan  sampah  dan  pengadaan
jasa ctecwing serdee.

3)  Jangka  walrfu  pelaksanaan  tahun  jamak  tidak  melampaui  masa
jabatan Wali Kota.

4)  Dalan hal pelaksanaan tahun jamak, nasa jabatan Wall Kota berakhir
sebelum akhir tahun anggaran,  sub kegiatan tahun jalnak dimaksud
dapat diselesalkan sanpai berakhimya tahun anggaran.
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W. PENATAUSAIIAAN PENERIMAAN PEMBIAYEN
Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah
adalah sebagal berikut:
a.  Pelaksanaan    dan    penatausahaan    penerimaan    dan    pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilafukan oleh kepala SKPKD.
b.  Penerimaan  dan  pengeluaraan  Pembiayaan  Daerah  dilakukan  melalui

Rekening Kas Umum Daerah.
c.  Dalam  hal  penerimaan   dan   pengeluaran   Pembiayaan   Daerab   sesual

dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   tidak   dilakukan
melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah,  BUD  melakukan  pencatatan  dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerch tersebut.

d.  Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun  sebelumnya digunakan dalam
tahun anggaran beH.alan untuk:
1)  menutupi derisit anggaran;
2)  mendanai    kewajiban    Pemerintafi    Daerah   yang    belum    tersedia

anggarannya;
3)  membayar bunga dan pokok Utang dan/atau  obligasi   daerah yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4)  melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5)  mendanai  kenaikan gaji  dan  tunjangan  Pegawai ASN  aldbat adanya

kebijakan Pemerintah;
6)  mendanai program,  kegiatan,  dan  sub kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau
7)  mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran KineH.anya ditin8katkan

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berialan,
yang  dapat  diselesaikan  sampai  dengan  batas  akhir  penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran ben.alan.

e.  Pehindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah  dilakukan  berdasarkan  rencana  penggunaan  Dana  Cadangan
sesuai peruntukannya.

f.   Pemindahbukuan darn rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah   dilakukan   setelah  jumlah   Dana   Cadangan   yang   ditetapkan
berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  pembentukan  Dana  Cfadangan
yang bersangkutan mencukupi.

9.  Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerafi tentang pembentukan
Dana Cadangan.

h.  Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah  dilakukan  dengan  surat perintah  pemindahbukuan  oleh  Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Wall  Kota  ini  mengatur  beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.  Terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  Pembiayaan,  Kuasa  BUD  akan
melakukan  pencataLtan  atas  penerimaan  pembiayaan  pada  Buku  Kas
Penerimaan  dan  Pengeluaran  (BKPP)  pada  sisi  penerimaan  sedangkan
pengeluaran    pembiayaan    dicatat    di    Buku    Kas    Penedmaari    dan
Pengeluaran (BKPP} pada sisi pengeluaran.

b.  Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD,   Kuasa   BUD   mencatat   penerimaan   pembiayaan   di   Buku   Kas
Penerimaan  dan  Pengeluaran  (BKPP)  pada sisi penerimaari,  sedangkan
pengeluaran    pembiayaan    dicatat    di    Buku    Kas    Penerimaan    dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

c.  Bendahara  Pengeluaran  melakukan  pencatatan  atas  pemindahbukuan
dari   rekening   Dana   Cadangan   ke   RKUD   menggunakan   Buku   Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

d.  Penerimaan  kas  atas  Penerimaan  Kembali  Pemberian  Pinjaman  Daerah
melalui RKUD.
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e.  Pembukuan pemberian  pinjalnan  dan  penerimaan  kas atas  Penerimaan
Kembali Pemberian Hnjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan
dan   Pengeluaran   Pembia.yaan   dan   dicatat   oleh   Kuasa   BUD   untuk
pemberian  pinjaman  pada  sisi  pengeluaran  dan  penerimaan  kas  atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjanian Daerah pada sisi penerimaan.

f.   Pinjaman   Daerah   merupakan   semua   transaksi  yang   mengakibatkan
daerah  menerima  sejumlah  uang atau  menerima manfaat yang bemilai
uang dari pinak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:
1)  Pemerintah Pusat;
2)  pemerintah daerah lain;
3)  1embaga keuangan bank;
4)  lembaga keuangan bukan bank; dan
5)  masyarakat.

9.  Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah
pusat dilaksana]ran melalui:
1)  pembayaran langsung;
2)  rekening khusus;
3)  pemindahbukuan ke RKUD;
4)  Better Of oredif, dan
5)  pembiayaan pendahuluan.

h.  Pembukuan penerimaan kas atas Hnjaman Daerah menggunakan Buku
Kas  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Pembiayaan  dan  dicatat  oleh  Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

i.   Tata cara pelaksanaan Hnjaman Daerah diatur dalam Peraturan Wa]i Kota
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

j.   Sistem   dan   Prosedur   Penatausahaan   Penerimaan   dan   Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wall Kota.

k.  Penatausahaan  Penerimaan  Pembiayaan  memuat informasi,  aliran  data,
serta   penggunaan   dan   penyajian   dokumen   yang   dilakukan   secara
elektronik.

X.     PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYEN
Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan daerah
adalah sebagai berikut:
a.  Pelaksanaan     dan     penatausahaan     penerimaan     dan     pengeluaran

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
b.  Penerimaan  dan  pengeluaraan  Pembia.yaan  Daerafi  dilakukan  melalui

Rekening Kas Umum Daerah.
c.  Dalarn  hal   penerimaan  dan  pengeluaran   Pembiayaan   Daerah   sesuai

dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   tidak   dilakukan
melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah,  BUD  melakukan  pencatatan  dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

d.  Pengalokasian   anggaran   untuk  pembentukan   Dana  Cadangan  dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

e.  Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

f.   Pemindahbukuan  dilakukan  dengan  surat  perintah  Kuasa  BUD  atas
persetujuan PPKD.

9.  Dalam   rangka   pelaksanaan   pengeluaran   Pembiayaan,    Kuasa   BUD
berkewajiban untuk:
1)  meneliti   kelengkapan   perintah   pembayaran   yang  diterhitkan   oleh

kepala SKPKD;
2)  menguji    kebenaran    perhitungan    pengeluaran    Pembiayaan   yang

tercantum dalaln perintah pembayaran;
3)  mengl+ji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
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4)  menolak    pencahan    dana,    apabila    perintah    pembayaran    atas
pengeluaran     Pembiayaan     tidak     memenuhi     persyaratan    yang
ditetapkan.

Terkalt  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Wan  Kota  ini  mengatur  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.  Terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  Pembiayaan,  Kuasa  BUD  akan

melakukan  pencatatan  atas  penerimaan  pembiayaan  pada  Buku  Kas
Penerimaan  dan  Pengeluaran  (BKPP)  pada  sisi  penerimaan  sedangkan
pengeluaran    pembiayaan    dicatat    di    Buku    Kas    Penerimaan    dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b.  Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD,   Kuasa   BUD   mencatat   penerimaan   pembiayaan   di   Buku   Kas
Penerimaan  dan  Pengeluaran  (BKPP)  pada  sisi  penerimaan,  sedangkan
pengeluaran    pembiayaan    dicatat    di    Buku    Kas    Penerimaan    dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

c.  Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayal.an bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesual dengan peq.anjian pinjaman.

d.  Dana cadangan untuk setiap tafiun ditempatkan pada rekening.tersendiri
pada  Bank  Umum  yang  ditetapkan  Wali  Kofa  dalam  bentuk  deposito
dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.

e.  Dalam  hal  terdapat  bunga.  Dana  Cadangan  atas  pemanfaatan  Dana
Cadangan   Pemerintab   Daerah  mengakui  dan   mencatat  Bunga  Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

f.   Bunga  Dana  Cadangan  dapat  digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator
capaian sasaran yang telah ditetapkan.

9.  Penggunaan   Dana   Cadangan   hanya   untuk   melaksanakan   satu   sub
kegiatan  berdasarkan  indikator  dan  target  capaian  sasaran.  yang  telah
ditetapkan.

h.  Penyertaan  modal     pemerintah     daerah     pada     badan     usahamiljk
negara/daerah   dan/atau   badan   usalia   lainnya   ditetapkan   dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

i.   Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupaJrm bentuk investasi
pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemifikan.

j.   Penyertaan modal pemerintal daerah atas barang milik daerah merupakan
pengalihan  kepemilikan  barang  milik  daerah  yang  semula  merupa.kan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan  sebagai  modal/saliam  daerah  pada  badan  usaha  milik
negara,  badan  usaha  milik  daerah,  atau  badan  hukum  lainnya  yang
dimiliki negara.

k.  Pemindahbukuan  atas  penyertaan  modal  daerah  dalam  bentuk  uang
dilakukan oleh Kuasa BUD dengan  berdasarkan  dokumen  antara lain:
1)  Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
2)  Bukti transfer alas penyertaan modal dari RKUD.

I.   Pembukuan    atas    pemindahbukuan    dan    pemindahtanganan    atas
penyertaan    modal    daerah    menggunakan    Buku    Penerimaan    dan
Pengeluaran Pembiayaan.

in. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mermpakan hasil bersih
setelafi  dikurangi  biaya  pelaksanaan  penjualan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan.

n.  Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan antara lain:
1)  Peraturan  Daerafi  tentang  basil  penjualan  kekayaan  daerah  yang

dipisahkan;
2)  Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3)  Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
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o.  Pembukuan atas Pemindahbukuan hasfl penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan  dilakukan oleh  Kuasa BUD  menggunakan Buku  Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan.

p.  Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.

q.  Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjanan Daerah dalam tahun
anggaran   berkenaan   sesuai   dengan  jumlah   yang   ditetapkan   dalam
Peraturan   Daerah   tentang   APBD   dengan   mengacu   pada   pen.anjlan
pemberian pinjaman/pemberian utang.

__h,I.  Tata   cara
Pemberian
undangan.

Pemberian   Pinjaman   i)aerah   dan   Penerimaan   Kembali
Pinjaman   Daerah   mengacu   pada   peraturan   perundang-

s.  Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalan Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada pep.anjian
utang/ obligasi daerah.

t.   Pembayaran   pokok  utang  yang  jatuh   tempo   dilakukan  pembebanan
melalui RKUD.

u.  Pembukuan  pengeluaran  kas  atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunaha Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

v.  Tata  cara  pembayaran  pokok  utang  yang jatuh  tempo  mengacu  pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Penatausahann Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi,  aliran data,
serta   penggunaan   dan   penyajian   dokumen   yang   dilakukan   secara
elektronik.
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BAB VI

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

A.      LAPORAN  REALISASI  SEMESTER  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DAERAII PERTAMA APBD

1.   Ketentuan umum
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan

kegiatan   keuangan   Pemerintah   Daerah   yang   menunjukkan   ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya
terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporan    Realisasi    Semester    Pertama    APBD    menggambarkan
perbandingan   antara   anggaran   dengan   realisasinya   dalan   periode
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan  serta menyajikan unsur-
unsur sebagai berikut:
a.   Pendapatan-LRA;
b.   Belanja;
c.   Transfer;
d.   Surplus/Defisit-LRA;
e.   Pembiayaan; dan
f.    Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD
adalah sebagai berikut:
a.   Pemerintah  Daerafi  menyusun  laporan  realisasi  semester  pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b.  Laporan  disampaikan kepada DPRD  paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun anggaran berkenaan.
Plhak yang terkalt dalam laporan realisasi semester pertana APBD

adalah sebagai berikut:
a.   Wali   Kota   sebagai   penanggung  jawab   laporan   realisasi   semester

pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b.  Sekretaris Daerafi sebagal pihak yang menyerahkan lapol.an realisasi

semester   pertama   APBD   dan   prognosis   untuk   6   (enam)   bulan
berikutnya kepada Wali Kota.

c.   PPKD  sebagai konsolidator laporan  realisasi  semester pertama SKPD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

d.  PA   SKPD   sebagai   penanggung  jawab   laporan   realisasi   semester
pertama SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

e.   PPK SKPD sebagal penyusun laporan realisasi semester pertama SKPD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Bagian 1 : Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD
a.  Berdasarkan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaari  bulanan  dari

bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:
1)   Menggabunghan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam

laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  bulanali  dan  laporan
pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis
penerimaan belanja dari bulan Januari sampal dengan Juni.

2)   Jumlah  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  per jenis  belanja
hasil penggabungan tersebut dimasulckan ke dalam format laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom
realisasi semester pertama.

3)   Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan
penerinaan.



- 239 -

4)   Mengisi kolom prognosis dengan  sisa anggaran ditanbah  dengan
nilai rencana perubahan anggaran.

b.  PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertana APBD dan
prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.

c.  Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan,
kelengkapan  dan  kevalidan  perhitungan  dalam  penyajian  data  dan
informasi  yang  tercantum  pada  laporan  realisasi  semester  pertama
APBD dan prognosis SKPD yang diserafikan oleh PPK SKPD.

d.  Dalaln hal basil verifikasi dinyatakan sesuai,  Kepala SKPD selaku PA
menandatangani   laporan   realisasi   semester   pertama   APBD   dan
prognosis SKPD.

e.  Kepala  SKPD  selaku  PA  menyampaikan  laporan  realisasi  semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada
PPKD  selaku  BUD  paling  lambat  10  hari  setelah  semester  pertama
berakhir.

f.   SKPD   yang   terlambat   menyampaikan   laporan   realisasi   semester
pertama APBD dan prognosis SKPD sampai dengan batas warfu yang
ditentukan  akan  diberikan  sanksi  penundaan  pencairan  tambahan
penchasilan  ASN  (tunjangan  kinelja)  sampal  penyampaian  laporan
tersebut dipenuhi.

Bagian 2 : Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah
a.  Berdasarkan laporan realisasi  semester pertana APBD  dan prognosis

yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi
dengan langkafi-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD dengan:
1)   pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
2)   pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di

BUD.
b.  Dalam  hal  verifikasi  dinyatakan  telah  sesuai,  BUD  menggabungkan

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi
laporan  realisasi  semester  pertama  APBD  dan  prognosis  Pemerintah
Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

c.  Draf   laporan    realisasi    semester   pertama   APBD    dan   prognosis
Pemerintah Da.erah basil penggabungan tersebut disampaikan kepada.
Sekretaris  Daerah  selaku  Koordinator  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
untuk mendapatkan persetujuan.

d.  Setelah   disetujui,   draf  tersebut  difmalkan   kemudlan   disampaikan
kepada Wali Kota untuk ditandatangani paling lambat minfqu ketiga
bulan Juli.

e.  Wali Kota menyampaikan laporan reafisasi semester pertama APBD dan
prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan
Juli

8.     PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Mengacu pada ketentuan Pasal  161  Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun
2019, Wall Kota membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagal berikut:
1.   Laporan  realisasi  semester  pertama  APBD   menjadi  dasar  perubahan

APBD.
2.   Perubahan APBD dapat dilakukan apabila teljadi:

a.   perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b.  keadaan  yang  .menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran

antar organlsasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

c.   keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran beljalan;

d.  keadaan darurat; dan/atau
e.   keadaan luar biasa.
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C.     PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1.   Ketentuan umum
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  162  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12
Tchun 2019, Wan Kota membuat ketentuan terkait perubaban KUA dan
perubahan PPAS sebagai berikut:
a.   Perkembangan yang tidak  sesuai  dengan  asumsi  KUA  dapat  berupa

teljadinya:
1)   pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah;
2)   pelampauan  atau   tidak  terealisasinya  alokasi  belanja  Daerah;

dan/atau
3)   perubahan sumber dan penggunaan pembia.yaan Daerah.

b.  Wali Kota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi  KUA  ke  dalam  rancangan  perubahan  KUA  serta  perubahan
PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

c.   Dalam   rancangan   perubahan   KUA   disertal   penjelasali   mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

d.  Dalam rancangan perubarian PPAS disertai penjelasan:
1)   program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk

ditampung  dalaln  perubafian  APBD  dengan  mempertimbangkan
sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran beljalan;

2)   capaian sasaran kinelja program, kegiafan dan sub kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidck
tercapai; dan

3)   capaian sasaran hineH.a program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus  ditingkatkan  dalam  perubahan  APBD  apabila  melampaui
asumsi KUA.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Wali   Kota  menyusun   rancangan  perubahan   KUA  dan  rancangan

pe"bahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu
pada pedoman penyusunan APBD.
1)   TAPD    menyiapkan    seluruh    isi    rancangan    perubahan    KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahan RKPD.

2)   TAPD    menyiapkan    seluruh    isi   rancangan    perubahan    PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta
indikator  kinelja  dan  indikasi  pendanaan  yang  bersumber  dari
perubahan RKPD.

b.  Wall Kota menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD.

c.   Wall Kota dan DPRD  melakukan pembahasan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS.

d.  Wali Kota dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan
hasil   pembahasan   rancangan   perubahan    KUA   dan    rancangan
pembahan PPAS.

e.   Kesepakatan  terhadap  rancangan  rancangan  perubahan  KUA  dan
rancangan  perubahan  PPAS   dituangkan   dalam  nota  kesepakatan
perubahan   KUA   dan   nota   kesepakatan   perubahan   PPAS   yang
ditandatangani bersama antara Wall Kota dengan pinpinan DPRD.

D.     PERGESERAN ANGGARAN
1.   Ketentuan umum

Mengacu pada ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Perafuran Pemerintah
Nomor  12  Tahun  2019,  Peraturan  Wall  Kota  ini  membuat  ketentuan
terkait pergeseran anggaran sebagai berifut:
a.  Pergeseran  anggaran  dapat  dilakukan  antar  organisasi,  antar  unit

organisasi,  antar  program,  antar  kegiatan,  antar  sub  kegiatan,  dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau
sub rincian objek.
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b.  Pergeseran anggaran terdiri atas:
1)   pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
2)   pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan pembahan APBD.

c.   Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1)   pergeseran antar organisasi;
2)   pergeseran antar unit organisasi;
3)   pergeseran antar program;
4)   pergeseran antar kegiatan,
5)   pergeseran antar sub kegiatan;
6)   pergeseran antar kelompok;
7)   pergeseran antarjenis.

d.  Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1)   Pergeseran  antar  objek  dalam  jenis  yang  sama.  Pergeseran  ini

dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
2)   Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran

ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3)   Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama..

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
4)   Perubahan  ataLu  pergeseran  atas  uraian  dari  sub  rincian  objek

dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
e.   Pergeseran anggal.an yang tidak menyebabkan perubafian APBD yang

dilakukan    sebelum    perubahan    APBD,    dapat    dilakukan    tanpa
melakukan  perubafian  Perwali  penjabaran  APBD   terlebih  dahulu.
Ketika  perubahali  APBD   dilakukan.,   pergeseran  a]iggaran  tersebut
ditetapkan dalam Perwali perubahan penjabaran APBD.

f.   Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi
anggaran.

9.   Semua pergeseran dapat dilaksanakan  berdasarkan perubahan DPA-
SKPD.

h.  Pada   kondisi   tertentu,   pergeseran   anggaran   yang   menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
ketetapan  Wali  Kota  dengan  diberitahukan  kepada pimpinari  DPRD.
Kondisi   tertentu   tersebut   dapat   berupa   kondisi   mendesak   atau
perubahan  prioritas  pembangunan  baik  di  tingkat  nasional  atau
Daerah.

i.   Jika   pergeseran   tersebut   dilakukan   sebelum   perubahan   APBD,
pergeseran/perubahan  anggaran  ditampung  dalaln  Perda perubahan
APBD.  Jika pergeseran  tersebut dilakukan  setelah perubahan APBD,
dilaporkan dalaln Laporan Realisasi Anggaran.

j.    Pergeseran  anggaran  dilakukan  dengan  menyusun  perubahan  DPA-
SKPD.

k.  Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD.

I.    Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
in. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur

dalam   Perwali   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Hhak  terkalt  SKPD  mengusulkan  pergeseran  anggaran  berdasarkan

situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan.
b.  Atas usulan tersebut:

1)   TAPD  mengidentifikasi  perubahan  perda  APBD  yang  diperlukan
jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2)   SekdaL/PPKD/Pengguna  Anggaran  memberikan  persetujuan  jika
pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.

c.  Pengguna     Anggaran/Kuasa     Pengguna     Anggaran      menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
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E.

Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disafikan oleh
PPKD.

3.   Pelaksanaan APBD terhadap perangkat perangkat Daerah yang mengalami
perubahan.
a.  Dalam   hal   terdapat   penataan   kelembagaan   yang   mengakibatkan

perubahan  perangkat  Daerah  yang  teljadi  dalan  tahun  beljalan,
pelaksanaan    APBD    terhadap    perangkat    Daerah   yang    berubafi
dilakukan melalui pergeseran anggaran.

b.  Perubahan perangkat Daerah dapat berupa penggabungan, pemisahan,
atau peleburan perangkat Daerah atau unit kelja perangkat Daerah.

c.  Untuk melaksanakan anggaran terhadap perangkat perangkat Daerah
yang mengalalni perubahan dapat ditetapkan KPA khusus,

PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Mengacu pada ketentuan Pasal  165 Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun
2019,   ketentuan   terkait   penggunaan   SILPA   tahun   sebelumnya   dalam
perubahan APBD sebagal berikut:
a.   Keadaan  yang  menyebabkan  SILPA  tahun  anggaran  sebelurmya  harus

digunakan dalam tahun anggaran beljalan dapat berupa:
1)   menutupi defisit anggaran;
2)   mendanal    kewajiban    Pemerintah    Daerah   yang    belum    tersedia

anggarannya;
3)   membayar  bunga  dan  pokok  Utang  dan/atau  obligasi  Daerah  yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4)   melunasi kewajiban bunga dan pokck utang;
5)   mendanai  kenaikan  gaji  dan  tunjangan  Pegawai  ASN  akibat  adanya

kebijakan Pemerintah;
6)   mendanai program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau
7)   mendanal sub kegiatan yang capaian Sasaran KineH.anya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran beljalan,
yang  dapat  diselesaikan  sampai  dengan  batas  akhir  penyelesalan
pembayaran dalam tahun anggaran ben.alan.

b.  Penggunaan   SILPA   tahun   anggaran   sebelumnya   untuk   pendanaan
pengeluaran   tersebut   di   atas   diformulasikan   terlebih   dahulu   dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c.   Mendanai  kewajiban  pemerintah  Daerah  merupakan  kewajiban  kepada
pihak lain yang terkait dengan:
1)   pekeq.aan yang telch selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
2)   akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (infertzch€) dan sudah tidak ada upa.ya hukum lainnya.
d.  Pekeljaan yang telah selesai merupakan pekeljaan yang telah ada berita

acara   serah   terima   pekedaan   dan   telah   terbit   SPM   nalnun   belum
dilakukan pembayaran.

e.   Penganggaran  atas  pekeljaan  yang  telah  selesai  pada  tahun  anggaran
sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun   Anggaran   berikutnya   sesuai   kode   rekening   berkenaan   dan
dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f.   Penganggaran  atas  akibat  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai
kekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  dan  sudah  tidak  ada  upaya  hukum
lainnya haLrus dianggarkan kembali pada arfun belanja dalam APBD tahun
anggaran   berikutnya   sesuai   kode   rekening   belanja   berkenaan   dan
dianggarkan pada SKPD berkenaan.

9.   Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya
terlebih  dahulu  melakukan  perubahan  atas  Pervali  tentang  penjabaran
APBD  tahun  anggaran  berikutnya  untuk  selanjutnya  dituangkan  dalam
Perda   tentang   perubahan   APBD   tahun   anggaran   berikutnya   atau
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ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

F.      PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Mengacu pada ketentuan Pasal  166  Peraturan Pemerintafi Nomor  12 Tchun
2019, ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagal berikut:
1.   Ketentuan umum

a.  Pemerintah   Daerah   mengusulkan   pengeluaran   untuk   mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

b.  Dalam hal pengeluaran  untuk mendanal keadaan  darurat termasuk
keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal  pemerintah  Daerah  tidak  melakukan  perubahan  APBD  maka
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan reaHsasi anggaran
dengan  terlebih  dahulu  melakukan  Perwali  pembahan  penjabaran
APBD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Tafa  cara  pelaksanaan  penggunaan  belanja  tidak  terduga  untuk

mendanal    keadaan    darurat,    keperluan    mendesak   dan    memenuhi
kebutuhan   lainnya   sesual   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani
pengaturan dalam belanja tidak terduga.

3.   Dokumen Terkait
a.  dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai berikut:

1)  rencana kebutuhan belanja keadaan darurat
2)  rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga
3)  1aporan penggunaan belanja tidak terduga
4)  rekapitulasi laporan penggunaan belanja tidak terduga

b.  Bentuk dokumen terkait, mengikuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah.

G.     PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
1.   Ketentuan umum

Mengacu pada ketentuan Pasal  167 dan Pasal  168 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Talun 2019, Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait
pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:
a.   Pembahan APBD hanya dapat dilakukan  1  (satu) kali dalam  1  (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
b.  Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi

penerimaan dan/atau pengeluaran dalarn APBD mengalami kenaikan
atau penurunan lebih besar dari 500/o (lima puluh persen).

c.   Ketentuan  mengenai  perubahan  APBD  akibat  keadaan  luar  biasa
diatur dalam Perwali sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d.  Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (]ina puluh persen)
dapat    dilakukan    penambahan    sub    kegiatan    baru    dan/atau
peningkatan  capajan  sasaran  kineH.a  program,   kegiatan  dan   sub
kegiatan dalaln tahun anggaran berkenaan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam

RRA-SKPD.
b.  Penjadwalan   ulang   dan/atau   peningkatan   capaian   target   kinelja

program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  diformulasikan  terlebih  dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

c.   RKA-SKPD   dan   perubafian   DPA-SKPD   digunakan   sebagal   dasar
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

-__  I__  _     .                                                                                                                                                                                                                         _
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d.  Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dapat  dilakukan  penjadwalan  ulang  dan/atau  pengurangan  capaian
sasaran  kinelja program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  lainnya  dalam
tahun anggaran bel.kenaan.

e.   Penjadwalan  ulang  dan/atau  pengurangan  capaian  sasaran  kineH.a
program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  diformulasikan  terlebih  dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

f.   Perubahan    DPA-SKPD     digunakan    sebagai    dasar    penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H.     PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
1.   Ketentuan umum

Mengacu pada ketentuan Pasal  169 salnpai dengan Pasal  176 Peraturan
Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019,   ketentuan   terkalt   penyusunan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:
a.  Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1)   Rancangan   perubahan   KUA   dan   rancangan   perubahan   PPAS
disampaikan kepada DPRD  paling lambat minggu pertama bulan
Agustus  dalam  tahun  anggaran  berkenaan  untuk  dibahas  dan
disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.

2)   Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan    PPAS    dituangkan    ke    dalani    nota    kesepakatan
perubahan  KUA  dan  nota  kesepakatan  perubahan  PPAS  yang
ditandatangani bersalna antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD
dalam  waktu   bersamaan  paling  lambat  minggu   kedua  bulan
Agustus dalaln tahun anggaran berkenaan.

3)   Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Wall
Kota  bersama  DPRD  menjadi  pedoman  bagi  peran8kat  Daerah
dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

4)   Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubaharl  PPAS  dilakukan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

5)    Dalam   hal   Wali   Kota   berhalangan   tetap,    wa]dl   Wali   Kota
menyampaikan    rancangan    perubahan    KUA    dan    rancangan
perubahan   PPAS   kepada  DPRD,   menandatangani  kesepakatan
terhadap  rancangan  perubahan  KUA  dan  rancangan  perubahan
PPAS serta menandatangani nota kesepakatan pembahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS.

6)   Dalam    hal    Wall    Kota    berhalangan    sementara,    Wa]i    Kota
mendelegasikan  kepada  wakil  Wali  Kota  untuk  menyampalkan
rancangan   perubahan   KUA   dan   rancangan   perubahan   PPAS
kepada DPRD,  menandatangani kesepakatan terhadap rancangari
perubahan    KUA    dan    rancangan    perubahan    PPAS     selfa
menandatangani  nota  kesepakatan   perubahan   KUA  dan   nota
kesepakatan perubahan PPAS.

7)   Dalam hal Wall Kota dan wahil Wall Kota berhalangan tetap atau
sementara, pejabat pengganti Wall Kota menyampaikan rancangan
perubahan  KUA  dan  rancangan  perubahan  PPAS  kepada  DPRD,
sedangkan  penandatanganan  kesepakatan  terhadap  rancangan
perubahan    KUA    dan    rancangan    perubahan     PPAS     serta
penandatanganan  nota  kesepakatan  perubahan  KUA  dan  nota
kesepakatan   perubahan   PPAS   dilakukan   oleh   pejabat   yang
ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  bervenang,  selaku
pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Wall Kota.

8)   Dalaln  hal  pimpinan  DPRD  berhalangan  tetap  atau  sementara
dalam wakeu yang  bersamaan,  pelaksana  tugas  pimpinan  DPRD
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA
dan   rancangan   perubahan   PPAS   serta   menandatangani   nota
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kesepakatan  perubahan  KUA  dan  nota  kesepakatan  pembahan
PPAS.

b.  penyusunan perubahan RKA SKPD;
1)    Perubahan  KUA dan perubahan PPAS yang telah  disepakati Wadi

Kota  Bersama  DPRD  menjadi  pedoman  Peran8kat  Daerah  dalam
menyusunan RKA SKPD.

2)   Berdasarkan  perubahan  KUA  dan  perubahan  PPAS,  Wall  Kota
menerbitkan    surat    edaran    tentang    pedoman    penyusunan
perubahan    RKA-SKPD    sebagal    acuan    kepala    SKPD    dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.

3)   Surat edaran wali Kota paling sedikit memuat:
a)    prioritas pembangunan Daerah dan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang terkait;
b)   Alokasi  plafon  anggaran  sementara  untuk  setiap  program,

kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
c)    batas    waktu    penyampaian    perubahan    RKA-SKPD    dan

Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
d)    dokumen     sebagai    lampiran     meliputi    perubahan     KUA,

perubahan  PPAS,   kode  rekening  APBD,   format  RKA-SKPD,
format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar
satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.

4)   Surat edaran Wan Kota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga
bulan Agustus tahun anggaran ben.alan.

5)   Perubahan   KUA   dan   perubahan   PPAS   disampaikan   kepada
perangkat Daerah disertai dengan:
a)    program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
b)    kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
c)    batas  waktu  penyampaian  RKA-SKPD  dan  Perubahan  DPA-

SKPD kepada PPKD; dan/atau
d)    dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan

APBD,    format   RKA-SKPD,    format   Perubahan    DPA-SKPD,
analisis  standar  belanja,  standar  harga  satuan  dan  RKBMD
serta dokumen lain yang dibutuhkan.

6)   Penyampaian   dilakukan   paling   lambat   minggu   ketiga   bulan
Agustus tahun anggaran berkenaan.

7)    Kepala   SKPD   menyusun   perubahan   RKA-SKPD   berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan
perubahan RKA-SKPD.

8)   Perubahan  RKA-SKPD  disampaikan  kepada PPKD  sebagai  bahan
penyusunan  rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD  sesual
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri
tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

9)   Ketentuan  mengenai  tata  cara  penyusunan  RKA-SKPD  bet.laku
secara  mutatis  mutandis  terhadap  penyusunan  RKA-SKPD  pada
perubahan APBD.

c.   RKA-SKPD  yang  memuat  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  baru
yang akan  dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah  disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui. PPKD untuk diverifikasi.

d.  Verifikasi  dilakukan  oleh  TAPD  untuk  menelaah  kesesuaian  antara
perubahan RKA-SKPD dengan:
1)   perubahan KUA dan perubahan PPAS;
2)   praJdraan maju yang telah disetujui;
3)   dokumen perencanaan Iainnya;
4)   capaian ELelja;
5)    indikator Kineria;
6)   analisis standar belanja;
7)   standar harga satuan;
8)   standar kebutuhan BMD;
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9)    RKBMD;
10) Standar Pelayanan Minimal; dan
11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

e.   Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD
melakukan penyempurmaan.

f.    Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas
internal   pemerintah   Daerah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

9.   PPKD  menyusun  rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD  dan
dokumen  pendurfung  berdasarkan  perubahan  RKA-SKPD  yang  telah
disempumakan oleh kepala SKPD.

h.  Rancangan Perda tentang Pembahan APBD memuat lampiran sebagai
berikut:
1)   ringkasan  Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapa.tan, belanja, dan pembiayaan;
2)   ringkasan  Perubahan  APBD  yang  diklasifikasi  menumt  urusan

pemerintahan Daerah dan organisasi;
3)   rincian  Perubahan APBD  menurut urusan pemerintahan  Daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4)   rekapitulasi   dan   sinkronisasi   Perda   Perubahan   APBD   yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a)   rekapitulasi   perubahan   belanja   dan   kesesuaian   menurut

urusan  pemerintahan  Daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,
dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

b)   rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan
ketelpaduan urusan pemerintahan  Daerah  dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

c)    rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
d)    sinkronisasi    Program    pada    RPJMD    dengan    Rancangan

Perubahan APBD ;
e)    sinkronisasi Program,  Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
P     sinkronisasi   Program   ELoritas   Nasional   dengan   Program

Prioritas Daerah.
5)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  inforlnasi  pada

Perda Perubahan APBD antara lain:
a)    daftarjumlah pegawal per go]ongan dan perjabatan;
b)    daftar piutang Daerah;
c)    daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
d)   daftar  perkiraan  penambahan  dan  pengurangan  aset  tetap

Daerah dan aset lain-lain;
e)    daftar sub kegiatan tahun jamak /77urzf2. yeczrs/,.
I)     daftar dana cadangan;
g)    daftar pinjaman Daerah.

i.   Dokumen  pendukung  terdiri  atas  nota  keuangan  dan  rancangan
Perwali tentang penjabaran perubahan APBD.

j.    Rancangan  Perwa]i  tentang  penjabaran  perubahan  APBD  memuat
lampiran sebagai berikut:
1)   rin8kasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, chjek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2)   perubahan   penjabaran   APBD   menurut   urusan   pemerintahan
Daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,  sub  kegiatan,  kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

3)   rekapitulasi dan sinkronisasi Perwali perubahan penjabaran APBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain :
a)    daftar mama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
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b)    daftar mama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

c)    daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d)    daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran belanja
bagi hasil; dan

e)    rincian     DBH-SDA     Pertambangan     Minyak     Bumf     dan
Pertambangan   Gas  Alam/tambahan   DBH-Minyak  dan   Gas
Bumi   menurut   urusan   pemerintalian   Daerah,   organisasi,
p.ro¥am,  kegiatan,  sub kegiatan,  kelompok, jenis,  objek,  dan
nncian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

4)   Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi  pada
Perwali perubahan penjabaran APBD.

k.  Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan
Perwali tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.

1.   Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum
pendapatan.

in. Penganggaran  belanja  disertal  penjelasan  mengenai  dasar  hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah
diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

n.  Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum,
sumber    penerimaan    pembiayaan    untuk    kelompok    penerinaan
pembiayaan,  dan  tujuan  pengeluaran  pembiayaan  untuk  kelompok
pengeluaran pembiayaan.

o.   Rancangan  Perda tentang perubahan APBD yang telah  disusun  oleh
PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

p.  penyusunan perubahan DRA SKPD, meliputi:
1)   DPA-SKPD    yang    dapat    diubah    berupa    peningkatan    atau

pengurangan capaian sasaran kinelja program, kegiatan dan sub
kegia.tan dari yang telah ditetapkan semula.

2)   Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kineH.a program,
kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-
SKPD.

3)   Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kineH.a, kelompok,
jenis,  objek,  rincian  objek pendapatan,  belanja,  dan pembiayaari
baik sebelum dilakukan perubahali maupun setelah perubahan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
a.  Wall  Kota  menyusun  rancangan  perubahan   KUA  dan   rancangan

perubahan   PPAS   berdasarkan   perubahan   RKPD   dengan   langkah
sebagai berikut:
1)   TAPD    menyiapkan    seluruh    isi    rancangan    perubahali    KUA

menggunahan data dan informapi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahan RKPD;

2)   TAPD    menyiapkan    seluruh   isi   rancangan   perubahan   PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta
indikator  kinelja  dan  indikasi  pendanaan  yang  bersumber  darn
perubahan RKPD.

b.  Wall Kota menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD.

c.   Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu
pada muatan  rancangan  perubahan  KUA dan rancangan perubahan
PPAS.

d.  Wali  Kota  dan  DPRD  melakukan  kesepakatan  bersama  berdasarkan
hasil    pembahasan    rancangan    perubaha:n    KUA   dan    rancangan
perubahan PPAS.
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e.   Kesepakatan  terhadap  rancangan  rancangan  perubahan  KUA  dan
I.ancangan   perubahan   PPAS   dituangkan   dalam  nota  kesepakatan
perubahan   KUA   dan   nota   kesepakatan   perubahan   PPAS   yang
ditandatangani bersama antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD.

Bagian 11: penyusunan perubahan RKA SKPD
a.  Berdasarkan   perubaban   KUA   dan   perubahan   PPAS   yang   telah

disepakati bersama Wan Kota dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun
rancangan  Surat  Edaran  tentang  Pedoman  Penyusunan  Perubahan
RKA-SKPD.

b.  TAPD   menyerahkan   rancangan   Surat   Edaran   tentang   Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Wali Kota untuk diotorisasi.

c.   Wall  Kota menerbitkan  Surat Edaran  tentang Pedoman  Penyusunan
Perubahan  RKA-SKPD  sebagai acuan Kepala SKPD  dalam menyusun
perubahan RKA-SKPD.

d.  Kepala     SKPD     menyusun     perubahan     RKA-SKPD     berdasarkan
perubahan  KUA  dan  perubahan  PPAS  serta  SE  Wali  Kota  tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

e.   Kepala  SKPD   menyampaikan  perubahan  RKA-SKPD  kepada  PPKD
sebagai   bahan   penyusunan   rancangan   Perda  tentang   perubahali
APBD.

Bagian Ill: penyusunan perubahan APBD
a.   Kepala   SKPD   menyampaikan   pembahan   RKA-SKPD   yang   akan

dianggarkan  dalaln perubahan APBD yang telah  disusun  oleh  SKPD
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b.  PPKD  melakukan  verifikasi  atas  perubahan  RKA-SKPD  yang  telah
disusun oleh Kepala SKPD.

c.   Jika  terdapat  ketidaksesuaian,  TAPD  meminta  Kepala  SKPD  untuk
melakukan penyempumaan.

d.  PPKD  menyusun  rancangan  Perda  tentang  perubahari  APBD  dan
dokumen  pendukung berdasal.kan  perubahan  RKA SKPD yang telah
disempumakan oleh kepala SKPD.

e.   PPKD   menyampaikan   rancangan   Perda  tentang  perubahan   APBD
kepada Wali Kota.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD
Kepala  SKPD  melakukan  perubahan  DPA  SKPD  mencakup  perubahan
berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kineH.a progran,
kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

3.   Dokumen Terkait
a.  dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis

sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan   perundang-undangan   mengenai   pedoman   penyusunan
APBD.

b.  dokumen pembahan APBD disajikan sebagai berikut:
1)    Perubahan KUA;
2)    Perubahan PPAS;
3)   Nota Kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
4)   Susunan Nota Keuangan perubahan APBD;
5)    Perubahan DPA-SKPD;
6)   Rancangan perda tentang perubahan APBD beserta lampiran;
7)   Rancangan perda tentang perubahan APBD;
8)   Rancangan  Perwali  tentang  penjabaran  perubahan  APBD  beserta

lampiran; dan
9)   Rancangan perwali tentang perubahan penjabaran APBD.
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Ilustrasi Perubahan KUA

KOTA BALIKPAPAN
PBRUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (PERUBAIIAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ........

I.     PENDAHULUAN
1.1.LatarbelakangpenyusunanPerubafianKebijakanUmumAPBD(KUA)
1.2.Tujuan penyusunan Perubahan KUA
1.3.Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

11.    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2 Arab kebijakan keuangan daerah

Ill.  ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

IV.  KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
4.2 Perubahan  Target  pendapatan  daerah  meliputi  Pendapatan  Ash  Daerafi   (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V.   KEBIJAKAN BEIANJA DAERAH
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perenc.anaan belanja
5.2 Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

VI.  KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1  Kebijakan Perubahan penerimaan pembiayaan
6.2  Kebijakan Perubahan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII.       PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Walj Kota
dan perlu dimasukkan dalan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah  Perubanan  Kebijakan  Umum  APBD  ini  dibuat  untuk  menjadi  pedoman
dalan penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran
berkenan.

Pimpinan DPRD

Nana

•.........Tan8gal,..........

Wali Kota Balikyapan

Nana
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Ilustrasi Perubahan PPAS

KOTA 13AIIKPAPEN

PERUBAHANPRIORITASDANPIAFONANGGARANSEMENTARA(PPAS)

TAHUN AVGCIARAN .........

I.   pENDrmLUAV

11.  RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DfrmRE

Ill. PERUBAIIAN PRIORITAS BEIANJA DAERAH

IV. PBRUBAHAN     PIAFON     ANGGARAN     SEMENTRA    13ERDASAFHEN    URUSAV

PEMERINTAIIAN DAN PROGRAM/KEGIATAV

v.  RENCANA PERUBAIIAN pEMBIAyAEN DREFun

VI. PENUTUP

Demik±anlafi Perubaha]i Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
TA........dibuatuntukmenjadipedomanbagiPemerintahKotadafammenyusun
Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Kota dan DPRI) terhadap Pembahan PPAS

•.........Tan88al,..........

ELpinan DPRD

Nana

Wall Kota Balikyapan

Nana
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TAIEL 2.1
TARGFIT PERUBAIIAN PENDAPATAN DAERAII

Talun Anggaran ..........

KODE
JENIS PENDAPATAN SEBELUM SETELAI BERTAMBAH/ DASJm

DAERAH PERUBAHAN PERUBAHAN BEG HUKUM
4. PENDAPATAN DAERAH

4.1.
PENDAPATAN             ASLIDREFun

4.1.01. Pajak Daerah
4.1.02. Retribusi Daerah

4.1.03.

Hasil               PengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan

4.1.04.4.2. Lam-Lain PAD yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01. Pendapafan Transfer

4.2.02.
Pendapatan         Transferchtar

4.3.
IAIN-LAIN  PENDAPATANDAERAIIYANGsArl

4.3.01. Pendapatan Hibah
4.3.02 Dana Darurat

4.3.03

Lain-lain        Pendapatansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan

JUMIAII PENDAPATANDAERAH
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TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No.1 Urusan/SKPD
Plafon ch   aran

KetSebelumPerubahan SetelahPerubahan4 Bertambah/Berkurang5
2 3 6

1.

Urusan/Dinas/Badanyangmengalamiperubahan

2. Dst....

TABEL 3.2
Rincian Perubahan Plafon jthggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan Tahun Anggaran .......

Urusan          : x.xx ..........
or8anisasi   : x-xx.x-zK.x-2ex.x .........

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN TARGET
PLAFON ANGCIARAN

SEBELUM SETEIAH BERTAMBAH
/SUBKEGIATAN PERUBAHAN PERU13AHAN /BERKURANG

lRp) (Rp' (Rp)7 lo/a181 2Program ... 3 4 5 6
x.2ex.2ex

Kegiatan . . .SubKegiatan...x.xx.xx.x.x
x.X.2ex.x.x.X

x.xx.xx.x.xx.X SubKe8iatan ...

X.X.XX.X.2K.X Dst-...
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TAIEL 3.3
PerubahanPlafonAnggaranSementaraUntukBelanjaPegawai,BelanjaBarang
dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Talun Anggaran ......

NO.1 URAIANBelanjaPegawaiBelan.aBarandan JasaBelan.aBunaBelan.aSubsidiBelanj.aHibah13elan.aBantuanSosialBelan.aModalaBl'

PERUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKUENG
PERUBAHAN PERUBAIANR

R R 0/o

2345678

I I 11

I I =1

.     eanjaModalTanahb.BelanjaModalPeralatandanMesinc.BelanjaModalGedungdanBangunand.BelanjaModalJalan,Jaringan,danIrigasie.BelanjaModalAsetTetapLainnyaf.BelanjaModalAsetTidakBerun.ud81..

9
e an a Tidak Terdu  aBelan.aBagiHasilBelanjaBantuanKeuananTOTAL I I

I I
10
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Ilustrasi Nota Kesepakatan Perubahan KUA

NorA KESEPAKATAN
ANTARA

PBMERINTAH KO'IA BALIKPAPAN
DBNGAN

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH
KorA BALIKPAPAN

NOMOR..........
TANGGAL.......

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........

Yang bertanda tangan di bawah ini:
I.    Nana

Jabatan
Alamat Kantor
bertindak selaku dan

2.    a.Nana
Jabatan
Alamat Kantor

b. Nana
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nana
Jabatan
Alanat Kantor

: Wadi Kota Balikpapan

atas narna Pemerintah Kota Balikyapan

Ketua DPRD Kota Balikpapan

: Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
.,,,,........-.................,,,,,,,,,

: Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan

d.  Dst ....................
sebagaiPinpinanDPRDbertindakselakudanatasnamaDowanPeowakilanRakyatDaerah(DPRD)KotaBampapan

DenganinimenyatakanbahwadalanrangkapenyusunanPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahPerubahan
(APBD-P)  diperlukan  Perubahan  Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersana antara DPRD dengan Pemerintah  Kota
untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagal  dasar  penyusLinan  Perubahan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara APBD  TA

Berdasarkanhaltersebutdiatas,parapihcksepafatterhadapPerubahanKebijakanUmumAPBDyangmeuputiperubahan
asumsi-asumsi  dasar  dalam  penyusunan  Rancangan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerch  Perubahan
(RAPBD-P)  Tchun Anggaran  ...........,  perubahan  terhadap  kebijakan  pendapatan,  belanja dan  pembiayaan  daerah,  yang
menjadidasardalanpenyusunanPerubahanPrioritasdanPlafonAnggaranSementaradanPerubahanAPBDTA.........

Secara  lengkap  Perubahan  Kehijakan  Umum  Perubahan  APBI)  TA  .........  disusun  dalam  lampiran yang  menjadi  satu
kesatuan yang tidak teapisahkan dengan Nota Kesapakatan ini.

Demikianlah  Nota  Kesepakatan  ini  dibuat  untuk  dijadikan  dasar  dalan  penyusunan  Perubahan  Prioritas  dan  Plafon
Anggaran Sementara {PPAS) Tahun Anggaran ........

Wali Kota Balikpapan

Selaku,
PIHAK PBRTAMA

Nana

I.........Tanggal,..........

Pinpinan DPRI)
Kota Balikpapan

Selaku,
PIHAK KEDUA

Nana
KRTUA

Nana
WAKIL KRTUA

Nama
WAKIL KRTUA
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Ilustrasi Nota Kesepakatan Perubahan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANIARA

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR..........
TA"GGAL.......

TENENG
PERUBAIIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN .........

Yang bertanda tanga di bawah ini:
1.    Nana

Jabatan                                 : Wa]i Kota Balikyapan
Ifroat Kantor

2.   a.Nana
Jabatan
Alanat Kantor

b. Nana
Jabatan
iAlanat Kantor

c. Nana
Jabatan
Juanat Kantor

bertindak selafu dan alas nana pemerintah Kota Ba]ikyapari
................,,,,,,,,,,,,,,

: Ketua DPRD Kota Balikpapan
-.........-. ' ......-.,,,,,,

...................-.,,,,,,,,,
: Wa]dl Ketua DPRD Kota Balkyapan
®,,,,,,,,............,.,,,,,,,,,,,,,,,,

.,...................,,,,,,,,,,,,
: Wahil Ketua DPRD Kota Balikpapan

.........,..,,,,,,,,,,,,,,,,,
d. Dst -.............-.....
sebagai Pinpinan DPRD bertindak selake dari atas nana Dewari Perwakilali Rakyat Daerah @PRD) Kota
Balikyapan

Dengan  ini menyatakan  bahwa dalan ran8ka penyusunan  Perubahan  Amggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD-P)  perfu  disusun  ELoritas dan  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  yang disepakati bersana
antara DPRD  dengan Pemerintah Kota, untuk selanjutnya dijad±kan sebagai daar penyusrman Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPED-P) TA ..........

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemeintah Kota tentang
Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .........., para pihak sepakat terhadap Pembahan Phoritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dali peneinaan pemhiayaan daerah TA
........,  perubalian  prioritas  belanja  daerah,  perubahan  plafon  anggaran  selnentara  berdaarkali  Urusan
Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA .........

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun chggaran ......... disusun dalan
lampiran yang menjadi satu kesatuan yalig tidak telpisahkan dengan Nota Kesepakatari ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggpran ........

Wan Kota Balikyapan

Selaku,
PIHAI PERTARA

Nana

•.........Tanggal,..........

Pimpinan DPRD
Kota Balikyapan

Selaku'
PIHAK REDUA

Nana
KETUA
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Nana
WAKIL KRTUA
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KOTA BALIKPAPAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK

DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYEN

TAHUN ANGGARAN .......

Kode Uralan
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang

SebelumPerubchan SetelahPerubah SebelumPb Sete]ahPerubahan6
I4 2PendapatanPendapatanAsliDaerahPaiakDaerah 3

an4 eru  ahan5

4.1411 1111111111111111111111_

4.2

Dst."...

Pendapatan TransferPdatanT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE llllllllllllllll|Illlllllllllllllllllllllllll|[iiiiiii

4.2.1 en    pa           ransfer   PernermtahPusatDst."".

111111111111111111111111_

Lain-lain Pendapatan Daerah yangSahPendapatanHibahDst:."....4.34

.3.1
1111111111_
111111111_

Jumlah Pendapatan 111111111111111111111111111

BelanjaBelan_ia OperasiBelanjaPegawaiDSL.....5
5.15
.1.1

11111111111_

Belania ModalBelaniaModal TanahDst...".. 11111111111111111111111_5.2
1111111111111111111_5.2.1
1111111111111,111111111111111_

Belapja Tidak Terduga5.35.3.1
Belan| a Tidak TerdugaDst....Jumlah Belanja

Surplus/fDerisit)

66.1 Pembiavaan Daerah
Penenmaan Pembiayaan

6.1.1 SILPA
Dst.....-

Jumlah Penenmaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiavaan
6.2.1 Pembentukan dana cadang:an

Dst......-.
Jumlah Pengeluaran Pembiavaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggarantahunberkenan(SiLPA)

I...................,tanggal................

Wali Kota

Nana
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KOTA BALIKPAPAN

RINGKASAN PERUBAIIAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN  ........

Kode1 Urusan PemerintahDaerah

Pendapatan
Sebelum Perubahan

Belan|.a

Sebelum Setelch I Setelch Perubahan I    Bertanbali/ertan Belanja Belanja eana Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Belanja JumlahBelanjaPerubahanRp3 PerubahanRp (Berkurang)Rp% TidakTerdugaRp9OperasiRp7 ModalRp TransferRp BelanjaR OperasiR ModalRp13 TldakTerduga TransferRp (Berkurang)

2 4 5 6 8 10
P11 P12 Rp Rp16 Rp17 ''18

1 URUSANPEMBRINTAHANWAJIBYANGBERRAITANDENGANPELAYANANDASAR

14 15

11 11

X-X.X-X.X-X.X
PENDIDIRANDinas/Badan.„..

Dst. . . '

222 URUSANPEMERINTAHANWAJIBYANGTIDAKBBRKAITANDENGANPELAYANANDASAR

77
X-X.X-X.X-X.XX

TENACIA KERJADinas/Badan.....

Dst......

3 URUSANPEMERINTAHPILIHAN
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33 2525

X-

KELAUTAN             DANPERIKANAND'/Bd

I I I I
11

II

I
X.X-X.X-X.XX

inas      a  an . . . . .Dst......

II

I

I
I

444

I

UNSUR  PENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN
I,11111111111111_ I

I I

11 SBKRETARIATDAERAH
I

X-X.X-X.X-X.XX Sekretanat Daerah

I
I

55

1

UNSUR   PENUNJANGURUSANPEMERINTAHANPERENCANAAN

I5 I 1 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan.....

I

11

IIIIIIIIIR
JumlahuS/(DEFIsliT-

I
II

II

SURPL I I '''''''''''_i
I

I I I
I I I I
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KOTA BALIKPAPAN
RINCIANPERUBAIIANAPBDMENURUTURUSANPEMERINTAHANDJRERAH,ORGANISASI,PROGRAM,KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAV, BEIANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN AVGGARAN ........

PENDAPATAN DAERAII

KODE RERENING UFLJEN

JUMun Bertambah/Berkurang

DASAR HUKUM
SebelumPerubahan SetelahPerubahan

(Rp) O/o

4.x.2ex4.x.x4.x.x I PENDAPATENIPENDAPATAN ASLI DAERAIPajakdaerah

4.x.xx4.x.2ex4.x.xx
E:#+bpues:gde::=aanhan kekayaan daerah      IyangdipisahkanpE¥E:=¥ir¥±F:±sR==a=chpusat,[1 I

I4.x.xx4.x.xx4.x.2ex                   I
II

I I I
4.x.x4.x.xx                 I LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERE YANGSamPendapatanhibah      I

1111_
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4.x.xx4 Dana d~at
.X.X Lam-lam pendapatan sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan

: x                                                                      BELANJA DAERAH                                                                                                                              IUrusan pemerintahanBidangurusanOrganisasiUnitOrganisasiProgramIndikatorHasilKegiatan....1)IndikatorKeluaranSubKegiatan.....1)IndikatorKeluaranKODERERENING

: ::=:=                                                                                                                                                                      I

: ::=:¥                                                                                                                                              ,
:  x.2ex.xx

:  X.XX.XX

UFLAIAN unLAH Bertambah/Berkurang DASAR HurmM
5.x.zex BELANJA SebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) O/o

5.x.xx5.x.xx5.x.zex5.x.xx5.x.2ex5.x.xx5.x.xx BELANJA OPERASIBelanjapegawaiBelal||.abarangdan jasaBelanjabungaBelanjasubsidiBelanjahibahBelanjabantuansosial
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEiiiiiii

_I
I

111111111111111111111111111111111_
I
I

IIIIIII,IIIIIIIIIIliliiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiii
I

1111111111111111111111111_

5.x.xx5.x.2ex5 BELENJA MODALBelanjamodaltanahBelan.iamodalperalatan dan mesinBelanjamodalbangunandangedungBelaniamodaljalan,jaringan,danirigasiBelanjamodalasettetaplainnya
_I

I
I

.X.2ex5.x.xx5.x.zex5.x.xx
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii

III
I



- 262 -

5.x.xx Belanja modal aset tidak berwu.1.ud IIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=
5.x.xx5.x.xx5.x.xx5.x.xx5.x.xSubKegiatan. . . . . . . 2)IndikatorKeluaran      IKODEREKENINGI BELANUA TIDex TERDUGAIBelanjatidakterduga

III
II

I

I 13ELENJA TENSFERIBelanjabagihasilIBelanjabantuankeuanganI:x.2ex.xx
II

III

II

I

URAEN JUMLAH Bertambah/Berkuran DASAR HUKUM
Dst....... SebelumPerubahan       I Setelah (Rp) 0/o

I

Perubahan
I

Kota Bampapan,

Waft Kota

Nana
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I.       PENETAPAN PBRUBAHAN APBD
1.   Ketentuan umum

Berdasarkan  ketentuan Pasal  177  dan  Pasal  178  Peraturan  Pemerintah
Nomor  12  Tahun  2019,  ketentuan  umum terkait penetapan perubahan
APBD adalah sebagal berikut:
a.  Wali  Kota  wajib  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  perubahan

APBD  kepada  DPRD  disertai  penjelasan  dan  dokumen  pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling
lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

b.  Proses  pengajuan  rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD  dapat
mengandung informasi,  aliran data,  serta penggunaan dan penyajiari
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c.   Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan
oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan rancangan
Perda  tentang  perubahan  APBD  beserta  penjelasan  dan  dokumen
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.  Pembahasan rancangan Perda tentang pe"bahan APBD berpedoman
pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

e.   Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD
dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalarn pembahasan yang
disajikan  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi  Pemerintahan
Daerah.

f.   Hasil   pembahasan   rancangan   Perda   tentang   perubahan   APBD
dituan8han dalam persetujuan bersalna antara Wall Kota dan DPRD.

9.   Persetujuan bersama antara Wall Kota dan DPRD ditandatangani oleh
Wali Kota dan pimpinan DPRD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD

beserta  penjelasan  dan  dokumen  pendukung  kepada  DPRD  untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

b.  Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan   APBD   dengan   belpedoman   kepada   perubahan   RKPD,
perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

c.   Hasil   pembahasan   rancangan   Perda   tentang   perubahan   APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Wali
Kota dan pimpinan DPRD.

J.      PERSETUJUAN RANCANCIAN PERDA PERUBAHAN APBD
1.   Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:
a.  Pengambilan     keputusan     mengenai    rancangan     Perda    tentang

perubahan  APBD  dilakukan  oleh  DPRD  bersama  Wall  Kota  paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

b.  Dalam  hal  DPRD  sampai  batas  waktu  tidak  mengambil  keputusan
bersama   dengan   Wali   Kota   terhadap   rancangan   Perda   tentang
perubahan  APBD,  Wall  Kota  melaksanakan  pengeluaran  yang  telah
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

c.   Penetapan   rancangan   Perda   tentang   perubahan   APBD   dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.
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2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Wall  Kota  dan  DPRD  melakukan  persetujuan  Bersana  berdasarkan

hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
b.  Wall   Kota   menetapkan   Perda   tentang   pembahan   APBD   setelah

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun sebelurmya.

c.   Jika   persetujuan   bersama   dalam   pembahasan   rancangan   Perda
tentang  perubarian  APBD  tidak  tercapai  sanpaj  batas  waktu  yang
ditentukan,    Wall    Kota    melaksanakan    pengeluaran    yang    telah
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaLan.

K.     EVALUASI   RANCANGAN   PERDA   PERUBAHAN   APBD    DAN   RANCANGAN
PERWALI PENJABARAN PERUBAHAV APBD

1.   Ketentuan umum
Mengacu pada ketentuan Pasal  181  sampai dengan Pasal  184 Peraturan
Pemerintah  Nomor  12  Tchun  2019,  evaluasi  Raperda  Kota  Balikyapan
tentang perubahan APBD  dan Rapeowali tentang penjabaran perubahan
APBD sebagai berikut:
a.  Rancangan Perda Kota Balikyapan tentang perubahan APBD yang telah

disetujui    bersama    dan    rancangan    Pervali    tentang   penjabaran
perubahan   APBD   disampaikan   kepada   Gubemur   sebagai   wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Wa]i Kota.

b.  Rancangan  Perda  Kota  Balilapapan  tentang  perubahan  APBD   dan
rancangan   Perwali   tentang   penjabaran   perubahan   APBD   disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang
disepakati antara Wall Kota dan DPRD.

c.  Surat   pengantar   untuk   menyampalkan    rancangan    Perda   Kota
Balikyapan tentang perubahan APBD dan rancangan Pervali tentang
Penjabaran  perubahan  APBD  ditembuskan  ke  Menteri  Dalam  Negeri
tanpa disertai lampiran.

d.  Evaluasi  dilakukan untuk menguji kesesualan rancangan Perda Kota
Balikyapan  tentang perubahan APBD dan rancangan Perwali tentang
penjabaran perubahan APBD dengan:
1)   ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2)   kepentingan umum;
3)   perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
4)   RPJMD.

e.  Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam
rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD  dengan  Perda  tentang
RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan
sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, seria
menilal konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA
dan PPAS.

f.   Pengujian   kesesualan   rancangan   Perda   Kota   Bafikpapan   tentang
perubahan    APBD    dan    rancangan    Perwali    tentang    penjabaran
perubahan   APBD   dengan   kepentingan   umum   dilakukan   untuk
menghindari  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum
meliputi:
1)   terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2)   terganggunya akses terhadap pelayanan pub]jk;
3)   terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
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4)   ±eers8e¥ah¥r=y= mag;:a±=t; dane7::°um±      untuk      meningkackan

5)   diskriminasi terhadap sufu,  agama dan kepercayaan,  fas,  antar-
golongan, dan gender.

9.  Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubemur.
h. Dalan hal Gubemur sebagai wakfl pemerintah pusat menyatakan basil

evaluasi  rancangan  Perda  Kota Balikpapan tentang perubahan APBD
dan  rancangan  Pervali  tentang  penjabaran  perubahan  APBD  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi,
kepentingan  umum,  perubahan  RKPD,  perubahan  KUA,  perubahan
PPAS, dan RPJMD, Wadi Kota menetapkan rancangan tersebut menjadi
Perda  dan  Pervali  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

i.   Dalam hal Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil
evaluasi  rancangan  Perda  Kota Balikpapan tentang perubahan APBD
dan  rancangan  Pervali  tentang  penjabaran  pembahan  APBD  tidak
sesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lebih
tinggi,    kepentingan    umum,    perubahan    RKPD,    perubahan    KUA,
perubahan  PPAS,  dan  RPJMD,  Wali  Kota bersama DPRD  melakukan
penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hard sejak hasil evaluasi diterima.

j.   Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wall Kota dan DPRD
dan Wali Kota menetaplrm rancangan Perda Kota BaHkpapan tentang
Perubahan   APBD   menjadi   Perda   dan   rancangan   Perwali   tentang
penjabaran  Perubahan  APBD  menjadi  Peowali.Hasil  penyempumaan
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

k.  Penyempumaan   hasil   evaluasi  dilakukan  Wali  Kota  melalui  TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

1.   Hasil penyempumaan ditetapkan dengan. keputusan pimpinan DPRD.
in. Keputusan pinpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang

perubahan APBD.
n. Keputusan    pimpinan    DPRD    dilaporkan    pada   sidang   paripuma

berikutnya.
o.  Keputusan pimpinan DPRD kepada Gubemur untuk pembahan APBD

Kota Balikpapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

p.  Dalam hal pimpinan DPRD  berhalangan tetap atau sementara dalam
waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan
sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

q.  Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan
7  (tujuh)  hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubemur,  Wall  Kota
menetapkan       Perda      Perubahan      APBD       berdasarkan      hasil
penyempurnaan evaluasi.

r.  Perda   Perubahan   APBD   harus   terlebih   dahulu   mendapat   nomor
registrasi dari Gubemur.

s.  Proses  evaluasi  terhadap  rancangan  Perda  Kota  Balikyapan  tentang
perubchan   APBD   dari   rancangan   peraturan   Wall   Kota   tefltang
penjabaran  perubahan  APBD  dapat  memuat  informasi,  ahian  data,
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.   Paling   lambat   3   (hari)   setelah   persetujuan   bersama,   Wali   Kota

mengirimkan  rancangan  Perda  Kota  Balikpapan  tentang APBD yang
telah disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD beserta rancangan
Pervali  tentang  Penjabaran  APBD,  RKPD,  KUA,  dan  PPAS  kepada
Gubemur sebagai warm pemerintah pusat.
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b.   Dalam     hal    keputusan     Gubemur    sebagal    wakil    pemerintah
pusat  menyatakan     hasil     evaluasi     sesuai,     maka    Wall     Kota
menetapkan  rancangan   Perda   tentang  APBD   menjadi   Perda   dan
rancangan Perwali tentang  penjabaran  APBD  menjadi  Peowali  sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.   Dalam hal surat keputusan Gubemur sebagai wak±1 pemerintah pusat
menyatakan    basil    evaluasi    tidak    sesuai,    Wall    Kota   bersama
DPRD   melakukan   penyempumaan   paling   lanra   7   (tujuh)   hari
terhitung`  sejak   hasfl   evaluasi   diterima   dengan   langkah-langkch
sebagal berikut:
1)   Wall  Kota  melalui  TAPD  bersama  dengan  DPRD  melalui  badan

anggaran melakukan penyempumaan hasil evaluasi;
2)   Pimpinan   DPRD   menetapkan   surat  keputusan  mengenal  hasfl

penyempumaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripuma
berikutnya;

3)   Pimpinan    DPRD    menyampajkan    keputusan    mengenal    basil
penyempumaan kepada Gubemur sebagal wakil pemerintah pusat
paling lambat 3 (hard) setelah ditetapkan;

4)   Berdasarkan     keputusan     pimpinan     DPRD     mengenai     basil
penyempumaan,  Wali  Kota  melakukan  penetapan  Perda tentang
APBD;

5)   Dalam     hal     keputusan     pimpinan     DPRD     mengenal     hasil
penyempumaan  tidak  diterbitkan  sampai  dengan  7  (tujuh)  hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Gubemur, Wall Kota menetapkan
Perda APBD berdasarkan hasil penyempumaan; dan

6)   Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari
Gubemur.

d.   Dalam  hal  hasil  evaluasi  tidak  ditindaklanjuti  oleh  Wall  Kota  dan
DPRD,  dan  Wali  Kota  menetapkan  rancangan  Perda  tentang  APBD
menjadi  Perda  dan  rancangan   Perwali  tentang  penjabaran  APBD
menjadi Perwafi.
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A.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.   Ketentuan umum
Arfuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tafiun 2010. Pflar utama pengembangan
akuntansi   Pemerintah   Daerah   terletak   pada   perumusan   kebijakan
akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan  akuntansi  Pen.erintah  Daerah  adalah  prinsip-prinsip,
dasar-dasar,    konvensi-konvensi,    aturan-aturan    dan    prakfik-praktik
spesifik  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  pedoman  dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerinfah Daerah untuk
memenuhi   kebutuhan   pengguna   laporan   keuangan   dalam   rangka
meningkatkan   keterbandingan   laporan   keuangan  terhadap   anggaran,
antar  periode   maupun   antar   entitas.   Kebijakan   akuntansi   tersebut
disusun  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Wall
Kota.

Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerafi,  yang  selanjutnya  disingkat
SAPD,    adalah   ran8kaian   sistematik   dari   prosedur,    penyelenggara,
peralatan  dan  elemen  lain  untuk  meunjudkan  fungsi  akuntansi  sejak
analis.is  transaksi  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan
organisasi   pemerintahan   daerah.    SAPD   tersebut   ditetapkan   dalam
Peraturan Wali Kota sebagai bagian yang tidak telpisahkan  dari  Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntansi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
a.  Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan pada:

1)   Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah;
2)    Sistem Akuntansi Pemerintah Daerafi (SAPD); dan
3)   Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan

p eraturan perundang-undangan.
b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan

entitas pelaporan;
c.  Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan arfuntansi

pelaporan keuangan dan kebijakan arfuntansi akun.
1)   Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas

unsur-unsur  laporan  keuangan yang  berfungsi  sebagai  panduan
dalam penyajian laporan keuangan.

2)   Keb}jakan    akuntansi    akun    mengatur    defmisi,    pengakuan,
pengukuran,  penilaian,  dan/atau  pengungpxpan  transaksi  atau
peristiwa sesual dengan SAP atas:
a) pemilihan  metode  akuntansi  atas  kebijakan  akuntansi  dalam

SAP;
b) pengaturan  yang  lebih  rinci  atas  kehijakan  arfuntansi  da]am

SAP.
d.  SAPD    memuat   pilihan   prosedur   dan   teknik   akuntansi   dalaln

melakukan identifikasi transaksi,  pencatatan pada jumal,  posting ke
dalam buku  besar,  penyusunan neraca saldo,  dan penyajjan laporan
keuangan.   SAPD   meliputi   sistem   akuntansi   SKPKD   dan   sistem
akuntansi SKPD ;

e.  Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1)  Laporan Realisasi Anggaran;
2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
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3)  Neraca;
4)  Laporan Operasional;
5)  Laporan Arus Kas;
6)  Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7)  Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Wali  Kota  ini  mengatur
beberapa ketentuan sebagal berikut:
a.  akuntansi Pemerintafi Daerah dilaksanakan oleh entitas afuntansi dan

entitas pelaporan. Entitas Arfuntansi adalah seluruh SKPD, sedangkan
entitas  pelaporan  adalah  Pemerintah  Kota  Balikyapan  dan  SKPKD
selaku PPKD;

b. proses  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  mengandung  informasi,  aJiran
data,  penggunaan,  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik;

c.  kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat prak±ik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan
proses  penyusunan  laporan  keuangan  mulal  dari  entitas  akuntansi
sampai dengan entitas pelaporan;

d.  SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalaln rangkaian prosedur
identifikasi      transaksi,      teknik      pencatatan,      pengakuan      dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan- LRA, belanja,
transfer,   pembiayaan,   aset,   kewajiban,   ekuitas,   penyesuaian   dan
koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa
Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangal].;

e.  SAPD pada entitas pelaporan dilaksanaha dalam ran9kaian prosedur
pencatatan jumal  penyesuajan  konsolidasi,  kertas  keg.a  konsolidasi,
dan penyusunan laporari keuangan pemerintah daerah be"pa haporan
Realisasi    Anggaran,    La.poran    Pembahan    SAL,    Neraca,    Laporan
Operasional,   Laporan  Perubahan  Efuitas,  faporan  Arus  Kas,  dan
Catatan atas Laporan Keuangan;

f.   Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah
dapat  menerapkari  akuntansi  dana  yang  menggunakan  pendekatan
pemisahan     kelompok    dana    menurut    tujuan     penggunaannya.
Pendsahan  kelompok  dana  tersebut  membagi  dana  menjadi  dana
umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana
dilaksanakan    secara    bertahap    mengikuti    ketentuan    peraturan
perundang-undangan;

9.  Bagan  Akun  Standar  (BAS)   merupahan  pedoman  bagi  pemerintah
daerah   dalam   melakukan   kodefikasi   arfun   yang   mengganbarkan
struktur  laporan  keuangan  secara  lengkap.  BAS  digunakan  dalam
pencatatan transaksi pada buku jumal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan; dan

h. Struktur   BAS    yang   digunakan    mengikuti   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  fThak Terkait:

1)  Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Kehijakan Akuntansi dan
Peraturan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

2)  PPKD   menyusun   Peraturan   tentang   Kebijakan   Akuutansi   dan
Peraturan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

3)  PPK SKPD melaksanahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
b.  Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan:
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1)  Tim   Penyusun   mengumpulkan   rujukan   atau   referensi   berupa
peraturan  perundangan  dan  literatur  lain  yang  terkait  dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerafi. Sebagal
rujukan utana adalah Lanpiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan,Thususnya:
a)  PSAP 01 tentang Penyajian Iflporan Keuangan;
b)  PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
c)  PSAP 03 tentang Laporari Arus Kas;
d)  PSAV 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
e}  PSAP 1 1 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
P   PSAP 12 tentang Laporan Operasional; dan
g)  IPSAP dan Buletin Teknis SAID terkalt pelaporan keuangan.

2)  Berdasarkan   rujukan   dan   referensi   tersebut,    Tim   Penyusun
melakukan pemahaman dan analisis untuk proses penyesualan dan
harmonisasi sesual kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di
Pemerintah Daerah; dan

3)  Tim   Penyusun   mencantumkan   hasfl   proses   penyesuaian   dan
haimonisasi    tersebut   ke    dalam    pernyataan-pemyataan    pada
kehijakan akuntansi pelaporan keuangan.

c.  Penyusunan Kehijakan Akuntansi Akun:
1)  Tim   Penyusun   meligumpulkan   rujukan   atau   referensi   berupa

peraturan  perundangan  dan  literatur  lain  yang  terkait  dengan
kehijakan akuntansi akun. Sebagal rujukan utana adalah Lanpjran
I  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tabun  2010  tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
a)  PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
b)  PSAP 06 tentang Akuntansi lnvestasi;
c)  PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
d)  PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam PengeH.aan;
e)  PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
a   PSAP   10   tentang   Koreksi   Kesalahan,   Perubafian   Kebijakan

Akuntansi,  Perubahan  Estimasi  Akuntansi,  dan  Operasi yang
Tidak Dilanjutkan;

g)  PSAP 17 tentang Properti Investasi; dan
h)  IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

2)  Tim  Penyusun   bersama-sama  dengan   SKPD   terkait  melakukan
penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:
a)  mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode

yang khusus atas pengakuan dan pengukurannya;
b)  mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang

lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya; dan
c)  mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun

dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
3)  Dalam menyusun halhal yang belum diatur di dalam SAP,  perlu

memperhatikan:
a)  PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;

dan
b)  defmisi serta hiteria pengakuan  dan kriteria pengukuran atas

aset,    kewajiban,    pendapatan-LO,    beban,    pendapatan-LRA,
belanja,     dan    penerimaan/pengeluaran    pembiayaan    yang
ditetapkan   dalam   Kerangka   Konseptual   Standar   Afuntansi
Pemerintahan dan PSAP.
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4)  Tim Penyusun mencantumkan basil pemilihan metode, pengaturan
lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke
dalam dokumen kebijalran akuntansi.

d.  Penyusunan SAPD:
1)  tim penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis pada

pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan
Daerah;

2)  berdasarkan siklus tersebut,  Tim Penyusun SAPD mengidentifikasi
prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat;

3)  tim penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masing-
masing  prosedur  akuntansi.  Masing-masing  pihak  memiliki  peran
tersendiri    agar    prosedur    dapat    menghasilkan    output    yang
diinginkan;

4)  tim penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang mengalir
pada tiap  prosedur akuntansi.  Data atau  dokumen  tersebut akan
menjadi sumber pencatatan jumal;

5)  tim penyusun SAPD menentukan jumal standar pada trap prosedur
berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkalt;

6)  tim  penyusun  SAPD  menyusun  langkah  teknis.  Lan8kah  tekeis
merupakan  alur  pelaksanaan  sistem  akuntansi yang menjelaskan
pihak-pihak  yang   melaksanakan   sistem   akuntansi,   data   atau
dokumen  apa  saja yang  diperlukan,  dan  bagainana  pihak-pihak
tersebut  memperlakukan  data-data  terkait.  Selain  itu,  diberikan
ilustrasi   atau   format   pencatatan   dalam   bentuk   penjumalan
akuntansi    pada    setiap    bagan    alur    atau    transaksi    yang
membutuhkan pencatatan; dan

7)  penyusunan  SAPD  ini  memperhatikan  bahwa  Ptoses  Arfuntansi
Pemerintah   Daerah   mengandung   informasi,   aliran   data,   dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

e.  Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi
Bagian 1 - Pencatatan Transaksi:
1)  PPK-SKPD    mencatat    akuntansi    anggaran    berdasarkan    data

anggaran  yang  bersumber  dari  Peraturan  Daerah  tentang APBD,
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD;

2)  PPK-SKPD  mencatat  akuntansi  pendapatan-LRA  dan  pendapatan-
LO  berdasarkan  data  yang  dihasilkan  dari  proses  pelaksanaan
pendapatan;

3)  PPK-SKPD mencatat akuntansi be]anja dan beban berdasalkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja;

4)  PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang
dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan; dan

5)  PPK-SKPD    mencatat    akuntansi    aset,    utang,     dan    ekuitas
berdasarkan  data yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan  pendapatan,
belanja,  dan  pembiayaan  yang  mempengaruhi  aset,  utang,  dari
ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasilkasi transaksi
1)  PPK-SKPD  melakukan  klasifikasi  atas  transaksi yang  sebelumnya

telah  dicatat.   Dalam  proses  ini,   PPK-SKPD  memindahkan  data
transaksi  ke  buku  besar berdasarkan  klasifkasi,  kodefikasi,  dan
nomenklatur sesuai  ketentuan peraturan perundangan-undangan;
dan

2)   PPK-SKPD  men8hitung  saldo  di  setiap  bu]fli  besar  berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.
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Pencatatan  ini  dapat  dilakukan  secara  elektronik  dan  merupakan
integrasi   dengan   proses   transaksi   di   setiap   siklus   pengelolaan
keuangan   daerah.   Pencatatan   ini   didokumentasikan   dalan   buku
Jumal yang juga ditampilkan secara elektronik.

f.   Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan:
1)  Fungsi    Akuntansi    Entitas    Pelaporan    mengidentifikasi   jurnal

penyesuaian  yang  dibutuhkan,  seperti jumal  eliminasi  dan/atau
jumal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan; dan

2)  Fungsi   Arfuntansi   Entitas   Pelaporan   menyiapkan   kertas   kelja
konsoHdasi  sebagai  proses  awal  penyusunan  Laporan  Keuangan
Konsolidasi.

3.   Dokumen Terkait
a.   Dokumen akuntansi pemerintch daerah antara lain sebagai berikut:

1)   BukuJumal

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU JURNAL

SKPD

1;Tanggal, ",gr.I
I,'  ,qu  ('     "igiv--:;Nomor`   -.:~;:,:trE*,qu,. r,v.\KQde'Rekening"''.^rT\,-I,A??\§\`.

Mama Rekeriing
i,`-<,'Dabit@^ ,rty  'nKJ\

RTedit.    ~
•.vi^                `       dilr.

2)   Buku Besar

SKPD

KODE REKENING

NAMA REKENING

PAGU APBD*)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU BESAR

`Tan8gal ' ...fruraian\TT

Ref E,ebit
``i`Kredife   qr t

-   Saldo-
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3)   Kertas Kelja Konsolidasi
D\

:         'f r&  `t::lln-A.    tw``F«`1:.Ai ` Neraca Sa|do L`` Neraca Saldo Neraca.Saldo, |Neraca\. Saldo' i ',q`uffiar     fu ' `Ner-aca `Saldo
LKodeRckening„ :

•`F:e:ki#jli     .=`^L:`.``ar+,`--`;",ty+tt;`````-tiiRA3,I SKPD A',idr SKPD a sxpD,`g.§f SK,PKD I    ,:pripas,i,   J P`emda

D",
+iK\` i\(uvy,a,

.K, D:
I   tr',"*    |K,         '`.

D JK/S I),      ,.1.\±,itf.

\,.i"`,K: . . ., . -:Jp`,I,£I)
1i*   F,P`

K.

a.     PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERE
1.   Ketentuan umum

Ketentuan umum pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai
berikut:
a.  pelaporan     keuangan     Pemerintah     Daerah     merupakan     proses

penyusunari dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh
entitas  pelaporan  sebagai  hasil  konsolidasi  atas  laporan  keuangan
SKPD selaku entitas akuntansi;

b.  Iaporan  keuangan  SKPD  disusun  dan  disajikan  oleh  kepala  SKPD
selaku PA sebagal entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
1)   1aporan realisasi anggaran;
2)    neraca;
3)   laporan operasional;
4)   1aporan perubahan ekuitas; dan
5)   catatan atas laporan keuangan.

c.  1aporan keuangan SKPD disampaikan kepada Wall Kota melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran beraThir;

d.  1aporari  keuangan  Pemerintah  Daerah  disusun  dan  disajikan  oleh
kepala    SKPKD    selaku    PPKD    sebagai    entitas    pelaporan    untuk
disampaikan     kepada     Wali     Kota     dalam     ran8ka     memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

e.  Iaporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
1)    Laporan Realisasi Anggaran;
2)   Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih;
3)    Neraca;
4)   Laporan operasional;
5)   Laporan rfus Kas;
6)   Laporan perubahan Ekuitas; dan
7)    Catatan atas Laporan Keuangan.

f.   Iaporan keuangan Pemerintah Daerah disampalkan kepada Wa]i Kota
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3  (tiga)  bulan setelah tahun
anggaran  berakhir  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

9.  1aporan  keuangan  Pemerintah  Daerali  dilakukan  reviu  oleh  Aparat
Pengawas  Internal  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
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perundang-undangan sebelum disalnpaikan kepada Badan  Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan;

h. 1aporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  disanpaikan  kepada  Badan
Pemeriksa   Keuangan   paling  lambat  3   (tiga)   bulan   setelah   tahun
anggaran berakhir;

i.   pemeriksaan   laporan   keuangan   oleh   Badan   Pemeriksa   Keuangan
diselesaikan   selambat-Iambatnya   2   (dua)   bulan   setelah   menerima
laporan keuangan dari Pemerintafi Daerah;

j.   dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil  pemeriksaan  paling  lanbat  2   (dua)   bulan  setelah  menerima
laporan   keuangan   dari   Pemerintah   Daerah,   rancangan   Peraturan
Daerah   tentang   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   diajukan
kepada DPRD;

k.  Wali   Kota   memberikan   tanggapan   dan   melakukan   penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan Pemerintah Daerah;

1.   dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerafi,   PA   menyusun   dan   menyajikan   laporan   keuangan   SKPD
bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui
PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan

in. dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerab,  PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri   yang   menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Wali  Kota  ini  mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.  Iaporan  keuangan  Entitas  Akuntansi,   balk  SKPD  maupun  SKPKD

dilampiri    dengan    Surat   Pemyataan    Kepala   SKPD/SKPKD   yang
Tenyatakan   bahwa   pengelolaan   APBD   yang   menjadi   tanggung
jawabnya   telch   diselenggarakan   berdasarkan   sistem   pengendalian
intern  yang  memadai,  standar  akuntansi  pemerintahan,  dan  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

b.  Laporan  Arus  Kas  dan  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerch sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan;

c.  Laporan  Ams  Kas  dan  Laporan  Perubahan  Saldo  chggaran  Lebih
dilampiri dengan surat pemyataan BUD yang menyatakan pengelolaan
kas    yang    menjadi    tanggung   jawabnya    telah    diselenggarakan
berdasarkan   sistem   pengendaHan   intern   yang   memadai,   standar
akuntansi  pemerintahan,  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan;

d.  Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran;

e.  Laporan   Keuangan   pemerintah   daerah   untuk   semesteran   berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca; dan

f.   Proses penyusunan haporan Keuangan mengandung informasi,  aliran
data,  penggunaan,  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan:
a.  ELak Terkait:

1)   Wall Kota sebagai penanggung].awab ]aporan keuangan pemerintah
Kota Balikpapan;



- 274 -

2)   Sekretaris   Daerah   sebagai   pihak   yang   menyerahkan   laporan
keuangan kepada Wali Kota;\

3)    PPKD   sebagai   konsolidator   laporan   keuangan   SKPD   menjadi
laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan;

4)   PA SKPD sebagai penanggungjawab laporan keuangan SKPD; dan
5)   PPK SKPD sebagal penyusun laporan keuangan SRTD.

b.  Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi:
1)   Setiap akfiir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan

kebutuhan penyajian inforlnasi, PPK-SKPD menyusun:
a) Neraca Saldo;
b) Jumal penyesuaian akhir periode;
c) Neraca Saldo setelah penyesualan; dan
d) Jumal penutupan.
PPK-SKPD  dapat  menggunakan  Kertas  Ken.a  yang  terdiri  atas
kolom-kolom  untuk  penyajian  neraca  saldo,  jumal  penyesualan
akhir periode,  neraca saldo  setelah  penyesuaian, jumal  penutup
dan laporan keuangan terkait.

2)    BerdasarkaLn    Neraca    Saldo    setelah    Penyesuaian,    PPK-SKPD
menyusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
b) Laporan Operasional (LO) ;
c) Neraca; dan
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3)   Berdasarkan  LRA,  LO,  Neraca,  dan  LPE  yang  telah  dibuat,  PPK-
SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4)   PPK-SKPD  menyerahkan  Laporan  Keuangan  yang  telch  disusun
kepada Pengguna Anggaran.

5)   Pengguna Anggaran membuat Surat Pemyataan Kepala SKPD yang
Tenyatakan  bahwa  pengelolaan  APBD  yang  menjadi  tanggung
ja.wabnya telah diselenggarakan berdasarkan  sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

6)   Pengguna   Anggaran   menyalnpaikan   I+aporan   Keuangan   SKPD
beserta  Surat  Pemyataan  kepada  Wall  Kota.   Pada  saat  yang
bersamaan,  Laporan  Keuangan  SKPD  diserahkan  kepada  PPKD
untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c.  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bagian 1 - Penyiapan Kertas Ken.a Konsolidasi
1)   Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi

Akuntansi)   menyiapkan   kertas   kelja   (zuo7dshee€)   dengan   lajur
sesual banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun
Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

2)   Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan
Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kelja konsolidasi.

3)   Fungsi Akuntansi membuat jumal penyesuaian konsolidasi berupa
jumal    eliminasi    untuk    menghapus    akun-arfun    timbal-balik
(rec#Procaz   czcoozt7its)   seperti   RK   PPKD   dan   RK   SKPD.   Jumal
eliminasi    tersebut    merupahali    catatan    dalam    kertas    kelja
konsolidasi   dan   tidak   mempengaruhi   pencatatan   di   entitas
akuntansi.

4)   Fulngsi   Akuntansi   mengisi   Neraca   Saldo   Pemerintah   Daerah
(honsolidasi)  berdasarkan  Neraca  Saldo  SKPD  dan  Neraca  Saldo
SKPKD serta jumal elilninasi.
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Bagian 2 - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
1)   Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesualan, Fungsi Arfuntansi

menyusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi;
b) Laporan Opel.asional (LO) Konsolidasi;
c) Neraca Konsolidasi;
d) I,aporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e) Laporan Perubahan SAL; dan
i)  Laporan ifus Kas.

2)   Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai
dengan   sistematika   dan   penjelasan   di   Kebijakan   Akuntansi
dan/ atau Standar Afuntansi Pemerintah.

3)   PPKD  menyerahkan  Laporan  Keuangan  Pemerintab  Daerah  yang
telah disusun kepada Wall Kota melalui Sekretaris Daerah.

4)   Wali Kota membuat Surat Pemyataan Wall Kota yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi  tanggung jawabnya  telah
diselenggarakan   berdasal.kan   sistem   pengendalian   intern  yang
memadai,  standar  akuntansi  pemerintahan,  dan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.

5)   Wali  Kota  menyampaikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3.   Dokumen Terkait
Dokumen  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  antara  lain  sebagai
berikut:

1)   Neraca saldo

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NERACA SALDO PER TANGGAL ........

SKPD

"¥,Oq%Ffken"ipg
i-INamTa` RekeningTL\ir\`'.

Debit Kifedit
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2)   Laporan Keuangan SKPD

a)  Lapol.an Realisasi Anggaran

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

PERANGKAT DAERAII ......

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DJIN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Talun n dan n-1

{Dalam Rupiah)

No Uraian
Anggaran RealisasiTalunn 0/o

Realisasi
Urut SetelahPerubahan Tahunn-1

1 2 3 4 5 6
1234 PENDAPATANPENDAPATAN ASLI DAERAHPendaDatanPaiakDaerahPendapatanRetribusiDaerahPendapatanHasilPengelolaan

5 Kekavaan Daerah Yang DiDisahkan
6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

ang SahumlahPendapatan Asli Daerah (3
78 s/d 6'UMLAII PENDAPATAN f7)

910111213 ELANJAELANJA OPERASI

elanja Pejzawai
elania Barang dan Jasa
umlah Belania ODerasi fl 1 s/d 121

1415161718192021 BELENJA MODAL
elania TanahelaniaPeralatan Dan Mesin

elania Gedung Dan Bangunan
elania Jalan, Irigasi. Dan Jaringan
elania Aset TetaD Lainnva
elania Aset LainnvaumlahBelaniaModal fl5 s/d 201

22 UMLAH BELANJA fl3 + 21)

23 SURPLUS/ DEFISIT (8 - 22)
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b)  Neraca

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

NERACA PERANGKAT DAERAH

Per 31 Desember 20XI DAN 20XO

Dalan Rupiah
Uraian 20X1 20XO
ASET

ASET LAVCAR

Kas dan Setara fas

Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara pengeluaran

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang hinya
Penyisihan Flutang

Beban Dibayar Di Muka

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengeljaan

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Rugi
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Uraian 20X1 20XO
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tck Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PF`K)

Pendapatan Diterima Di Muka

Utang Belanja

Utang Jan8ka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban

EKUITAS

Ekuitas

Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Jundah Ekuitas

JUMLAII KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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c)  Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SKPD...............

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO

(dalan Rupiah)

No Uraian 20xl 20xl Kenackan/penurunan 0/o

KEGIATAN OPERASI0NAL

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAII

3 Pendapatan Pajak Daerah 2ex 2ex 2ex 2ex

4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX X2CX 2ex

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Zex 2CXX 2ex XXDaerah yang Dipisahkan

6 Lain-lain PAD yang Sah 2ex 2ex - 2ex

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d XXX XXX XXX XX
6)

8 JUMLAII PENDAPATAN (7) 2ex X2ex 2ex XX

9 BEBAN

10 BEBAV OPERASI

11 Beban Pegawai

12 Beban Barang dan Jasa 2ex 2ex 2ex Zex

13 Beban Hibah 2ex 2ex 2ex 2ex

14 Beban Bantuan Sosial XXX ZCXX XXX XX

15 JUMLAH BEBAN OPERASI (11 s/d 14) 2ex 2ex XXX 2K

16 BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI

17 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin XXX - XXX Zex
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No Uraian 20xl 20xl Kenaikan/penurunan 0/o

18 Beban Penyusutan Gedung dan XX Zen XXX XXBangunan
19 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan 2ex 2ex 2ex ZexJaringan
20 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2ex Zex 2ex X
21 Beban Penyusutan Aset Lainnya 2ex XXX 2ex 2K
22 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 2ex 2ex - 2ex

23 JUMLAII BEBAN PENYUSUTAN DAN Zen Zen X2ex 2exAMORTISASI (17 s/d 22)

24 JUMLAH BEBAN ( 15+23) Zen ZEE X2K Zex

25 SURPLUS/DEFISIT - LO (8-24) Zen Zen Zee ZCX

d)  Laporan Perubahan Ekuitas

IAPORAN PERUBAIIAN EKUITAS
SKPD......................

UNTUK PERIODE YANG BERAKIIIR SAMPAI DENCIAN 31 DESEMBER 20XI DEN 20XO
(dalam Rupiah)

NO URAIAN I          2oX1XXX2ex 20XO-2ex
1 Ekuitas Awal

234 Surplus/Defisit-LO
Dampak Kumulatif Perubahan Zen2ex ZenZEE
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan
56 Selisih Revaluasi Aset Tetap Zee X2ZX

Lain-Lain Zex Zen
7 Ekuitas Akhir 2ex 2ex
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e)  Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

SKPD......
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BabI Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PerangkatDaerah

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan peran   at Daerah
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PerangkatDaerah

Bah 11 Ikhtisar pencapaian kinelja keuangan Perangkat Daerah
2.12.2 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinelja keuangan Pemerintah

Daerah
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yangtelahditetapkan

Bab Ill Penjelasan Dos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

Pemerintah Daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja - LO
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan   atas   pos-pos   aset   dan   kewajiban   yang   timbul
sehubungan dengan penerapan basis arfual atas pendapatan dan
belanja  dan  rekonsiliasinya  dengan  penerapan  basis  kas,  untuk
entitas   akuntansi/entitas   pelaporan   yang   menggunakan   basis
akmal pada Pemerintah Daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah Daerah
BabV Penutup

3)  Laporan Keuangan Pemerintah Kota
a)  Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember Tahun n dan n- 1

(Dalan Rupiah)

NoUrHt Uraian
AnggaranSetelahPerubahan RealisasiTahunn 0/o

RealisasiTahunn-1

1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAII
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No Uralan
Anggaran RealisasiTalunn 0/a

Realisasi
Urut SetelahPerubahan Talunn-1

134 2 3 4 5 6
PendaDatan Paiak DaerahPendapatanRetribusiDaerahPendapatanHasilPengelolaan

56 Kekayaan Daerah Yang
DinisahkanLain-LainPAD vans SahumlahPendapatanAsliDaerah (3

7 s/d 6'

8 PENDAPATAN TRANSFER

910111213
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
Dana Baal Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

14 Jumlah Pendapatan Transfer
Dana Perimbangan /10 s/d 13`

1516 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnva
Dana Insentif Daerah

17 Jumlah Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnva ( 16)

18 Pendapatan Transfer Antar
Daerah

19 Pendapatan Bard Hasil
20 Bantuan Keuangan
21 Jumlah Pendapatan Transfer

Antar Daerah fl9 s/d 20)
22 Total Pendapatan Transfer

fl4 +  17 + 211

23 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAII

24 Pendapatan Hibah
25 Pendapatan Dana Darurat
26 PendaDatan Lainnva

27
Jundah Lain-ha
Pendapatan Daerah Yang
Sah f29 s/d 311

28 JUMLAH PENDAPATAN
f7 + 22 + 271

29 ELANJA
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai
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No Uraian
Anggaran Realisasi O/o

Realisasi
Urut SetelahPerubahan Tahun n Talunn-1

1 2 3 4 5 6
3233343536 Belania Barang dan Jasa

Belania Bunga
Belania Subsidi
Belania Hibah
Belania Bantuan Sosial

37 Jumlah Belanja Operasi
(31 s/d 36)

3839 BELANJA MODAL
Belania Modal TanahBelanjaModalPeralatan dan

40 Mesin
41 Belanja Modal Gedung dan

Bansonan
42 Belanja Modal Jalan, Irigasi,

dan Jaringan
4344 Belanja Modal Aset Tetap

Lainnva
Belania Modal Aset Lainnva

45 Jumlah Belanja Modal
f39 s/d 44)

4647 BELANJA TAK TERDUGA
Belania Tak Terduga

48 Jumlah Belanja Tck
Terduga f54l

49 JUMLAII BELANJA
f37 + 45 + 48}

50 BELANJA TRANSFER

51 Belanja Bantuan Keuangan
antar Daerah KabuDaten / Kota

52
Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/ Kota ke Daerah
Provinsi

53 JUMLAH BELANJA
TRANSFER f51 s/d 521

54 JUMLAII BELANJA
'49 + 531

55 SURPLUS/DEFISIT 128 -54}

56 PEMBIAYEN

57 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5859 Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran rsiLPA}
Pencairan Dana Cadangan
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No
Urajan

Anggaran RealisasiTahunn 0/o
Realisasi

Urut SetelahPerubahan Talunn-1

1 2 3 4 5 6
60 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan
61 Penerimaan Pinjaman Daerah -

Pemerintah PusatPenerimaanPinjaman Daerah -
62 Pemerintah Daerah Lainnva
63 Penerimaan Hnjaman Daerah -

I.embaga Keuangan BankPenerimaanFtnjamanDaerah -

64 Lembaga Keuangan Bukan
BankPenerimaan Pinjaman Daerah -

65 Masvarakat /Obligasi DaerahtPenerimaanKembaliPinjaman
66 Daerah
67 Penerimaan Pembiayaan

Lainnva
68 Jumlah Penerimaan

f58 s/d 681

6970 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

71 Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

72 Pembayaran Pinjaman dari
Pemerintah Pusat

73 Pembayaran Pinjalnan dari
Pemerintah Daerah Lain

74 Pembayaran Pinjaman dari
Lembafa Keuangan Bank

75
Pembayaran Pinjalnan dari
I,embaga Keuangan Bukan
Bank

7677 Pembayaran Pinjaman dari
Masvarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Piniaman Daerah

78 Pengeluaran Pembiayaan
Lalnnva

7980 Jumlah Pengeluaran
f70 s/d 781

PEMBIAYAAN NEITO f68 - 79)

81 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(55 + 80)
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b)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PBMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN PERUBAIIAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO

NO UFZAIEN 20X1 20XO

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 2ex -23 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan PembiayaanTahunBeljalan (-) (xxk)

subtotal (1-2) 2ex 2ex
45 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan chggalan 2ex 2ex

SILPA  SiKPA
subtotal (3+4) 2ex Zen

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelrmnya Zee X2ex
7 Ich-lain 2ex2ex ZenZen
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

c)   Neraca

PEMERINTAI-I KOTA BALIKPAPAN

NERACA

Per 31 Desember 20Xl dan 20XO

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20XO

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di BLUD

Kas Dana BOS

Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Hutang Pajak
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Uraian 20X1 20XO

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Hutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Penyisihan Pfutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen

Investasi kepada BUMN

Investasi kepada BUMD

Investasi dalaln Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Berguhi

Jumlah Investasi Non Perlnanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap I,ainnya
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Uraian 20X1 20XO

Konstruksi dalaln Pengeq.aan

(Akumulasi Penyusutan)
Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jan8ka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Hhak Ketiga

Aset Tak Be~jud
Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Di Muka

Utang Belanja

Utang Jan8ka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
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Uraian 20X1 20XO

Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)

Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

EKUITAS

EKUITAS

Surplus/Defisit-LO

Jundali Ekuitas

JUMLAII KEWAJIBAN DAN EKUITAS

d)  Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAljuN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO

(dalan Rupiah)

No Uraian 20xl 20xl Kenaikan/penumnan 0/o

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAII

3 Pendapatan Pajak Daerah Zen 2ex 2ex 2ex

4 Pendapatan Retribusi Daerah 2ex ZEE 2ex 2ex

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan X2ex 2ex XXX XX
Daerah yang Dipisahkan

6 Lain-lain PAD yang Sah 2ex Zen - Zex

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) XXX XXX ZEzex XX

8 PENDAPATAN TRANSFER
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No Uralan 20xl 20xl Kenaikan/penurunan 0/o

9 TRANSF`ER PEMERINTAII PUSAT-DANA
PERIMBANGEN

10 Dana Bagi Hasil 2RE 2ex 2ex Zex

11 Dana Alokasi Umum ZEE XXX 2ex 2CX

12 Dana Alokasi Khusus-Fisik Zen XXX 2ex XX

13 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik ZEXX XXX 2ex 2K

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 2ex Zen 2ex 2ex
Perimbangan (10 s/d 13)

15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

16 Dana Insentif Daerah 2ex Jem 2ex 2ex

17 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 16) 2ex 2ex 2ex 2ex

18 TRANSFER ANTAR DAERAII

19 Pendapatan Bagi Hasil Zex 2ex Zen 2K

20 Bantuan Keuangan ZEE 2ex ZEE Zex

21 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah ( 19 2ex 2ex Zen 2ex
s/d 20)

22 Jumlah Pendapata]i Transfer (14 + 17 + 21)

23 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAII

24 Pendapatan Hibah 2ex 2ex 2ex 2ex

25 Pendapatan Dana Darurat 2ex 2ex 2ex Zex

26 Pendapatan Lainnya ZEE Zex Zen Zex

27 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yalig sah - 2ex XXX 2ex
(24s/d 26)

28 JUMLAII PENDAPATAN (7 + 22 + 27) 2ex Zen 2ex XX

29 BEBAV

30 BEBEN .OPERASI

31 Beban Pegawai

32 Beban Barang dan Jasa 2ex 2ex Zen XX
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No Uralan 20xl 20xl Kenalkan/penurunan 0/o

33 Beban Bunga 2ex 2ex 2ex 2ex

34 Beban Subsidi Zen 2ex 2ex XX

35 Beban Hibah XZCX XXX XXX XX

36 Beban Bantuan Sosial 2ex 3ex X2CX 2ex

37 JUMLAH BEBAN OPERASI (31 s/d 36) X2ex 2ex Jem 2ex

38 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

39 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2ex 2ex 2ex Zex

40 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan XXX XXX 2CXX 2CX

41 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2ex XXX XXX XX

42 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Zen 2ex 2ex XX

43 Beban Penyusutan Aset Lalnnya 2ex Zen 2ex XX

44 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 2ex 2ex 2ex XX

45 JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN ZCXX Zee 2ex XX
AMORTISASI (39 s/d 44)

46 BEBAN TRANSFER

47 Beban Bagi Hasil XXX XXX XXX Zex

48 Beban Bantuan Keuangan - XXX XXX Zex

49 JUMLAII BEBAN TRANSFER (47 s/d 48) 2ex 2ex Zen 2ex

50 BEBAN TAK TERDUGA

51 Beban Tck Terduga 2ex 2ex 2ex 2ex

52 JUMLAII BEBAN TAK TERDUCIA (51) Jem Zex 2ex 2ex

53 JUMLAII BEBAN (37 + 45 + 49 + 52)

54 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (28 - 53) 2ex 2ex 2ex 2ex

55 SURPLUS NON OPERASIONAL

56 Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset 2ex 2ex 2ex XXNonlancar
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No Uraian 20xl 20xl Kenaikan/PenurLlnan 0/o

57 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 2ex ZEE XXX ZexPanjang

58 Surplus dari Kegiatan Non Operasional XK 2ex Zen ZexLainnya

59 JUMLAII SURPLUS NON OPERASIONAL (56s/d58) 2ex - XXX 2ex

60 DEFISIT NON OPERASIONAL

61 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset 2ex ZEE ZEE 2exNonlancar

62 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 2ex 2ex 2ex 2exPanjang

63 Defisit dari Kegiatan Non Operasional 2ex Zen 2ex 2ex
Lainnya

64 JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL (61 s/d XXX XXX 2ex XX
63)

65 JUMLAII SURPLUS/DEFISIT DARI Zex XXX ZCXX Jet
KEGIATAN NON OPERASIONAL (59 - 64)

66 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR XXX 2ex XXX 2ex
BIASA (54 + 65)

67 POS LUAR BIASA

68 Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX Zex

69 Pendapatan Luar Biasa 2ex 2ex 2ex 2ex

70 Jumlah Pendapatan Luar Biasa (68) 2ex 2ex 2ex Zex

71 Beban Luar Biasa 2ex Zen Zen XX

72 Beban Luar Biasa Zee X2CX 2ex 2ex

73 Jumlah Beban Luar Biasa (71) 2ex XXX Zee Sex

74 POS LUAR BIASA (68 -71) 2ex 2ex Zen Zex

75 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX 2ex Zex
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e)  haporan rfus Kas

PEMERINTAH KOTA BAIIKPAPAN
IAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Bera]chir Sampal Dengan 31 Desember
20Xl dan 20XO

No Urajan 20X1 20XO
1 Anus Kas dari Aktivitas Opelasi

2ex Jdr
2 Arus Masuk Kas:
3 Penermiaan Pajak Daerah
4 Penerimaan Retribusi Daerali 2ex X
56 Penermaan Hasil Pengelofaan Kekayaan Daerah yang 2ex2ex XxxXxxDipisa-

Penerinaan Lain-lain PAD yang sah
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - Xxx
8 Penelinaan Dana Bagi Hasfl Sumber Daya A]am 2ex in
9 Penerinaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2ex X
10 Penerinaan Bagi Hasil Lainnya XXX Xrm
11 Penerimaan Hibah Zee Xzex
12 Penerinaan ±ya Zen X2ex
13 Jum]ah Arus Masuk Kas (3 s/d 12) 2ex 3ck
14 rfus Keluar Kas:
15 Pembayaran Pegawai - Xxx
16 Pembayaran Barang dan Jasa - Xxx
17 Pembayaran Bunga 2ex Xzex
18 Pembayaran Subsidi - 2ck
19 Pembayaran Hibah 2ex 2ck
20 Pembayaran Bantuan Sosial 2ex X
21 Pembayaran Tak Terduga 2CXX XXX
22 Jum]ah Arus Keluar Kas (14 s/d 20) 2ex2ex 2ex2ex
23 Arus Kas Bersih darn Aktivitas Operasi (13 - 22)
24 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
25 rfus Masuk Kas
26 Pencairan Dana Cadangan
27 Penjualan atas Tana]i 2ex ZEE
28 Penjualan atas Pelalatan dan Mesin Zen 2ex
29 Penjualan atas Gedung dan Bangunan Zen 2ex
30 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 2ex 2ex
31 Pen].uaha Aset Tetap Zczex Zen
32 Penjua]an Aset Lainnya 2ex ZEE
33 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Zen 2ex
34 Penerinaan Penjualan Investasi Non Permanen 2ex 2ex
35 Jumlah Arus Masuk Kas (26 s/d 34) ZEE 2ex
36 rfus Keluar Kas
37 Pembentukan Dana Cadangan Zen 2ex
38 Perolehan Tanah 2CZZX 2EXX
39 Perolehan Peralatan dan Mesin Zen 2ex
40 Perolehan Gedung dan Bangunan 2ex 2ex
41 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2ex XXX
42 Perolehan Aset Tetap Lainnya Zen 2ex
43 Perolehan Aset I,ainnya 2ex 2ex
44 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2ex Zen
45 Pengeluaran PembeHan lnvestasi Non Permanen 2ex ZEE
46 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) 2ex -
47 Arus Kas Bersih dari Aldivitas lnvestasi (45 - 56) 2ex2ex 2ex2ex
48 Anis Kas dari Aktivitas Pendanaan
49 Arus Masuk Kas
50 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
51 Pinjanan Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - 2ex
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No Uraian 20X1 20XO
525354555657 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BankPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuangaliBukanBank -XX 2exZen

Pinjaman Dalaln Negeri - Obligasi 2ex2ex2ex 2ex2ex2exPinjaman Dalam Negeri - LainnyaJumlahAmsMasut:Kas(50s/d55)rfusKeluarKas

5859606162636465 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerintahPusat Zex 2ex
Pembayalan Pokok Pinjaman Dalaln Negeri - PemerintahDaerahLainnya 2ex 2ex
Pembayaran Pokok Fthjaman Daha Negeri - IJembagaKeuanganBank 2ex -
Pembayaran Pokck Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuanganBukanBank 2ex 2ex
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalan Negeri - ObligasiJumlahAmsKeluarKas(58s/d62) Zen2ex2ex3ex2ex -2ex2ex2ex2ex
Ams Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (56 - 63)AmsKasdarnAktivitasTransitoris

66 Arus Masuk Kas
676869 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga PFK)JumlahArusMasukKas(67)

rfus Keluar Kas
70717273 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga PFK)JunilahArusKeluarKas(70) -2ex2ex2ex2ex2ex Zen2exXXXZex2ex3ex

Ams Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (67 - 70)Kenaikan/PenurunanKas

74 Saldo Awal Kas
75 Saldo AEL Kas

i)   Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota

IAPORAN PERUBAIIAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKIHR SAMPAI DENCIAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO

(dalan Rupiah)

NO1 URJAIAN 20X1 20XO
Ekuntas Awal Zen2ex 2ex2ex

234 Surplus/Defisit-LODampakKumulatif Perubahan
2ex2ex2ex 2ex2ex2ex

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 Lain-EL 2ex2ex 2ex2ex
7 Ekuitas I-

g)  Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota
BabI Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuanganPemerintahDaerah

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuanganPemerintahDaerah

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuanganPemerintahDaerah
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Bab 11 Ekonomi makro, kebijahan keuangan dan pencapaian targetkineljaAPBD

2.12.22.3 Ekonomi makro
Kebi.al{an keuangan
Indikator pencapaian target kiner].a APBD

Bab Ill Ikhtisar pencapaian kinelja keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar realisasi pencapalan target kinelja keuanganPemerintahDaerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalan pencapaian targetyangtelahditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi  entitas pelaporan keuangan Daerah
4.2 Basis   akuntansi   yang   mendasari   penyusunan   laporankeuanganPemerintahDaeraJi

4.3 Basis  pengukuran  yang  mendasari  penyusunan  laporankeuanganPemerintahDaerah

4.4 Penerapan     kebijakan     akuntansi     berkaitan     dengan
ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BabV Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Pembiayaan
5.1.5 Pendapatan - LO
5.1.6 Beban
5.1.7 Aset
5.1.8 Kewajiban
5.1.9 Ekuitas Dana

Bab VIBabVII

5.2 Pengungkapan   atas   pos-pos   aset   dan   kewajiban   yang
timbul  sehubungan  dengan  penerapan  basis  akrual  atas
pendapatan   dan   belanja   dan   rekonsiliasinya   dengan
penerapan   basis   kas,   untuk   entitas   akuntansi/entitas
pelaporan    yang     menggunakan     basis     akrual    pada
Pemerintah Daerah.

Penjelasan atas infomasi-informasi nonkeuangan Pemerfutah
Daerah
Penutup
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BAB VIII
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

A.      PENYUSUNAN    DAN    PEMBAHASAN    RANCANGAN    PERATURAN    DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN APBD

1.   Ketentuan umum
Ketentuan  terkait  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan  Peraturan
Daerah  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  adalah  sebagai
berikut:
a.  Wall   Kota   menyampaikan   rancangan   Peraturan   Daerah   tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
serta  ikhtisar  laporan  kinelja  dan  laporan  keuangan  BUMD  paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.  Selaln melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa     Keuangan,     Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  dilampiri  Laporan  Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD ;

c.  Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas Wali Kota bersama
DPRD untuk mendapat persetujuan Bersama;

d.  Persetujuan  bersama  rancangan  Peraturan  Daerah  dilakukan  paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran beraELir;

e.  Atas  dasar  persetujuan  bersama,  Wali  Kota  menyiapkan  rancangan
Peraturari    Wall    Kota    tentang    penjabaran    pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ;

f.   Dalaln  hal  dalam waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diterimanya  rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari
Wall Kota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wall Kota
terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBD,  Wali  Kota menyusun  dan  menetapkan  Peraturan
Wall Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

9.  Rancangan     Peraturan     Wali    Kota    tentang    pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBD  ditetapkan  setelah  memperoleh  pengesahan  dari
Gubemur sebagai waldl Pemerintah Pusat; dan

h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Wadi Kota tentang
pertanggungjawaban     pelaksanaan     APBD     beserta     lalnpirannya
disampalkan paling lambat 7  (tujuh)  hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Wall Kota terhadap rancangan
Peratu.ran Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  Pihak terkait

1)   Wall Kota sebagal pihak yang menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

2)   DPRD  sebagal  pihak yang  membahas  dan  menyetujui  rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

3)   Sekretariat Daerah selaku pihak yang melaksanakan registrasi dan
administrasi        rancangan        Peraturan        Daerah        tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  dan rancangan Peraturan
Wali  Kota  tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
APBD; dan

4)   PPKD sebagal pihak yang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  dan  rancangan
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Peraturari   Wali   Kota   tentang   Penjabaran   Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

b.  Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1)   Wali  Kota  menyampaikan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

pertanggungjawaban  pelaksariaan  APBD  beserta  penjelasan  dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6  (enam)  bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

2)   Wa]i Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3)   Hasil     pembahasan     rancangan     Peraturan     Daerah     tentang
pertanggungjawaban     pelaksanaan     APBD     dituangkan     dalam
persetujuan   bersama  yang  ditandatangani  oleh  Wall   Kota  dan
pimpinan DPRD; dan

4)   Wall  Kota  menyiapkan  rancangan  Peraturan  Wa]i  Kota  tentang
penjabaran  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  berdasarkan
hasil     pembahasan     rancangan     Peraturan     Daerah     tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c.  Penyusunan  dan  Penetapan  rancangan  Peraturan  Wadi  Kota  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD.
Untuk memperoleh  Pengesahan  atas  Rancangan  Peraturan  Wan  Kota
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubemur sebagai
wakil pemerintah pusat, dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
1)   Wali  Kota menyampaikan  rancangan  Peraturan Wa]i Kota tentang

penjabaran    pertanggungjawaban    pelaksanaan    APBD    beserta
penjelasan   dan   dokumen   pendukung  kepada   Gubernur  paling
lambat  7   (tujuh)  hard  sejak  DPRD  tidak  mengambil  keputusan
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; dan

2)   Wa]i  Kota  menetapkan  rancangan  Peraturan  Wa]i  Kota  menjadi
Peraturan   Wali   Kota   tentang   pertanggungjawaban   pelaksanaan
APBD.

a.     EVALUASI   RANCANGAN   PERATURAN   DAERAH   PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN  APBD  DAN  RANCANGAN  PERATURAN  WALI  KOTA TENTANG
PENJABARAN      PERTANGGUNGJAWABAN      PELAKSANAAN     APBD      KOTA
BALIKPAPAN.

1.   Ketentuan umum
Ketentuan    terkait    evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  dan  Rancangan  Peraturan  Wali
Kota tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah
sebagai berikut:
a.  Rancangan Peraturan Daerah tentang pertaliggungjawaban pelaksanaan

APBD  yang  telah  disetujui  bersama  DPRD  dan  rancangan  Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampalkan  kepada Gubemur selaku  wakil pemerintah  pusat paling
lambat  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  rancangan
Peraturan   Daerah   tentang  pertanggung].awaban   pelaksanaan   APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wa]i Kota;

b.  Dalam hal Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi  rancangan   Peraturan  Daerah  tentang  pertanggungiawaban
pelaksanaan   APBD   dan   rancangan   Peraturan   Wall   Kota   tentang
penjabaran   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   sudah   sesuai
dengan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  Peraturan  Daerah  tentang
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pembahan  APBD,   Peraturan  Wall  Kota  tentang  penjabaran  APBD,
Peraturan  Wali  Kota tentang penjabaran perubahan APBD,  dan telah
menindaklanjuti  temuan  laporan  hasil pemeriksaan  Badan Pemeriksa
Keuangan,   Wali   Kota   menetapkan   rancangan   Peraturan   Daerah
menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi
Peraturan Wali Kota;

c.  Dalam hal Gubemur selaku wahil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi  rancangan   Peraturan   Daerah  tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan   APBD   dan   rancangan   Peraturan   Wall   Kota   tentang
penjabaran   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   bertentangan
dengan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  Peraturan  Daerah  tentang
perubahan  APBD,   Peraturan  Wali   Kota  tentang  penjabaran  APBD,
Peraturan  Wali  Kofa  tentang penjabaran  perubahan APBD,  dan/atau
tidak   menindaklanjuti   temuan   laporan   hasil   pemeriksaan   Badan
Pemeriksa    Keuangan,  Wali   Kota  bersama      DPRD melakukan
penyempumaan   paling   lama  7   (tujuh)   hari  terhitung  sejak  hasil
evaluasi diterima; dan

d.  FToses      penyampaian      rancangan      Peraturan      Daerah      tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali
Kota tentang pen].abaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran
data,   penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2.   Ketentuan pelaksanaan
a.  FThak Terkait

1)   Gubemur    sebagai    pihak   yang    melaksanakan    evaluasi    atas
rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD; dan

2)   Wali Kota sebagal pihak yang menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  kepada
Gubemur.

b.  Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
Wali    Kota    mengirimkan    rancangan    Peraturan    Daerah    tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  serta  rancangan  Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada Gubemur sela]fli waldl Pemerintah Pusat untuk dievaluasi; dan

c.  Setelah  hasil  evaluasi  dinyatakan  sudah  sesuai  dan  temuan  laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan sudah ditindaHanjuti,
Wall Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah  dan  rancangan  Peraturan  Wall  Kota  menjadi  Peraturan  Wa]i
Kota.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAII DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan Daerah dan utang Daerah adalah
sebagai berikut:
1.   Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan

daerah berkewajiban mengusahahan agar setiap piutang Daerah diselesaikan
seluruhnya dengan tepat waktu.

2.   Pemerintah  Daerah  mempunyai  hak  mendahului  atas  piutang jenis  tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.   Hutang  Daerah yang  tidak  dapat  diselesaikan  seluruhnya  dan  tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.   Penyelesaian  piutang  Daerah  yang  mengakibatkan  masalah  perdata  dapat
dilakukan  melalui  perdamalan,  kecuali  mengenai  piutang  Daerah yang  cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Piutang   Daerah   dapat   dihapuskan   secara   mutlak   atau   bersyarat   dari
pembukuan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur   mengenai   penghapusan   piutang   negara   dan   Daerah,   kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perumdang-undangan.

6.   Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  investasi  dalam  rangka  memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

7.   Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.   Wall   Kota  dapat  melakukan  pengelolaan   utang  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9.   Wali  Kota  dapat  melakukan  pinjaman  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman Daeral dibebankan
pada anggaran Belanja Daerah.
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BABX
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah
sebagai berikut:
1.   Pemerintah  Daerah  dapat  membentuk  BLUD  dalam  ran8ka  meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-
undangan.

2.   Dalam   rangka   menin8katkan   pelayanan   kepada   masyarakat,   Wall   Kota
menetapkan  kebijakan  fleksibilitas  BLUD  dalaln  Peraturan  Wall  Kota  yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

3.   Pejabat   pengelola   BLUD   bertanggung  jawab   atas   pelaksanaan   kebijakan
fleksibiHtas BLUD dalaln pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada
aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

4.   Pelayanan kepada. masyarakat meliputi:
a.    penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b.    pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan

kepada masyarakat; dan/ atau
c.    pengelolaan   wila.yah/kawasan   tertentu    untuk   tujuan   meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum.
5.   BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.   BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk

menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7.   BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
8.   Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP dan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Balilapapan tentang BLUD.
9.   Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan tehais BLUD

dilakukan    oleh    kepala    SKPD    yang    bertanggung   jawab    atas    Urusari
Pemerintahan yang bersangkutan.

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja
BLUD yang bersangkutan.

11. Pendapatan    BLUD    meliputi    pendapatan   yang    diperoleh    dari    aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

12. Rencana  bisnis  dan  anggaran  serta  laporan  keuangan  dan  KineH.a  BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak teapisahkan dari rencana kerja
dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinelja Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan mengenai pedoman teknis mengenal pengelolaan BLUD diatur dalam
Peraturan Wali Kota tentang BLUD.
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BAB XI
PENIELESAIAN KERUGIAN DAERAII

Ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai
berikut:
1.   Setiap kerugian  Keuangan  Daerah yang disebabkan  oleh tindakan  melanggar

hukum  atau  kelalaian  seseorang  wajib  segera  diselesalkan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.   Setiap  bendahara,  Pegawai  ASN  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau  melalaikan  kewajibannya,  balk
langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  Daerah  wajib  mengganti  kerugian
dimaksud.

3.   Ketentuan  mengenai  penyelesaian  kerugian  daerah  berlaku  secara  mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

4.   Tata  cara  penggantian  kerugian  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

5.   Pedoman     teknis     mengenai     pengelolaan     kerugian     keuangan     Daerah
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.
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BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A.      PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan  umum  terkait  Penyajian  lnformasi  Keuangan  Daerah  adalah  sebagai
berikut:
1.     Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyediahan  informasi  keuangan  daerah

dan diumumkan kepada masyarakat.
2.     Informasi keuangan daerah disajikan berdasarkan  Peraturari Menteri Dalam

Negeri tentang Sistem lnforlnasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi
lnformasi Republik Indonesia tentang Standar Layanan Informasi Publik yang
paling sedikit memuat:

3.

4.

a.   informasi perencanaan anggaran daerah;
b.   informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
c.   informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d.   informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
e.   informiasi barang milik daerah; dan
f.    Informasi keuangan daerah lainnya.
Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
a.   membantu  Wali  Kota  dalam  menyusun  anggaran  daerah  dan  laporan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.   membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
c.   membantu Wali Kota dalam melakukan evaluasi Kiney.a Keuangan Daerah;
d.   menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e.   mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f.    mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
9.   melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Infomasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Selanjutnya,   ketentuan   umum   terkait   Penerapan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,  adalah  sebagai
berikut:
1.   Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam

Pengelolaan   Keuangan   Daerah.   Penerapan   sistem   pemerintahan   berbasis
elektronik   dapat   dilakukan   secara   bertahap   disesuaikan   dengan   kondisi
dan/atau  kapasitas  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

2.   Penerapan  SPBE  dalaln  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menuntut  perubahan
paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data
dan  informasi  secara  elektronik.  Hal  ini  berimplikasi  pada  hal-hal  sebagai
berikut:
a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik

dengan   prasyarat   adanya   otentifikasi  yang   andal   pada   setiap   pejabat
pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b.Informasi,    yang    sebelumnya    disampalkan    melalui    dokumen,    dapat
disampaihan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalaln sistem
yang memadal

c. Integrasi  antar  sistem  yang  memungkinkan  transfer  data  dan  informasi
secara elektronik sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan.

3.   Penerapan  SPBE  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  harus disertai hal-hal
sebagai berikut:
a. Pengembangan  kapasitas  berupa  kompetensi  digital  dan  budaya  digital  di

semua lapisan pengelola keuangan daerah; dan
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b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagal acuan penyusunan
petunjuk   teknis   pengelolaan   keuangan   daerah,   pengembangan   sistem
informasi, audit, pengawasan, dari evaluasi.

a.     KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1.   Ketentuan umum

Ketentuan    umum    terkait    Konsolidasi    Statistik    Laporan    Keuangan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a.  Dalam  rangka  menyediakan  statistik  keuangan  Pemerintah  Daerah,

Pemerintah Daerah melakukan konsolidasi laporan keuangan perangkat
daerah di lingkup Pemerintah Kota Balikyapan; dan

b.  Laporan  konsolidasi  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Peraturan
Menteri   yang    ditetapkan    setelah    berkoordinasi    dengan    Menteri
Keuangan.

2.   Ketentuan pelaksanaan
Peraturan Wali Kota ini mengatur ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
a.  Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan

Pemerintah  Daerah  berdasal.kan  Bagan  Akun  Standar  (BAS)  Statistik
Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:
1)    1aporan operasional (sfatemerif oraperczfrorrs) ;
2)    1aporan anus ekonomi lainnya /sftzfemeut ofofher eco7iomiejzoz#s) ;
3)    neraca (bczztzr.Ice sheet);
4)   1aporan sumber dan penggunaan kas; dan
5)   indikator  fiskal  dalam  kerangka  statistik  keuangan  pemerintah

daerah.
b.  Pemerintah Daerah melakukan konsolidasi statistik laporan keuangan

pemerintah di lin9kup Daerah Kota Balikyapan.
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BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan    dan    pengawasan    ditujukan    untuk    menciptakan    sistem
Pengelolaan   Keuangan   Daerah  yang   sesuai   dengan   keadaan  dan   kebutuhan
setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tingat
serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan
PengelolaanKeuanganDaerahyangefektif,efisien,dantransparan.

Ketentuanumumpembinaandanpengawasansebagaiberikut:

WaliKotamelakukanpembinaandanpengawasankepadaSKPD;
Pembinaan  dilakukan  dalam  bentuk  fasflitasi,  konsultansi,  pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan  bentuk  pengawasan  lairmya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
Salahsatubentukevaluasidilakukanmelaluievaluasikineljapengelolaan
keuangan   Daerah  yang   bertujuan   untuk   mengevaluasi   kemampuan
PemerintahDaerahbesertaselurufipihakpengelolakeuanganPemerintah
Daerah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai  dengan  koridor
peraturan   perundang-undangan  yang  lebih   tinggi.   Bvaluasi   ini  juga
melihat  proses  pengelolaan  keuangan   Daerah  di  semua  tahapannya
dilakukan  sesuai  dengan  norma  dan  kaidah  yang  telah  ditetapkan.
Pelaksanaan evaluasi froqu.a dimaksud, sebagal berikut:
a.  Evaluasi  kineja  pengelolaan  keuangan  Daerah  dilakukan  melalui

penganbilan  data  langsung  melalui  obseIvasi,  diskusi,  wawancara
mendalaln, dan/atau penelaahan dokumen.

b.  Evaluasi   kineH.a  pengelolaan   keuangan   Daerah   dilakukan   secara
menyeluruh balk darn sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur
dan   aspek-aspek   lain   yang   mempengaruhi   kinelja   pengelolaan
keuangan pemerintah Daerah.

c.   Hal-hal  teknis  tel.kait  dengan  proses  evaluasi  kineH.a  pengelolaan
keuangan   pemerintah   Daerah,   termasuk  penentuan   kriteria   dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

Pembinaan   dan  pengawasan   dilaksanakan   sesuai  dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk  mencapai  Pengelolaan  Keuangan  Daerah yang ekonomis,  efektif,
eflsien,     transparan,     dan     akuntabel,     Wan     Kota     berkewajiban
in f>nvf>1an.rrr-t.A 1,^ _      _: _1_ ___ . _       .Lvt*+       uuLiLcyvajLI+artmenyelenggarakan    sistem   pengendalian   internal   atas   pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.

6.     Penyelenggaraan  sistem pengendalian internal sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7.     Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

8.     Penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  dapat  dilakukan
secara   bertahap   disesuaikan    dengan   kondisi   dan/atau   kapasitas
Pemerintah Daerah.

9.     Pemerintah   Daerah   berkewajiban   menerapkan   sistem   pemerintahan
berbasis   elektronik   di   bidamg   Pengelolaan   Keuangan   Daerch   secara
terintegrasi paling sedikit meliputi:
a. penyusunan  Program  dan  Kegiatan  dari  rencana  ken.a  Pemerintah

Daerah;
b. penyusunan rencana kelja SKPD;
c. penyusunarl anggaran;
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d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaari dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f.  akuntansi dan pelaporan; dan
9. pengadaan barang dan jasa.

10.   Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
Daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.   Penerapan   satu   data  di  bidang  pengelolaan   keuangan  Daerah  wajib
memedomani   klasifikasi,    kodefikasi   dan    nomenklatur   perencanaan
pembangunan, keuangan Daerah dan infomasi pemerintahan lainnya.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Iud.
RAHMAD MASUD

Sannan sesuai dengan aslinya
..: --.-. J`.      .-`


